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CATATAN PENGHAMPIRAN EDITOR: 


YANG TERUS DIBURU NU ITU 
BERNAMA “JENIS KELAMIN"! 


Sirsdsba Aafsana” 


dn waktu membuat tulisan pengantar ini, NU 

Sedang menggelar “acara akbar” berupa Konferensi 

Besar (Kombes! dari Musyawarah Masional (Munas) 

Alim Ulama MU mngeal 25-28 Juli 2002 di Jakarta. Konon salah 

satu pereda utan acara oo adalah sembah kehuttah, MU hendak 
mempertegas kembali “jati diri” atau “jenis kelaminnya. 

Lalu...bersamaan dengan itu, kami secara “kebetulan” 

menemukan beberapa komentar lepas tenoang MU dad tokah- 

tokah “papan atas iya di berbngad sumber. 

Andoikata kami boleh membayangkan, sebelum tokoh- 

tokoh papan atas iru mengeluarkan komentar lepasnya, pastilah 

terlebah dulu didahului dengan pertanyaan-permanyaan ihwal MU 


“| Simaeba Alafamo adalah wisudawan terbatk Fakultas Syari'ah LAI 
Wilson Semarang tahun 2002, dan mantan Permampan Redaka fumal 
Klahasswa (UST IIA, Selepas Wetda la tercatat baja "peranggaran 
kritele kerucut ses kali ine njadi edhoordi Penerbit Ar R2. Sekarang 
depereava mecjadi Kowndonater Lembaga Pendam Penerbitan MW TPMU 
Jawa Tengah. 
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dari para “nyamuk pers" atau pura peneliti MU, Dus, sejurus 
kemudian, "Apa pendapat Anda tentang MJ?" tanya mereka pada 
tokoh-tokoh nadi, 

“Diokui atau tidak, PBMU terasa gagap, sehingga 
menjadikan orang-orang MU ryarong-ngarang memberikan 
tafsiran sendiri-sendiri atos khuttah," jawab RAIS Syuriah PBNU, 
K.H. Muehith Muzadi. 

“Saya kira MU harus melakukan politik secara benar dengan 
berpihak pada rakyat, bangsa dan negara, demokrasi dan keadilan, 
dan bertujuan demi kemaslahatan umat Kalau meminjam iscilah 
Subhan ZE, itulah yang disebut guality politier," dmpal Mantan 
Ketua PBMU Chalid Mawardi. 

“Ketika Muktamar MU tahun 1984 di Situbondo, saya 
pernah bertanya apakah yang akan didahulukan oleh NU ke 
depan, penataan atuu wawasan. Saya sendiri yang waktu itu 
berpikir penataan harus didahulukan, sedang yang lain berpikir 
wawasan sehingga Gus Dur yang dipilih menjadi pimpinan, "sahut 
K.H. Mustofa Bisri. 

“Warga NU itu mempunyai 'natsu' bahkan 'syahwat politik 
Fang cukup besar. Khittah 1926 sebenarnya bagian dari sikap 
politik warga MU untuk menyiasati keadaan saat itu, Ketika 
Soeharto lengser, nafsu politik itu tercurah dalam keinginan 
membuat partai. Saya ingat betul, dalam pertemuan pertama di 
Rembang yang digelar sekitar setengah bulan setelah Soeharto 
lengser, ulama dan tokoh MU dari cemus aliran, hadir di sana”, 
celetuk K.H. Yusut Muhammad, 

“Di era multi partai ini, NU harus memiliki kendaraan politik 
yang under control NU, Karena kepentingan MU tidak mungkin 
tumbuh dalam sebuah aliran politik yang kepentingannya berbeda 
secara diametral, baik dari aspek ideologi maupun bentuk visi 
perjuangannya. Bahkan kalau hal ini dibiarkan, suara dan aspirasi 
warga NU gang disalurkan ke partai politik air, bukan tidak 
mungkin akan membesarkan orang lain yang ujung-ujungnya 
juacru menyulitoan MU sendiri. Karenanya mau tidak mau, MU 


Catatan Penghamparan Editor 


husrus memiliki "rumah politik' sendiri untuk kepentingan aspirasi 
politik umatnya, sekaligus sebagai alat perjuangan MU", sela sang 
Kerua Umum PBNU K.H. Hasyim Mumdi. 

“Kami (anak-anak muda MU di jalur kultural) tidak rela 
jika MU dibawa lebih jauh ke wilayah politik praktis. Dan untuk 
itu, kami akan berusaha dengan segala kemampuan untuk 
menyuarakan pentingnya NU lebih berkonsentrasi pada hal-hal 
kemasyarakatan guna membangun dan memberdayakan orang: 
orang kecil", serobot intelektual muda MU, Ulil Abshar-Abdulla 
lantang. 

Cuplikan pendapat yang kebanyakan kami ambil dari harian 
Kompas itu, masih pula mendapat tambahan “masukan” dari 
pengamat politik Kacung Marijan. Katanya, “Bahwa kepentingan 
politik warga MU harus lebih diperjuangkan oleh para politisi 
NU, bukan PBNU. Kepentingan politik itu, misalnya, bagaimana 
mengalokasikan kue pembangunan yang tercermin lewat 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBM). Saya belum 
melihat perjuangan politisi MU bagi upnya peningkatan budget 
di bidang pertanian, subsidi bunt sekolah atau madrasah, nelayan, 
atau kalangan bawah lairunya, yang sebagian besar adalah warga 
NU". 

Mengamati hal itu, sang penulis buku yang ada dalam 
penggaman Anda ini, dengan datar menulis, "Munculnya sikap 
pro dan kontra di kalangan NU menunjukkan adanya 
ketidaksamaan visi dalam soal memperjuangkan kepentingan NU 
secara besar, Ada yang menginginkan agar NU tetap tampil 
sebagai orgarisasi sosial kemasyerakatan an sich. Ada pula yang 
ingin membawanya ke arena poliik proktis, sebagaimana yang 
pernah dialami podo tahun 1852. Ada pula yang memadukan 
kedua-duanya”, 

Lebih lanjut dia menilai bahwa untuk tampil sebagai 
organisasi sosial an sich adalah Il yang sulit bagi MU, karena 
dalam sistem politik nasional yang bercirikan multi partai ini— 
di mana warna polidk aliran menjadi suatu keriiscayaan—seolah- 
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olah mewajibkan siapa saja untuk memilih warna politik aliran 
iru secara menonjol. Bila NU tidak merniliki sara kekuatan politik, 
dipastikan kekuatan massanya akan menjadi incaran dan rebutan 
bagi partai lain. Hal ini jelas akan merugikan NU yang memiliki 
massa yang cukup besar. Sebaliknya bila MU tampil secara penuh 
sebagai kekuatan politik atau berubah menjadi partai politik 
seperti pada tahun 1955, ini juga tidak mungkin dilakukan, 
karena bisa dianggap melenceng dari komitmen awal sosial 
keagamaannya. Meskipun sejarah telah mencatat bahwa NU 
pernah berhasil menduduki urutan ketiga pada Pemilu 1955, 
Benang meroh apakoh yang hendak kita tarik dari 
serangkaian pendapat di atas! Bila diperkenankan menebak, kami 
berpendapat bahwa NU hingga saat ini masih bingung, 
kedodoran, dan kesulitan dalam mempertegas “jenis kelamin" 
atau “jati diri”"-nya. Hendak ke wilayah sosial keagamaan murni 
(kembali ke khirtah 1926) dirasa berat. Hendak ke politik praktis 
kok berat juga. Maunya sah barangkali, ya khattah, ya politik. Tapi 
kritik bertubi-tubi datang juga dari luar, dan persoalan Internal 
organisasi pun tak kunjung usai. Sungguh berat “cobaan” yang 
diberikan Tuhan terhadap makhluk bernama “MU” ini. 


Memang, sepertinya NU dari zaman bahulea hingga kini 
masih sajo berkutat dengan persoalan penegasan jenis 
kelaminnya. Antam khettah murni dan politik prakris. Persts laik 
dikumandangkan D4. Ainur Rofig, dalam “Catatan Akhir” buku 
ini. Katanya, “Dengan melihat kondisi real masyarakot dan 
tantangan yang oda, baik tantangan global (internasional), re- 
Kional, nasional, maupun lokal, mako crele MU dari 'murni sosial 
keagamaan” ke "politik praktis" kemudian kembali lagt, atau 
hahkan nantinya kembali lagi ke politik praktis, sudah dapat 
dipahami dari sejarah perjalanan MU iru sendiri. Ibarat orang 
Jawa bilang, uw ora aneh, mudo mbcven menumg ngonokuuslah NL' 
(bulean hal aneh, sejak dulu memang begitulah MU)”. 


In) 
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Sebetulnya, kalau kita mau jujur dengan hati kecil kits, 
bukan saja MU yang bingung mencari jenis kelaminnya. Kita puri 
sebagai person yang berakal, dari dulu hingga sekarang juga 
bergelut dengan persoalan pencarian jati diri. Who am I!, siapakah 
aku? adalah pertanyaan yang kerap kita lontarkan sendiri dalam 
berak kita. Bukankah demikian! Hanya masalahnya, akan benar- 
berir menjadi persoalan manakala kita dalam pencarian jati diri 
itu kita kerap jatuh dalam “lubang” yang sama. Sekadar 
pengibaratan, kita itu sudah tahu kalau dalam sebuah seni peran, 
kita tidak bisa dan tidak cocok menjadi “pemeran antagonis” 
melainkan cocok menjadi “pemeran protagonis", kenapa mesti 
kita memaksakan diri berperan antagonis! Kalau dulu dengan 
memerankan “tokoh antagonis" film kits itu jelek, lalu 
ditinggalkan dan dibenci penggemar, kenapa pula sekarang kita 
ulangi lagi. Bukankah itu sama artinya “buruh diri"? Bukankah 
itu sama artinya kita “bodoh” karena jatuh dalam lubang sama 
sampai dus kali 

Barangkali, metafor itulah yang saat ini pas ditujukan 
kepada MU khususnya, dan kita semua pada umumnya—dengan 
catatan jika pernah sekadar “merasa” seperti itu. Dalam matra 
iru, tampaknya buku yang tengah Anda kencani ini, disusun lebih 
sebapai “pengingat" atau “tongkat” bagi NU agar “tidak 
terpelincir” dalam lubang yang pernah menjatuhkannya. Selain 
itu, buku iri sepertinya disusun juga untuk memenuhi harapan— 
harap-harap cemas ("h—mudah-mudahan bisa membantu, pal- 
ing tidak, menjadi “pertimbangan” NU dalam terus 
bermetamorfosis dalam mencari jenis kelaminnya. Singkarmnya, 
lebih tepat sebagai warung harian saja. 

Jauh dari maksud -maksud cersebur, bulu ini sejatinya 
menyisakan sepenggal maksud, bahwa dalam jungle tnatan agar 
MU tidak pernah berhenti mengorcka dan mengevaluad dirinya 
sendiri ciada henci, dan dalam jangka panjang supaya MU menjadi 
lebih baik, 

Lebih memaparkan sejarah perjalanan MU sepanjang 
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reformasi (1988-2000), sang penulis bulou ini gigih sekali menguak 
sejarah NU—yang ditulis dalam lima bagian. Bagian pertama 
lebih bersifat “Pendahuluan”. Bagian kedua memaparkan 
“Dinamika Politik MU dan Problematika Khittah". Bagian ketiga 
mengupas ihwal “Artikulasi Politik MU Era BJ. Habibie”. Bagian 
keempat mencoba “Menguji Kluttah dan Meneropong Pergeseran 
Paradigma Politik MU Era Abdurrahman Wahid”. Dan bagian 
akhir lebih merupakan “Epilog”. 

Bagi pembaca yang intens mengamati laju gerak 
perkembangan buku yang membahas tentang MU, sepintas lalu 
mungkin menganggap remeh buku ini, karena “seolah-olah” adak 
berbeda jauh dengan buku-buku yang jauh-jauh hari telah 
membabat habis perpolitikan MU. Tapi benarkah demikian! 
Hemnt kami, penilaian seperti ibu akan sepera sirna manakala 
menyimak “kekuatan data” yang disajikan buku ini, terutama 
dalam menyitir pernyataan-pernyatann tokoh-tokoh NU dan no- 
MU dalam menyoroti organisasi bentukan K.H. Hasyim Asy'ari 
itu dengan “vulger” dan “blak-blakan”. Dengan kata lain, ada 
secercah “sinar” yang dipancarkan buku iri ke hadapan Anda, 
yang sama sekali berbeda dengan buku-buku lain yang bertema 
hampir sama.. 


Oke-lah, perlu pula diinformasikan bahwa buku ini semula 
adalah tesis S2 penulisnya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
vang berhasil dipertahankan pada medio 20 Agustus 2001. Untuk 
pemenuhan “konsumsi” buku dan “pasar” ada beberapa hal yang 
dengan “amat terpaksa” perlu kami sesuaikan. Seperti dalam hal 
“kelezatan” bahasa dan “sistematika penulisan", Jadi, harap 
maklum saja! Bukankah mengenai “orisinalitas” buku ini, sang 
empunya telah menawarkan kepada Anda agar memerikan teks 
aslinya! 


Catat Penghampoan Editr 


Akhirnya, sebagai sebuah kerja melelahkan, buku ini tidak 
akan tersaji manakala tidak ada bantuan, pertama-tama dari 
Saudara Fahmi Arif El Muniry yang mulismula menunjukkan 
tesis itu pada kamu. Selanjutnya terimakasih pun juga terucap 
kepada Mas Bahrul "Ulum yang memercayakan penerbitan 
tesisnya kepada kami, meskipun sebelumnya tesis itu pernah 
“nongkrong tiga bulan" di Penerbit Pustaka Indonesia Satu (PS) 
Jakarta. Apa boleh buat. 

Ucapan terimakasih pun seyogianya dilayangkan kepada 
kawan-kawan “aktifis kajian”, para intelektual muda SENSAZi, 
dan MaKAR Ciputat. Mereka adalah Mujib, Reza, Ferry, Amin. 
Nasir, Pay, Orega, Igbal, dan lihom Elsaha yang mengajari kami 
cara berpetualang dan menjelajah secara intelektual. Yang 
krrersa lecutan semangat merekalah, ide menerbitkan buku ini 
juga bisa muncul, Meskipun boleh dibilang bermodal “nekad”, 
toh akhirnya menjadi realita juga. 

Ucapan terimakasih yang tulus juga kami kuntumkan 
kepada kedua “intelektual senior" kami, Mas Rumadi, dan Romo 
Sumanto Al Ourtaby (si “Wirsableng dari Alas Roban” atau “Komo 
Mbeling dari Lahpesdom”), yang terus memompa semangat kami 
untuk tidok takut menghadapi hidup yang kian “semrawut” ini. 

Tak lupa kepada Mas Ulil Abshar-Abdalla, Mas Agus Yahya, 
dan Mas Ainur Rofig, kami ucapan affusryakni karena berkenan 
memberikan “Catatan Cetir" dan “Catatan Akhir" bagi 
kelengkapan wacana buku ini, 

Di atas segalanya, terimakasih pun tercurah buat kawan 
Imam Kuncung don Aru Press, dan Agus Yahya (kami sebut 
untuk kali kedus! dari PW IPNU Inteng yang berkenan 
menerbitkan buku ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka 
semua, Kepada jar'iwah MU, mudah-mudahan buku ini bisa 
menjadi kado indah tak terlupekan. “ “ “ 


Mgalian-Semarang-Pengok-Djogjakarta, 
Medio 28 Juli 2001 
“Ketika made gading yang tak retak!" 


|) 
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PRAKATA 
DAN UCAPAN TERIMAKASIH 


ji syukur kepada Allah Swr. patut penulis 

panjatkan hingga kapan saja. Bagaimana tidak! 

Betapa berkat kasih, rahmar, dan karunia-Nyalah 

penulisan buku ini bisa rampung sesuai ploving, tanpa sebuah 
kendala yang berarti sama sekali: Buku yang sekarang tersaji di 
hadapan segenap pembaca, semula merupakan tesis penulis di Pro- 
gram Pascasarjana JAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebuah tesis 
penelitian yang semula berjudul, “Pergeseran Peradigma Politik 
Nahdlatul Ulama Era Reformasi (1998-2000)”, Dalam penelitian itu, 
penulis berupaya menjawab beberapa pertanyaan krusial: 
Bagaimana dinamika politik MU dalami sejarah percaturan politik 
nasonal di Indonesia! Mengapa terjadi “pergeseran” paradigma 
palitik MU di era reformasi? Lantas, bagaimana kalangan MU sendiri 
menanggapi pergeseran paradigma politik itu, dalam kaitarnya 
dengan persoalan khitah—"persanlan klasik” yang tak kunjung 
usai ditncarakan dan diperdebatkan? Bagaimana pula posisi MU 
era reformasi, semenjak B.). Habibie sampai Abdurrahman Wahid! 
Jawaban atas serenteban pertanyaan di atas telah penulis 
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upayakan penguakannya dalam buku ini dengan—paling tidak— 
mernakai metodologi deskriptif-analitis, da pendekatan sejarah 
(historical approach). Selain iru, untuk mendapatkan beberapa 
referensi data yang dibucahkar, maka penulis tak lupa membubuhi 
penelitian kepustakaan (librari research) dan penelitian lapangan 
(field researoh) melalui wawancara dengan beberapa tokoh MU, 
Das, dalam mengolah dan menganalisis data yang terkumpul itu, 
penulis memakai metode analisis isi (content analis), yaitu 
dengan menilai dan mengidentifikasi data, kemudian 
menganahsianya lebih lanjut. 

Perlu penulis intormasikan di sini, judul yang tertera dalam 
buku iri merupakan usulan dari penerbit, yang konon katanya, 
terinspirasi dari tulisan intelektual muda MU kenamaan, Ulil 
#behar-Abdalla, dalam harian Kompas, yang sekaligus menjadi 
Matatan Getir” dalam buku iri. 

Syahdan, barangkali bila penulis diperbolehkan 
menyarankan, bogi siapa saja yang menghendaki keaslian edisi 
ini, sebaiknya menengok saja karya nsli tesis penulis yang mungkin 
bisa ditemukan di Perpustakaan LAIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 

Jujur penulis akui, buku ini bisa tersaji dengan “apik”, 
“manis”, dan “menarik” di hadapan pemboca sekalian cak bisa 
lepas dari bantuan banyak orang yang tidak mungkin Pa 
sebutkan satu per satu. Sekurang-kurangnya, penghargaan ya 
tulus dan penuh hormat penulis sampaikan kepada Bapak DR. 
H. Asafri Jaya Bakri, MA, Rektor LAIN Sulthan Thaha Saifuddin 
Jambi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
melanjutkan studi di Program Pascasarjana LAIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 

Penghargaan yang setulus-tulusnya juga patut penulis 
sampaikan kepada DR. Bahtiar Effendy, MA. dan DR. 
Abdillah, MA. yang telah membimbing penulis dengan sikap yang 
amat bijaksana. Kepada Bapak Prof. DR. H. Said Agil Husin Al- 
Munnwar, MA, Direktur Program Pascasarjana IAIN Syarif 


ls 
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Hidayatullah Jakarta, yang sekarang menjabat sebagai Menteri 
Agama kita, penulis “wajib” mengucapkan terimakasih atas bekal 
ilmu dan pengetahuannya yang diberikan kepada penulis. DR. 
A. Wahid Mu'thi, di samping sebagai Asisten Direktur I 
Pascasarjana IAIN Jakarta, beliau juga telah banyak memberikan 
bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan di Pro- 
gram Pascasarjana. “Thank's & lot Pak, atas bimbingannya”. 

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga, 
juga penulis sampaikan kepada para dosen penulis selama 
mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana di IAIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. Mereka adalah DR. Satria Effendi 
(Almarhum), DR. Mukhtar Aziz, Prof. DR. Fathurrahman Djamil, 
MA, Prof DR. Ahmad Sukara, MA, DR. Mulyadi Kartanegara. 
DR. Hamdani Anwar, Prof. DR. Huzaimah T. Yanggo, DR. Rusmin 
Tumunggor Penghormatan yang tinggi, penulis sampaikan kepada 
seluruh jajaran dan staf pada program Pascasarjanan IAIN 
Jakarta, kepada jajaran dan staf Perpustakaan LAIN Jakarta, 
Perpustakaan Iman Jama', Lebak Bulus-Jakarta Selatan, dan 
Perpustakaan Lakpesdam NU Jakarta. 

Selanjutnya, penulis tidak dapat melupakan bantuan dan 
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“Soalnya sederhana saja, MU sudah lara merasa diperlakukan 
tidak adil oleh dominasi golongan dan perorangan yang kust 
kedudukannya lantaran straktar organisasi yang berlaku" 


(K.H. Saefuddin Zuhri) 


CATATAN GETIR PERTAMA: 


ORANG NU DIBODOHI, 
PINTARNYA ORANG LAIN 


UM Abshar-Abdalla" 


Orang-orang laun manai-ramai membodo han orang-orang MU. 
"Mereka ini tak tahu politik” kata seorang cerdik di kamarnya 
yang penuh tempukan baku kepada seorang wartawan, “Mereka 
orang MU ndak bisa memegang negara”, kata yang lan dengan 
perasaan Orggi hot. "Mana bisa negara diatur dengan cara 
peancen, Warscorang pengemar dengn nada sinis. Seorang 
cerdik lai yang sudah tama jengkel pada MU mengatakan, “Dasar 
MU!" Kalimatica disaat besar: besaran di koran- koran. Urang: 
Orang MU gann noeakapoon dicap “bodo” cetapi benda be banjar dari 
membaca kon Ina, marah dan dongkol”. 


rang-orang pintor dan cerdik-pandai mengutuk 
ame-rame orang-orang MU yang dicap bodoh di 
desasdesa karena bertakhid “buto” pada pemimpirnya, 


"| Ulil Abah Abdala adalah ustebeletual muda MU “Garda Depan” pemah 
menjabar Ketua Lakpesdarm- MU! dan Propect Direcoor (CAP Jakarta. 
Tulisan tersebut perah dimuscdi Kompas pada medio 13 Febroari 2001, 
dan direrbickan kembali dalam “Caca Getir? pl, atas Izin dan 
kemurahan had penulinya. 
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dan kemudian berbuat kerusakan, menebangi pohon, dan 
membakar gedung-gedung. Berita tentang itu dimuat besar- 
besaran di koron-koran kota, dan tiba-tiba orang-orang NU 
menajdi “peakitan”, tertuduh dan dicap bodoh. 

Warga MU memang, kebanyakan orang kampung yang tidak 
terdidik, tidak bisa mengontrol perasaan, tidak mempunyai 
keterampilan menyalurkan kemarahan secara "beradab" seperti 
cerdik-pandsi di Jakarta. Dan ketika orang-orang di Jakarta 
"menyalahkan" mereka kerena berbuat “kekerasan”, mereka tak 
punya kemampuan menjawab secara canggih di media massu: 
kenapa mereka berbuat begitu. 

Sementara para orang pintar yang dekat dengan media, 
meskipun tak mempunyai basis massa yang luas di bawah, bisa 
dengan enak. dan “canggih”, don pintar, dan “teoretis”, 
memberikan komentar ringan, “Bagaimana mungkin orang-or- 
ang itu berbuar kerusakan. Ini akan membahayakan prospek 
demokrasi, Demokrasi tak bisa dibangun dengan kultus, dan 
seterusnya dan seterusnya”. 

Sementara elite-elite yang mampu membangun segala rupa 
manuver dengan “beradab” dan “cantik” mendapat pujian dari 
para pengamat itu, "Nah “begitu seharusnya demokrasi. Dernokrasi 
itu kan artinya kita harus berjalan sesuai aturan main, damai. 
Demokrasi itu ya berapa suara yang Anda punya, and s0 and s0”. 

Tah. memang nasib orang kecil yang bodoh, yang tidak bisa 
berbicara atas nama mereka sendiri, kecuali hanya mendengar 
dan menonton komentarorang-—orang pintar yang berbicara “ati 
nama” (don kadang, atu sering, menyakiti) mereka, Ketika media 
disanggah bahwa mereka telah menyebabkan orang-orang kecil 
yang tak pintar itu marah, para pengasuh media mengamkan, 
“Kami hanya mem 

Fakta. Kami hanya alat pengangkut barang, kami tidak 
menciptakan barang itu sendiri". 

Dari semula orang NU sudah mau menjalani proses 
demokrasi yang benar, mendukung Megawati Soekamoputri, lalu 


F1 


Matan Ur 


“dibujuki" orang lain yang “pintar” dan “beradab" untuk 
meninggalkan Mega, lalu (karena bodoh dan kurang “pintar” 
mau mendukung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jadi presiden, 
lalu “tokohnya” itu disakiti, lalu mereka tak bisa membela, lalu 
mereka marah, lalu mereka “dikutuk” karena marah, lalu orang 
yang dulu “menipu” mereka itu mendapat nama dan kemasyhuran 
dan reputasi karena berbuat segala "kelicikan" dengan “beradab” 
dan “sopan” dan “cantik” di mata media. 

Maswadi Rauf, dalam sebuah talkshow yang secara “beradab 
diadakan oleh sebuah stasiun televisi swasta untuk mengomentari 
maran ulang dialog Gus Dur dan mahasiswa pada tanggal $ 
Februari 2001 di Hotel Indonesia, mengatakan, “Itulah poliak!" 
Jadi. seolah-olah politik adalah keharusan menerima “kelicikan” 
ang dilakukan secara “beradab”, 

Kadang-kadang saya berpikir, betapa celakanga menjadi 
orang-orang kecil yang jauh dari Jakarta, jauh dari “alat” yang 
memuntkinkan mereka berbicara atas nama mereka sendiri. 
Ribuan orang desa berkumpul, memprotes, dan merusak, dan 
media tak pernah bercerita tentang perasaan mereka dan 
“kegondakan” mereka, sementara seratus demonstran di Jakarta 
mendapat perhartian yang berlebih. Inikah “versi” lain dari kisah 
Zulkarnain yong diceritakan oleh Moam Chomsky: #corang 
Zulkarnain menumpang kapa! besar, menaklukkan negeri-negeri 
lain, mendapat pujian sebagai pahlawan, tetapi sekelompok bajak 
kecil, karena hanya membawa perahu kecil, disumpahi sebagai 
“perompak" dan bajak laur. 

Salah siapa mereka tinggal di desa, dan tidak pintar, dan 
tidak terdidik? Saya ingat salah satu kata yang sering digunakan 
oleh para aktivis LSM di Afrika Selatan, wictimizing victim, 
mengorbankan orang-orang yang sudah menjadi korban. Orang 
kecil yang selalu menjadi korban, karena tidak mempunyai "alat" 
untuk mengatakan bahwa mereka korban, selalu “dikorbankan” 
kembali oleh mereka yang, karena mempunyai alat itu, kemudian 
bisa “berbicara” atas nama korban-korban itu. 
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Saya jadi ingat Edward Said yang bercerita dalam Oriemutalis, 
tentang Flaubert yang menulis sebuah novel, dan berkisah (uruk 
pubhik Barat yang haus akan “eksotisme" Timur yang dibuat-buat) 
mengenai wanita Mesir, Honum, dan dengan mudahnya menjadi 
“tokoh” wanita ini sebagai “tipe wanita timur”, Orang-orang 
pintar mereka sering berkata “mengenai” orang-orang lain yang 
kebetulan lemah, dan tidak pemah merasa pedu untak memilik 
kembali, apakah kata-katanya persis mengenai apa yang dipikirkan 
oleh orang-orang lemah ivu. Di ritik inilah sering terjadi wictim- 
izaton of wctm, 

Saya tidak tabu harus berkata apa, dan menyalahkan siapa, 
tentang orang-orang kecil di desa yang hidup sekian puluh tahun 
dalam suatu kendaan yang tidak memungkinkan mereka itu 
membangun “alat" dan “perkumpulan” yang bisa menjadi sarana 
untuk mengungkapkan isi hati mereka dengan damai. Ketika 
alat-alat dan sarana-sarana untuk bicara ito tak mereka miliki, 
sebaliknya malah dimiliki oleh mereka yang “pintar” di kota- 
kota, mereka lalu frustasi dan putus asa. Apa yang mereka punya 
adalah hanya “hati” dan “perasaan”. 

Dengan itu mereka bisa rabu bahwa ada yang tidak adil, 
ada yanp tidak nba ada yatig bacini, . varg borok. Lopeia 
terang keridakadilan itu. Tebar sekolah yang “pintar" 
bisa membolak-balik kalimat dan paragraf untuk membuktikan 
bahwa ketidakadilan yang mereka rasakan itu tidak ada. Lalu 
mereka tidak punya alat lain kecuali hati yang dongkol. Kerika 
mereka mulai marah, mereka disalahkan sebagai orang-orang 
yang tidak beradab, bermental “primordial”, tidak rasional, taklid 
buta sama pemimpin, dan segala macam. Mereka lalu bingung 
sendiri. Mereka lalu seperti “terpenjara” oleh kebodohan mereka. 

Celakanya lagi adalah bahwa orang-orang MU ini 
mempunyai presiden yang dari segala segi memang tidak 
mencerminkan seorang “superman” yang dibutuhkan untuk 
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melakukan mtisiom mmpossible guna menyelamatkan Indonesia yang 
sedang sakit keras. Mereka juga tidak tabu, kenapa perumpin 
mereka yang memang dari awal sudah ketahuan bukan “super 
mari” itu diangkat jadi “raja” untuk memimpin sebuah negeri 

yang, karena besarnya masalah di dalamnya, sedang butuh “su- 
perman” Orang-orang MU itu, cepat berkesimpulan bahwa “kiai” 
mereka memang mau diangkat sekadar untuk disakiti oleh para 
tokoh cerdik-pandai yang lihai menggunakan kata-kata, “Kami 
telah keliru memilihnya. Apa kelirunya orang salah mengoreksi 
tindakannya sendiri", 

Lalu orang-orang lain ramaramai membodohkan orarig- 
orang MU. “Mereka ini tuk tahu politik", kata seorang cerdik di 
kamarnya yang penuh tumpukan buku kepada seorang wartawan 
“Mereka orang MU tidak bisa memegang negara", kata yang lain 
dengan persaan tinggi hati. “Mana bisa negara diatur dengan 
cara pesantren”, ujar scorang pengamat dengan nada sinis. 
Seorang cerdik lain yang sudah lama jengkel pada NU 
mengatakan, “Dasar MU!” Kalimat itu dimuat besar-besaran di 
koran-koran. Orang-orang MU yang meskipun dicap “bodoh” 
terap berniat belajar dan membaca koran itu, marah dan dongkal. 

Setiap bari orang-orang yang dicap “bodoh” atu mendengar 
orang-orang cerdik-pandai di Jakarta “membodohkan" mereka, 
dan mereka hanya “bengong” di depan televisi, dan tak bisa apa- 
apa. Terapi, anehnya, Lang BS bodoh yang tak terdidik ini, 
jukan perrulihan umum tiba, mendadak mendapat tamu Orang-or- 
ang “pintar” dari Jakarta untuk meminta “suara” mereka. Seperti 
calo-calo yang gigih mencari TKW di pedusunan yang 
kebanyakan dihuni orang-orang NU itu, para cerdik-pandai kota 
tersebut mengobral jangi, bermulut manis, bermuka cerah, tangan 
mereka pun ringan menebar duit. 

Tetapi, setelah pemilihan usai, dan seluruh kursi dibagi rata, 
“suara” orang-orang bodoh itu hanya dianggap sebagai "kentut" 
Fang segera berlalu. Kalau orang-orang bodah itu protes, orang- 
orang pintar Itu akan mengatakan, “Suara kalian hanya 'sampel' 
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saja dari suara rakyat, dan belum tentu mewakili seluruh rakyat. 
Jadi, tolong jangan paksakan kehendak, maka kalian melawan 
aturan main demokrasi" Orang-orang yang dibodohkan iru pun 
tidak bisa menjawab apa-apa. Dan kalimat orang-orang pintar 
itu akan dimuat besar-besaran di media, dan kemudian 
dikomentari oleh orang-orang pintar yang lain, dan begitu 
seterusnya. 

Yang orang-orang MU malin tidak tahu dan bingung adalah 
bahwa tindakan-tindakan yang mereka lakukan selalu 
“menghantam" dirinya sendiri, persis seperti senjata bumerang 
di tangan para Aborjin yang juga “bodob" itu. Mereka mengira 
bahwa dengan marah besar dan menghancurkan gelas dan piring, 
semua orang akan menoleh dan memberikan perhartian, atau 
takut dan kemudian mendengarkan apa yang mereka suarakan. 
Kebalikan dari apa yang mereka harapkan, kemarahan itu justru 
menjadi “amunisi” buat orang-orang pintar untuk berbuat hal- 
hal lain yang menambahi sakit hati mereka. Bukan diperhatikan 
atau didengarkan keluhannya, mereka malah “dikutuk” untuk 
“disumpahi". 

Yang ada di benak mereka ita, boleh jadi, hawa satu: kalau 
orang lain boleh manjotuhkan "raja" mereka dengan cara dan 
prosedur (yang “beradah") apa pun, kenapa mereka tak boleh 
memibela si raja itu. Orang-orang pintar akan mengatakan kepada 
mereka, “Kaliah sih pakai kekerasan. Kalau mau ikut "main padicik', 
kalian harus gunakan cara yang demokratis". Karena mereka ini 
bodoh, mereka .tak tahu apo yang dimuksud dengan “cara 
demokratis" itu. Yang mereka tahu adalah bahwa orang lain 
yang kebetulan “pintar" juga “menghalalkan” segala cara umuk 
berbuat apa saja. Ketika mereka mau mengikuti “langgam 
bermain” orang-orang pintar yang bisa “menghalalkan” segala hal 
itu, tiba-tiba mereka “dihardik" orang lain, bahkan dimarahi. 
Mereka tak tahu: siapa yang salah, siapa yang benar. 

Rupanya "perspulitik-an" cerlalu canggih buat orang-orang 
MU yang tak terdidik itu. Seriap selangkah, mereka selalu 
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“diskok" terus. Ketika papan catur itu mereka hancurkan, karena 
sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, mereka dikutuk ramai- 
ramai, “Kalau kalian hancurkan papan catur, bagnimana kits bisa 
main catur Kalau kalian mau menang, ikutilah aturan main, dan 
mainlah hurggo habis”, Ketika mereka dengan sadar mau main 
lagi, mereka “di-puliiki” kembali. 

Jadi, nasihat yang baik baat orang-orang MU barangkali 
dengan mengatakan, “Diomlah kalian, karena kalian kalah pintar 
dari yang lain. Kalau kalian 'marah', orang-orang pintar akan 
'membluntir” kemarahan kalian untuk “membodoh-bodohkan' 
kalian. Jangun berbuat kerusakan, karena orang-orang pintur 
akan "mengutuk" kalian sebagai dak tahu demokrasi. Belajarlah 
pada orang-orang pincar di koto itu mereka berbuat 'kerusakan' 
secara "berndab' dan licin, tetapi mereka dipuji semua orang. 
Kaotou kalian sudah bisa berbuat kerusakan secara "berndab"' seperti 
mereka, baruloh kalian boleh ikut man. Jangan lupa, itulah 


aturan tnsinnya”, " " " 
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TRAGEDI NU: "DIBODOHI ORANG NU” 
DAN "DIBODOHI ORANG LAIN” (?) 
Agus Yahya” 


“Betapa menghibakan, ketika dalam beberapa seal, kejujuran 
selalu katah oleh permainan-permainan pencitraan. Antara watak 
normatif dan ekspresi pun bisa menjadi paradoks manakala 
'kelicinan' yang ditopang modal kecanggihan infrastruktur lebih 
mampu "bermain" ketimbang kepolosan-lospolosen yang hanya 
mengandalkan kapital "resa" dan 'kulnur," 

(Aomtr Mahmud NS, Sura Merdeka, 15 Februari 2001) 


“andaltul Ulama (MU), dengan jumlah warga sekitar 
| empat puluh juta orang merupakan sebuah 
organisasi sosial keogamaan (jam'iyyah direwwah) 


terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Seperti itulah 

pendapat Azyumardi Azra dalam mengawali tulisan pengantannya 

di buku “MU Liberal”, Sungguh tantastik bukan! 

nj Agus Yahya adalah Kecua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Putra 
Makdlatul Ulama (PW IPMUI Jawa Tengah, Saat trd masih aktif sebagai 
mahasiswa Pascasarjana Universitas Meveri Semarang (UNNES! dan 
doserdi Untversiras Wahid Hasyim (UWH) Semarang, 


Hao "Ui » "Bedanya MU” apa “MU Debodala" 


Sayang, potensi yang demikian besar ibu, paling tidak secara 
kuantitatif, sepanjang perjalanan sejarahnya dalam melenggang 
di atas panggung politik, selalu "dikibuli" dan “di-pulitikai" oleh 
rival-rivalnyo. Dikatakan selalu “di-pudicik-1" karena fakta yang 
kita saksikan nago-naganyo memang menunjukkan demikian. 
Paling tidak, sepanjang refernsi yang saya ketahui, setidaknya 
ada tiga kekalahan NU dalam berpolitik. 

Pertama, saat MU berhasil "dikibuli” oleh Masyumi. Awal 
mulanya, oleh para aktivis penggagas Masyumi, tokoh-tokoh MU, 
lantaran kekuatan massa besarnya, “dirayu" untuk ikut mandegani 
Masyumi dengan “diiming-amingi" jabatan strategis berupa ketua 
Majelis Syuro atau “Dewan Konsultntif” yang memiliki otorims 
penuh dalam mengarahkan kaju gerak Masyumi. Benar memang, 
kalau sat itu yang menjadi ketua Majelis Syuro Masyumi adalah 
K.H. Hasyim Asy'ari, Namun sayang, peran dan fungsinya 
“dimendulkan". “Omongan-omongan nya tak pernah “digubris. 
Farwa-farwanya selalu diabaikan. 

Dalam kondisi seperti itu, para tokoh NU masih juga “diejek” 
oleh para aktivis Masyumi non-MU, “Politik itu Saudara-saudara, 
tidak bisa dibicarakan sambil memegang tasbih, urusan politik 
ini cukup luas, didak hanya berada di sekeliling pondok pesantren. 
Politik itu luas menyebar ke seluruh dunia”, sindir tokoh Masyumi 
yang juga Walikota Yogyakarta Muhammod Saleh. 

Bukan hal aneh karenanya, jikalau pada Muktamar NU 
ke-19 di Palembang tahun 1952, NU menyatakan diri keluar dari 
Masyumi, Yah, karena merasa "dikibuli”, kerena mena “di-apiua”, 
karena merasa "dibodohi", dan karena merasa “diejek”. Dalam 
kendaan “jengkel”, “dongkol", dan “kecewa”, K.H. Saituddin 
Zubri menjelaskan mengapa MU keluar dari Masyumi. Katanya, 
“Soalnya sederhana saja. NU sudah lama merasa diperlakukan 
tidak adil oleh dominasi golongan dan perorangan yang kuat 
kedudukannya lantaran serultar orgaridsasa yang berlaku", 

Kekalahan kedua, terjadi peda saot MU bertwsi dalam PPP 
Apu lncur, memang nasib MU tak pernah mujur padu Pemilu 


MH 
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1982, PPP di bawah kepemimpinan H.). Naro, orang-orang NU 
“disikat" semua secara kasar. Hampir seluruh Caleg (Calon 
Legislarif) MU paling berpengaruh, diposisikan dalam deretan 
“kursi tidak jadi" alias “cadangan”, Lahirlah kemudian, kepurusan 
“mahapenting" dalam sejarah perjalanan sejarah MU, Yaitu, pada 
Muktamar MU ke-27 di Sirubondo, tarygal 8-12 Desember 1984, 
MU menyatakan diri kembali ke kluttah 1926, Dan itu sama halnya 
bahwa NU menarik diri dari hiruk-pikuk politik, dan lebih con- 
cem di wilayah sastal kengamaan. 

Dan kekalahan ketiga terjadi menyusul keputusan tokoh- 
tokoh MU untuk menuruti aspirasi politik warganya dalam 
mendirikan partai politik lagi di era reformasi. Usai Soeharto 
lengser, PBMU memfasilitasi berdirinya PKB (Partai Kebangkitan 
Bangsa). Berangkat dari sinilah “peristiwa pengibulan NU" 
kembali terjadi. Tepatnya ketika tokoh utama MU, Abdurrahman 
Wnhid oleh “orang lain” ramai-ramai "diangkat" menjadi presiden 
menggantikan Habibie pada SU MPR 1999. Marun belum genap 
usia kepemimpinannya, ia “dilengserkan dengan tidak hormat" 
dan “ramai-ramai” pula oleh “orang lein” itu, yang dulu gigih 
mengegolkannya menjadi presiden. Sebut saja Amien Rais, dari 
kawan-kawan! 

Dari serentetan kekalahan ibu, hemat saga, kelelahan 
kerigalah yang paling menyakitkan dan masih terasa 
kepedihannya hingga sekarang. Tragis dan dramatis, seorang 
Abdurrahman Wahid (Gus Duri yang dikenal “piawai” dalam 
berpolitik diturunkan “dengan paksa" dari kursi kepresidenan. 
Sebelum diturunkan, amunisi-amunisi polidk “kotor” berkali-kali 
dan bertubi-tubi dilemparkan oleh rival-rival politiknya. Entah 
itu persangkaan perselingkuhan (kasus Ariaruigate). Entah itu 
persangkaan korupsi (kosus Buloggate). Entah itu periangkaan 
kesehatan jiwa (mental Gus Dur dinilai sudah tidak waras 
lantaran pernyaman-pernyataan kontroversialnya tidak pernah 
terbukti). Entah itu persangkaan-persangkaan lain—yang naifnya, 
hingga sekarang, seluruh persangkaan itu belum juga cerbukri. 
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Dari cilikan psikososial, hal itu sudah menjamah “wilayah 
rawan" yang kalau siapa pun berani menyinggungnya, orang yang 
sopan sekali pun akan menjadi beringas, orang yang penakut 
sekali pun akan menjadi pemberani. Wilayah rawan itu adalah 
persoalan “harga diri”, Yah, orang NU merasa harga dirinya 
diinjak-injak! 

Orang MU tentu saja sangat "tersinggung" atas segala cacian 
dan pencitraan yang diterimanya. Namun epa boleh dikata, 
mereka tak bisa berbuat apa-apa. Mereka serba salah. Maju kena, 
mundur pun kena. Pernah memang suatu kali, sebelum Cas Dur 
benar-benar diturunkan, di Jawa Timur terjadi aksi “penebangan 
pohon" oleh massa NU, sebagai luapan “rasa kesal" dan “tidak 
terima” atas penghinaan vang diterima oleh kininya. Mamun apa 
yang terjodi kemudian, mossa MU yang sebagian besar “orang- 
orang bodoh” alias “ak berpendidikan” itu harus menerima 
pencitraan tidak mengenakkan. 

NU bagai masuk sebuah perangkap yang sudah lama 
dipersiapkan oleh musuh-musuhnya, mereka lantas dicitrakan 
brutal, berbahaya, anarkhis, biadab, dan “kampungan”. Pedahal 
tidak demikian adanya, mereka hanya “memberontak” karena 
diperlakukan tidak adil, harga dirinya diinjak-injak. Dan siapa 
pun yang menyalami hal seperti itu, pastilah akan memiliki reaksi 
yang tak jauh berbeda sebetulnya. Terjadilah sebuah pembunuhan 
karakter (character assasination) terhadap MU yang dilakukan 
oleh “orang lain". Dalam konteks itu, warga MU yang sedikit 
“pandai" pastilah bergumam, “Karena MU yang terlalu Yujur', 
terlalu “polos”, dan terlalu “bodoh', karena NU “cidak bisa licik", 
“tidak bisa bermain politik canggih', tidak “pinter ngapusi'. Maka 
kareana itu pulalah akhirnye mereka mati sendiri". 

Mengomentari hal itu, Amir Machmud, sorang wartawan 
senior Suara Merdeka menulis, “Betapa menghibakan, ketika 
dalam beberapa soal, kejujuran selalu kalah oleh permainan- 
permainan pencitraan. Antara watak normatif dan ekspresi pun 
menjadi paradoks manakala 'kelicinan' yang ditopang modal 
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kecanggihan infrastrukur lebih mampu "bermain' ketimbang 
kepolosan-kepoloaan yang hanya mengandalkan kapital "rasa" dan 
“kulcar"." 

Itulah sepenggal kisah-kisah menarik dan memilukan 
sepanjang perjalanan MU, Pertanyaannya, harus bagaimanakah 
kita menyikapinya untuk kebaikan NU di masa saat ini dan 
mendatang! Apakah selamanya kita menghujat dan 
menyalahkan “orang lain”? Atmukah kita akan sedikit arif dengan 
mengoreksi dan mengintrospeksi diri sendiri? Atsukah kita hanya 
akan menganggapnya biasa -hiosa saja, cuek bebek, dan selanjutnya 
tidak perlu berbuat apa-apa lagi? Saya kira, firman Tuhan yang 
berbunyi, “Lihatlah masa lalumu untuk (kebarkan) masa depanmu" 
dan firman yang berbunyi, “Koreksilah dirimu sebelum engkau 
dikoreksi crang lain” adalah jawaban yang menarik dan lebih bijak. 

Dengan bahasa yang berbeda, akan lebih arif kalau 
kemudian, kits warga MU segera melakukan evaluasi did, sembari 
berpikir jangka panjang. Dan membodoh-bodohkan diri sendiri 
terasa lebih bijak bila dibandingkan selalu mengaku benar. Teritu 
hal iri dalam konteks mengurai benang yang sudah kusut perihal 
apa yang menyebabkan MU menjadi demikian terpuruk. Setelah 
itu, selanjutnya apa yang harus dirombak demi kebaikan MU di 
masa mendatang, itulah yang harus dipikirkan. 

Untuk itu, kiranya dua pernyataan dan sekaligus pertanyaan 
4aya di berikut ini tidak ada salahnya bila kita renungkan bersama: 
sama: Pertama, mungkinkah “kekalahan-kekalahan” MU itru— 
jangan-jangan—benar-benar karena “kebodohan NU", Yang 
lantaran kebodohannya itu, orang MU justru gampang “dibodohi" 
tidak hanya oleh “orang lain", tapi—janganjangon—juga oleh 
“orang NU" sendiri! 

Kedua, mungkinkah “kekalahan-kekalahan” MU itu, karena 
MU selalu bingung menempatkan posisinya, antara sebagai 
organisasi sosial keogamaan murni (kembali ke kburtah 1926) 
ataukah sebagai organisasi politik seperti masa Pemilu 1955! 

Tampaknya kedua pernyataan dan sekaligus pertanyaan itu 
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tidaklah mudah kita jawab. Karena itu, menjadi PR. (Pekerjaan 
Rumah) kita semua antuk menjawabnya, termasuk PR bagi Bahrul 
Ulum sang empunya buku yang ada dalam genggaman Anda 
ini," # « 


Semarang, 29 Juli 2002 
“Ketika matahari bertengger di atas Jl. Dr. Cipto 180" 


“MU mungkin bukan suatu gerakan politik, tetapi ia tetap 
akan menjadi suatu kekuatan poliok. Dengan demikian is 
tidak bisa menjauh dari politik sama sekali" 


( Andree Feallard) 


Sesobek Catatan Awal 


Keterlibatan kembali MU dalam politik proktis di era reformasi 
sebagaimana tampak pada kelahiran partai-partai di kalangan MU, 
berarti telah meninggalkan komitmen terhadap khetah 1925, 
setidaknya secara de facto, Selain itu tampilmnya Abdurrahman 
Wahid sebagai presiden, juga telah mengeserorierntas gerakan 
ML dari “gerakan sosial keagamaan" ke "orientasi politik 
kekuasaan”. 


durnya Soeharto dari kursi kekuasaan pada 
tahun 1998, setelah berkuasa selama kurang 
lebih 32 tahun, secara signifikan telah 


merimbulkan perubahan politik yang luar bisa. Orde Baru yang 
dibawa Soeharto berakhir dan, segera beralih ke era baru yang 
disebut “era reformasi"! Era ini ditandai dengan terbukanya 


| Erurefommasi muncid sebagai urvti tesis ver hadap ssoer politik pemerinahan 
resi Soeharto yang senoralistik dam otori ce Aksi reformasi yang dimotori 
mahasawa bermula dari kepribatiran mor yang mendalam atas berbagai 
krisis yang terjadi di Republik ini. Mereka mendesak pemerincah untuk 
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kebebasan berbicara, pers, budaya dan politik. Terbukanya 
kebebasan politik itu, berul-berul dinikmati rakyat yong, selama 
hampir tiga dasawarsa rem Soeharto tidak pernah diperoleh. 
Era ini telah membuka piritu lebar-lebar bagi lahirnya partai politik 
dalam jumlah yang cukup besar, baik yang berkarakter agama, 
netral agama atau lintas agama, 

Salah satu orgonisasi Islam yang memiliki massa cukup besar 
di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU),' campaknya tidak 
mau ketinggalan dengan momentum yang histonik dan berharga 
ini, Karena itulah, kalangan elite MU segera berpikir keras untuk 
mengambil peran dan kesempatan dalam cransformasi yang kiri 
sedang menjadi diskursus sentral di kalangan para elite politik 
Indonesia." 

Sayang, untuk tampil sebagai partai politik, sikap MU 
menjadi dilematis. Sebab, di satu sisi ia tetap harus menjaga 
paradigma khirah 1926 yang ditegoskan pada muktamar ke-17 
di Situbondo pada tahun 1984, dan di sisi lain, organisasi yang 
memiliki massa besar ini, bila tidak memiliki sebuah partai politik 
terteritu, maka suaranya dipastikan akan menjadi perebutan 
partai politik yang sudah ada." Untuk merespons dilema-dilema 
tersebut, perlu ditemukan jawaban-jawaban yang taktis, politis 
dan strategis, Karena itulah, membentuk partoi politik yang 


sepera menyelesaikan krisis yang telah menyengsarakan rakyat. Lihat al. 
Chaidar dalam, Reformutu Preman, Jawaban Islam Terhadap feformuti 
Total, Jakarta: Darul Falah, 1999, haLi. 

! Bahtiar Effendy, Repolitisesi Telor Pernahkah Islam Berheui Berpolitik?, 
Bandung Mizan, 2000, hal. 177. 

! Mahdlaral Ulama berasal dari kosa kata Arab, Mahdlah yang berarti bangkit 
atu bergerak, dasi "Unas yang mie riapadea be rvtuade per oli best "adam 
Fang secara khusus berang ongoing mengunsai seluk- beluk gmim (ba 
lan) secara mendatar. Jadi secara hacfiyah, Mahdlatul Ulama berarti 
kebangkitan ulama. Selanjutrya lebih sering disebut MU. 

5 Badrun Alacna, MU! Kritiisme dani Pergeseram Makre Aswaja, Yogyakarta: 
PT. Tiara Wacana, 2000, hal. 100. 

EF Badrun Alaena, MU Khinsecre dam Pergeseran Ieladona Asesaja, hal, DO. 


Bapu Pertama Sobek Catatan Awal 


berakar dan berlatar belakang tradisi MU sebagai wadah aspirasi 
politik, menjadi kecenderungan dan pilihan yang sulit dislakkan. 

Kuarrya arus dari berbagai kalangan dalam tubuh MU yang 
ditujukan ke Pengurus Besar Mahdlatul Ulama (PBNU) untuk 
mendirikan partai polidk sendin, telah menggoyahkan pendirian 
PBMU untuk tetap konsisten dengan khittah, apalagi di beberapa 
daerah tertentu di Jawa Timur tampaknya sudah tidak sabar, 
bahkan ada yang telah mendeklarasikan partai politik sendiri 
untuk mewadahi aspirasi politik warga MU setempat. Selain faktor 
tersebut, keinginan kuat dari warga MU untuk mendirikan partai 
politik dapat dipahami mengingat pengalaman berpolitik warga 
NU sejak berdirinya, terutama ketika MU pernah berubah 
menjadi partai politik peda tahun 1952 sampai 1973. Faketor lairi 
adalah peminggiran politik NU dalam pernitas politk nasional pada 
masa pemerintahan rezim Orde Baru, telah menjadikan MU 
memiliki semangat yang begitu tinggi untuk kembali tampil ke 
arena politik praktis, apalagi peluang dan kesempatan itu telah 
terbuka lebar. 

Mencermati kondisi demikian, PBNU kemudian 
membentuk Tim Lima yang ditugasi untuk menampung dan 
menyalurkan aspirasi warga MU, Tiro lina ini kemudian diperkuat 
oleh Tim Asistensi yang, beranggotakan sembilan orang yang, 
bertugas membantu mempercepat lahirnya satu parpol baru yang 
dapat mewadahi aspirasi politik warga NU. Akhirnya partai politik 
yang sangat diidamkan oleh (khususnya) warga MU itu, 
dideklarasikan pada tanggal 23 Juli 1958, di kediaman K.H. 
Abdurrahman Wahid. Partai itu diberi nama Partai Kebangkitan 
Bagsa (PKB), dengan lima tokoh deklarator terkemuka NU, 
Yaitu, K.H. Muhammad Ilyas Ruhiynt, £.H. Abdurrahman Wahid, 
K.H. Munasir Ali, EH. Muchith Muzadi dan K.H. Mustofa 
Bisri," 

Pendeklarasian partai baru oleh ulama terkemuka MU— 
"DPW PKB jawa Timur Dokumen Deklarasi Panai Kebangkitan Bangga, 

1258, hak 23-31. 
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sekaligus sebagai partai yang secara resmi didirikan oleh PBMU— 
telah menimbulkan pro dan koritra di kalangan warga MU sendiri. 
Beberapa pihak dalam MU juga mempersoalkan proyeksi PKB 
sebapai “partai sekuler" karena tidak menggunakan “Islam” 
sehagni asas partainya. Maka, mudah ditebak, bila tokah tokoh 
MU yang berseberangan itu lantas membentuk partai sendiri: 
raitu Partai Nahdlatul Ummat (PMU), yang diketuai oleh KH 
Syukron Makmun, Partoi Kebangkitan Ummat (PKU) yang 
diketusi oleh KH Yusuf Hasyim dan, Partai Serikat Uni Masional 
Indonesia (SUMI) yang diketuai oleh Abu Hssan. Ada juga 
sebagian warga MU yang lain, tetap bertahan di Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDI-P) dan Golongan Karya (Golkar),' sebagaimana keadaan 
sebelumnya. 

E.H. Yusuf Hasyim (paman Abdurrahman Wahid), secara 
terang-terangan menyatakan, pendirian PNU adalah wujud 
kekecewaan terhodap PKB. la menegaskan, legitimasi tunggal 
yang diberikan kepada PKB menunjukkan, sesungguhnya 
Abdurrahman Wahid tidak mau mendengarkan aspirasi warga 
MU secara menyeluruh. Selanjutnya Yusuf Hasyim menyebut 
kebijakan politik PBMU berkaitan dengan keberadaan PKB, 
sebagoi politik belah bambu, di mana “yang satu diinjak dan 
yang satu disngkat", Yang diangkat menjadi manja dan merasa 
benar terus, sementara yang diinjak merasa dipinggirkan dan 
berusaha mencari eksistensinya" Yusuf meminta agar elite NU 
kembali ke khittah 1926, dengan tetap bersikap adil, netral dan 
memberikan kebebasan kepada warganya untuk memilih partai 
yang dikehendaki.” 

Untuk menjaga eksistensi khittah 1926 pasca-deklarasi PKB, 


| M, Said Biodairy “73 Tahon MU, Ujian Berat Khittah", Repneblika, 31 
Jari 2001. 

| Agus Sndibyo, "Dinamika dan Cocak Berpadirik Elite MU: Terik Mermrik 
yang Tab Kunjung Usai” dalam Tasha Afluar, odisi do. 3, 1393 baal, 75, 

" Agas Sudibyo," Dinamika dan Corak Berpolitik Elite MI." , hal. 73. 
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maka pada 2 Maret 1999 PBNU memberikan instruksi melalui 
surat edaran nomor 1096/A.11.02/3.1999 kepada seluruh warga 
Sg yang berisi antara lair: 

«Jabatan Pengurus harian Mahdlatul Ulama, Lajnah, dan Badan 
Otonomi, tidak dapat dirangkap dengan jabatan pada tingkat 
kepengurusari yang lain, baik dalam Jamiyah MU maupun 
dalam Badan 

Jabatan Pengurus Harian Mahdlatul Ularua, Lajnah dan Badan 
Otonom pada semua tingkat kepengurusan tidak dapat 
dirangkap dengan jabatan pengurus harian organisasi sosiol 
politik dan organisasi yang berafiliasi kepadanya" 

Manuver politik PEMU kembali terlihat ketika pada rapat 
pleno ke-4, tanggal 24 Juli 1998 di Hotel Alia Jakarta Pusat, NU 
mengambil satu keputusan perting: yakni “seluruh warga MU 
memberikan dukungan dan memelihara PKB sebagsi satu-satunya 
partai milik warga NUS! Sikap PBMU yang terkesan 
“menganokemaskan" PKB dan “menganaktinkan” keberadaan 
wadah aspirasi politik warganya yang lain, telah berakibat pada 
pertikaian antarwarga MU sendiri, hanya karena berbeda wadah 
Bspirasi politik, Solahuddin Wahid, adik kandung Abdurrahman 
Wahid dan sekaligus pimpinan PKU mengatakan, “Sejak 
Abdurrahman Wobid mendirikan PKB, di daerah-doerah malah 
terjadi benturan yang bebat antarwarga NU. Sebab ada anggapan 
bahwa, warga MU yang tidak memilih PKB, dianggap bukan warga 
MU lagi" 1 

Abdurrahman Webid sendiri sebagai ketua umum PBMU 
dalam sambutannya pada deklarasi PKB mengatakan bahwa, 
seluruh warga MU yang ikut pada Pemilihan Umum (Pemilu) 


3 


4 Padrun Alacna, NU, Kritiseoee dam Pengesetan beladerar Aeuraja, bal. 101 - 
Ig. 

Li Badrun Alaena, NU) Kritssere den Pergeseran beladorar Aonga, hal. 103. 

U Rofigul Umam, “MU di Simpang Jalan Sejarah”, Repmobleka, 31 Januari 
2001, hal, 
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nanti (1999) agar memilih PKB." Bahkan Abdurrahman Wahid 
akan cuti sebagai ketua umum PBNU untuk menjadi “Juru 
kampanye (Jurkam) pada pemilu ersebut. 

Syahdan, waktu pun terus bergulir, dar pesta demokrasi 
(Pemilu 1989! yang meloloskan 48 Partai Poliik (Parpol) juga 
telah digelar. PKB, termasuk salah satu dari Parpol yang ada itu. 
Ph, dari 48 Partai Politik yang mengikuti Pemilu 1999 tadi, 
telah muncul kekuatan-kekustan politik baru, dengan ururan 
perolehan kursi di DPK, yaitu PDI-P memperoleh 154 kursi 
(sekitar 306), Golkar 120 kursi (2496), Partai Persatuan 
Pembangunan 58 kursi (126), PKB 51 kursi ( 114 ), Partai 
Amanat Masional 34 kursi (796), Partai Bulan Bintang 12 kursi 
(295). sedangkan 1) partai mendapat kurang dari 295, sisanya 
tidak kebagian kursi. 

Lima partai politik itu dapat dikatakan sebagai representasi 
peta kekuntan politik real yang ada dalam masyarakat. Sedang 
partai lainnya belum memiliki kekustan politik real yang signifikan 
dalam kehidupan masyarakat. Sebagai pemenang Pemilu 1999, 
PDI-P tidak dapat keluar sebagai mayoritas tunggal. Dalam posisi 
demikian, maka jalan yang harus ditempuh adalah koalisi dengan 
beberapa partai, 

Dalam masa jelang pemilihan presiden pada Sidang Umum 
MPR. 1999, pada awalnya PKB mendukung keputusan PDI-P 
untuk mencalonkan Megawati sebagai presiden: sebuah 
dukungan yang diputuskan lewat musyawarah pimpinan PKB. 
Mamuri, persoalan kemudian timbul ketika Poros Tengah yang 
dimotori Amien Rais justru mencalonkan Abdurrahman Wahid 
sebagai presiden. Toh begitu, Matori Abdul Djalil, yang samt itu 
menjabat sebagai kecua umum tetap menegaskan, partainya akan 
konsisten mendukung Megawati sampai final, karena sebelununya 


" Munib Huda Muhammad, Pro- Korea Para Kebangkaum Bargpa, Jaloarta: 
Fatma Presa, 1996, hal.8. 

W Fabsal lamail, MU, Gusderione dan Poliih Kisi, Yogyakarta Tiara Wacana, 
1999, hal.1&1-162, 
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secara pribadi Abdurrahman Wahid juga pernah mendukung 

Megawati," Ketika dukungan terhadap Abdurrahman Wahid 

semakin menguat, sikap PKB mulai goyah dan beberapa elite 

politiknya mulai menarik dukungannya terhadap Megawati, 
mereka berpaling, don kemudian beralih mendukung 

Abdurrahman Wehid", Dari kemelut politik yang cukup 

menegangkan itu, akhirnya terpilihlah Abdurrahman Wahid 

menjadi presiden RI ke-4," menggantikan B.J. Habibae,"" 

Di satu sisi, keberadaan Abdurrahman Wahid sebagai 
presiden pada masa itu akan semakin memperkuat dukungan 
arus bawah, sekaligus akan mempertinggi “kepercayaan din" 
warga MU secara keseluruhan, namun di sisi lain, justru 
menimbulkan sikap fanatisme berlebihan terhadap figur pemimpin 
yong tompil dari kalangannya sendiri. Sebetulnya, dukungan 
seperti ini tampaknya akan selalu diperoleh setiap pemimpin yang 
tampil dari suatu organisasi berbasis massa kunt dan berwatak 
patronase seperti NU, sebagai manifestasi dari sikap solidaritas 
mekanis massa tradisional." 

Me-refer padu skersa ringkas di atas, bila dicermati lebih 
jnuh, terbukanya peluang besar bagi Abdurrahman Wahid untuk 
dicalonkan menjadi presiden—tanpa mencalonkan diri— 
LA gus Sudibyo, “Dinamika dan Cok Berpolitik Elioe MU", hal. 74. 

1 Agus Sudibyo, "Dinamika dag Corak Berpoliok Elite MU” hal 75. 

1 Abdarmahoan Wahid merupakan fepar yang terbakk di onitara beberapa 
calon presiden yang muncul. Mengingat cra transisi yang penuh 
keridakpastan diperlukan song tiga yang dopat diterima oleh semua 
plane, secaba es modi bas revansa young ocisan juga memiliki keariamatik 

18 Egeygt pemerintahan Habibie kru sdlalah mrotuko meneruskan pemerintahan 
Soe bata yang mengundurkan diri kaoena cekaman maa, sampai peda 
masa Sidang Umum MP4 1989. Matonya Habibic sebagai presiden Fl ke 
3 berdasarkan peda pasal 8 UUD 1545 dan ketetapan MPR. Mo. IPP 
1573 pasal 2, balvwa berika presiden mengandurkan dan, maka ala) 
pecuden ae egang kekuasaan penserimtahan agar cidak oerjadi chaos 

"8 Laode Ida, "MU Era Performa dar Pasta Cas Dar: Problem Khazah dani 
Masib Gerakan Sosial", Toshwand Ajker, edisi Moti, 1999, hal. 13. 
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merupakan akumulasi dari prestasi politik Abdurrahman Wahid 
yang dianggap mampu menenangkan dan mendamaikan semus 
pihak, tanpa memandang suku, agama dan ras, sehingga ia 
dengan mudah diterima oleh semua kalangan. 

Sampai di sini, boleh dikatakan bahwa keterlibatan kembali 
MU dalam politik praktis di era reformasi sebagaimana tampak 
pada kelahiran partai-partai di kalangan MU, berarti telah 
merunggalkan komitmen terhadap khurtah” 1926, setidaknya secara 
de facto. Selain itu tampilmnya Abdurrahman Wahid sebagai 
presiden, juga telah menggeser orientasi gerakan NU dari “gerakan 
sosial kengamaan" ke “orientasi politik-kekussaan". 

Fenomena di atas telah menimbulkan wacana dan 
perdebatan, baik dari kalangan MU sendiri maupun di luar MU. 
Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana paradigma 
khuttah 1926 di tengah munculnya cephoria reformasi dan politik! 
Akankah khitcah iru—yang sudah berusia empat belas tahun yaryg, 
dijadikan oleh MU sebagai gerakan “politik cara parnggung”— 
kembali terseret ke dalam arus politik praktis, sebagaimana 
dialami pada tahun 1952, yakni ketika MU menyatakan diri 
sebagai partai politik! 

Selain itu, fenomena menarik lain yang muncul —khususnya 
ketika Abdurrahman Wahid tampil sebagai presiden—akibat dari 
kondisi perpolitikan di atas, adalah sikap Ketum Umum PEMU 
E.H.Hasyim Mumdi, yang pada setiap kesempatan, setiap fo- 
rum, boik saat menyampaikan pidato atau saat wawancara pers, 
2 Kjuttah artinya garis lurus. Kaitannya dengan MU, katu khitrah berarti 

garis pendirian, perjuangan dan kepoibadian MU, baik yang berhubungan 
dengan urwan kemasyarakatan, secara perorangan maupun secara 
Organisasi. Fungsi “garis” itu diromuskan sebagai “landasan berpikir” 
bersikap dan bertindak warga MU yang harus dicerminkan dalam tingkah 
Tadi perorangan maupun orgunisasi sera proses pengambilan keputusan”, 
Artinya: (al pikiran, sikap dan ondakan warga MU harus berlandaskan 
itna behuntah, baik secara perorangan moupun secara oeganisators kolektif, 
(bi demikian pula setiap kali mengambil ke putusan, maka proses, prosedur 
dan hasil keputusan 400 harus sesuai dengan deurtah ML. 


Baper Perta Sesobek Urat Awal 


hampir tidak pernah absen membela ucapan dan sikap 
Abdurrahman Wahid, mulai dari pembelaannya terhadap ide 
Abdurrahman Wahid untuk mencabut Tap MPRS No. 25 tahun 
1966 tentang PKI, sampai pada kasus Buloggate, Bruneigate, 
Arryaruigate dan tentang halalnya ajinomoto. 

Karena itu, Salahuddin Wahid sampai-sampai mengingatkan 
agar ML menjaga jarak dengan kekuasaan, NU buku partai 
politik, seharusnya PKB-lah yang harus berbuat banyak membela 
Abdurrahman Wahid. Hasyim Muzadi sebagai ketua umum 
PBNU khususnya, dan kaum nahdliyyin pada umumnya, 
seharusnyalah tidak menutup “pintu kritisisme" terhadap 
pemerintah, apalagi hal ini secara terbuka pernah diminta 
Abdurrahman Wahid pada acara pembukaan Muktamar ke 30 
tanggal 21 Nopember 1999 di Lirboyo." 

Bila diamati dari putusan-pucusan Muktamar MU (dari 
Muletamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo sampai Muktamar ke- 
3G tahun 1999 di Lirboyo), tampak bahwa warga NU harus 
senantiasa menempatkan NU sebagai “organisasi sosial 
keogamaan", bukan sebagai “organisasi politik”. MU harus selalu 
kritis terhadap kekuatan manapun dan mengontrol partai yarig 
dianggap sebagai penyalur aspirasi politiknya. 

Saat ini apakah MU akan tetap memasuki pusaran kekumaan 
dari cenderung bermain-main di atas panggung politik praksis, 
atau justru harus kembali menjadi kekuatan sosial keagamaan! 
Pernyataan dan sekaligus pertanyaan ini merupakan hal yang sulit 
dipilih karena kedua-duanya memiliki risiko politik yang tidak 
jauh berbeda. 

Perjalanan politik MU ternyata tidak pernah surut dengan 
dinamika dan corak politik dalam aktivitasnya. Suatu kali Andres 
Feillard pernah bersoloroh, “NU mungkin bukan suatu gerakan 
politik, tetapi ia tetap akan menjadi suatu kekuatan politik. 


“ Lihat Pidato Ifritah Rais Aam PBMU K.H.Sabal Mahfudh pada 


Pembukaan Mukena ke 30 di Lirboyo, Duta Marerakata, 21 Mopember 
1958. 


£ 


Paku Ulum 4 “Bodohnya MU" apa “MU! Dibodohi"? 


Dengan demikian is tidak bisa menjauh dari politik sama sekali," 

Karena itulah, MU pasca-khiomh lahir sebagai fenomena urdk 
dalam konstelasi politik nasional. Ia dapat menempati kembali 
posisinya sebagai organisasi sosial kengamaan tetapi bersamaan 
dengan itu, is sembari terjun (kembali) ke pentas dunia politik 
praktis di era reformasi. Lain halnya dengan pendapat A.5. Hikam. 
Menurutnya, era kembali ke khittah 1926 dapat dipandang sebagai 
strategi untuk memperluas kembali ruang politik (political space) 
yang semakin menyempit dalam dominasi negara." 

Semua hal di atas menunjukkan bahwa dengan mengambil 
langkah kembali ke khirtah 1926, MU bukan sekadar melakukan 
politik akomodasi taktis seperti yang terjadi pada masa lalu. 
Khittah benar-benar sebuah langkah praktis politik yang 
substansial dar strategis, serta memiliki dasar-dasar pemikiran 
filosofis yang kuat dan akan berdampak luas bagi kehidupan bangsa 
di masa depan. Secara konseptual, rumusan normatif kembali 
ke khittah 19265 memang sudah jelas, tapi implementasinya dalam 
bentuk operasional tidak mudah dikonsepsikan. Galib diakui 
Abdurrahman Wahid, dalam tulisannya Nahdlatul Ulama dan 
Khittah 1926, bahwa “rumusan khitrah 1926 adalah statemen yang 
kompleks, meskipun kelihatannya sederhana.” Kompleksitas inilah 
yang berimplikasi pada timbulnya berbagai interpretasi yang tidak 
iama dan baku, baik oleh elite maupun warga MU sendiri. 

MU pasca-kbutah 1926 telah menggoriskan bagi warganya 
untuk melepaskan keterlibatannya dengan mainstream politik 
praktis, tetapi masalah yang muncul sekarang adalah adanya sikap 


9 Andree Feillard, “Isyarat Politik Setelah Simabondo', Editor, Mo, 25, 7 Maret 


1982 had. 32, 

1 Mubammad A.S, Hikam, "Khitah dan Penguatan Cial Society di Indo- 
nesia, Sebuah Kajian Historis Atas NU Sejak 1984", dalam Elyasa KH 
Churwis (ed) Grer Dser, NU dan Maryerakat Sipdl, Yogyakarta: LKS, 1997, 
hal 134-136. 

“ Muhammad A.S, Hikam, “Khittah dan Penguatan Civil Society di Indo- 
nesia" hal. 162. 


ba) 


NU yang dinilai oleb banyak kalangan telah meninggalkan 
semangat hhittah 1926 tersebut, Sikap ibu tampak ketika MU secara 
resmi mendirikan sebuah parcai politik yang dinamakan PKB todi. 
Pergeseran sikap poliik MU itu merupakan fenomena baru dari 
unik, baik dalam perspektif warga MU sendiri maupun bagi 
mereka yang berada di luar pusara MU, Untuk dapat memahami 
dan mengartikulasikan konsep kembali ke khittah 1926 secara 
terbuka dan rasional, dibutuhkan reinterpretasi baru dan 
rumusan operasional yang lebih jelas agar dapat dipahami oleh 
warga MU secara khusus dan masyarakat peda umumnya. 

CM otos segala-galanya, berangkat dari prolog singkat atas 
pelbagai persoalan di atas, perkenankanlah penulis melakukan 
kajian mendalam seputar masalah dinamika dan pergeseran 
paradigma politik MU di tengah cuphoria reformasi, Mengapa! 
Sebab, bagi perulis, adalah sungguh-sungguh riil bila cra reformasi 
membuka peluang baru bagi NU untuk kembali tampil ke atas 
panggung politik. Kajian ini tenounya sekaligus menjadi “ajang 
ujicoba", sejauh mana sih khittah itu mampu menunjukkan 
eksistensi dirinya. Khattah, dalam locus ini, menjadi demikian 
penting untuk ditimbang. 

Tampaknya harus penulis lebih jelas dan tegaskan lagi bahwa, 
kajian ini dilakukan pada kurun waktu era reformasi (1993-2000), 
yaitu pada saat jatahnya resi Soeharto hingga Gus Dur usai 
menjadi presiden, saat beliau “dipaksa lengser” oleh. mainstrem 
politik saat itu. Ini penting dikemukakan mengingat dari 
beberapa kajian yang ada: tentang MU, penulis belum menemukan 
karya ilmiah yang secara spesifik mengkaji tentang dinamika dan 
pergeseran paradigma politik MU pasca-jatuhnya penguasa rezim 
Orde Baru. " " " 


BAGIAN KEDUA 


“Kita kembali kepoda semangat dan jiwa ta'abbudiyah tahun 
1926, api dalam perjuangan, kita berjuang di tahun 1959 


(K.H. Idham Chalid) 


Nabi ai 
Pa Aa 


AA Hg 
Me Aa 


Dinamika Politik NU dan 
Problematika Khittah 


“Untuk wu politiloda ham negeri, peda batas-batas 
kemungkinan, Mahisa Koma selalu mencoba menyenaikan 
dirinya dengan waktu dan peristiwa, serta tidak pernah cunypal 
dengan sus 0a yang absola dan mudak- mudak. Karena iou MU 
cukup menger dalam kendaan apa dan bassinana dia bereda. 
Dalam menemukan sikap, MU senada me mperbiunygean 
mun faant dian madharonya. Di mmping ivu, dalam serap 
mengambil tindakan, MU jugi senantiasa memperhitungkan 
dimensi keselamatan sepur dari parang kehancuran" 
(K.H. Idham Chalid) 


Latar Belakang dan Dinamika Politik MU (1976- 
1952) 
dlatul Ulama (MU) sebagai organisasi 
keagamaan (jam'iyah diniyah) secara resmi 
berdiri pada coral 16 Rajah 1344 H bertepatan 
dengan tangga 31 Januari 1926 di Surabaya. Dalam pasal 4 
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Anggaran Dasar, organisasi ini bertujuan agar “berlakunya ajaran 
Islam yang berhaluan Ahlussunnah waljama'ah dan mengikusi 
salah saru mazhab empat di tengah-tengah kehidupan, di dalam 
satu wodah negara kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,! Secara 
historis, berdirinya NU merupakan reaksi defensif terhadap 
perkembangan paham pembaruan dalam Islam di Tanah Air yang 
dikembangkan oleh Muhammadiyah, sebagai upaya memperta- 
hankan ajaran tradsional dan mazhab di tanah suci, yang baru 
dikunsai oleh golongan Wahabi di bawah Raja Abdul Aziz bin 
Saud! Reaksi dimaksud di atas merupakan sikap protes dari 
tokoh-tokoh ulama yang sangat concem—dan penganut setin— 
rerbadap Ahlussunnah waljama'ah. 

Situnsi kolonialisme juga merupakan faktor berdirinya 
Organisasi ular ini, di mana wadah ini sebagai sarana efektif untuk 
menunjukkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan umat 
Islam dalam menghadapi penjajah Belanda. Perlawanan kaum 
ulama terhadap Belanda ternyata memang cukup besar, seperti 
perlawanan Diponegoro, Teuku Umar, dan ulama lainnya, baik 
Fang tercatat maupun yang tidak tercatat dalam sejarah. 

Seorang orientalis Belanda, Horgronje yang amat paham 
terhadap soal keislaman diangkat menjadi penasehat gubernur 
jenderal yang mengurus soal-soal keislaman, mengusulkan agar 
praktik keagamaan Islam di Indonesia dikategorikan menjadi 
dua, yaitu “Islam religius" dan “Islam politik” Untuk katagori 


| Ehoiral Fothonidan Muhammad Zen, NU Pisca Khutahc Pronpoeh Wehuameah 
dengan Iuhommundryah, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1999, hal. 10, 
Lihat juga Dewan Redaksi Eresiblopecfia Islam, Ervalekpesdar belom 3, Jakarta: 
lehriar Baru Van Hoeven, 1984, hal. 435. 

2 Delia Moeg Pemtas lela di Peras Meonk: Kasih der Analisis Perkembangan 
Politik Irutonesia 1945-1963, Bandung: Mizan, 1987, hal. 85. 

5 Choirul Anom, Perterabham dam Perkembangan Malulatul Ulama, Sala: 
Jaryu, 1985, hal 24. 

"Harry | Benda, Bisri Sabat dam Mosahan Terbit Islam budoreun peada Masa 
Perubadakam Jepun, Jakarta: Pustaka Jaya , 1980, hal. 44. 
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pertama, Horgronje menawarkan suatu sikap toleransi yang 
diwujudkan dengan sikap netral terhadap kehidupan keagamaan. 
Tetapi untuk katagori kedua, tidak ada toleransi, karena hal itu 
berpotensi menjadi ancaman terhadap eksistensi Belanda. 
Sebagoi organisasi sosial! keagamaan, NU tampaknya 
dikatagorikan ke dalam kelompok pertama, Karena itu organisasi 
ini kermudian memperoleh pengesahan resmi dari Gowverneur 
General van Mederlarseh-Indie pada tanggal 18 Pebruari 1930, 
Selain faktosfaktor di atas, menurut Alfian, berdirinya MU 
lebih disebabkan oleh perkembangan politik di Indonesia pada 
masa itu, khususnya perkembangan politik di kalangan umat 
Islam yang sangar kecil sekali memberi ruang politik bagi para 
pendiri dan pengikut MU sebelum organisasi ini didirikan. 
Alfiso melihat sdanya alienasi don marginnlisasi kalangan 
ulama MU dalam percaruran politik Serikat Islara (SI). Alfian 
mengatakan, “Sejak semula golongan Islam (golongan modernis 
dari tradisonalis—pen.) yang memegang peranan dalam SI adalah 
mereka yang berada di kota-kota yang terdiri atas: (1) intelektual 
Islam berpendidikan Barat seperti H.OS, Tjokroaminoto, Haji 
Agus salim dan Abdul Muis: dan (2) para santri yang menganut 
atsu terpengaruh oleh ajaran-ajaran modernisme Islam, terutama 
anggota Muhammadiyah. Para ulama yang beraliran Ahlussunnah 
waljama'ah, atau pengikat mozhab—yang sebagian karena itu 
disebut sebagai 'polongan tradisonal (santri) yang kebanyakan 
terdapat di pedesaan, walaupun ada yang menjadi anggota atau 
pengurus Si—tidak mempunyai peranan di dalamnya”, 
Sedring dengan dinamika politik Islam pada masa itu yamg 


P Kacung Marijan, Lao Vades MU Setelah Kembali ker Kluttah 1926, Jalar: 
Erlangga, 1992, hal, 19-20. 

Pafyal Ka'bah, Hidksrn Jalan di Price, Jakarm: Univerima Yani, 1998, 
hal, 133. 

Alfan, "Sekitar lahirnya Mahdlatal Ulama (MU) Hesume Tesis tahun 
1989 hal. 2. Dokumentasi Lakpesdan (Lembaga Kapiem dam Pengembangan 
Sierraher Deryr Mouastah, 
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secara real tidak berpihak pada para ulama yang memegang teguh 
paham Ahlussunnah waljamaah (baca saja NU—ed.), yang 
dianggap kelompok tradisional, namun berpihak pada kelompok 
lalam modernis, maka sudah bisa ditebak bahwa hal itu 
memungkinkan terjadinya peminggiran terhadap kelompok 
tradisionalis ini. Apalagi saat itu ada organisasi Serikat Islam— 
yong semula bernama Serikot Dagang Islam (SDI), dan didirikan 
pada tahun 191 L—yang merupakan salah satu wadah perjuangan 
politik berbasis Islam, aamun berideologi kebangsaan. 
Kepentingan politik di dalamnya sangat beragam, dan umumnya 
didominasi oleh kelompok Islam modernis yang ada di perkotnaan, 
sementara kelompok ulama tradisionalis yang tinggal di pedesaan 
terus mengalami proses “peminggiran” dan “penciutan peran 
politik." 

Selain bebarapa alasan yang telah penulis kemukakan, Kiai 
H.M. Dachlan dalam sebuah artikelnya yang ditulis pada tahun 
1954 mengatakan, "Perjuangan anti penjajah merupakan asal- 
usul berdirinya NU"? Dalam realitas historisnya, NU memang 
tidak dapat dilepaskaitkan dengan realitas politik yang terjadi 
dalam setiap kurun waktu, apalagi berdirinya NU berada pada 
masa-masa di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi 
imprealisme Belanda. Sejarah telah membuktikan bahwa 
perjuangan MU dalam menghadapi Belanda tidak dapat 
dinatikan. Perjuangan MU dalam menegakkan pilar-pilar agama 
dan upaya mencapai kemerdekaan merupakan dun misi yang setali 
satu uang. 

Pada masa penjajahan Belanda, tercatat beberapa 
kesuksesan perjuangan NU yang tidak dapat dilupakan oleh 
bangsa Indonesia sampai kini, sepertij (a) memperjuangkan 
pencabutan “Guru Ordonnantic” yang dialamatkan kepada 
sekolah-sekolah dan pesantren, di mana penguasa kolonial 


Laode Ida, Anatomi Konflik NU, Elir bslara.dar Megera, Jakarta: Pustaka 
Siri hasapang 1986, baal. D0, 
" Andrec Feilland, MU Misi Vs Megara, hal, 15, 
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mengancam kehidupan sekolah yang pengelolaannya kurang 
teratur: (b) menolak kebijakan pemerintah Hindia Belanda 
untuk mencobut artikel 177 Indische Stortregeling yang 
mengandung semangat dan politik diskrimnasi golongan dan 
agama: (c) melarang pemuda-pemudi Islam memasuki milisi 
Belanda untuk menghadapi tentara Jepang: (d) mengharamkan 
pemberian sumbangan darah bagi kepentingan militer kolorual 
Belanda: (ce menolak subsidi yang ditawarkan oleh pemeritah 
Belanda kepada madrasah-madrasah NU," dang (f) memprotes 
penarikan masalah warisan dari wewenang Pengadilan Agama." 

Perlawanan kultural terhadap pemerintah Belanda, peda 
akhirnya berhasil membentuk sikap ulama dan santri-santrinya 
yang anci-penjajah dan, pada gilirannya memberikan kontribusi 
besar pada perjuangan menuju Indonesia merdeka. 

Dinamiks perjuangan politik MU makin meluas kerika 
Jepang mulai menguasai Indonesia. NU merupekan salah satu 
organisasi kengamaan yang dilarang keberadaannya oleh Jepang, 
tetapi MU yang sudah “keburu" menjadi institusi sosial yang kuat 
dan berpengaruh luas, sudah tidak dapat dibendung lagi. 
Penolakan MU tampok ketika Jepang mewajibkan agar bangsa 
Indonesia mengikuti pendewaan terhadap kaisar Jepang Tenina 
Haika, dengan cara membungkukkan badan ke arah Timur pada 
waktu-waktu tertentu. Penolakan itu berbuntut dengan 
dijebloskannya K.H. Hasyim Asy'ari ke dalam tahanan. Seorang 
ulama MU, K.H. Zaenal Musthafa, dengan mengangkat senjata 
melakukan perlawanan pertama kali kepada Jepang meskipun 
perlawanan itu berhasil diredam, meski demikian, perjuangan 
itu bukannya tanpa hasil. Buktinya, kebijakan Jepang kepada 
lslam mulai berubah. Dua organisasi Islam besar, MU dan 


18 PBNU, Separah Ringkas Nahdland Ulama, Jakarta: Panitia Harlah 40 NU, 
1966, hal. 52. Lihat juga Deliar Moer, Gerakan Moderen Islam di ndoresi 
1900-1942, Jakarta: LP3ES: 1980, hal, 358. 

Li PAMU, Sekrah Ringkas Mahdlard Ulama, hal. 52. 

4 Andree Feillard, NU Vi a Vs Negara, hal. 16. 
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Muhammadiyah dicairkan pembekuannya."" 

Ketika Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) yang dibentuk 
oleh MU dan Muhammodiyah pada tahun 1937, mencapai akhir 
pengabdiannya dengan berubah bentuk menjadi Majelis Syuro 
Muslimin Indonesia (Masyumi), di mana K.H. Hasyim Asy'ari 
diangkat menjadi pimpinan tertinggi, semangat perlawanan 
terhadap Jepang bukan berarti menyusut. Perjuangan itu tetap 
dilakukan, dan itu sama artinya bahwa MU juga terus melenggang 
di arena politik. Apalagi setelah Masyumi menjadi partai politik 
pada tanggal 7 Movember 1945 dan NU menempati posisi sebagai 
ketus umum Majelis Syuro (K.H, Hasyim Asy'ari), dan salah satu 
kader andalannya juga duduk sebagai salah seorang ketua (K.H. 
Wahid Hasyim). 

Sebetulnya, selain posisi (politik) strategis di atas, tokoh- 
tokoh MU yang lain, £-H. Zainul Arifin menempati posisi sebagai 
panglima Hizbullah, dan H. Masykur sebagai panglima Sabilillah 
serta masuknya K.H. Hasyim Asfari dan KLH. Masykur ke dalam 
Badan Peryelidik Usuhu-usaha Persiapan Kemerdekaan Indone- 
sia (BPUPKI), yang kemudian berubah menjadi Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indoresa (PPK). Nah, sampai di sini tidak bisa 
dipungkiri bahwa keterliban tokoh-tokoh NU pada posisi-posisi 
strategis itu, semakin menyeret NU ke arena politik, yang 
ternyata memiliki implikasi positif menuju pintu kemerdekaan 
bangsa dan negara. 

Pada bulan September 1945, pasukan Inggris dengan 
membonceng Belanda mendarat di Jawa, dengan misi akan 
menancapkan kembali kekuasaannya di Hindia Belanda. Jakarta, 
Bandung dan Semarang telah jatuh ke tangan mereka, 
selanjutnya mereka mempersiapkan pendartannya di Surabaya. 
Menghadapi ancaman ini, para ulama MU berkumpul pada 
tanggal 22 Oktober dan menyatakan perang jihad jihad Ji 
mebaldllah terhadap sekutu Inggris-Belanda. Para ulama memohon 
dan mendesak pemerintah Republik Indonesia ager bersikap dan 


15 Sameer Elfendy Yusal, tecal, Dincuka Kena Sertri, hal. X7. 
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bertindak secara tegas terhadap usaha-usaha yang mengancam 
kemerdekaan, agama dan negara Indonesia, khususnya terhadap 
pihak Belanda dan kaki tangannya." Tampilnya ulama NU 
sebagai lokomotif jihad melawan sekutu Inggris Belanda, 
menunjukkan bahwa NU memiliki kekuataan radikal yang tidak 
dapat dianggap remeh. 

Tidak dapat dipungkiri, jihad fisabilillah yang kemudian 
dikenal dengan “resolusi jihad” memiliki dampak yang luas di Jawa 
Timur. Pasukan-pasukan Non-Repuler yang dikenal dengan 
Sahdillah rupanya dibentuk sebagai respons langsung ntas resolusi 
ini, dan tanggal 10 Movember, dua minggu setelah tentara sekutu 
mendarat di Surabaya, sebuah pemberontakan massal pecah." 
Ynitu pemberontakan yang di kemudian hari dikenal dengan 
sebutan perlawanan “arek-arek Suroboyo”, Dalam perlawanan itu 
banyak warga MU yang terlibat. Jelas sudah, perjuangan politik 
MU dalam menegakkan kemerdekaan dan mempertahankannya, 
menunjukkan betapa besarnya perhatian dan sumbangsih NU 
dalam percaturen politik Indonesia, 

Perlu juga dicatat di sini, peda tahun 1945, MU telah 
memperoleh kepercayaan dari pemerintah dengan diberikannya 
jabatan menteri agama." Bagi MU, jabatan menteri agama, 
merupakan kunci yang membuatnya berada pada posisi yang 
strategis untuk jangka panjang karena memberikan landasan 
yang sah bagi aktivitas sosial keagamsannya. 


1 Slamet Effendy Yusuf, (ecal.), Dinamika Kosm Sari, hal. 37 

IS Andrce Feillard, MU Va-d-V3 Negoa, hal. 42. 

& Martin Wan Bruinesen, NU) Trados, Redesi-neloni Mia, Pencarian (ace 
Baru, Yogyakarta: LKiS , 1994, hal. 60. Slamet Effendy Yusut (et al), 

U Menteri Agama Pertama adalah H.M. Rasyidi, kemudian setelah beberapa 
budan digantikan seorang Menteri dan MU, atas permintaan dari Kaum 
Tradisional (NU), 

18 Andres kellland, NU Vs-d-V5 Marara, hal, 43. 
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Dinamika Politik NU (1952-1984) 


Keterlibatan MU dalam politik praktis, seringkali dipandong 
berawal dari keluarnya NU dari Masyumi dan membentuk partai 
sendiri, yaitu Partai NU. Padahal keterlibatan MU dalam dunia 
politik praktis sudah tampak ketika MU berdiri dan kemudian 
aktif melakukan perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan 
RI, tanpa melupakan tugas-tugas keagamaan dan sosialnya. 
Hanya saja poda awal berdirinya, keterlibatan MU dalam poliik 
praksis masih tidak dominan, apalagi publikasi mengenai 
keterlibatannya sangat minim 

Pada masa penjajahan Belanda, secara struktural MU 
memang tidak terlibat dalam struktur organisasi politik yarig 
memungkinkan dirinya dapat memiliki otoritas dalam 
pengambilan-pengambilan keputusan yang strategis dan politis 
serto dapat mengikat masyarakat. Yaman NU secara kelembagaan 
dan individual aktif melakukan perlawanan terhadap kebijakan- 
kebijakan Belanda yang merugikan agama dan rakyat, Secara 
struktural MU baru memiliki posisi —dalat struktur politik —beru 
pada masa pendudukari Jepang 

Pada sub bab ini akan penulis bahas, pertama, tentang 
keluarnya MU dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri, 
keduwr, politik MU ketika bergabung dengan PPP 


NU Keluar dari Masyumi dan Menjadi Partai Politik 

Pada awal berdirinya, peranan MU dalam Masyurni sangat 
dominen, seperti: (1) status MU secara organisatoris sebagai 
anggota istimewa: (2) tampilnya K.H. Hasyim Asy'ari sebagai 
ketun Majelis Syuro partai, yang merupakan dewan tertinggi 
partai, dan: (31 ampilnya tokoh-tokoh MU lain seperci K.H. 
Wahid Hasyim, E.H. Wahab Hasbullah pada posisi-posisi peritirug 
dalam partai. 

Partai Masyumi memiliki dua badan, yaitu Badan Eksekurif 
dan Majelis Syuro. Badan Eksekurif merupakan pelaksana harian 


a 


organisasi yang dalam urusan-urusan keagamaan dan atou dalam 
keywiatan politik yang berkaitan dengan agama. Badan Eksekutif 
juga berkewajiban meminta fatwa pada Majelis Syuro dan 
keputusannya bersifat mengikat untuk dilaksanakan." 

Secara tradisional, posisi penting dalam Majelis Syuro 
memang dipegang oleh tokoh MU, Namun Badan Eksekutif atau 
pelaksana harian partai yang liberal memiliki peran yang sangat 
dominan dipegang oleh kelompok modernis, yang tentu saja 
adalah para intelektual. Struktur kepemimpinan ini sebenarnya 
lebih banyak memunculkan persoalan daripeda mendapatkan 
keuntungan, mengingat kesan yang tumbuh adalah adanya 

kasi antarunsur dalam partai federasi ini. Suasana 
hubungan antara keduanya sangat rentan memunculkan konflik, 
di mana akhirnya Majelis Syuro terus-menerus digiring ke arah 
peran yang semakin sempit dan nyaris tidak berarci." 

Penyempitan peran MU di Majelis Syuro atau “Dewan 
Konsultotii” partai sangat terasa ketika oda perubahan dalam 
perumusan tentang Majelis Syuro dalam Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga. Perubahan ini menjadi alasan yang 
semakin kuet bagi MU untuk menarik diri dari Masyumi. 
Menurut kalangan MU: 


“ sMasyumi sejak kongresnya di Yogyakarta pada 
akhir tahun 1949 diubah sedemikian rupa, di mana 
Majelis Syuro yang merupakan tempat penting bagi para 
ulama dan pemimpin-pemimpin Islam menjadi 
anggotanya sudah tidak lagi dijadikan sebagai badan 
legislatif di samping DPP melainkan hanya dijadikan 
badan penesehat saja, segala persoalan hanya dilihat 
dari jurusan politik saja, dengan tidak lagi mengambil 
pedoman agama”. 

1" Laode Ida, Anatoru Konflik NU, Elite Islam dan Negara, hal. 20 
9 Deliar Moer Gerakan Modem Islam di Indonesa, hal. 897 1. 
" Deliar Moer, Gerakan Modem Islam di Indonesia, hal. 86. 
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Dengan adanya perubahan itu, berarti Masyumi telah 
berubah sifat, dari organisasi yang sebelumnya memberikan posisi 
penting bagi ulama, menjadi organisasi yang sudah tidak 
menghargai ulama. 

K.H. Saruddin Zuhri dalam suatu ungkapan kekecewaannya 
mengatakan, “Soalnya sederhana saja, NU sudah lama merasa 
diperlakukan tidak adil oleh dominasi golongan dan perorangan 
yang kuat kedudukannya lantaran struktur organisasi yang 
berlaku".£ Perlakuan tidak adil kepada kelompok ulama NU 
dibantah oleh Svatt'i Ma'arif dengan mengajukan opininya terhadap 
pandangan kaum pembaru, “Dari sisi pandangan modernis, cara 
menempatkan kedudukan para ulama sudah dipandang cukup adil, 
karers Dewan Partai (Majelis Syuro) memang diciptakan untuk 
mereka, sedangkan Dewan Eksekutif untuk pora politisi yang 

aman, yang kebetulan sehagian besar terdiri atas golongan 
modernis. Fihak MU mungkin akon bertanya, mengapa pintu 
ditutupi bagi para ulama untuk dilatih menjadi politisi yang 
berpengalaman?! Sekirarnya waktu itu mereka cukup arif dan 
bijaksana, sayap pesantren dari umat mungkin tidak menarik diri 
dari Masyumi. Sebab, bukanlah para ulama ini juga yang menjadi 
Bapak Pendiri (fownding father) partai yang dibentuk tiga bulan 
setelah kemerdekaan RI diproklamasikan?"” bantah Syafi'i 


AR ARA Ma'arif di atas adalah wajar sebagai seorang 
yang tergolong modernis. Mamuo keluhan yang dialami oleh 
kelompok MU sebagai kelompok tradisionalis yang terpinggirkan 
pada dasarnya juga masih dalam batas-batas yang wajar pula. 
Bukankah seharusnya kelompok modernis memperhatikan 
bagnimana peran politik MU dalam memperjuangkan 


Ahmad Syafii Ma'arif, lam dan Masalah Kenegaraan Sisi Tentang 
Percaturan Dalam Konsahuue, Jakata: LPS, 1985. Syafih Ma'arif adalah 
ahamasas University of Chicago Amerika Serikat. Kini menjabat sebagai 
ketua Dewan Pengurus Pusat Muhammadiyah. 

Syafii Ma'arif , Idom.dan Masalah Kenegaraan ,hal. 118. 
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kemerdekaan Republik ini, bukannya malah memandang dari 
mpek pendidikannya saja (yang kebanyakan dari pesantren 
tradisional bukan dari pendidikan modern). Bukankah MU juga 
merupakan kelompok mayoritas dalam tubuh Masyumi, yang 
mestinya mendapatkan posisi struktural yang lebah dominan dalam 
tajaran kepengurusan Masyumi. 

G.H. Jansen, seorang diplomat Irugoris yang lama bekerja di 
kota-kota, seperi Cairo, Istambul, Jakarta dan Beirut selama 25 
tahun, dengan tepat menggambarkan potensi ulama, meskipun 
mereka dijuluki sebagai “kelompok tradisional" dan “konservatif”, 
la mengatakan, “Adalah sama sekali tidak Islami kalau seorang 
ulama Islam tidak tertarik dan bergerak dalam bidang politik, 
karena itu berarti bahwa mereka cuek-bebek terhadap nasib umat 
Islam, Salah satu alasan mengapa ulama mendapat kedudukan 
di dunia politik, ialah terutama ulama merupakan kelompok ar- 
ang-orang yong dihormati di setiap negara muslim. Mereka 
dikenal sebagai tokoh-tokoh tradisionalis dan konservatif. Tetapi 
justru karena italah mereka dianggap berhasil. Artinya mereka 
dinilai berhasil memilihara tradisi Islam dalam bentuk yong hidup, 
bukan sebagai mummi"? 

Selanjutnya, dengan mengutip L Binder, Jansen menambah- 
kan, lalam tradisional" telah disatukan oleh tradisi dan organisasi 
para ulama, mereka adalah tokoh-tokoh terpelajar Islam yang 
sampai hari ini berhasil mempertahankan kedudukan mereka 
sebagai penjaga-penjaga simbol Islam. Hak eksklusif mereka 


2 GH. Jansen, lam Militan, terjemahan dari Milsare lelam, Bandung: 
Pustaka, 1990, hal205. Dikutip dari Bina? Marcahan Sitompul, NU dani 
Penceala, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan: 1989,hal. 102-103. 

18 “Trodisonal nella sikap dam cara berpakir serta bertindak yang berpegang 
teguh podka mesra dan adat kehinaan yang ada secara purun temurun 
(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Korua Beuer Bahasa Indore- 
sale, Tual, 358 Ada tiga unsur dalam Islam tradisional, Pertemer, menentukan 
ickerutitas dasar religius dari para anggota sebagai Muslim sunni yang setia 
pada cmpatajaran dalam wilayah hukum kelam, Kedu, le keuasaan ulama 
dan kiai mutlak: ketpa, sistem pesantren. 
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dalam menafarkan Islam hanya akhir-akhir ind saja dibantah orang. 

Keberhasilan mereka dalam memilihara semua pokok-pokok 

ajaran Islam sejak abad pertengahan adalah hasil yang besar bagi 

suatu lembaga yang tidak berberiruk semacam itu" 

Mitos Masyumi sebagai satu-satunya wadah politik umat Is: 
lam ternyata hanya mampu bertahan lebih kurang dua tahun. Mitos 
itu semakin rapuh ketika Partai Serikat Islam Indonesia (PSIL) 
pada tahun 1947 yang diwakili beberapa orang tokoh-tokohnya 
seperti Arudji Kartawinata dan Wondoamisono, berhasil 
memperoleh kursi dalam kabinet Keluarnya PSII dari Masyumi 
karena diining-iming dengan jabatan menteri dalam kabiret Amir 
Syarifuddin. Masyumi yang pada mulanya memboikot kabinet Amir 
Swarifuddin, empat bulan kemudian berbalik mendukungnya dani 
menempatkan orangnya menjadi wakil perdana menteri.” 

Pada bagiari lain, Masyumi mengajukan nama Fakih Usman 
dari Muhammadiyah kepada Tim Formatur Kabinet untuk jabotan 
menteri agama pada kabinet Wilopo. Sementara MU 
bahwa, kursi menteri agama ibu sudah menjadi “jatah khusus" NU, 
selain MU juga merasa bahwa jabatan menteri agama itu sudah 
dipegangnya sejak kemerdekaan RI. NU menilai dirinya sebagai 
representasi dari kermayoritasan umat Islam Indonesia di lihat dari 
sisi "Ilmu agidah dan 'amaliah-nya". 

Dalam kondisi keterpurukan dan diliputi rasa kekecewoan 
seperti Ibu, justru seringkali muncul “sindirian" dari beberapa akswis 
Masyumi. Sindiran yang dialamatean kepada tokoh-tokoh MU, bisa 
dilihat semisal ejekan dari seorang tokoh Masyumi, Muhammad 
Saleh (Walikota Yogyokarta) yang mengatakan, ”...politik ini 
#nudara-saudara, tidak bisa dibicarakan sambil memegang tasbih," 
1 Einar Marcahan Sitompul, MU dem Perwa, hal. 103, 

“ Slamet Efendy Yumul (etal.|, Dorwamaka Kanan Semen, hal. 4041. 

" Slamet Efendy Yusuf, (etal.$, Doweraka Kason Santri , hal.41. 

" Amak Fadhali, led.) Partai NU dengan Agidah dan 
Semarang: Taha Putri 1969, h. 27. Dikutip dari M. Ali Haidor, Mahdlaul 
Lama dam Islan di Indonesia, Pendekatan Fiah dalem Peluk, PT. Jakarta: 
Ciramedia Pustaka Una: 1954, hal. 105, 
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urusan politik ini cukup luas, tidak hanya berada di sekeliling 
pondok pesanecren. Politik itu luns menyebar ke seluruh dunia" 
Protes pun dilancarkan NU dan meminta agar pernyataan iru 
ditarik kembali, Marun sayang, Muhammad Saleh menolak, dan 
akibatnya, delegasi MU yang mewakili acara kongres Masyumi 
tahun 1949 di Yogyakarta meninggalkan ruangan. $ 

Faktor-faktor di atas umumnya dipandang sebagai takoor yang 
signifikan mengenai sabab-musabab mengapa NU keluar dari 
Mlasyuri, Namun Zamakhsyari Dhofier melihatada faktor lain yang 
lebih merertukan, satu dinamika internal MU sendia. K.H. Wahid 
Hasyim, Ketun Umum PBMU waktu itu, memandang bahwa MU 
telah semakin jauh terseret ke dalam arena politik praktis, “Tokoh- 
tokoh muda NU seperti Idham Khalid, Saifuddin Zuhri, Syaichu 
dan lain-lain semakin memerlukan ruang gerak yang lebih luas 
dalam arena politik” Hal ini berarti bahwa, munculnya okoh- 
tokoh politik di kalangan MU yang semakin pesat, memerlukan 
wadah politik yang lebih luas dan dapat merepresentasikan basis 
NU yang jumlahnya cukup besar. Jadi, keluarnya MU dari Masyumi 
bukar semata-mata karena faktor kekecewaan belaka kepada 
komponen lain dalam tubuh Masyumi. 

Berangkat dari beberapa faktor itulah, maka pada Muktamar 
MU ke-19 di Palembang tahun 1952, NU menyatakan diri keluar 
dari Masyumi dan menjedi partai politik.“ Namun demikian, 
keluarnya MU dari Masyumi tidak luput dari konflik dan 
keteganguri (conflict and sersion) dalam internal MU, khususnya 
dari kelompok tokoh-tokoh muda yang menghendaki keputusan 
itu ditinjau kembali. Suharno, dalam naskah Sejarah Kelahiran 
dan Perjuangan Mahdland Ulama, misalnya, menulis: 


5 Ali Haiitar Mahdkanal Utaran dam lalam di Indonesa, hal 105. 

4 Ali Hoidar, Mahelland (Mamat dem Inlarn di Indonesia , hal. 105. 

1 Deliar Mor Gerakan Modem lslam Indoreua, hal. 81-86, 

MH Khoirul Fathoni, (ecalh, NU Pesoa Kurtah, hal. 33, Slamet Effendy Yusul, 
teral.j, Dowuka Karam Saver, hal. 42, Kacung Mariani, Oreo Widi MU 
setelah Kembali ke Khirtah, bal. 2. 
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“Keluarnya NU dari Masyumi menimbulkan pihak- 
pihak yang pro dan kontra. Mereka mengharap agar 
keputusan itu ditinjau kembali. Namun "bagaikan 
menegakkan benang basah', karena keluarnya MU dari 
Masyurni sudah dipikir musak-masak oleh tokoh-tokoh 
NU dalam muktamar, dan sulit untuk menselaraskan 
jalan pikiran yang dipakai oleh tokoh-tokah Masyumi 
dengan para ulama yang tergabung dalam MU" 


Keputusan keluarnya MU dari Masyumi akhirnya discpakari 
beberapa ketentuan (prasyarat): pertarna, pelaksanaan keputusan 
tersebut agar jangan sampai menimbulkan kegoncangan di kalangan 
umat Islam Indoresin: kedua, pelaksanaan keputusan tersebut 
dilakukan dengan perundingan terlebih dahulu dengan Masyumi, 
dan, ketiga, keputusan ind dijalankan dalam hubungan yang lebah 
luns yang berkenaan dengan adanya keinginan uriuk membercuk 
dewan pimpinan umat Islam yang nilainya lebih tinggi, di mana partai 
dan organisasi Islam baik yang sudah maupun belam tergabung dalam 
Minsyumi dapat berkumpul dan berjuang bersama-sama." 

Untuk merealisasikan keputusan ini, MU memberikan bentuk 
“Delegasi Muktamar MU", yang terdiri atas tujuh orang. Mereka 
adalah Zairvul Aritin sebagai kerun dan merangkap anggota delegasi, 
K.H. Wahab Hasbullah (PBNU) Amien Iskandar (Cabang 
Bandung), Hulaimi (Cabang Tasikmalaya), Zaenal Muttagien 
(Cabang Ciparai), Husin Saleh (Cabang Jakarta Rayat, dani Junaidi 
Yasin. (Cabang Mernes)." Delegasi ini membawa cuntutan-tuntuten 
NU urituk memperbaiki Masyumi. Apabila tuntutan itu dipenuhi, 
NU akan tetap bernaung dalam wadah partai poliik Masyumi. 
Tetapi apabila tuntutan ibu tidak dapat dipenuhi, MU akan keluar 
dari Masyumi, Di antara tuntutan NU adalah soal penghapusan 


Lakpesdam, hal. 15. 
2 PBNU, Teks Purusan Madcterner NU ke-I di Palembang, 1932 hal. |. 
1 Kacung Marijor, Dur Vadis NU setelah Kembali ke Khitah, hal. 63. 


3 


Bagum Kedua Deumika Potrik MU dia Proftemertika “Kami 


dualisme keanggotaan di dalam Masyumi. 

Saat itu NU mengajukan dua usulan. Pertama, mengubah 
organisasi Masyumi menjadi satu badan federasi yang hanya 
mempunyai anggote-onggots oryandsasi sajo, bukan perorangan. 
Untuk yang terakhir ini MU mengusulkan agar dimasukkan ke 
dalam partai lain-lain, partai baru yang namanya bukan Masyumi, 
Kedua, menetapkan Masyumi sebagai pertai yang beranggota 
perorangan. Konsekuensinya, para anggota organisasi organ 
yang bergabung di dalamnya dikeluarkan, kemudian, dibentuk 
suntu badan federasi baru yang namanya bukan Masyumi," 
Tuntutan MU tersebut tampaknya umat sulit diterima oleh 
Masyumi. Bagaimanapun Masyumi tetap menginginkan adanya 
keanggotaan dualisme. Memperoleh keputusan seperti ini, MU 
kemudian secara tegas mengukuhkan keputusan mukatamar ke- 
19 untuk keluar dari Masyumi, Adapun mengenai posisi anggota 
MU yang ada di parlemen, ia tetap berada di bawah fraksi 
Masyumi, sampai berlangsungnya pemilihan umum 1955. 

Kenyataan keluarnya MU dari Masyumi dan menjadi part 
politik tersendiri merupakan renlitas pahit dalam sejarah politik 
Idam dan merupakan babakan kedun sejarah kiprah polidk MU 
setelah Indonesia merdeka, 

Terlepas dari kewajaran munculnya perbedaan-perbedaan 
pendapat dan kepentingan di antara para tokoh intelektual dan 
ulama Islarn, yang perlu disesalkan adalah mengapa mereka yang 
dianggap pemimpin-pemimpin umat pada waktu itu, tidak 
berusaha keras untuk mencari jalan darnai teshlah) berdasarkan 
semangat November 1945, di mana unsur MU merupakan salah 
satu “tulong punggung” yang memiliki massa besar dan, tidak 
bisa dipungkiri MU juga ikut andil dalam membidani kelahiran 
Masyumi. 

Usai mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang berdiri 
sendiri, MU berhadapan dengan Pemilu (955, yang waktunya kira- 
" Kacung Marijan, Uwo Vidi NU, setelah Kembali ke Kuttah hal. 63-64. 
" Kacung Marijan, Kur Vades MU, setelah Kemahali ke Khurtah hal. 64. 
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kira tinggal 3 tahun, suatu masa persiapan yang cukup pendek. 

Dalam menghadapi Pemilu 1955 itu, MU menghadapi 
tantangan yang berat: pertama, massa MU sendiri diperkirakan 
masih terbagi/terpecah menjadi dua, mereka yang cenderung akan 
mernilih MU dan mereka yang masih tetap akan memilih Masyumi, 
dan: kedua, strategi kampanye yang semula mengambil tema 
prinsipil antara kedua organisasi itu." 

Substansi MU sebagai jariyah dineyah masih aktual ketika 
muktamarnya ke-20 tahun 1954 berlangsung di Surabaya. 
Persoalan dinrvah masih dominan diperbincangkan, meski sudah 
mulai sedikit bergeser. Dalam muktamar ini misalnya, sudah 
diperbincangkan tentang strategi yang dipakai NU dalam 
menghadapi pemilu. Bagi MU, pemilu pertama amat penting dan 
strategis. Bogoimana tidak! Melalui pemilu inilah MU bisa 
menunjukkan bahwa dirinya besar Di sisi lniri, melalui pemilu 
ini, MU juga akan mendudukkan orang-orengnya dalam 
kistitunnets, sebah, dengan begitu (melalui wakil rakyat itulah) 
MU dapat memperjuangkan persoalam-persoalan mendasar bagi 
bangsa Indonesia." 

Untuk memuluskan jalannya, MU telah menyusun taktik 
don strategi. Ii antaranya adalah ikut dalam kabinet Ali 
Sastronmijoyo 1," atu Kabinet Ali Wongso Zoenal, Duduknya 
MU dalam kabinet Ali ini terutama dimaksudkan untuk 
memperkuat posisi politiknya, di samping untuk mengimbangi 
"serangan polidk” Masyumi. Dalam kabinet ini, NU memperoleh 
tigo kursi yaitu Zoinul Arifin sebagai wakil perdana menteri Il, 
K.H. Masykur sebagai menteri agama, dan Mohammad Hanafiah 
sebagai menteri agraria. Pada Kabinet ini, tidak seorang pun dari 


"Laode Ida, Arutonu Konflik NU Elite blom demi Merara, hal. 24. 

4 Kacung Marijan, Dao Vadis ML, setelah Kembali Kr Klurtsh, hal. 73. 

9 Chalid Mawardi, Promote Potitica Mahdlatul Ulama, Merulryung di Tengah 
Geknbang Jakarta: Yayasan Pendidikan Practicay 1969. hal. 31 Dikurip 
Kacung Marjan, Car Veda MU hal. 73. 
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Masyumi yang duduk di dalamnya", Dalam menghadapi Pemilu 
1955, MU telah mengeluarkan suatu keputusan dalam muktamar 
tahun 1953 di Medan. MU menyatakan kesiapannya dengan 
mengeluarkan keputusan, “Wajib hukumnya bagi umat Islam 
untuk mengambil bagian dolam Pemilu baik untuk DPR maupun 
konstitunrnte”# 

Pemilu 1959 meupakan momen penting bagi MU untuk 
membuktikan babvswa basis russanya cukup besar dan kuac. Hasil 
Pemalu 1955 yang diperoleh sungwuh di luar dugaan. Dalam tempo 
kurang lebih 3 cahan persiapan, MU murpu menempati kekuatan 
besar ketiga dari the bug four, setelah PMI dar Masyumi, posisi 
keempat ditempati PKI (lihat tabel 1). 


Tabel 1. Hasil Pemilu 1955 


Perhicimanui, 1984, hal. 39, 


Apabila dibandingkan dengan kendaan sebelumnya, dalam 
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), perolehan suara 
MU meningkat tajam dari 8 Kursi menjadi 45 kursi, PMI naik dari 
41 menjadi 47 kursi, dan Masyumi dari 44 menjadi 57 kursi," tak 


& Kscung Marijati (Jus Vadis NU setalah Kembali Ke Khictah,hal.173. 

& Chorrul Ana, Pertonbuker dan Perkembangan Mahdlkanil Vla, hal. 200. 

# Daniel Dhakidae,” Pemilihan Umum di lndonesia: Saksi Pasang Maik 
dan Surat Pari Politik”, dalam Demokrasi dan Proses Potiik, Prisma, 
Jakarm: LP3ES, , 19866, hal. 183, 
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ketinggalan, PKI juga mengalami loncatan dari 17 menjadi 39 
kursi. Memurut Nesikbun, kemenangan yang dicapai oleh MU dani 
PKI adalah karena keduanya memiliki basis kuat di Pedesaan." 
Perolehan suara NU yang demikian besar itu merupakan prestasi 
luar biasa yang mengundang komentar dari berbagai kalangan. 
Menurut Mahrus Irsyam kemenangan MU karena “adanya strategi 
dalam kampanye”. Mengutip Herbert Feith, Mahrus mengatakan, 
“pada mulanya NU mengambil tema sentimen agama yang paralel 
dengan tema kampanye Masyumi, sehingga kampanye kampanye 
dari kedua partai ini seringkali mempunyai nada yang sama, seperti 
siapa memilih mereka (MU atau Masyumi) kelak akan masuk surga, 
sedangkan siapa yang tidak memilih mereka (NU atau Masyumi) 
akan masuk neraka". 

Tema kampanye demikian tentu saja akan mendapat 

tantongan keras dari PMI dan partai lain yang non-Islam. Selain 
tema seperti itu, juga akon membingungkan massa Islam. Kondisi 
tersebur lantas membuat NU mengubah strategi kampanyenya. 
Yaitu dengan mengambil “Jalan Tengah” yang membuka kerjasama 
dengan FNL"" 
Istam Indonesia (DII) dan Tentara Islam Indonesia (TI) untuk 
membedakannya dengan PKI. MU pun melontarkan isu bahwa PKI 
pemah terlibat dalam pemberontakan di Madiun pada tahun 1943. 
yang akan mendatangkan bahaya, karena itu jalan yang "selamat" 
adalah memilih PMI atau MU.” 

Perolehan suara NU yang spektakuler, sebenarnya bukanlah 
semati karera perubahan tema kampanye. Perolehan itu lebih 
dikarenakan lantaran basis massa MU yang pada dasarnya memang 


“ Masikumi, Sister Sosial Indonesia, jakarta: Rajawali, 1984, hal. 63, 

“ Mahrus Iryam, Ulamadan Portu Politk, hal, 33, 

2 Jelaburus Irsya, Utara Piertari Politik, hal.35- 

1" Mabrus bayam, Uemudan Pars Polenk, hal 38. 

1 Koeung Marijar, Owo Vide MU setelah Kembali Ke Khirtah, hal. 76, 


R 


berkonsentrasi di Pedeman, terutama di pondok-pondok pesantren. 

Pemilih di pedesaan dan pesantren tidak hanya terpancing oleh 

tema-tema kampanye, tetapi lebih ditentukan oleh karisma 

pemimpin informal dan monformalnya. Pilihan pemimpin adalah 
TAN MOD. 

Pemilu 1953, dilihat dari persentasenya, menunjukkan 
bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, 
terapi dalam berpolitik tidak semuanya berafiliasi di partai Is- 
lam. Pada pemilu 1955 iri, partai Islam hanya memperoleh suara 
tidak lebih dari 5096, tepatnya 45,2"6. Namun bila dibandingkan 
dengan sebelumnya, wakil Islam di perleman hanya berjumlah 
57 orang (244 dari keseluruhan jumlah anggota parlemen). 
Setelah Pemilu 1955, kalangan Islam memperoleh kenaikan 
menjadi 116 kursi (lebih dari 100”8). Kalangan nasionalis bahkan 
mengalami penurunan drastis. Yang sebelumnya memperoleh 
sekitar 4096 di parlemen, tapi setelah pemilu 1995 turun. menjadi 
21754. Bila diamati, peningkatan suara wakil Jalam di parlemen 
terjadi artara lain karens kelihaian kelompok Islam dalam 
memanfastkan tema-tema sentimen agama poda seat kampanye. 

Dari prestasi perolehan suara tersebut, membuat posisi pohtik 
MU semakin menguat. Jika dalam kabinet sebelumnya NU hanya 
memperoleh dua jabatan menteri, maka dalam kabinet baru itu 
MU memperoleh empat jabatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Ferekonomiari, Menteri Sosial dan Menteri Agama, di samping 
jabatan Wakil Perdana Menteri II yang dipercayakan kepada 
Idham Chalid." “Kabinet Koalisi" PMI, Masyumi, MU sebagaimana 
kaburset-kabinet lain dalam periode oterregnum Demokrasi Liberal 
ini, tidaklah berumur panjang. Kurang dari setahun sejak memulai 
masa kerjasamanya, kabinet itu jatuh dan digantikan oleh “Kabinet 
Karya" yang dipimpin Juanda. Sebelum akhirnya lahir Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959 yang membawa sitem politik Indonesia ke 


MA. Gaffar Karim, Metamarfoso NU dan Polio Islam Irulonesa, 
Yeyvakana: LKS, 1995, hal, 59, 
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dalam era Demokrasi Terpimpin." 

Pada masa Demokrasi Terpimpin, panggung politik Indo- 
nesin praktis didominasi oleh kekuatan tiga aktor politik: 
Soekarno, PKI dan Angkatan Darat, dengan menyisakan sedikit 
porsi peran yang tidak berarti untuk partai-partai politik yng 
ada. Beberapa partai bahkan tidak memiliki cukup daya survival 
berhadapan dengan upaya penyederhanaan kepartaian yang 
dilakukan oleh Soekarno. Sehingga pada akhirnya hanya tersisa 
sepuluh partai. 

Sementara NU, karena sikap akomodatifnya lebih mampu 
bertahan, termasuk PSII dan Perti, Dengan “cara” masing-masing, 
partai ini telah melakukan berbagai langkah penyesuaian diri 
dengan berbagai perkembangan politik yang sulit.“ 

Menghadapi babak baru politik Indonesia itu, kekuatan 
politik Islam cerbagi ke dalam dua kelompok: pertama, Masyumi 
ia menganggap sistem ini merupakan bentuk penyimpangan dari 
ajaran Islam: kedua, MU, PSII dan Perti, yang tergabung dalam 
“Liga Muslimin”, menilai dukungan terhadap sistem yang ada 
suot itu sebagni sikap yang realistik dan pragmatik. Menurut K.H. 
Soituddin Zuhri—sebagaimana diwawancari Syafi'i Ma'arif — 


2 Derobkrasi Terpimpin adalah demolrasi mumi yang berdasarkan suatu 
ideologi yang memimpin dengan menentukan bujuan sertai cara 
dalam permunyawaratan atau perwakilan untuk mwufaon di onde semua 
pelangan perypnesif. Lihat Sekretaris Masionad, Kristal 109 Isalah Poluk 
diakra Penyermuhan, Jakarta: 1961. 

"Syafi'i Mla'arid, Iso dan Maslah Kenegaraan, hal. 184. 

“Liga Muslimin Indonesan adalah gabungan dari MU, PSI! dan Perti yang 
dlidbrikean dh Jakarta pada 38 Agustus 1952. Selain Tiga organisasi di atas, 
Por ad da wah wal Irnyad yang dididirikan di Parepare tahan 1947 dan 
Perserikaman Ttonghoa Islam Indonesa yang berpusar di Ujung Pandang 
(kini Makasar) juga ikut bergabung. 
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bahwa penerimaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai pesantren, 
yakni: “Ma ba yadraku kedhahu la yutraku kulluhu" (Apa yang tidak 
dapat diraih 1004, sebagian yang masih dapat diraih jangan 
dilepaskan). 

Peranan politik MU semakin besar ketika pada tahun 1960, 
partai Islam terbesar, Masyumi dibubarkan. Pembubaran itu terkait 
dengan keterlibatan sejumlah tokoh-tokohnya dalam 
pemberontakan PRRI, di samping karena sikapnya yang terang- 
terangan berseberangan dengan pemerintahan rezim Soekarno. 

Adanya kolaborasi kuat antora MU dan Soekarno ini, 
menurut Syafi'i Ma'arif, karena terjadinya aliansi antara dua 
subkultur palitik paternalistik. yang dianut oleh MU dan 
Soekarno,” Soekarno merupakan penganut subkultur Jawa 
tentang hubungan “Bapak-Anak”, sementara MU menganut 
subkultur yang tidak jauh berbeda paham keutamaan yang 
dianutnya, yakni membuat paternlistik sebagai subkulturnya. 
Dalam merangkul NU, Soekarno cukup merangkul sejumlah 
tokoh sepuh, dan bagi MU untuk mencapai tujuan-tujuan 
politiknya cukup merangkul Soekarno." 

Mamun demikian, upaya untuk menggalang persatuan umat 
lslam secara kontinu terus digerakkan oleh MU, terutama untuk 
mengadang kekuatan PKI yang terus membesar. Meskipun NU 
sering dianggap oportuni terhadap rezim Demokrasi Terpimpin, 
toh is tetap bersikap antagonis dan keras terhadap PKI. Posisi 
MU pada masa ini berul-betul berada di “persimpangan jalan”. 
Di satu sisi MU digiring urituk menerima konsep “Masakom" 
(Masionalisme, Agama dan Komunis), dengan “garansi” akan 
tetap diberikan kesempatan untuk eksis dan dapat melaksanakan 
rugas-bugus keumatan. Namun di sisi lain ia harus tetap komitmen 
terhadap ogidah dan nilai-nilai Islam secara makro. 


Sai Mart Islom don Masalah Keneganam, bal. 37. 
& Syafi'i Ma'arif, Isbam don Masalah Kenegaraan, hal. 93 
4 Kacung Marjan, Duo Waudis NU setelah Kembali Ke Khictah, bal. BI. 
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Dalam posisi dilomatis seperti itulah, NU mengambil sikap 
tegas dengan tetap menempatkan kepentingan urat Islam secara 
makro, Dalam hal iri MU berpedoman poda kaidah mereka yang 
sudah masyhur, “Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan 
daripada mengambil kemunfaatan (maslahah)”.” 

Lebih jauh dalam hubungan dengan prinsip di anis, K.H. 
Idham Chalid, yang terpilih sebagai ketua umum PBNU dalam 
Muktamar NU tahun 1956 di Medan, menegaskan, “Untuk 
urusan politik dalam negeri, pada batas-batas kemungkinan, 
Nahdlatul Ulama selalu mencoba menyesuaikan dirinya dengan 
waktu dan peristiwa, serta tidak pernah mmpil dengan sesuatu 
yang absolut dan mutlak-mutlak, Karena itu NU cukup mengerti 
dalam keodaan apa dan bagaimana dia berada. Dalam 
menentukan sikap, NU senantiasa memperhitungkan manfaat 
dan madharatnya. Di samping itu, dalam setiap mengambil 
tindakan, MU jugo senantiasa memperhitungkan dimensi 
keselamatan negare dari jurang kehancuran". 

Pada periode tahun 1960 hingga 1966, NU berupaya keras 
menempatkan diri sebagai kekustan melawan komunisme dalam 
segala bentuknya yang serba multi.” Hampir di semua lini 
kehidupan yang berhasil digarap PKI, NU ampil sebagai kekuatan 
pengadang. 

Pengadangan optimal MU di seluruh lini dapat dilihat dari 
perakan-gerakan yang dilancarkannya. Di sekitar kepemudaan, 
Gerakan Pemuda Ansor tampil dengan Barisan Ansor Serba Guna 
(Banser). Ansor menjadi pengadang bagi gerakan potensif 
pemuda rakyar (Kelompok Pemuda PKI). Di sekitar perburuhan, 
MU memiliki Senkat Burah Muslimin Indonesia (Serbumusil, 
untuk membendung gerakan SOBSI PKI. Di sekitar pertanian, 
MU menghimpun para petani dalam Persatuan Tani Mahdletul 
" Talaluddin Abdurrahman As-Suyudhi, al-Anyha Win Madhor, Indonesia : 

Svirkah Mur Asia, ot, hal. 62. 
9 Khoneul Fathoni, Cecal), MU Pasca Kuctah, hal. 36. 
" Ehoisul Fathoni, letak), MU Pasca Kutuah, hal. 37. 


Ta 


Bagian Kedua Dirrmnika Pelidk MU dan Probbenanika "Khitah” 


Ulama (Pertanu), yang amat berjasa dalam membendung upaya 
perluasan pengaruh PKI melalui Barisan Tani Indonesia (BTI). 
Ci sektor kebudayaan, MU membentuk Lembaga Budaya 
Muslimin (Lesbumi?, yang cukup tangguh untuk mengadang 
Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)." 

Selain organisasi bentukan MU sebagai pengadang PKI di 
atas, ada beberapa organisasi yang menjadi underboww NU, yang 
juga aktif mendukung perjuangan NU, dengan melakukan 
aktivitas yang sangat beragam. Seperti Ikatan Seni Hadrah In- 
donesia (ISARI), Jam'iyatul guro wal huffoz (wadah bagi “Wori- 
Moriah dan Hafiz-Hafizoh al-Gur'an), Ikatan Putra Nahdlatul 
Ulama (IPNU) dan Ikatan Putri-Putri Mahdlatul Ulama 
IPPNU), Muslimat Mahdtatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa 
lslam Indonesia (PMII), vang menyatakan diri Independen sejak 
tahun 1972, Ikatan Sarjana Islam Indonesia (ISII, Ha'iah Ta'miril 
Masadyid (perkumpulan para pengelola masjid), Persatuan Guru 
Mahdiatul Ulama (PERGUNU) dan Himpunan Pengusaha Mus- 
tim Indonesia (HPMI). 

Sikap anti komunis NU yang dilakukan secara kulmaral dan 
politis mencapai puncaknya pada saat PET melakukan kudeta 
berdarah yang terkenal dengan G. 30 S/PKI (Gerakan Tiga Puluh 
September). Sehari setelah meletusnya perawa G. 30 S/PKI, 
organisasi pemuda NU: GP-Ansor adalah organisasi yang pertama 
kali memberi kecamaan keras terhadap tindakan biadab G. 30 
S/PKI dengan “pernyataan” yang Isinya: (1) mencela dengan keras 
tindakan perebutan kekuasaan oleh apa yang menamakan dirinya 
“Gerakan 30 September" dan: (2) menolak dan menetang 
pembentukan “Dewan Revolusi”, Bahkan tidak hanya sebatas 
membuat pernyataan, Ansor juga aktif bersama militer melakukan 
penangkapan dan penyembelihan terhadap PKI." 


“ Khotrul Fathoni, (etal), MU Pisces Klurrah, hal. 37. 
$£ Slamet Effendy Yusuf, (eta), Dirmuka Kom Semuri , hal, 49. 
" Kacung Mariam, Cao Vida MU seelah Kemdusi Ke Kduttaih, hai, 91. 
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Melalui Subchan, ZE, NU mempelopori pembentukan 
kesatuan Aksi Pengganyangan CGestapu (KAP-Gestapu), yang 
kemudian menjadi Front Pancasila yang didukung oleh wakil- 
wakil dari MU, PSII, Katholik, IPKI, Parkindo, Perti, PMI, 
tduhammadiyah, Soksi dan Gasbindo. Gerakan anti komunis ini 
juga merupakan gerakan yang pertama di kalangan sipil. Gerakan 
ini menjadi ujung tombak yang berhadapan langsung dengan 
Soekarno, tepatnya ketika Soekarno tidak cepat mengambil 
langkah terhodap PKI yang memberontak.” 

Akrivitas muda lain yang tampil ke depan pada hari—hari 
mencekam itu adalah Zamtoni, Ketua PB PMII. Ia juga ketum 
presidiwum KAMIS (Kemtuan Aksi Mahasiswa Indonesa, yaitu 
front aksi bersama mahasiswa arti Soekarno yang dibentuk melalui 


kerjasama dengan militer yang mengkoordinir demonstrasi 


“8 Sabchan, Z£ adalah pemimpin MU dan asetbesar MU, yang mengambil 
peran penting dalam mengorganisir senigkadan demoninsi pang 
perengan 1950-an in telah menjadi abli terkemuka dalam msalah- 
masalah ekonomi, Bisnis pribadinya sengatdiuntangkan beront pengaruh 
pelitik dan koneksinya yang baru. Toh begitu tidak pernah 
ketamakannya, yang biasanya lumrah dilanda banyak orang 
sepenerasinya. la bahkan sangat marah hati menyediakan dana untuk 
berbagai kegiatan organisasi. Ja ungat populer di kalangan genermsi muda 
ML, meskipun gaya hidupnya lebih cenderung kepada gaya hidup "Mos- 
Emi” yang bisanya selabu kontras dengan gnya hidup pesantren. Lihat 
Martin Van Bruinessen, NU, Tradisi, Relas-relou Kuasa dan Pencemian 
Waeran Hore, hal. 91-72, 

"5 Slamet Efferidy Yusa, tera, Cinema Kasur Someri, baal. 90, Diluar jig 
Masylouri Abdillah, Denokores di Desonpangan Makna: Rapor Inctekaual 
Muslim Indonesia terhadap Korsep Danoknsi (1966-1993), Yogyakura: 
Tiar Wacana, hal, 248, 

8 KAM diberiwuk pada tanggal 25 Oktober 1905 di kediaman mayor Jenderal 
Syarif Thayeb, Meneer Pendidikan Ting dan Ummu Pengetahuan, yang 
mengumpulkan para pimpinan gerakan mahasswa Idam, Kraten dan 
Masumalis Seladker 
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mahasiswa 1965-1956, Para aktivitas KAMI bukan hanya dari 
kalangan PMII, tetapi juga dari kalangan organisasi Islam 
moderris, seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), 

Tanggal 4 Oktober, KAP-Gestapu mengadakan demonstrasi 
pertama yang menuntut pelarangan partai-partai yang telah 
merencanakan atau mendukung “Gerakan 30 September”, yaitu 
PKI dan organisasi-organisasinya. Statemen penunutan itu 
dibacakan oleh Subchan sendiri. Selain itu, KAP-Gestapu juga 
menuntut agar harta orang-orang yong tersangkut dalam pristiwa 
itu disita dan perangkat-perangkat pemerintah segera dibersihkan 
dari unsur-unsurnya." 

Pado tanggal 4 Oktober malam, televisi dan radio 
menyiarkan pernyataan yang menuntut dibubarkannya PKI, 
gerakan serta medis-medianya, dan menyerukan kepada semua 
kaum muslimin agar mendukung ABRI (sekarang TNI) untuk 
“memulihkan ketentraman umum" Subehan dengan KAP- 
Gestapu-nya terus mengorganisir demonstrasi besar-besaran anti 
PKI yang pada bulan Oktober, menurut harian Ang Komunis, 
sudah berhasil mengerahkan ratusan ribu orang." Dan 
demonstrasi yang luar biasa besarnya terjadi di lapangan Banten 
Jakarta— yang dihadiri sekitar 1,5 juta orang—merupakan sebuah 
tekanan yong tidak dapat disepelekan oleh Presiden Soekarno." 

Singkat cerita, akibat dari berbagai rentetan peristiwa itu, 
muncullah kemudian dualisme kepemimpinan dalam negara. 
Yaitu antara Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto yang 
memperoleh “mandat” berupa Supersemar (Surat Perintah Sebelas 
Maret). Pada saat itulah tokoh-tokoh muda semisal H. Muddin 


“ Cnyrac Bilanchard, Corner le Powvoer en Indoresis, Paris: Lharmatan :, 
(991, bal. 71. Dikutip dari Andree Feillard, NU Va-aVis Megera, hal. 79. 

“ Chotrul Anam, Pertambahan dan Perkembangan Mahdilatal Ulama, hal. 
MT 

“ Pidato Subehan tanggal & Juli 1958 (arsip Asnawi Latief), dikutip dari 
Androe Feiard, MU Vasd- Vo Meseno, hal. 85. 

3 Andree Feillard, MU Vasi-Vb Nepoa ha. 
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Lubis dan tokoh muda NU bersama-sama teman-temannya 
mengajukan “memorandum”" di DPR, yang isinya antara lain 
menyerukan kepada DPR CR, agar mengajukan sidang istimewa. 
Dalam sidang MPRS itu akan berisi apendaj (1) memberhentikan 
Presiden Soekarno dari jabatannya dan memilih/mengangkat 
pejabat presiden sesuai dengan pasal 3 TAP MPRS No. XW/ 
MPRS/1966, dang (2) memerintahkan kepada Badan Kehakiman 
yang berwewenang untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan 
dan penuntutan secara hukum." 

Posisi Jenderal Soeharto tampaknya semakin menguat. 
Apalagi “Supersemar”? diperkuat oleh Ketetapan MPRS No. IX 
MPRS/ 1966. Setahun kemudian, dalam sidang istimewa MPRS, 
melalui Ketatapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, Presiden 
Sasar diberhentikan, dan Jenderal Soeharto diangkat sebagai 
pejabat Presiden. Lalu, baru pada Maret 1953 MPRS mengukuhkan 
Jenderal Soeharto sebagai presiden penuh. 

Ci bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, Orde Baru pun 
mulni membuka lembaran baru. Seluruh partai politik sepera 
meminta untuk diadakan pemilihan umum. Bung Kamo sendiri 
ikut mendesak penguasa baru untuk diadakan pemilu sebagai 
barometer untuk menentukan siapa sesungguhnya yang berhak 
mengklaim dirinya atas nama rakyat." 

Tiga tahun setelah pengukuhan Socharto sebagai Presiden 
RJ ke-2 pemilu pun dilaksanakan, tepatnya tanggal 3 Juli 1971. 
Pemilu kali ini diikuti oleh 9 partai politik dan | Golongan Karya. 
Pada pemilu 1971 iri, MU ternyatu muncul sebagui pemenang kedua 


1 Memorandum adalah catatan atau sara peringatan, seperti memoran- 
dam DPR kepada Presiden RJ, Abdurrahman Wahid (Peter Salim dani 
Yenny Salim, Kane Bahasa Indonesia Koneeraporer, jakarte: Modern En- 
elish, 1991, hal. 958, 

" Kacung Marijan, Co VWadis MU. setelah Kembali Ke khuttah, hal. 92. 

"1 Keluarnya Supersemar (Sam Perintah Sebelas Mine) 1956 merupalanni 
ritik awal lahirnya Onde Baru. 

4 Khoirul Fathoni, (eral.),VU Pasca Kfurtah, hal. 44. 
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dengan perolehan 13, 7 atau 58 kursi. Jusoru Golkartah (Golongan 
Karya), yang baru pertama kali ikut pemilu, yang menjadi 
pemenang pertamanya, dengan perolehan suara 67,84 atau 227 
kursi.” Daniel Dhakidae mengomentari hasil perailu ini : 


“Satu-satunya partai yang berhasil bertahan adalah 
MU yang mendapatkan 19,7"6, sedikit lebih tinggi dari 
suara yang diperolehnya dalam pemilu 1955 (18,46). 
PMI mengalami kekalahan berat dan kurang berhasil 
memperoleh suara (6995), yang berarti kurang dari 1/ 
4 dari tahun 1955 223). 


setelah Pemilu 1971, pemerintah semakin memperkuat posisinya 
terhadap partai-partai yang tidak lagi mempunyai wakil di kabinet. 
MU harus kehilangan Departemen Agama yang sejak kemerdekaan 
selnlu dipercayakan kepadanya, kecuali pada Kabinet Wilapo 
(1952-1953), jabatan menteri agama dipegang oleh Fakih Usman 
dari Muhammadiyah. 


NU Bertusi dalam PPP 


Setelah kehilangan Departemen Agama, MU kembali 
dikejutkan oleh pemerjeran partai-partai politik menjadi dua 


P Galongan Kara (Golkar) semula bernama Sekretadat Berama Golongan 
Karya (Sekber Golkar) lahir tanggal 20Oktober 1964, Golkar merupakan 
gabungan dan hampir 300 buah organisasi fungsional aon polids yang 
berorientasi Karya Kekaryaan, yang dulunya tidak berorkentasi kepada 
politik dengan tiga organisasi sebagai tulang panggunnya, yaitu SUESI 
(sentral Organisasi Karyawan Selurah Indonesi!, MRORK (Musyawarah 
Keluarga Gotong Royong! dan Kosgor (Koperasi Serbapong Lotong 
Royong, Lihat Rusli Karim, Perjaka Partai Pobetik di Indonesia, Jakarta: 
Rajawali Pers: 1983, hal. 159, 

Dharus Ohakidae, “Pemulihan Umum ca Indonesia”, hal. 150, 


Bl 
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partai: (an) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)” terhimpun di 
dalamnya MU, Parmusi, PSII dan Perci: (bb Partai Demokrasi In: 
donesia (PDI) tergabung di dalamnya PMI, Porkindo, Partai 
Katohk", IPEI dan Murba. 

Pe-merjer-an partai oleh pemerintah menurut Mahrus Tasya 
bertujuan: perumna, penggandaan lembaga politik lama, khususnya 
partui politik (Parpol) dengan lembaga politik baru atau parpal 
baru: kedua, fusi menghendaki pembatasan yang tegas antara 
pelembagaan peran di wilayah politik dengan peran kelembagaan 
di wilayah non-politik: ketiga, pemerintah menginginkan adanya 
perubahan nilai dari norma lama ke norma baru." 

Di masa awal, posisi NU di PPP relatif cukup strategis 
dibandingkan dengan Masyumi, Namun demikian, peran cokoh- 
tokoh MU lebih banyak di Majelis Syuro (peran yang dahulu perrsal 
lama diembarinya pada masa masih bergabung dengan Masyumi, 
yang kemudian menjadi salah satu sebab keluarnya MU dari 
Masyumi, karena posisi Dewan Syuro, hanyalah posisi waru riyaris 
tidak memiliki peran strategis, tidak seperti posisi Dewan Eksekurif, 
yang memilki kebijakan (policy) penuh untuk menjalankan tugas 
dan peran kepartaian sehari-hari). 

Fosisi Dewan Eksekutif PPP lkesli ini ternyata dipegang oleh 
H.M.S Mintaredja, dari MI (Muslimin Indonesiah—yang 
sebelumnya bernama Parmusi. Beberapa tahun kemudian 
Mintaredja digandkan oleh Djselani Marco dan MU kembali 


7 PPP didekarsikan pada 5 Januari 1573, oleh pimpinan kecmpacparpol 
yang berkeunfede rasi dalarn mepar Presidi um Badan Pekerja dan Pimpinan 
Fraksi. Mercka sepakat menfusikan diri ke dalam satu parpol. Deklarasi 
ditandatangani oleh pimpinan masing-masing unsur yiatu K.H, Idham 
Chalid (MU), H.M. Mirrmredja (MT), H. Anwar Gokrmaminoto (SI), H 
Puasli Hail (Perti), dan K.H. Masykur (MU) susunan kepengurusan disususi 
berdasarkan pada pertimbangan ke kasta dan keahlian masing-masing. 
Kacung Marijan, Cho Wadi MU setelah Kembali Ke Khuttah, hal, 105-105. 

Partai Krieten lebih suka bergabung dengan partai-partai nasenalis sekuler 

" klaburus brnyans, (Moms dan Partai Politik, hn. 49, 


Bi 
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dipercaya melalui K.H. Bishri Sareari menjodi presiden Majelis 
Syuro PPP” Sebagai Rais Amm Majelis Syuro PPP K.H. Bishni 
Sansuri bertugas memberi nasehat dan pertimbangan dalam segala 
hal terutama di bidang agama kepada partai. Kehadiran K.H. Bishri 
Sansuri sebagai seorang ulama yang disegani di tengah-tengah para 
politisi PPP di DPR tampaknya memiliki makna tersendiri. Ia 
memiliki karisma, pengetahuan agama yang dalam dan wawasan 
politik yang matang. Ja juga memiliki pendirinya yang teguh, lemah 
lembut dan pembawaan yang sederhana (low profile). Ia nyaris 
sempurna menampilkan sosok politisi MU, moderat, teguh 
memegang prinsip dan tidak elatim."' 

Dengan gaya (prototibe) seperti itu, K.H. Bishri Sansuri 
ternyata mampu menyatukan foksi-faksi yang ada di PPP Terbukti 
kehadirannye dapat meredam adanya keretakan-keretakan di 
tubuh PPP selama hampir 8 tahun. Hampir tidak ado seorang pun 
di antera tokoh PPP termasuk H.J. Naro, berani menentang 
kepurusarnya secara terang-terangan." KLH. Bishri Sonsuri, yang 
umumnyo dianggap sebagai tigur yang menjadikan NU lebih 
disegani pada 1970-an, wafat pada bulan April 1980, sehingga 
organisasi betul-betul kehilangan figur kepernimpinan moral yang 
kuat dan andal. Sepeninggal beliau kepemimpinan PPP dipegang 
Dinelani Yaro. Dalam genggaman NMaro tnilah peranan NU di dalam 
PPP kian melemah. 

Pada Munas PPP 1975 telah disepakati bahwa, rasio 
perbandingan jatah kursi masing-masing unsur dalam PPP pada 
Pemilu 1977, didasarkan poda hasil perolehan kursi dalam Pemilu 


2 kartin Van Brwinessen, MU, Trndor, Rebovrelese Kuma dan Pewarian 
Wiscana Paru, hal, 103-104. 

"Para ulama MU, seperti K.H. As'ad Syamaul Arifin menyebutkan sikap 
meoth (moderat), (mal (teguh) teman (Seimbang) dan daa thor 
(Eid ko ekarrimi) aoerupakan ciri khas MU yang sebaruanya jaga merupakan 
ci MU dalam berpolidk. Slamet Efeendy Yusuf, (et al), Center Kanura 
Semi , hal. 65. 

9 Selamet Effendy Yusal, (ecal.), Downtoka Kaur Same, hal.63. 
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1977, Munas juga menyatakan konsensusnya bahwa siapapun yarig 
dalam unsur partai memperoleh suara yang sudah besar, hendaknya 
rela menyerahkan satu atau dua kursi kepada pihak yang lebih 
kecil." Dengan berbekal konsensus "Mutas 1975", PPP siap tampil 
dalam arena Pemilu 1977. 

Pemilu 1977, PPP mampo meraih 99 kursi di DPR, 
meningkat sekitar 2,196 dibandingkan Pemilu 1971. Dari 99 kursi 
yang diperoleh PPP 56 kursi menjadi milik MU, berkurang dua 
kursi dibandingkan pada Pemilu 1971, 25 kursi milik MI, dengan 
tambahan | kui dibanding tahun 1971, dari 14 kursi untuk SI 
dan 4 untuk Perti. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 di 
bawah ini: 


Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Pemilu 1977 


(5.516.394) 
3.793.266 
1Ih 99 
48.126 
388.403 


603.740 
(1.483.344) 18.743.491 
10,213.650 
2910746 
1.306.237 
381.309 


Haa essen iman ses Par 


ia Khoirul Fathoni, (cal), NU Pasca Khitah , hal. 50-51. 
"8 Andree Feilland, NU Va-i-Wis Negara, had. 100, 
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Sumber: Duta tahun (971 dari bernbaga Pemilihan Umum, Daftar Pembagian 
Kursi, hasil peralu, anggota DPR tahun (971, Jakarta, 197 1. Data 1977 dari 
Kampus, 9 Juni 1977 


Mernyelang Pemilu 1982, Maro “nekod” menyerahkan daftar 
Calon Legislatif (Caleg) PPP kepada pemerintah: 29 Caleg MU 
di tempatkan pada urutan terbawah yong boleh didugu kecil 
kemungkinan terpilih." Penyingkiran kubu radikal dari PPP itu 
kemudian kerap disebut “de-NU-isasi”, Akibatnya, kredibilitas 
PPP kian melemah, pertarungan di dalam tubuh partai semakin 
meningkat, dan akhirnya, jurang pemisah di dalam tubuh NU 
pun bertambah parah," 

Posisi MU yang sangat dirugikan itu, akhirnya berbentuk 
protes keras terhodap kepemimpinan Maro. Sebab, selam sudah 
melanggar konsensus, secara psikologis Maro juga telah melecehkan 
tokcih-tokoh Islam dari kalangan MU. Protes MU ternyam tidak 
banyak digubris oleh Mare. 

Ada hal penting yang perlu dikemukakan di sini, meskapun 
NU demikian dilecehkan Naro, is tetap saja masih memperoleh 
jatah kursi yang dapat mereprensentasiban NU, terutama dari kubu 
Idham Chalid, yang dianggap akomodatif terhadap kepemimpinan 
Mara 


Tokoh-tokoh MU yang masih ada di PPP, mempaknya tidak 
selalu bersikap akomodatif terhadap gagasan-gagasan yang 
digelindingkan oleh pemerintah. Peda SU MPR 1978, misalnya, 
Fraksi PPP melalu unsur MU (K.H. Yusuf Hasyim, dkk! mengambil 
sikap “walk out” dari sidang karena ketidaksetujuannya dengan 
rancangan ketetapan tentang P4 (Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila). Terjadi perbedaan penafsiran tentang 
makna yang tersimt pada pasal 29 UUD: 1945." Sikap tokoh-tokoh 
MU tersebut ternyata dak merubah pendirian pemerintah atsu 


# Andoce Feilland, MU oo-d-0 Ngga, hal.227. 
3 Aneree Feillard, MU wes Ngorg, hal. 222. 
"7 Laode Ida, Arstomi Konflik MU, Elias bslam dan Megera, hal. 4. 
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fraksi-fraksi lain, karena rancangan ketetapan itu tetap saja 
disahkan. Dengan begitu, boleh saja dikatakan bahwa, aspirasi 
PPP atau Islam terkalahkan odeh kekuatan “priyayi" dan "obangan”" 
sebagai kelompok sekuler yang didominasi oleh Golkar, ABRI dan 
FDI." 

Kondisi di atas semakin memperpuruk kedudukan NU pada 
era Sifon. MU beroda di antara dun opsi, oposisi atau akomodasi. 
Dalam sebuah pidato yang keras tahun 1980, Soeharto 
“menyerang” semua kelompok di Tanah Air yang mencoba 
berseberangan dengan ideologi Pancasila. 

Dalam posisi yang dilematis itulah, MU justru menjadi 
organisasi besar pertama yang secara implisit menyatakan 
mengakhiri konfrontasi dengan pemerintah. Munas “alim “ulerna 
NU, yang diselenggarakan di Situbondo pada Desember 1983, 
mengeluarkan dua keputusan yang memecahkan langkah politik 
NU ke deparg yaitu keluar dari PPP dan menerima sias tunggal 
Pancasila. Keputusan itu dipertegas kembali pada muktamar ke- 
27, yang juga diselenggarakan di Situbondo tanggal 8-12 
Desember 1994. Muktamar ini juga lebih terkenal dengan 
kembalinya MU ke khittah 1926, atau “pengunduran diri dari 
politik prakcis”, 


Kembali ke Khittah 1926 
Khuttah berarti garis lurus. Dalam hubungannya dengan 
Mahdlatul Ulama, kaca khittah berarti garis pendirian, perjuangan 
dan kepribadian Nahdlatul Ulama, baik yang berhubungan 
dengan urusan keaganiaar, maupun urusan kemasyarakatan, baik 
secara perorangan Maupun secara organisasi. Fungsi garis itu 
dirumuskan sebagai landasan berpikir dan bertindak warga MU 
yang harus dicerminkan dalam tingloh laku perorangan maupun 


organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. 
Landasan dimaksud adalah paham Islam Ahlussunmah waljama'ah 


"5 Laode Ida, Anetori Konflik MU, Elite Ielar den Magara, hal 44 


Ba 
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yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, 
meliputi dasar-dasar awal keagamaan maupun kemasyarakatan. 
Kluttah MU juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmah- 
nya dari masa ke masa." 

Gagasan kembali ke khurtah 1926 telah mulai digulirkan oleh 
tokoh-tokoh NU sejak tahun 1959, seperti pada muktamer ke- 
22 di Jakarta, Desember 1959, seorang muktamarin dari 
Mojokerto, K.H. Achyat Chalimi, mengatakan, “Peranan politik 
partai MU telah hilang dan peranannya dipegang oleh perorangan. 
Sehingga partai sebagai alat sudah hilang. Karena itu diusulkan 
agar MU kembah peda tahun 1926." 

Tidok berbeda dengan penilaian para ulama lain di 
kemudian hari, gagasan kembali ke khittah itu didasari oleh 
pertimbangan bahwa, selama imi MU terlampau mengedepankan 
urusan politik yang kenyataannya bukan semata-mata untuk 
kepentingan organisasi, melainkan mengutamakan kependngan 
pribadi-pribadi daripoda urusan sosial keagamaan yang merupakan 
misi utama pada awal berdirinya. Pada masa itu, politisi MU lebih 
cenderung untuk melakukan “manuver politik" dengan target 
utama merebut kekuasaan (power) lewat kendaraan MU." 

Menanggapi gagasan di atas, PENU dalam jawaban 
pemandangan umum, disampsikan oleh K.H. Idham Calid, 
mengatakan, “Kita kembali kepada semangat dan jiwa ta'ahbudryah 
tahun 1926, mp3 dalam perjuangan, kits berjuang di tahun 1959" 
Gagasan kembali ke khittah, kembali dimunculkan oleh K.H. 
Dahlan dalam Muktamar MU ke 25 tahun 1974-di Surabaya. K.H. 
Dahtar adalah salah satu anggota presidium kabinet dan Menteri 


" PBNU, Kisah Nahelanul Ulama, Lapnah Ta'tif Wan Many 1963, hal. 3-10. 

" Shaleh Hayat, “kls kembali ke Khittah 1926: Dilontarkan sejak 19597, 
dalam sala, Minret 1590, 

1 Dari wawancara dengan K.H. Ac bopatisa bini di Kelojolasren, 29 M3 YSS 
dikutip dari Kacung Marijan, Dow wadis MU setelah Kembali ke Khantahi, 
hal, 133. 

" Kacung Marijan, Oo vadis MU setelah Kembali ke Khartah, hal, £$, 
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Agama terakhir dari unsur MU. Beliau terlibat langsung dalam 
kelahiran Orde Baru dan mengewhui kenungkinan-kemungkinan 
perubahan struktur politik." Gagasan serupa pada muktamar kali 
ind dimunculkan dalam Pidato (fitah, Rais Amm PBMU K.H. Wahab 
Hasybullah. Kepada muktorurin beliau menekankan pentingnya 
kembali ke khuttah 1926." 

Namun gagasan di atas, belum memperoleh respons secara 
serius. Pado Muktamar NU ke-26 di Semarang tahun 1979, 
wacana kembali ke khiwah 26, kembali menyeruak ke permukaan. 
Pemikiran untuk menjadikan MU sebagai organisasi keagamaan 
(pam'tyah-diruvah) sebagaimana pada awal berdirirwya 1926, lebih 
didasarkan olehy pertama, kekecewaan tokoh-tokoh MU terhadap 
percaturan politik yang ada, di mana posisi MU semakin 
terpinggirkan (marginal): kedua, adanya kekecewaan terhadap 
kalangan politisi di NU, yang dianggup cenderung bersifat 
“oportunistik”, Di mana di satu sisi, massa NU dijadikan alat 
manuver politik yang menguntungkan, dan di sisi lain, mereka 
kurang serius memperjuangkan aspirasi politik MU di dalam PPF, 
sehinggn terjadi penyusutan dalam perolehan kursi di DPR.” 

Arus gagasan kembali ke kuah 1926 makin menguat peda 
muktamar ke-16 di Semarang tahun 1979. Hal ini terlihat pada 
program dasar pengembangan lima tahun sebagai keputusan 
muktamar tersebut, yang bertujuan: (1) menghayad makna seruan 
kembali ke jiwa 1926: (2) memantapkan upaya intern untuk 
memenuhi seruan tersebut, dan (3) memantapkan cakupan 
partisipasi Nahdhltul Ulama secara lebih nyata dalam 

33 Es 

Dalam perjalanannya, khuttah 1926 masih mengalami 

penyimpangan-penyimpangan. Di tubuh NU sendiri terdapat 


" Laode Ida, Anatomi Konflik MU, Elite Islam dan Megera, hal. 47. 

4 Kacung marjan, Uvo Vadov NU setelah Kembali ke Khatah, hal. 4. 

"Laode Ida, Anatonu Kenjlik. NU, Elite Islam dan Mepara, hal., 48. 

“ PBMU, Program Dasar Pengembangan Lama tahom Mahdlatd Ularnar, 
Keputusan Muktamar MU ke 16., hal. 12. 
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kelompok-kelompok yang berbeda mengenai persoalan khirtah iri: 
pertama, kelompok yang menghendaki politik proktis, seperti 
kubu Idham Chalid dan pendukung-pendukungnyaj kedua, 
kelompok yang menghendaki MU kembali pada MU 1926, mereka 
terdiri atus kisi-kisi (non-politisi), seperti K.H. Abdul Hamid, 
K.H. Ahmad Siddig, K.H. Ali Maksum, dan sejumlah kisi 
lnirnya: ketiga, kelompok yang “menghendaki politik, namun 
NU juga harus tetap concern pada bidang sosial kengamaan, 
seperti H.M, Yusuf Hasyim." 

Keputusan muktamar 1979 agar MU kembali menjadi 
Organisasi sosial kesgamaan hanya berhasil memulihkan NU 
sebagai orgarisosi keagamaan secara korsepsonal, namun gagal 
secara operasional," Kegagalan tersebut terjadi oleh karena MU 
masih mengalami krisis identitas. Semangat untuk kembali 
menjodi orgonisasi keagamaan memang dinyatakan dalam 
keputusan muktamar, tetapi langkah dan strategi untuk 
merealisasikan kuah ita odak dibenahi. Knsis identitas 3tu 
berlanjut menjadi kris organisasi, setidaknya disebabkan oleh 
pimpinan NU itu sendiri: sebagai pimpinan MU mereka juga 
merangkap menjadi pimpinan PPP" 

Gagrson kembali ke khetah 1926 terus bergulir pada Munas 
'alim 'ulama di pondok pesantren Salafiyah Safiiyah, di Situbondo 
tahun 1983. Pada Munas itu, wacana kembali ke khittah justru 
menjadi agenda utama. Bahkan salah satu di antara tiga komisi 
bernama komisi khirah, yang bertugas membahas landasan 
perjuangan NU, termasuk di dalamnya persoalan asn tunggal 
dan struktur organisasi NU 


" Makoem Macbfocdz, Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama, 
Sorabaya: Yayasan Kesataan Umat, 1982, hal. 269. 

“hot Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Mahdiand Uamu, hal. 276. 

" Einar Martahan Sitompul, MU dan Pancasila, hal. 160. 

SL: Khittah 26 dengan Asas Tungyal", Feeji masyarakat Mo. 418, | 
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yang kontra" mengenai kembalinya NU ke khaittah 1926, 
kelompok intelektual muda MU terus mengadakan komunikasi 
intensif dengan mendatangi tokoh-tokoh pesantren, para 
cendekiawan, dan mengumpulkan generasi muda NU dalam 
“kelompok diskusi 164". 

Pada Mei 1983, kelompok ini berkumpul di Jakarta, yang 
bertujuan melakukan refleksi terhadap MU, dengan kesepakatan 
penting yaitu, terbentulenya “Tim Tujuh untuk pemulihan khittah 
MU 1926", Tiro ini terdiri dari Abdurrahman Wahid (Kerua), 
H.M. Zamroni (Wakil Ketua), Said Budairy (Sekretaris), H. 
Mahbub Junoedi, Fahmi Saifuddin, Daniel Tanjung, dan Ahmad 
Bagio (Arnggota), yang bertugas merumuskan konsep pembenahan 
dan pengembangan MU sesuai khittah 1926, serta menyusun pola 
kepemimpinan MU," 

Rumusan yang dihasilkan oleh Tim Tujuh inilah yang 
kemudian dijadikan bahan Munas “alim 'ulama tahun 1983 dan 
Muktamar MU ke-27 di Situbondo 1984. Keputusan yang paling 
menarik dan monumental adalah penerimaan asas tunggal 


"MU terpecah menjadi dua kubu, yang kemudian dikenal dengan 
kelompok Cipete dan kelompok Sinabonda, Kelompok Cipete terdari ata 
pendukung Idham Chalid di Jalar dan kelompok Sioubondo berasal 
edeari emas pesarutrer Jaa Tennis dee kopo ke ind ddak mengakui Idham 
hnlid sebagai ke oua uevami PAS, kelompok yang damtori Kiai As"d 
Syamsul Arifin ini pada saat yang tepat menerima Pancasila wajib bagi 
seKaua Meat lebam da hara menolaknya, Kisi As'ad juga bernda di 
belakang cokoh moda MU yang sedang mernggodok konsep kerabali be 
klutiah. 

WI Cina pubah- empat tokoh itu adalah: K.H, Sahal Mahfud, Mustafa Bisri, 
Asap Hadipranati, Mahbsub Junaedi, Abdurraluman Wahid, M. Tolhsah 
Hasan, Hi, Zomroni, H.M, Munosir, Falumi Zaifuddio, Said Budairy, 
Abdul bah Swaruand, Mubammad Tahir K.H. Muchit Muzadi, Saiful Mujab, 
Umar Basalim, Cholil Musaddad, Ghaffar Rahman, Slamet Effendy Yusud, 
lebwan Syam, Musa Abdillah, Mustafa Zubad, Daniel Tanjung, Ahmad 

dam Masdar Farid Mins'udi, 

M1 Kacung Marjan, Kwo Yadi MU setelah Kenbal ke Khurtah, hal. 140. 
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Pancasila dan keputusan kembali lee khuttah 1926. Mengenai sai 
tunggal pancasila, MU menegaskan dalam deklarasi teritang 
bibyagan Pancasila dengan Islam, bahwa: 


Parwasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indo- 
naa bukanlah agama, tidak dapat menggangkan agama dan 
tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan 
agar. 
Sila Kecuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik 
Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) undang-undang dasar 
1945, yang menjiwai sila-sila lain, mencerminkan tauhid 
menurut pengertian keimanan dalam Islam, 
Bagi Mahdlatul Ulama, Islam adalah agidah dan syari'ah, 
meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan 
hubungan antormanusi. 
Penerimaan dan pengamalan pancasila merupakan perwujudan 
dan upaya urat Jalam Indonesia untuk menjalankan syari'at 
agamanya, 
Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama 
berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang 
Pancaala dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh 
semua pihak! 

Adapun garis-garis besar dan ide dasar perjuangan NU, 


dirumuskan sebagai khitah Mahdlatul Ulama, Muktamar NU 
telah merumuskan definisi bahwa: 


l, 


3, 


Khittah Mabdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap 
dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi dan dalam 
setiap proses pengambilan keputusan, 

Landasan tersebut dalam paham Ahlusunnah waljama'ah yang 
ditetapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, 
meliputi dasar-dicar keagamaan maupun kemasyarakatan. 
Khutrah Mahdlatui Ulama juga digali dari rinosan perjalanan 


"4 Keputusan Munas ali Ulama NU No. LMANMU/I404/1983 Tentang 


Pemilihan Khimah MU. 1926. 
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sejarah ke-hidrnah-annya dari masa ke masa. 

Penerimaan MU atas asos tunggal Pancasila ini merupakan 
bentuk “keterpaksaan” setelah adanya ketetapan MPR No. II 
tentang GEHN dan kembalinya NU ke khirtah 1926 merupakan 
bentuk “kenetralan" setelah mengalami kekecewaan terhadap PPP. 
seperti halnya juga kekecewsannya terhadap Masyumi, yang 
berakhir dengan menyatakan diri keluar dari partai tersebut. 
Penerimaan MU terhodap Pareasila bukan semata-mata karena 
situnsi. Penerimaan itu benar-benar telah dipikirkan dari sudut 
pertimbangan keagamaan dan pemahaman NU tehadap sejarah.” 

Dalam pandangan NU, Islam ina bersifat menyempurna-kan, 
sehingga bila ada sesuatu yang baik di dalam masyarkat dan tidak 
bertentangan dengan Islam, maka ia juga baik. Apalagi sila 
pertama dari Pancasila yang menjiwni sila-sila lninnya dipandang 
mengandung nilai-nilai ketauhidan. Pancasila yang digali dan 
dipilih erupakan kristalisasi dari nilai luhur kebudayaan Indo- 
nesia," termasuk kebudayaan Islam yang dianut oleh sebagian 
besar bangsa Indonesia. 

Meskipun telah melalui proses pangang, keputusan Muktamar 
MU ke-27, yang resmi meninggalkan arena politik praktis atau 
kembali ke khirtah 1926, ternyata masih menemui kendala, karena 
masih banyak kalangan MU yang secara tegas atau diam-diam 
tidak menyetujuinya. Kacung Marijan mengamati tiga alasan 
mengapa ada pihak yang tidak setuju untuk keluar dari PPP 
Pertama, secara historis, MU sudah sekian lama terjun ke arena 
politik praktis, sehingga begitu sulit baginya terutama tokoh- 
tokohnya untuk begitu saja beralih orientasi meninggalkan dunia 
politiknya, apalagi tokoh-tokohnya sudah memiliki pengaruh di 
dalam kepermimpinan NU: kedua, masing-masing kekuntan yang 
berfusi, dapat dilihat lebih sebagai federasi yang unsur-unsurnya 


WS Keputusan Muktamar NU. No. OZ/MANU-27/1987 Tentang Khuittah 
Mahdilatul Ulama. 

4 Kacung Marijan, Chso Vadis MU setelah Kembali ke Khirtah, hal, 51, 

"1 Kacung Marijan, Uwo Vads NU setelah kembali loe Khattah,hal 51. 
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memiliki otonomi sendiri: ketiga, pemerintah masih memberi 
peluang bagi ormas untuk berafiliasi ke dalam parpol tetentu. 

Pemuwahan secara yuridis, antara parpol dan ormas lewat kerangka 
fungsional baru terjadi setelah dsahkannya UU No. 8 tahun 1955. 

Adanya pemisahan ini sekaligus menandai memudarnya 
“keanggotaan ganda" di dalam suatu organisasi politik, bahwa yang 
meryjadi anggota organisasi pobak bisa berupa organisasi dan bisa 
perorangan, setelah itu tinggal perorangan saja. 

Hemat penulis, dari ketiga alasan di atas, alasan pertamalah 
yang memang sangat logis, real dan dirasakan langwung oleh para 
politisi MU, yang selama ini sudah terlanjur aktif dalam politik 
praktis. Melepas NU dari PPP memang menyulitkan posisi politisi 
NU, apalagi bila mereka tersingkir dari posisinya di kepengurusan 
MU. Kaitannya dengan hal ina, lebih jauh Laode Ida mengemukakan 
ada ga konsekuensi yang dialami polidsi MU) pertama, peluang 
untuk. merebut massa pendukung sudah akan semakin berkurang. 
Apalagi bila politisi MU itu harus saling berhadapan dengan mereka 
rang sudah menarik dirinya dari PPE Padahal, MU sangar 
diperlukan sebagai ruang manuver para politisi MU, kedua, apabila 
MU secara reimi membebaskan masanya untuk menentukan 
palihan sendiri, maka sukar bagi para politisi MU mempertahankan 
massa pendukungnya. Apalagi kalangan MU tidak diuntungkan 
oleh hubungan di antara keduanya. Kedua hal ini sangat berkaitan 
dengan soal stavus dan politik dari para tokoh MU, dan, ketiga, bata 
MU secara formal sudah terikat dengan PPP maka para politisi 
NU tentu saja tidak akan berdiam diri, mereka akan tetap 
melibatkan diri dalam poditik, meskipun ruang gerak itu semakin 
dibatasi oleh keberadan PPP Karena itu wajar bila mereka ada 

yang berpindah ke organisasi politik lnir." 

Kembalinya MU ho klunah dan menjadi organisasi keagamaan 
bukan harya demi menyahuti tuntutan politik pada masa itu, tetapi 
juga sebuah kesadaraan konkret bahwa MU semenjak lahir 1926, 
18 Kacung Marijan, Ono Vadis MU setelah Kembali ke Khateah, had. 110-114. 
(8 Laode Ida, Anatomi Konflik MU: Elice Islam dkon Megara, hal. 55-56. 


Bafirad "Lam : “Bodohnya MU" apa “NU Ehbodotu"7 


pada dasarnya odaloh organisasi yang bergerak di bidang agama, 
sosial, dakwah dan pendidikan. Dengan kembalinya MU menjadi 
organisasi kengamaan, ulama dapat memfokuskan tenaga dan 
pikirarinya untuk pengembangan dan pemberdayaan umat melalui 
program yang dipersiapkan secara matang dan meliputi bidang luas. 
MU telah benar-benar beralih orientasi dari “politik praktis” ke 
“sosial pcabecis”, dari “prestise politis" ke “prestise kengumaan” 
dalam masyarakat. 

Dengan sikap tawarzun (seimbang), towasuth (tengah). #tidal 
(lurus), tasamuh (toleran) dan amar ma'ruf nahi munkar, yang 
dijabarkan dari dokeri (ahhusunnah waljama'ah), maka MU akan 
tampil ke depan sebagai figur panutan bagi semun kalangan. 


Paradigma Politik NU Pasca-Kembali ke Khittah 
(1984-1998) 


Konsekuensi logis dari khurah MU 1926 adalah penegasan 
bahar MU dok lagi terikat oleh PPB MU memberikan kebebasan 
kepada anggotanya untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke 
mang saja. Untuk memperkuat legitimasi itu, Munas 1983 
mengeluarkan rekomendasi larangan perangkapan jabatan 
pengurw MU dengan jabatan pengurus organisasi politik" 
manapun. Salah satu dasar yang menjadi pertimbangan adalah 
bahwa perangkapan jabatan di samping berakibat terbaginya 
perhatian dan kesungguhan untuk melaksankan tugas sosial 
keagamaan, tetapi juga dapat menghambat usaha penampilan 


WM PBNU membuat SK. Mo. GL/PBMU/I-1585 Januari 1985 tentang 
pengangkatan jabatan, yang beri: (|) Pengurus Hanan Madlanu) Ulama 
tidak diperkenakan merangkap pengunua harian partai politik arganisasi 
soal politik manapun, (2) Batas waktu pelaksanaan tersebut pada angka 
L (soto) di atas adalah satu tahun untuk wilayah dan dus han untuk 
cabang, (3! Kepada pengurus wilayah dan cabang MU di seluruh Indone- 
sia supaya mengambil langkah-langkah ke arah pelaksanaan keputusan. 
Lihat Kacung Marijan, Co Vadir MU setelah kembali ke Ktarah, hal. 56. 


Bagian Keeua: Dhrerdas Pebrk ML dki Problenurika "Khan" 


citra dan pelaksanaan kembalinya MU sebagai jamlewah demrwah."" 

Larangan itu dengan tegas dilaksanakan, karena ketika duduknyu 

tokoh-tokoh MU di PPP bukan saja telah “merelantarkan” ML 

tetapi juga telah menimbulkan konilik di antara pimpinan NU 

sendiri, 

Mengenai “rambu-rambu" hubungan MU dan politik, pada 
muktamar ke-27 di Situbondo 1984, telah mengeluarkan 
Laga sebagai berikut : 

. Hak politik adalah salah satu hak dari seluruh warga negara, 
termasuk warga negara yang menjadi anggota NU, Tetapi 
NU bukan merupakan wadah kegiatan politik praktis. 
Penggunaan hak politik dilakukan menurut ketentuan 
perundang-undangan yang ade dan dilaksanakan dengan 
akhlagul karimah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tercipta 
kebudayaan politik yang sehat. 

2. NU menghargei warga negara yang menggunakan hak 
politiknya secara baik, bersungguh-sungguh dan bertanggunw 
jawab. 

Menjelang Femillu 1987, MU mulai mengontrol sikap politik 
warganya. Mahbub Djunsidi, yang mewakili Kisi Aad Syamsul 
Arifin, pernah menegaskan, “Dalam Pemilu 1987 nanti warga 
MU wajib menyukseskan pesta demokrasi, tetapi cidak wajib 
berkampanye untuk PPP Sekali lagi MU bukan PPP dan PPP 
bukan NU, karena keduanya punya dunia sendiri-sendiri. 
Keduanya tidak punya ikstan organisasi. Ina merupakan keputusan 
Muktamar PPP sendiri dan keputusan Muktamar MU", 

Penegasan di atas dilakukan karena adanya gelagat beberapa 
tokoh-tokoh MU yang benapaya memasukdean orang-orang NU ke 
PPP Jani ikut berkorupirasi dalam menjatuhkan Naro dari kursi 
ketus umum PPP juga karena sejumlah cokoh MU realis yang mash 
duduk di PPP seperti H. Imron Rosadi, H. Imam Sotwan, Kiai 


Tek ' Einar Marcthan Sirumpol NI den Pemccwila hal. 191. 
1 MU kembali ke Khetah 1926, Semarang : Sumber Barokah , 1986, hal. 42 
Li Kacung Mariani, Cheo Vado MU seselah kerubali koe Kuatah , hal 160 


Pa 
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Syarwuri Badawi dan beberapa tokoh NU lainnya. Hal ini paling 
tidak tercermin dari lontaran Syafi' Sulaiman, yang terkenal 
dengan interpelasinya terhadap MNKK/BEKK. “Tapi pemerintah tetip 
saja tidak percaya bahwa MU betul-betul netral dari PPP Sebab 
laa Sofean, Imron Rosadi masih di PPP Untuk membuktikannya 
baba MU berul-berul keluar dari PPP suara PPP harus dikurangi. 
Tanpa itu pemerintah tidak percaya kepada MU" 4 

Menjelang pemilu 1987, terjadi tarik menarik antara pihak 
yang menginginkan MU tidak melepaskan diri dari FPP 
(berutarno dalam menghadapi pemilu 1887), dan pihak yang tetap 
konsisten dengan hasil keputusan muktamar 27 di Situbondo 
(bahwa NU kembali ke khertah 1976, yang berarti secara struktural 
MU sudah memisahkan diri dari PPP dan Orsospol manapun). 

Tarik menarik terlihat pada masa kampanye, seperti 
dikatakan sejumlah ulama MU bahwa PPP merupakan saluran 
aspirasi politik umat Islam, karena itu NU masih memiliki kaitan 
historis terhadap PPP Bukankah MU juga turut membidani 
lahirnya PPP Bahkan Kiai Syarsuri Badawi berfatwa, “Umat Is- 
lam wajib memilih PPP Pondok Pesarcren Al-Khoirot, misalnya, 
menyusun tulisan yang berdasarkan peda kajian keogamaan dan 
berkesimpulan, sangat wajar dan tepat sekali kaum Muslimin 
dan Muslimat mendukung PPP deni suksesnya pemilu 1987 dan 
membangun negara, nusa dan bangsa di bawah pimpinan Bapak 
Jenderal Purnawirawan Soeharto yang kami cintai dan taat". 

Aksi beberapa tokoh-tokoh NU yang masih menyatakan 
dukungannya terhodap PPP di atns, mendapat reaksi dari para 
tokohstokoh MU yong tetap konsisten dengan keputuson 
mukturnar, seperti Adurrahman Wahid, K.H. Ahmad Siddig, 
K.H. As'ad Syamsul Arifin, K.H. Yusuf Hasyim, Mahbub Junaidi, 
dan sedereoan tokoh MU lairinya. Mereka kemudian melakukan 
aksi yang dikenal dengan "aksi penggembosan" terutama pada 
"4 Kacung Marjan, Cwo Vade MU setelah kembali ke Khuctah, hal. 150-161. 


“1 Kacung Marijan, Duo Vadir MU setelah Kembali ke Khussah, hal, 152. 
18 Jetilah Penggembosan bermasal dari kata “Kempes" yang dipinjam oleh 


ab 
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basis-basis utama MU, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 
Jawa Barat, Aksi penggembosan itu sudah mulai dilakukan 
setahun sebelumnya, misalnya H. Sati' Sulaiman, dalam acar 
penutupan konferensi cabang MU Lumajang, Agustus 1996. 
Ketika itu in berkata, “MU bukan PPP bukan Golkar, bukan pula 
Pi 

Aksi penggembosan itu tampaknya memberi "angin segar" 
bagi kontestan pemilu yang lain, yaitu Golkar dan PDI. Berbagai 
kajian yang dilokukan oleh tokoh-tokoh NU di berbagai cempat 
justru lebih semakin memojokkan PPP dan sebaliknya malah 
menggiring MU untuk memilih Golkar, misalnya, hasil Bahtsul 
Masail yang dilakukan di pondok-pondok pesantren se-Dserah 
Istimewa Yogyakarta, yang antara Jain berkesimpulan, “Apabila 
pertimbangan-pertimbangan di atas diterapkan dengan kritis dani 
tidak emosional, maka Golkarlah yang pantas dipilih dalam 
pernilu. Sebab, kecuali telah membawa manfaat bagi bangsa dan 
umat Islam Indonesia, kito juga lebih dekat mengamalkan taat 
kepada uli! Ami dan dapat lebih dekat lagi dengan mereka. Indi, 
memilih Golkar adalah pilihan yang tepat...kami yakin dengan 
menitipkan aspirasi melalui Golkar, di samping kita juga membawa 
kewibawaan ulama, juga pemasyarakatan ajaran Ahlussunnah 
waliama'ah akan lebih dapat terealisir”."" 

Lebah jauh aksi penggembosan itu tidak hanya dilakukan 


melalui pidato, ceramah, kajian dan berupa selebaran, tetapi 


Mahbub Cjunaedi dari Murcholis, yang pernah menyatakan alesanya 
mengapa berkampanye untuk PPP karena “Ibarat ban dan mobil kekuatan 
demokrasi yang lain itu banyak bagus-bagus. Sedang PPP ini kempes”, 
Istilah ini kemudian dipakai oleh Mahbub Ojunaidi untuk keperluan 
ngempetn ban "PPP ita lebat roakih on ed), Kaomenoverai Pemuka dahan cb 
Indoneun Bandung: Rosdakarya, 1990 hal. 181-182. 

1 Kacung Marijan, Owo Vadis MU setelah Kembali ke Khuttah, hal. 162, 

1 PPC MU Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasi bahtadl Masad sekatar Peruha 
#tratar Pondok Pesantren Se DIY, Yograkarta: Karya Grafika, 1987, hal. 3 
ego ai Kacung Marijan, Owo Wadi MU setelah Kembali ke Kluttah, 

I2-163, 
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sudah menggunakan sebuah instruksi PBNU yang ditanda- 

tangani oleh K.H. As'ad Syamsul Arifin, K.H. Achmad Siddig, 

Abdurahman Wahid dan H.M. Anwar Muri, tertanggal 16 April 

1987. Surat yang kemudian diedarkan secara luas itu berisikan 

Hana sebagai berikut: 

|. Seluruh warga MU, baik aktivis'fungsionaris maupun anggota 
binsa/simpatisan di manapun berada dilarang'haram mencoblos 
tanda gambar Bintang/PPP pada pemilu 13 April 1957 nanti. 

2. Seluruh warga MU tersebut todi dilarang/haram menjadi 
Golput, 

3. Diperintahkan kepada seluruh warga NU untuk menyalur- 
kan aspirasi politiknya kepada salah saru dari Golkar atau 
PDI dengan landasan akhlagul karmuah. 

4. Agar pengurus jam'iyah Mabdlatul Ulama di segala tingkatan 
meningkatkan kerjasama dengan aparat pemerintah dan 
pelaksana pemilu, terutama dalam rangka mengadakan 
perwataan terhadap akovis/tungsicnaris sera warga MU yong 
selama masa kampanye aktif mendukung PPP baik tenaga, 
harta maupun dalam wujud tingkah laku, lebih lagi yarig 
bersifat memfitnah dan mendikreditkan ulama dan jam'iyah 
itu sendiri. 

5, Agar para alim 'ulama menggerakkan dan meningkatkan 
gerakan batin, baik dengan shalat hajat, istipotsah maupun 
pembocaan hizib dan do'a. Bukan saja untuk meningkat-kan 
tagarub kiti kepada Allah Swt, tetapi lebih dari itu gerakan 
inti ulama yang terselubungkan PPP segera mendapatkan 
penyelesaian dari Allah swt sesuai dengon upayanya selama 
ind, 

6. Agar pengajiar/majelis talim dan kegiatan keagamaan yang 
diselenggarakan/dilakukan oleh jam'iyah Nahdlatul Ulama 
setelah Pemilu 1987 tidak lagi melibatkan warga MU yang 
termasuk dara pada butir 4 (empat) di atas." 


1" Kacung Marijan, Luo Vado NU setelah Kembali ke Kuttah, hal. 164. 
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Para aktor pergembos PPP menjadi semakin terpuruk, ketika 
harian Sura Indonesi: menurunkan laporan yang berisikan fatwa 
Kisi As'ad bahwa, menggembosi salah satu dari tiga kontestan 
pemilu tidok dibenarkan aleh agarna Islami. Barang siapa yorg suka 
menpembosi tidak sah menjadi imam shalat, tidak sah menjadi 
wali anaknya, karena hukumnya rusak (fasad), '” Mengenai pilihari 
kontestan, Kiai As'ad mengatakan, “Jadi kalau saya ditanya orang 
(sebab banyak orang yang bertanya kepada saya), Pak Kisi, saya 
infokan nyoblos apa! Teritu saja jawab, pemilu 1982 saudara nyoblas 
apa? Kalau nyoblos Golkar tahun 1267 ind ya nyoblos gambar 
beringin. Ada lagi yang bertanya, Pak Kisi saya ini akan nyoblos 
apa? Kalau pemilu 1982 nyoblos gambar Ka'bah, sekarang Pemilu 
1987 ya nyoblos gambar Bintang. Bagi PDM jika dulu nyoblos gambar 
banteng sekarang ya tetap banteng”. 

Berita tersebut kemudian diperbanyak sekitar 20.000 lembar 
oleh PPP Jawa Timur, dan lalu direspons oleh DPW MU Jawa 
Timur dengan membuat surat sanggahan, yang berpedoman pada 
ucapan Kini Achmod Siddig yang ditemui oleh Mahbub Djunaidi, 
Sholeh Hayat, yang mengatakan bahwa, ucapan K.H. As'ad 
Syamsul Arifin yang menyebutkan tokoh-tokoh MU yang 
melakukan penggembosan melanggar syari'at dan tidak menjadi 
imam shalat sdalah benar!" 

Konsekuensi dari keputusan Muktamar Situbondo tampaknya 
sangat menyulitkan posisi tokoh-tokoh NU yang sudah duduk di 
DPR. atau, yang sedang dicalonkan uncuk duduk di DPR. Mereka 
harus memilih salah sara opsi, yaitu melepaskan posisi mereka di 
kepengurusan MU atau menarik pencalonan diri mereka. Hal ini 
tnisalnya terjadi di Jawa Timur sebanyak 13 orang pengurus harian 
MU Jawa Timur dianggap telah melakukan “penghianatan politik", 
dan lebih dari 130 pengurus harian NU cabang Jawa Timur juga 
melakukan hal yang sama, karena dicalonkan kontesten pemilu 


18 Kacung Maritur, Owo Viadis MU serelah Kembali ke Khiruah, hal.165. 
U! Kactryr Morijan, Duo Wadi: NU setelah Kembali ke Khuttah, hal. 168-166, 
1 Kacung Marijar, (tao Viadis NU setelah Kembali le KIirtah, hal. 156. 
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1957. Karena hal itu mereka dipertimbangkan untuk 
dinonakdtkan,.'? Namun demikian ternyata sebagian tokoh-tokoh 
MU menolok mematuhi komitmen di atas. Namun, kareria 
keputusan itu tetap diberlakukan, maka terjadilah perpecahan di 
kalangan pemimpin MU. 

Di pihak lain, keputusan Situbondo memberi kesempatan 
kepada para kiai yang ingin memperbaiki hubungan dengan 
pemerintah, dengan cara memilih Golkar atau bahkan ikut serta 
dalam kampanye asalkan mereka bukan pengurus NU. Beberapa 
kini terkemuka memang menyatakan diri mendukung Golkar 
dat ternyata mereka banyak yang memperoleh. hadiah. 

Pengaruh penggebosan MU terhadap perolehan suara PPP 
dalam pemilu 1987 ternyata cukup menurun. Pada tiga kali pemilu 
sebelumnya, suara umat Islam tetap kurang lebih stabil, Pada 
pemilu 1971 keempat partai Islam memperoleh 27,196 (2/3 di 
antaranya untuk NU), pada pemilu 1977, ada kenaikan tipis 
menjadi 17,88 dan peda pemilu 1982 marun sedikit menjadi 27/84, 
raut pada pemilu 1987, peroleh PPP menurun menjadi 169. 

Hampir semua kenaikan Golkar diimbangi dengan 
menurunnya suara PPP Di dalam PPP NU memberikan porsi 
terbesar pemilih yang “eksodus" Di tahun 1971, NU mampu meraih 
2/3 total suara partai Islam, Jika proporsi itu tetap sama pada tahun 
1982, berarti hilangnya suara PPP antara 1982 dan 1987 yang lebih 
dari 401 adalah mustahil tanpa adanya eksodus besar-besaran 
pemilih MU. 

Analisis data pemilu 1987 memperlihatkan bahwa, dukungan 
MU terhodap PPP merosot di 24 dari 27 dwerah pemilihan propinsi, 
kecuali di propinsi Musa Tenggara Timur, Idan Jaya dani Timur- 
Timor (salah satu propinsi Indonesia yang sekarang menjadi 
negara sendiril yang jaraknya cukup jauh dan angkonya tidak 
terlalu berarti, 


1 Kacong Marijan, Uwo Vadis MU setelah Kembali ke Kurtah, hal, 155. 
LH Martin Van Pruinesen, NU! Tiada, Relasi relasi Kaca, Pewarta Wacana 
Baru, hal, 144. 
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Perbedaan-perbedaan kemerosotan suara PPP di dacrah- 
daerah, di mana MU secara historis kuat, dan wilayah-wilayah di 
mana partai Islam lainnya lebih menonjol tidaklah besar. Walaupun 
kecenderungan suara di propinsi yang memiliki basis MU kuat 
merang agak lebih tajam. Akan tetap: dari nilai komvulodf yang 
ada menunjukkan, hampir semua tempat yang mengalami 
kehilangan suara dapat dikaitan pada perpeseran pemilihan MU. 

Pengamat politik Indonesia, Arbi Sanit mengatakan, 
"Muerosotnya 76,7 pemilih PPP terjadi di "basis utarna" MU, yaitu 
di delapan propinsi di mane MU memperoleh suara lebih dari 
60 dari empat partai Islam dalam Pemilu 1971. Dari seluruh 
pemilih PPP 756 tinggal di delapan propinsi ini. Lebih tegasnya, 
hampir 5 juta (696) dari hilangnya 7 juta suara yang diderim 
PPP di tahun 1987 dibandingkan dengan 1982, bisa ditemukan 
di tiga propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barnt, 
Hal mana pada pemilu 187 1 MU memperoleh berturut-turut 39 64, 
206 dan 63,3'6 dari total suara yang diperoleh semua partai 
Islam. Enam puluh tujuh persen dari 13,7 juta pemilih PPP 19387 
tinggal di propinsi ini. Jawa Timur, propinsi terbesar penduduknya 
di Indonesia, sumber dari 254 pemilih PPP 1987 dan besis urat 
NU "bertanggung jawab' bagi kemerosotan 319 suara PPP“ 

Hasil pemilu tersebut menunjukkan kemenangan bagi partai 
pemerintah Golkar pls MU, yong aktif melakukan pengembasan 
PPP menjelang pemilu sebagai bentuk kekecewaan terhadap PPP 
rang dikomandani oleh H.J, Naro yang dengan gagah telah berani 
"“menyepak” tokoh-tokoh NU yang berseberangan dengan jalan 
pikirannya. 

Pembentukan PPP oleh pemerintah di tahun 1973 
merupakan hasil merjer dari MU-Parmusi, dan dua partai Islam 
yang bebih kecil, adalah upaya yang nyata untuk membendung 
kekuatan basis NU. Berbeda dengan MI yang artifisial dan 
tergantung (dependent), MU adalah organisasi otonomi yang telah 
4 William Liddle, Pemahu Pemula Onde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik, 

Jakart: LP3ES, 1992, hal 92.99. 
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lama berdiri dar memiliki jaringan masjid serta pesancren 
tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. MU merupakan 
satu-satunya partai besar yang mampu mempertahankan 
kekuatan pemilihnya di atas 1896 dari 1955 sampai 1971. Bagi 
Orde Baru, NU adalah kritikus pemerintah yang paling vokal, 
gigih, dari kuat—sesuatu yang mendekati oposisi sebenarnya." 

Bertindak melalui kaki tangannya dalam MI, pemerintah 
berusaha menurunkan pengaruh NU dalam PPP dengan cara 
meonywutkan terus-menerus kursinya di DPR dan posisi pimpinan 
partai untuk NU, Upaya ini semakin gencar dilakukan oleh 
pemeritah setelah taksi NU melakukan walk ost dari Sidang Umum 
MPR tahun 1978. Presiden Soeharto dikabarkan menganggap 
protes tersebut sebagai “penghinaan pribadi" dan sebagai bukd 
lebih lanjut eketremisme politisi Islam. 

Meniyusutnya suara PPP sebagai hasil dari eksodus pemilih 
NU ke Goker, semok meningkatkan pengarah MU dalam item 
politik secar organisasional, Otonomi MU semakin diperkuat, 
di mana modrasah-madrasah dan pusu-gurunya sekarang 
mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Beberapa elite-elite 
MU diberi posisi di Golkar, seperti Slamet Eftendy Yusut (saat 
menjadi ketus umum Geraka Pemuda Ansor) diangkat menjodi 
salah seorang pemimpin Departemen Pemuda DPP Golkar" dan 
Abdurrahman Wahid diangkat sebagai anggota MPR, mewakili 
kelompok masyarakat. 


We Willian Liddle, Beruta Pernah Orde Baru, hal, 94. 

H3 Aunacota DPR dari ML menyatakan sak oat dari Sidang Limum MPR 
1387, atas keridakseoajumnnya menerima penataan Ideologi Pancasila 
(Pu Pedoman Perghayatan dan Pengamatan Pancasla. 

Ha Pengangkatan Slamet Efendy Yusuf sempat mengundang protes dari 
kalangan muda Golkar karena tidak memenuhi syarat sebagai Pimpinan 
Golkar yang mengharuskan masa bakti sebagai Kader Golkar minimal 10 
tahun, Slamet Effendy Yusuf juga masih terdaftar sebagai calon anggota 
DPR. PFP dan daerah Pemaliban Yogyakarta tahun 1962. Lihat Ali Haidar 
Mahdustul Mama dam Idiom dh Indonesia, hal. 225. 
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Bagi Abdurrahman Wahid pengangkatan itu terasa 
dilematis. Menolak terasa berat karena menjaga hubungan baik 
dengan pejabat tinggi negara, menerima juga terasa berat kareri 
in masih menjabat sebagwi ketua umum PBNU dan tentu akan 
kesulitan menentukan keanggotaan fraksi dalam MPR. Sebab, 
bukankah anggota MPR yang diangkat harus memutuskan fraksi 
mana yang dipilih! Dalam dua pilihan yang menyulitkan itu, apa 
yang terjadi selanjutnya! Ternyata Abdurrahman Wahid 
menjatuhkan pilihannya peda Fraksi Golkar. Sebab, kalau 
memilih PPP atau PDM akan lebih mempersulit diri sendiri dan 
tidak mungkin memilih Fraksi Utusan Daerah. Kritikan sempat 
juga muncul dari beberapa kalangan MU, aamun pada umumnya 
sebagian besar pemimpin dan jamaah MU menerimanya. Hal ini 
terlihat ketika Muktamar NU 1989 di Yogyakarta, tidak saru pun 
gugatan serius yang mempersoalkan keanggotaan Abdurrahman 
Wahid dalam MPR yang memilih fraksi Golkar 

Lain halnya dengan pengangkatan Slamet Effendy Yusuf 
sebagai salah seorang pimpinan DPP Golkar, mengindikasikan 
pendekatan Golkar kepada NU dalam upaya mencari simpatik 
dan dukungan dari NU, khususnya kelompok pemudanya pada 
Pemilu 1987, karena Gerakan Pemuda (GP) Ansor merupakan 
salah satu organisasi pemuda yang terbesar. Berbeda dengan knsus 
Abdurrahman Wahid, kesus Slamet Effendy Yusuf nyaris tidak 
mendapat protes dari kalangan intern MU, bahkan secara diam- 
diam malah mendukungnya. Padahal Muktamar Situbondo 
mengamanatkan larangan perangkapan jabatan kepengurusan 
MU dengan kepengurusan organisasi polidk, namun dalam kusus 
Slamet Effendy Yusuf perangkapan jabatan itu dapat diterima di 
kalangan NU,” suatu kondisi real politik yang sulit ditebak dan 
seringkali mengundang penilaian dar interpretasi yang beragam 
dari berbagai kalangan. 


"Ali Haidar Wahdlatul Utara demi Islam ch Indonesia hal.175. 
1 Ali Haidar Mahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, hal. 125, 
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Kepemimpinan MU pasca-khittah boleh dikatakan berjalan 
dengan mulus, tanpa kendala yang berarti. Justru pada Muktamar 
MU 1989 hampir seluruh peserta mendukung kepemimpinan NU 
priode pertama khittah. Saat itu pula, lahirlah penegasan lebih 
tajam tentang khittah MU, dengan pesan-pesan: 


“NU sebagai organisasi sosial keagamaan (jamrah- 
diniywah) tidak mempunyai ikato n organisasi dalam 
berituk apapun dengan organisasi kekuatan sosial politik 
yang mana pun juga. NU tidak akan menggabungkan 
diri secara organisatoris ke dalam organisasi sosial poliak 
marmpun, tetapi juga tidok akan bersikap menentang 
organisasi sosial politik manepun, dan tidak akan 


menjadi partai politik sendiri"! 


MU menyadari bahwa kebebasan yang diberikan kepada 
warganya untuk menyalurkan aspirasi politik mereka akan 
menyebabkan timbulnya kegamangan politik warga MU, Karena 
iru muktamar memutuskan hendaknya perbedaan pandangan 
politik warga MU tecap berjalan dalam sunsana persaudaraan, 
tawoddu' (rendah hati), dan saling menghargai satu sama lain 
#ehingen dalam berpolitik tetap menjaga persatuan dan kesatuan 
di lingkungan MU? 

Budaya politik (culture of politich MU yang telah lama 
mengaker, memang tidak mudah dicebut dari kehidupan NU, 
Perubahan dari “organisasi politik" ke "non-politik” memerlukan 
waktu dan proses yang panjang: Jika NU gagal menciptakan tor- 
mat baru bagi aktivitas worgo dan organisasinya, bisa dipastikan 
kecenderungan poliidk MU akan kembali menguat, 

Menurut William Liddle, jika kemungkinan rekayasa 
demokrasi atau perubahan politik di kemudian hari yang memberi 


1 PAS, Pemenalaham dam bomb Muktamar MU ke-28, Menara Kudus, 
Kaacbus, 1968 hal 171, 
1 PAMU, Permasalahan dan Jawaban Muktamar MU ke-28, hal. 173. 
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kesempatan lahirnya partai poliik baru yang mengakar ke bawah, 
maka MU adalah salah satu di aricara organisasi kemasyarakatan 
yang paling siap untuk itu.'' Pendapat ini muncul dari 
pengamatan bahwa NU telah memiliki jaringan organisasi sosial 
yang besar dan saling berhubungan antarberbagai kepentingan 
dan golongan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan politik untuk 
merajut sistem kepartsian. MU memiliki sumber daya dengan 
jutaan anggota, sejumlah tokoh yang sudah fasih dengan bahasa 
politik dan visi yang sedang dicita-citakan oleh bangsa Indone- 
sio ke masa vang akan datang. MU juga memiliki kekuatan 
orientasi polidk sebagai lamunan masa lalu politik mereka yang 
mungkin akan muncul lugi di masa depan!" 

Afan Gaffor, pengamat politik Indonesia dari UGM telah 
memperdika bahwa Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir 
kalinya dalam masa pemerintahan rezim Soeharto, Karena 
Soeharto dinilai sudah semakin tua, serta mermakan kelelahan 
sebagai seorang pemimpin serelah membawa negara dan bangsa 
ini di dalam tingkar penghidupan yang sangat wajar selama 
kurang lebih 30 hun.” Senada dengan Affan, Liddle membuat 
konklusi bahwa, sistem kepartaian lama mungkin saja akan 
muncul kembali pasca-ream Soeharto. Hal ini didasari kuat oleh 
budaya masyarakat Indonesia yong masih berkarakter 
pengpolongan atas dasar agama, suku bangsa dan kelas sosial." 
Lebih lanjut Liddle mengatakan, sistem kepartaian yang 
direkayusa dari atas sekarang ini tidak menggambarkan sistem 
pang bertumpu dari realitas masyarakat Indonesia 

Pertanyaan penting tentong kuttah adalah dapatkah MU 


“Wiliam Liddle, “Merckayasa Demokrasi di Indonesia", Komp, 8-7 
Februari 1990-Libat Ali Haidar, Mahdlotul | Aemadam Iskom di Indonesa, 
hal. 129. 

14 Ali Haidar, Mahdhatal Ulama dan Indar di Indonesa, hal. 229, 

U Sinanaani Ecip, (ed), ML), Kuceah den Godaem Peluk, Bandung: Mizan, 
1994 hal. 21, 

Uu Ali Haid Mahdhand Ulama dem Islomudi Irudemesia, hal. 780. 


Bahrul "Ulurs : “Bodokeya NU" apa "ML Ohbodeaki" 


melepaskan salah satu kaidah yang sudah melekat dalam karakter 
warga MU! Ketika MU berubah jadi partai politik, dasar yang 
dipakai andalah kaidah usul fikih: "Ada atom tidak adanya hukum 
tergantung kepada sebah (Ilat) yang menjadi alasannya” 

Enidah di atas memberikan peluang yang menjanjikan dan 
stratejris, tergantung ada atau tidaknya sebab yang dapat dipakai 
sebagai alasan, Dengan kata lain, makna koidah itu menunjukkan 
adanya pragmatisme dalam pengambilan keputusan hukum. 

Arbi Sanit melihat bahwa MU telah mengukuhkan hubungan 
personil di antara ulama pada umumnya, dan ulama dengan 
pengurus besar, selanjutnya dengan politisi." Lebih jauh Arbi Sanir 
melihat bahwa MU adalah organisasi politik yang cenderung 
“polidk pragmatis"? Artinya bahwa tokoh NU berpolitik dalam 
rangka memperjuangkan kepentingan praktis umat Islam yang 
diwakikinya. Pandangan demikian stereoupe dengan pandangan 
bahwa MU secara agama adalah tradisional, secara intelektual 
adalah sederhana, secara politis adalah oportunis, dan secara 
kultural adalah sinkretis.' 

Meskipun NU sudah resmi berpisah dengan PPP ampaknyu 
MU masih melibatkan diri dalam percaturan politik di setiap 
Muktamar PPP Pada Muktamar PPP ke-2 tahun 1989, misalnya 
politisi MU berhasil menempatkan tigo orang anggota formatur, 
paitu Imam Sofwen, Karmani dan Sulaiman Fadli, walaupun MU 
tidak berhasil memperjuangkan Chalid Mawardi atau Kanmadi 
menjadi ketua umum PPP tapi mereka berhasil menempatkan 
Matari Abdul Djalil sebagai sekretaris umum dan sejumlah orang 
MU di dalam kepengurusan. Di pihak lain, mereka menyepakati 


1" Abdul Hamid Hakim, al-Baryan, Jakarta: Sa'adiyah Pur, 1983, hal. 19, 

11 Asri Sarit, "Polidk MU sebagai Ongasvisasi Masyarakat" dalam 5. Sinansari 
Eelp ted, MU dalem Tortangan, Jakarta: Al-Kaursar : 1988, hal. 79, 

|" SSinandari Ecip (ed), MU dalam Tantangan, hal. 88. 

1S Sinkeretis adalah penyatuan atau penggabungan bentuk-bentuk 
kepercayaan , fiksafat dan se bagginya yong berbeda (Peter Salim, Kamus 
Peaharset Iridonesin Ineloressun, hal. 14361, 
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terpilihnya Ismail Hasan Metarcum sebagai ketua umum daripada 
HJ. Maro yang dinilai terlalu otoriter dan telah banyak “menyakiti 
basi” MUI 

Geliat politik NU kembali muncul ketika Muktamar PPP 
tahun 1994, Suasana muktamar menjadi hangat dan ramai, 
karena sejumlah tokoh MU menyatakan dengan tegas bahwa 
mereka ingin mengambil alih kepemimpinan partai pada 
kepengurusan mendatang. Para tokoh MU sudah menyusun 
langkah-langkah serategis, misalnya gerakan yang dilakukan oleh 
E.H, Yusuf Hasyim, K.H. Syansuri Baidawi dan K.H. Munasir, 
mereka melakukan pertemuan awal di Taman Mini, disusul 
pertemuan antara K.H. Yusuf Hasyim dengan Buya Ismail Hasan 
Merareum dan pertemuan ulama dan politisi di Rembang, yang 
berisi konsensus untuk mendukung politisi NU menjadi pemimpin 
PPP" 

Terlepas dari menang atau kalahnya NU dalam pertarungan 
untuk memperebutkan posisi ketua umum PPP muncul suatu 
pertanyaan mengapa tokoh MU begitu petol dan terkesan terlalu 
bersemangat untuk memperebutkan kursi ketua umum itu! 
Bukankah MU telah meninggalkan PPP sejak muktamar Situbondo 
1988? Untuk itu, Afan Gaffar memberikan beberapa jawaban: 
pertama, alesan formar yang muncul di atas permukaan, mereka 
mempunya keinginan yang tulus untuk membesarkan kembali PPP 
karena sejak pemilu 1987 dan sejak MU melakukan penggembosan 
ternyata perolehan suara PPP menurun secara drastis, kedua, prospek 
politik PPP yang dinilai cerah, khususnya dalam memusuki masa 
trarisisi tahun 1998, karena pemilu 1997 diasumsikan sebagai pemilu 
terakhir dalam masa pemerintahan Soeharto," Selain faktor 
tersebut, menurut Syamsuddin Haris, pengamat politik dari UI, 
adanya tenomena baru mengenai hubungan Islam dan polak (ate) 
yang membuat MU "tergoda" untuk mempil bebali ke arena politik. 
W Kacung marijan, Co Vedws NU setelah Kembali loe Klutah, hal. 19 1. 


4? Siransari Ecip, MU dalam Tendangan, hal. 20. 
US Sian Ecip, MU dalam Tantangan, hal. 21. 
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Secara sederhana, ada dua faktor eksternal yang menjadi 
alasan kerapa MU tergoda untuk tampil kembali ke arena politik, 
Pertama meenguatnya “tormalisme” di kalangan pergerakan Islam. 
Bagi MU pendukung khittah, formalisme pandangan yang 
menganggap bahwa golongan Islam harus mempunyai wakil resmi 
dalam struktur politik dalam kepolitikan Islam adalah suatu set- 
back, MU tampaknya prihatin dengan kecenderungan tersebut, 
Kedua, sebagai organisnsi massa Islam yang merosa pernah tampil 
dengan peringkat ke-2 pada pemilu 1971, MU tampsaknys merasa 
“dianggalkan” dalam pengelolaan isu di sekitar relasi Islam dan 

aa 

Sedangkan faktor internal, minimal terdapat empat faktor 
yang menjadi penyebab munculnya kembali keinginan NU untuk 
berpolitik. Pertama, ketidakjelasan arah khuttah MU sendiri. Seperti 
dalam sepuluh tahun terakhir ini tidak begitu tampak perbedaan 
MU pra dan pases-kbuttah. Hal iri barangkali disebabkan karena 
tidak begitu jelasnya “lahan garapan" MU sebagai jamiyah dewyah. 
Kedua, merosotnya karisma para ulama, khususnya lembaga 
Syuriah, menyusul wafatnya para kiai sepuh paling berpengaruh 
seperti K.H. As'ad Syamsul Arifin, K.H. Achmad Siddig, dan K.H. 
Al Ma'shum, yang merupakan tokoh pembimbing NU kembali ke 
khuttah. 


Keuga, pluralisasi orientasi politik maupun kultural yang 
makin berkembang di lingkungan MU seperti tercermin dalam 
pemilu 1992, Saat itu, massa MU menyebar tidak hanya di Golkar 
dan PPP tetapi juga di PDI. Keempat, ideologi sunni yang dianut 
MU memungkinkan berlangsungnya perubahan tingkah laku 
politik, seperti doktrin kaidah “alhukmu yaduuru ma'al illatihi 
wujuudan wa'adaman”, membuat MU selalu berperilaku "elastis" 
dan responsif Kirana perubahan yang terjadi, yang sering 
dianggap sebagai oportunisme.' 


4 Syamsuddin Haris, Membaca Arah Politik MU" dalam Sinansari Ecip, 
NU KJuttah den Godaan Politik, Bandung Mizan, 1994, hal. 15-26. 
5 Syamsuddin Haris, “Membaca Arah Politik MU”, hal. 27-28. 
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Pengamatan Syamsuddin Haris tentang faktor tampilnya 
kembali MU ke arena politik praktis di atas, secara sekilas dapat 
diterima, tetapi kalau ditelusuri lebih jauh, maka alasan itu seperti 
mengoitkan “formalisme” dalam pergerakan Islam, tidaklah 
sepenuhnya benar. Sebah, untuk menyampaikan beberapa usulan 
(rekomendasi) arou menyatakan keridaksetujuan terhadap 
kebijakan pemerintah, tidaklah harus melalui jalur orsosopol 
(organisasi sosial politik). justru melalui ormas seperti NU yang 
memiliki basis massa cukup besar akan lebih etektif. Persoalan 
khirtah MU yang dianggap oleh Syamsuddin Henis tidak jelas, 
karena tidak memiliki lahan garapan yang jelas. Jika ingin jujur, 
sebetulnya MU juga tidak memiliki dasar yang kuat, karena 
Muktamar Situbondo bukan hanya mengeluarkan keputusan 
kembalinya MU ke khittah 1926, tetapi juga telah dilakukan 
penataaan Organisasi secara profesional —peningkaton mutu 
pendidikan MU, peningkatan dakwah, peningkatan penerbitan, 
peningkatan kehidupan sosial, ekonomi umat, kebudayaan, 
kepemudaan, dan kaderisasi. Untuk mewujudkan program di ates, 
dibentuklah beberapa lembaga seperti Lakpeidam, LKK-NML, dari 
LPIMU, Program itu menjadi slanwital selama satu dasawarsa 
perjalanan MU pasca-khittah. 

Mueripesiai faktor merosotnya kadsma para ulama, korelasinya 
dengan keinginan tokoh NU untuk tampil ke panggung politik, 
sungguh tidak jelas. Kalau yang dimaksudkan bahwa keberadaan 
tokoh. karismatik di lembaga Syuriah untuk membimbing atau 
“mengawal” perjalanan kuttah agar tokoh-tokohnya jangan sampai 
masuk ke arena politik, hal ini juscru keliru, karena sudah ada 
komitmen bahwa kiprah politik warga MU adalah menjadi urusan 
pribadi, bukan urusan lembaga Syuriah atau Tantidaah.'“ Terhadap 
faktor pluralisme orientasi politik dari faktor ideologi suri dari 
NU adalah hal yang memang terjadi dan menjadi fenomena 
tersendiri dalam diri MU. 

1 Laode Ida, "Politik MU Pasca Khircah”, dalam S5. Sinansari Ecip, NU, 
Khurush dan Godaan Politik, hal. 38 
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Ketika era reformasi tiba, bersamaan dengan jatuhnya Orde 
Baru, pintu demokrasi betul-betul terbuka dengan lebar yang 
kemudian disambut dengan euphoria politik yang luar biasa. 
Pembentukan partai poliik muncul di mana-mana dari partai 
yang berbasis agama, sekuler, dan antara agama dan sekuler 
muncul laksans jamur di pagi hari, mewarnai perpolitikan Indo- 
resia pasca-retim Soeharto. 

NLI sebagai organisasi massa yang memiliki anggota yang 
luar biasa dan telah lama menanti “kesempatan " ini, setelah 
melalui proses yang panjang, akhirnya mendeklarasikan partai 
yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Berbeda 
dengan partai MU yang lain, PKB dilahirkan dari “rahim” PBNU, 
sedangkan Partai Mahdlatul Umat (PNU), Partai Kebangkitan 
Lmat (PKU) dan Partai Serikat Uni Masional Indonesia (SUNI) 
dilahirkan dari tokoh-tokoh politik dan tokoh pesantren NU, yang 
sering dikatakan sebagai “partsi swasta”, 

Terlepas dari dilahirkan dari rahim PBNU atau tidak, yang 
pasti baik MU secara soruktural maupun non-struktural, kembali 
tampil secara terbuka ke arena politik praktis, yang tentunya 
akan memberikan implikasi, baik secara positif maupun negatif, 
baik internal maupun eksternal bagi keberadaan MU kini dan 
masa mendatang. 

Persoalan inilah yang sesungguhnya menarik untuk 
dicermati dan didiskusikan secara mendalam untuk dijadikan 
sebagai sebuah referensi bagi perjalanan NU ke depan. 
Pembahasan tentang hal ini akan penulis kemukakan di bab 
selanjutnya. 


Penguatan Civil Society 

Istilah civil society (masyarakat sipil) pada mulanya muncul 
dan berkembang dalam tradisi pemikiran politik Barat pada abad 
ke-18 dan berlanjut hingga akhir abad ke-19. Bila ditelusuri 
secara historis, maka dapat ditemukan beberapa pemikiran dan 
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peripektif wong beragam tentang konsep ciu society (masyarakat 
sipil) ini. 

Pada mulanya istilah civil society ini dikemukakan oleh 
Gicero (106-439 SM), yang menerjemahkan term ini dari term 
latin, cdudis societier, yang pengertiannya mengacu pada fenomena 
budaya perorangan, dan masyarakat civil society disebutnya sebagai 
sebuah masyarakat politik (political society), yang memiliki kode 
hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Yaitu mengatur pergaulan 
antara individu yang menandai keberadaan masyarakat, 
Masyarakat seperti ini di zaman dahulu dalah masyarakat yang 
“hidup di koto, dalam kehidupan kota" penduduknya telah diatur 
oleh suntu hukum sipil (cie Law) yang menyebabkan mereka dapat 
hidup tenteram bersama, Bahkan terberiulenya civil soetetv Inulah 
yang sesungguhnya membentuk masyarakot kota, 

Pada maman moderen, istilah masyarakat sipil dihidupkan 
dan dikembangkan kembali oleh John Loeke (1632-1704) dan 
Ll Roussenu (1712-1778). Jobun Locke mendefinisikan masyarakat 
sipil sebagai masyarakat politik itu sendiri, Menurut Roussrau 
masyarakat politik adalah hasil dari suatu perjanjian 
kemasyarakatan (ocal contract). Konsep masyarakat sipil di avas, 
belum dikenal adanya perbedaan antara mesyarat sipil dan negara. 
Karena negara merupakan bagian dan salah satu bentuk 
masyarakat stpil. Bahkon keduanya berasumsi bahwa masyarakat 
sipit itu adalah pemerintahan sipil sang membedakan diri dari 
masyarakat alam atau keadaan alami." 

Senada dengan konsep di atas, Hobbes memberikan 

kepada masyarakat sipil sebagai samma untuk meredam 


1 Paw Raharjo, Mosorakat Madu: Agama, Kelas Menengah dan 
Perubahan Sosial, Jakarta: LSAK 1998, bal 137. Ceerosdalah seorang 
Kato elo pujacngasa. Reva van hadup dalarn abad pertarna sebelum kristus. 

1 Lebih jwuh mengenai pemikiran Job Locke dapat dilihac dalam, Deliar 
Meee, Pemakai Politik di Megera Berat, Bandung Mizan, 1997, bal. 127- 
LX. 

1 Dawari Raharjo, Menyumakat Madaru: hal. 137, 
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konflik dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tidak kacau 
(chaos), karenanya, masyarakat sipil harus memiliki kekuasaan 
absolut agar mampu sepenuhnya mengontrol pola-pola interaksi 
Warga negara. 

Pendapat paru pemikir sebagaimane dikemukakan di sms, 
merupakan model pertama dalam memeknai masyarakat sipil, 
Model ira ditandai dengan pendapat yang menyatakan, masyarakat 
sipil identik dengan negara (state), Dengan kata lain, negaru dan 
masyarakat sipil dianggap sebagai ertitas yang menyatu, tidak 
berbeda antara satu dengan lainnya. 

Pada paro kedua abad ke-18, Adam Ferguson (1767) memberi 
tekanan lain terhadap makna masyrakat sipil. Menurutnya, 
masyarakat sipil sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat 
urituk memelihara tanggung jawab sosial yang bercirikan solidaritas 
sosial dan yang terilhami sentimen moral serta sikap saling 
menyayangi antarwarga negara secara ilmiah. Masyarakat sipil 
dipahami sebagai kebalikan dari masyarakat primitif atau 
masyarakat Barbar.'" Model pemikiran ini dianggap sebagai model 
kedua pemaknaan tentang masyarakat sipil, 

Pada perkembangan selanjutnya, yang merupakan model 
pemaknaan ketiga dikemukakan oleh Thomas Paine (1792) yang 
mengartikan masyarakat sipil dalam posisi diametral dengan negara. 
Bahkan masyarakat sipil dinilai sebagai antitesis terhadap negara- 
negara harus dibuat sampai sekecil-kecilnya, karena keberadaan- 
nya hanyalah keruscayaan buruk belaka. Masyarakat sipil harus 
lebih kuat dan mengontrol negara demi keperluannya. 

Pemaknaan keempat terhadap masyarakat sipil dikemukakan 
oleh Hegel (1770-1831), seorang filsuf Jerman. Menurutnya, 
masyarakat sipil lnrus dipahami sebagai kesatuan (entity) yang 
cenderung melumpuhkan dirinya sendin (a self cnppling entity) 


"# Deliar Moer, Pemukaran Politak, di Megora Barat, hal, 105, 


H3 Aarari &, Karal, Cin Socdenyi das Uwurah Jakata Logos, , 1999, hal, 24, 
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terhadap negara. Dalam philocophy of right pada 1821, Hegel 
menyebutkan, “Civil society 1s the sfihere of ethucad life interpesad be 
tween the family and the state”, Detenisi tersebut kemudian 
dikembangkan oleh Larry Diamond yang mendefinisikan bahwa 
"Dini! society is the realim of onganived sodial life that & woluntary, self 
penrctinyg, self mapporting, enutimernous from the state, and bowend bs 
legal ovder or set shurred mules. 4 

Pengertian atau teori di atas, pada intinya menginginkan 
adanya sustu masyarakat yang memiliki kemandinan, dan terbebas 
dari hegemoru negera. Dalam hal mi dapat terjadi suatu situasi 
hegemoni yang dilawan dengan counter hegemany, namun tidak 
berarti bahwa, negara dan masyarakat harus selalu bertentangan. 

Selanjutnya basis pemikiran Hegel ini dikembangkan secara 
keritis oleh Marx dalam perspektifnya terhadap musyarakat sipil. 
Menurutnya negara jugo dianggap sebagai entitas yang terpisah 
berhadapan dengan masyarakat apil. Meskipun demikian, antara 
Hegel dan Marx sendiri terdapat banyak perbedaan, antam lain, 
Hegel melihat masyarakat sipil tunduk di bawah supervisi dan 
kontrol negara. Sedang Marx melihat posisi negara sebagai alar 
kepentingan masyarakat sipil.'" 

Pendapat lain yang berkaitan dengan pemaknaan kecmpat 
iri adalah pendapat Antonio Gramsci, seorang Italia dan Marx- 
ian Gramsci melihat masyarakat sipil sebagai proses superstrulerur 
di mana perebutan hegemoni terjadi. Gramsci menempatkan 
masyarakat sipil dan negara sebagai bagian dari suprasrruktur. 
Sedang infrastrakturnya adalah cara produksi ekonomi atau 


It Ryoas Rapid, “Perkembangan Pemukaran terang Masyarakat Kewargaan 
(Tinjauan Tecritis)”, dalam jurnal Ima Poluk Ma, 17. 1998, kal, 4. 

1 Larry Ciamond, “Kethinking Civil Society Toward Democratic Consoli- 
dation”, Dikutip oleh Kavut Suwonda, “Civil Sociery di Pedesaan? dalam 
Promes Pee. 1 Jakarta: LP3ES: 1908, hal. 79. 

"9 Muhsmemnad AS. Hibon, Demokreci dan Cod Society, Jakarta: LP3ES, 
1996, hal.2. 
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sistem ekonomi masyarakat.“ 

Pemaknaan kelima dikemukakan oleh Alexis de Toegueville 
sebagai reaksi terhadap model Hegel. Menurut Alexism, 
masyarakat sipil ndak a prion subordinadi terhadap negara, tetapi 
lebih dari itu in bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik 
cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang 
(balancing force) untuk membatasi kecenderungan intervensi 
negara, bahkan menjadi sumber legitimasi negar, dan pada saat 
yang sama mampu melahirkan kekuatan kritis reflekcif untuk 
mengurangi potensi konflik dalam masyarakat sebagai akibat 
proses formasi sosial modern. Masyorakat sipil tidak hanya 
berorientasi kepada kepentingan sendiri tetapi juga terhadap 
kepentingan publik." Pendapat Alexis-ini diperkuat aleh Hannah 
Arendiodan Jurgen Habermas dengan konsep “ruang publik bebas" 
(the free public aphereh. Ruang publik secara teoretik dapat 
diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga 
negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik.“ 

Perjuangan penciptaan ruang publik, bagi Arendt 
merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah masyarakat 
politik yang mampu melawan tocaliterianisme neyora. Dengan 
demikian, terwujudnya ruang publik yang bebas merupakan 
elemen utama dalam perjuangan pembentukan cw socety,'” 

Seiring dengan kebutuhan untuk menciptakan ruang dan 
kebebasan publik di luar dari apa yang secara tradisional terlalu 
diatur oleh negara, maka defenisi Barnest Geller dapat memberikan 
sumbangan terhadap pemahaman konsep masyarakat sipil (civil 


18 Arief Padiman (edi, “Sate and Civil Society in Indonesia", dalam monashi 
paperon South Asia, Mo. 2d, 1992, hal 3, 

157 Alexis de Tocgueville, Democrasy mn Ameic, New York : The Mew 
America Library: 1960, hal. 205-208, 

"8 Jurgeri Habermas, "The Public Sphere,” dalam Mew German Critigue 3, 
1964, hal, 49. 

1 Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago: The University of Chi: 
capo. Press: 1968, hal. 50, 
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society) itu. Eornest berpendapat bahwa, “Civil society adalah 
seperangkat instinasi-instibusi non-pemerintah yang berbeda-beda, 
yang cukup kuat untuk mengimbangi negara, dan dalam pada itu 
tidak mencegah negara dan pemenuhan peranannya menjaga 
perdamaian dan arbitrase antara kepentingan-kepentingan besar, 
meskipun dapat mencegah negara dari dominasi dan otorisasi 
sebagian besar masyarakat" 

Dengan melihat berbagai model permikiran di atas, jelas 
sekali adanya perbedaan pandangan centang tatilah cerm atau 
konsep masyarakat sipil (owl soclety). Mamun, ada suatu kesamaan 
garis besar bagaimana istilah itu dipahami, yakni terdapat suatu 
istilah umum “dualitas (oiility)” yang merupakan ing dari konsep 
tersebut." 

Masyarakat sipil (owl socetw), sebagaimana dikonsepsikan 
oleh para pemikirnya, memiliki tiga ciri utama: (1) adanya 
kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan 
kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika 
berhadapan dengan negara: (1) adanya ruang publik bebas sebagui 
wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara 
melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan 
publik: (3) adanya kemampuan membatasi kudsa negara agar is 
tidak intervensionis." 

Mencermao beberapa pemikiran teritang konsep aw socety 
di atas, maka NU sebagai ormus Islam terbesar di Indonesia, sejak 
berdirinya tahun 1926, sudah memiluki potensi dalam proses 
perkembangan cv soctety di Indonesia. Meskipun dalam kurun 
waktu antara tahun 1926-1984 belum menunjukkan “wajahnya” 
(performence) yang jelas. 

Pengembangan ci society yang dilakukan oleh MU, khususnya 
"MU kultural”, baru menemukan pilar yang kunt untuk melakukan 


1 Bahtiar Effecdy, "Masa Depan " Civil Society” di Indonesia” , dalam 
tosehwweral Ajar, edisi Mo. 7 ahiun 20060, hal.38. 

"# Hahtior Effendy,” Masa Depan "Civil Sociery” di Indonesa", hal 99, 

1 Muhammad AS. Hikam, Dervooras dam Gaal Socery, laa. 2 19. 
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reoriengsi gerakannya, setelah ormas keogamaan ini memutuskan 
kembali ke khartah. Tahun 1984 NU berusaha meninggalkan arena 
perebutan kekuasaan di dunin politik praktis sebagi model urama 
gerakan struktur menuju gerakan kultural yang berbasis 
pemberdayaan masyarakat dalam rangka membangun kualitas 
kemandirtan mereka di hadapan negara, agar mampu menciptakan 
keseimbangan kekuatan di antara keduanya.”' 

Dengan orientasi baru yang menitikberatkan pengembangan 
dan pemberdayaan masyarakat, NU pasca-kbuwah akan lebih 
berkesempatan untuk bergerak dalam pengembangan sosial 
ckoromi masyarakat. Dalam koniveks politik ekonomi Orde Baru, 
MU telah memperkuat strategi pengembangan dari bawah yang 
selama ini celah dirintis dan dilaksanakan oleh Lembaga Swadnya 
Masyarakat (LSM), melalui program-program pengembangan 
ekonomi rakyat, seperti pendirian BPR, koperasi, pelatihan- 
pelatihan, pendidikan, wiraswasta dan lain-lain. 

Selain program pengembangan sosial ekonomi di atas, MU 
juga mendirikan Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia) yang bertugas mengembangkan SDM MU 
melalui penelitian, LKK/MU (Lembaga Kemaslaharan Keluarga 
Mahdlatul Ulama, yang menangani kependudukan dan kelunrge 
berencana LPINU (Lembaga Pengemban dan Pembangunan 
Pertariian Mahdiatul Ulama), yang bergerak di bidang pertanian, 
Lajnah Tahi Wan Masyar untuk meloksenakan program MU di 
bidang penyiaran, melakukan pembenahan Lajneh Wagifiyvoh 
untuk menangani harta-harta wakaf milik MU," Di bidang 
pendidikan, NU mendirikan Lembaga Ma'arif dan cabanyg- 
cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu belur terhitung 
keberadaan ribuan pesantren yang terikat dengan MU, yang 
kontribusinya pada aktivitas pendidikan dan sosial setelah diakui 


dan diterima secara lum, 


1 Hasyim Muzadi, Mahdleul Ulama di Tengah Agenda Pesoalan Marysa,: 
Kepucat Logos, 199, had. 105, 
18 Loose Ida, Anatomi Konflik MU Elite Islam. dan Megama, had. 135. 
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Selama satu dasawarsa terakihir ini, kiprah tokoh-tokoh NU 
seperti K.H. Sahal Mahtudz, Abdurrahman Wahid dan tokoh muda 
seperti Masdar F. Mas'udi, MU perlahan-lahan telah menampakkan 
jari dirinya yang baru, yakni sebuah organisasi yang memiliki 
pandangan-pandangan transformatif, progresif dan kreatil namun 
kritis. Suntu parndigrna yang masih langka di Indonesia," 

Selain peran tokoh-tokoh NU di atas, para aktifis muda 
NU mencoba membangun aliansi internal untuk terbukanya 
komunikasi dan dialog di arntora mereka. Para aktivitas muda 
MU tidak sedikit yarug mempelopori pendirian LSM dan sejenisnya. 
Apabila pesancen selama ini lebih dikenal sebagai basis sosial 
intelektual kalangan NU? maka munculnya LSM yang dibidani 
para aktivitas NU itu dapat dipandang sebagai basis sosial 
intelektual baru dalam jamivah ML," 

Sampai kini telah banyak bermunculan lembaga atau 
organisasi baru yang di dirikan anak-anak muda NU, seperti 
LKiS' eLSAD 9 Biyong Emabon."" YAWAS (Yayasan Wahyu 
1 Klubammad AS. Hikam, Demo dar Cal Socery, hal 234 
1 Zamakhayari Ohofier, Todeu Pencutron, Jakarae LP3ES 1990. 

1? Muhammad Sodik, Gpolah Sarum Kota Aknwnten Muda NU Merambah 
Jalan Lam, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000, lal. 55. 

#8 KiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) merupakan metamorfosis 
kelopak studi kabormal dari beberapa mahasiswa LAIN Sunan Kalijapu, 
Uu veraitas Idam Indonesa (UT dan Universitas Gadjah Mada (UGM) 
Lembaga yang bergerak dalam studi dan penelinan musalah na lah (s- 
lam dkutu soata! bisdaya bed, bercsa ha membuka dialog pemikiran keagamaan 
dan sowal budaya yang datang dari wilayah-wilayah dan kelompok: 
kelompok lam. Beberapa kegiatan yang menjadi lahan garapannya 
mencakup: (1) penelitian, (2) penerbitan, (3) pengkajian, pendidikan 
dan pelatihan. Lihat Mochamad Sodik, Gejolak Seantri Kota, hal, 53-53, 

We SAD (Lembaga Soadi Agama dan Demokrasi) Lembaga yang berdiri 
156 ru menfokuskan aletivitaan ya pada pengembangan alur casiomal 
dan dikursus keilmuan. Lembaga ii berbasis PMII di UMAIR, Surabaya. 
Lihat Hiaires Salim dan Muhammad Ridwan " Kidtural Hebridar, Aruak 
Maca edi fortarr Kialtural Yogyakarta: LKIS , 1998, hal. 237. 

10 Biyung Eriban adalah berbagi yang melakukan pendampingan dan 
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Sosial),"! Al-Inoss,'"? dan lembaga-lembaga lain yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu, selain mendirikan LSM (NGO-Non 
Govermment Organiration), anak-anak muda aktif di beberapa LSM 
dan Organisasi pemuda dan mahasiswa lamnya. 

Loncatan perubahan pemikiran di kalangan muda NU, 
mendapat perhatian khusus deri Martin Yan Bruinessen, Antropolog 
asal Belanda. “Banyak di antara orang muda ini sudah 
berpengalaman dalam berbagai kegiatan pengembangan 
masyarakat, dan memiliki kepedulian kepada masalah-masalah 
keadilan sosial dan ekonomi. Crgarisasi mahasiswa yang beratilinsi 
ke MU: PMII, selama beberapa tahun ini telah menjadi salah saru 
organisasi paling dinamis dalam hal perdehatan intelektual, kontras 
dengan mahasiswa Islam modernis. Anggota PMII biasanya 
mempunyai penguasaan yang lebih baik terhadap tema trodisinnal, 
tetapi bacaan mereka jauh lebih luas dari kurikulum tradisional 
semata-mata. Sementara para mahasiswa modemis masih banyak 
dipengaruhi para pengarang seperti Maududi dan Sayyid Cutb, 
Mahasiwa PMII memperlihatkan minat yang besar kepada para 
pengarang yang lebih radikal, seperti Hassan Hanafi, Diskusi- 
diskusi di kalangan akhir-akhir ini menjurus ke pokok persoalan 
keterbelakangan dunia ketiga, keodilan ekonomi dan hak asasi, 
termasuk pertanyaan yang sulit tentang hak-hak perempuan dalam 
Islam. Perdebatan di lingkungan mahasiswa iri akan semakin 
memberikan tekanan kepada para ulama di Syuriyah untuk 
menyoroti masalah-masalah yang sama dan memikirkan kembali 


pemberdayaan terhadap anak jalanan di kawasan kota Semi — Urban 
Porwokerto, Hairus Salim (edi, Kalor Hibnda, hal. 212. 

IT Yayasan Wahyu Sosial (YANVAS) merupakan media bima dan 
studi, centang persoalan perburuhan dan gerakan rakyat, Kegiatan: 
kegiatannya adalah diskusi-diskusi advokasi kasus dan terhadap 
kebijakan- kebijakan yang mancaL lihat Ari Raba, "Dari Desa untuk 
Kaum Ohu'afa”, dalam Hairus Salim, (eta), Kumar Hibmida, hal. 106. 

4 Al Inass adalah rumah produksi (production howse) yang secara khusus 
melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan perempuan, Hairus 
Salin, (etal), Kadtur Habda, hal. 166. 
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banyak pandangan fikih yang sudah mapan”. 

Kendati kalangan muda NU hidup di lingkungan sosial 
budaya yang paternalistik-teodelistik dan berada di bawah otoritas 
dan wewenang keagamaan para kiai yang lebih berorientasi 
harmoni dan kemapanan sosial, politik maupun pandangan 
keagamaan, kaum muda pesantren dan NU tetap menjalankan 
tema hakikatnya: sebagai promotor perubahan!" 

Dengan menggunakan pendekatan sosial budaya, NU pasca- 
khittah akan bekerjasama dan melakukan dialog terbuka dengan 
semua kalangan, yang memiliki potensi terhadap permasalahan 
dasar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa depan. 
Masalah-masalah strategis seperti demokratis, keadilan ekonomi 
dan sosial, pembelaan hak-hak asasi manusia, pemberantasan 
kemiskinan dan kebodohan dan lain-lain, akan dibicarakan dan 
dipecahkan oleh kelompok lain dalam masyarakat, sehingga NU 
tidak lagi menjadi organisasi eksklusif yang hanya mementingkan 
diri sendiri atau umat Islam saja.” 

Pendeakatan sosial budaya yang dilakukan MU dalam 
mewujudkan mayarakat sipil di Indonesia, menjadi relevan karena 
beberapa hal: pertama, MU tidak membatasi diri pada persoalan- 
persoalan NU an sich, tapi mencakup hingga kepentingan bangsa: 
kedua, MU mengakui bahwa wilayah esensi bagi sebuah masyarakat 
sipil yang mandiri kini telah menjadi salah satu komitmen utama 
perjuangannya: ketiga, NU pasca-khittah bertekad menitikberatkan 
pada pemberdayaan tidsyarakat dan memperkuat kemandirian 
organisasi." 


"1 Martin Yan Bruinesen, NU, Tradi, Relesi-relasi Kuasa dan Pencarian 
Wisoau Baru, hal, 233-294, 

174 Hairus Salim, (eta), Kuliar Hima ,, hal. 3-4. 

LI Muhammad AS. Hikam, "Ehitah dan Penguatan Civil Sociery di Indo. 
nesia” dalam Ellyasa K.H. Dharwis, Gus Dur, MU dam Masyarakan Sipil, 
Yogyakarta: LKIS, 1997, hal. 158. 

1 Muhammad AS. Hikam, Kotak dan Peran Manansas Syal, hal. 56. 
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Dengan demikian, MU pasca-khittah telah membuka pintu 
lebar-lebar bagi NU untuk memainkan peranan yang lebih luns 
dan cukup signifikan bagi perkembangan masyarakat sipil dan 
terbangunnya tradisi kritis atas negara, " “ “ 


“Kita kembali kepada semangat dani jiwa tabbudeyah tahun 
1926, tapi dalam perjuangan, kito berjuang di tahun 1959 
(K.H. Idham Chalid) 


“Bahwa Mahdlatul Ulama sebagai jamwah tidak menjadi dan 
tidak pernah menjadi partai politik. NU sudah pas 
keberadaannya saat ini sebagai ormas Islam" 

(K.H. Abcherrahunan Wahid) 


ARTIKULASI POLITIK NU 
ERA PEMERINTAHAN B.J. HABIBIE 


"Mestinya PEMU odak menyatakan, PKB merupakan satu- 
San Tuan at asik bendung poliik MU wang diakui, maka PEMU idak 
akar dihactap kar peda peobder cegmurdsssi 
Wit berkadar dengan kharah" 
(Bahuar Eifendy | 


Kondisi Pemerintahan B.J. Habibie 


durnya Soeharto dari kursi kekussaannya 
pada bulan Mei 1998, menyusul krisis moneter 
yang menimpa Indonesia sejak pertengahan 1987, 


mengawali tahapan baru sejarah politik di Indonesia. Tahapan baru 

ini ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Soeharto ke B.|. 

Habibie, yang kemudian Indonesia dinyatakan berada dalam mass 

transisi, 

| Transisadalah peralihan dari keadaan (tempat, tindakan dan sebagainya! 
kepada masa lain (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus 
Besar Baheria Indorewaa, Jakarta: Balai Pustaka, 1598, hal. 158, 
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Mnsa transisi merupakan masa yang penuh harapan sekaligus 
sebuah kecemasan. Sebuah harapan karena udara pengap sosial 
politik dalam era Orde Baru telah berubah menjadi segar kembali. 
Eupheria reformasi, seakan membuka verwilasi sosial politik yong 
telah tertutup selama lebih dari tigo dasawarsa ini. Dk, sebuah 
kecemasan lalu muncul: Apakah dengan mundurnya Soeharto, 
gerakan reformasi total telah berhasil dan dinrggap selesai! 
Pemerintahan transisi B.|. Habibie ternyata dinilai belum 
tampak sungguh-sungguh berdiri tegas sebagai pemerintahan 
reformasi, dalam pengertian merombak total sisa-sisa sistem sosial 
lama yang menindas, sebagaimana sering diungkapkan-nya. Ia 
masih sibuk dengan politik basa-basi dan meladeni tarik-menarik 
dalam pertikaian kelompok elite. 
Menurut teori transisi, keruntuhan sebuah rezim diktator 
selalu melahirkan sustu masa interval perubahan. Dari sinilah 
kemudian muncul kecemasan, masa transisi di Indonesia jangan- 
jangan malah melahirkan rezim Orde Baru lagi dalam bentuk 
yang lain. Indonesianis terkemuka, Jeffery Winters, dengan tegas 
menyatakan, yang terjadi di Indonesia adalah “change without 
change” (perubahan tanpa perubahan)' 
Ketidakpastian politik dalam masa transisi ind ditandai oleh 
beberapa hal. Pertama, kelompok-kelompok kekuatan politik sering 
berebut pengaruh dan kekussan untuk mengambil alih (take over) 
kendali politik. Saat ini pun secara kasat mata para petualang 
politik masih sedang dan terus menyusun agenda skenario 
politiknya. Kedua, menguntnya kembali basis kelompok ideologi 
politik (agama, etnik dan ideologi). Ketiga, kelompok gerakan pro 
demokrasi yang disibukkan oleh perbedaan perbedaan platform 
politik" 
|“Imam Baehugi, (Penyi), Soohorto Lengser Pempokaf Lasar Negeri, Yogyakarta: 
LK35, 19669, halvii 

' Lihatwawancara dengan Jeflery Winters, “Perubahan tanpa Perubahan", 
dakarn Insam Bachagi, Soeharto Laypes, hal. 151-153, 

4 Imam Baehagi, Soebueto Lengan, hal viii. 
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Pemerintahan transisi ini memiliki tugas melaksanakan 
Pemilihan Umum (Pemilu) secepatnya untuk membentuk 
pemerintahan yang legtrmate. Pemerintahan baru yang legitomate 
ini diharapkan dapat mengantarkan Indonesia menuju sistem 
demokrasi dengan mengakhiri kekerasan, praktik korupsi, kolusi 
dan repotisme (KKM), Karena praktik-praktik semacam itu secara 
signifikan telah menyebabkan terjadinya krisis ekonomi hebat di 
Indonesia 

Pemerintahan Habibie menyadari bahwa krisis ekonomi 
rang terjadi bukan sepenuhnya kerena kesalahan kebijakan, 
namun perilaku aparat yang bermencal korup, telah membuat 
korisis ckonomi berkepanjangan. Upaya pemberantasan KKN telah 
dilakukan dengan penyempurnaan Undang-undang Mnomor 3 
tahun 1971, centang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan 
membentuk UU tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan 

Upaya pemerintahan Habibie dalam memberantas KEN 
ternyata tidak berjalan mulus, karena persoalan KKN adalah 
persoalan mental manusia yang tidak dapat dirubah seketika, tapi 
memerlukan perjuangan, kerjasama dan proses yang panjang serta 
penanganan yang sangar serius. Perubahan ibu adalah sesuatu yang 
“harus” dan “terus" diperjuangkan. Karena itu, ada sejumlah 
prasyarat bagi munculnya perubahan itu. Secara umum prasyarat 
itu sendiri terlemk pada kesiapan masyarakat untuk melakukan 
perubahan. Ada tiga hal yang menjadi ocuen dalam melihat 
kesiapan masyarakat untuk menuju perubahan. Pertama, organisasi. 
Apakah ada organisasi masyarakat yang solid dan mengagendakan 
perubahan. Kedua, kepemimpinan. Apakah sda pemimpin abu 
tokoh masyarakat yang dapat menjadi simbol bagi perubahan itu 


£ Alexander Irwan and Sita Aipurnami, "Indonesia: Efforts to and Iempu- 
pity Undera Continuing Stats Vo“ paperuntuk The Asin Fownda- 
ton, Jakarta, 1999, hal |, dikutip oleh A. Malik Hararnain dan MF Murhuda 
Y Mengawal Truossi, Reflebod Atas Perurueaem Perlu 99 JAMPI-PP PMII 
LINI? 2000, hal 15, 
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atau yang dapat menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat. 

Ketiga, ideologi mengenai perubahan. Adanya sebuah ideologi 

mengensei perubahan yang disepakati oleh masyaraket yang 

menginginkan perubahan itu, vaitu ideologi perubahan untuk 
meninggalkan dan menuju ke mana 

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat kita, 
sesungguhnya pasca-mundurnya Soeharto ketiga pilar tadi belum 
ada yang solid dan konsisten. Tidak ada organisasi yang solid dari 
dapat menjadi payung bagi kekuntan-kekuaran sosial yang adu. 
Tidak ada pemimpin yang biss menjadi tokoh bagi pemimpin yang 
ada, dan tidak nda ideologi perubahan yang jelaa dan solid. Karena 
itu, pemimpin oposisi atsu pemimpin masyarakat seperti 

Wahid, Amien Fisis, Megawati, Hamzah Har, Akbar 

Tandjuny, Motori Abdul Djalil dan tain-lain, sampai saat ini tidak 

bisa saling bekerja sama. Hal ini membuktikan tidok adanya satu 

tokoh yang dapat menjadi panutan bagi semua tokoh, demikian 
juga pada tingkat organisasi dan ideologi. 

Samuel P Huntington pernah memberikan komentar tentang 
perubahan dengan mengatakan, "Perubahan melalu reformasi jauh 
lebih sulit ketimbang revolusi, Dalam revolusi dapar ditegaskan 
dengan cepat melalui penyingkiran-penyingkiran semua elemen 
lama. Mamun dalam reformasi yang bersifat gradual, perubahan 
harus dilakukan dengan negosiasi antara kekuatan lama dan 
kekuatan baru antara (pro reformasi" dan 'pro status guo'. Pada 
posisi inilah di mara negosiasi dilakukan kelompok pro perubahan 
sering kehilangan nilai tawarnya, sementara kelompok lama (aa- 
tes gpuo) telah terkonsolidasi kembali sehingga transisi demokrasi 
menjadi sulit diraih" 

"Syamsuddin Haris, “Kekaasaan Tronsisional: Problem Penyelenggaraan 
Pemilu 1959”, dalam Juri Ardiantoro (Peru), Eenuas Kn Peredepraraan 
Pemubu 1999, Jakarta: KIPP hal.17-19 

| Syamsuddin Haris, “Kekuasaan Tanesional) Problem Penyelenggaraan 
Pemilu 1999” hal. 23. 

! Samuel P Huntington, Gelombang Denokroarsasi Ketiga, Jakarta Graffiti, 
1955, hal 211. 


BS 


Bagian Ketga Artihulan Polsik NU Era Peneresahan BJ Habihis 


Mamun di tengah posisi sulit, pemerintahan transisi Habibie 
telah menunjukkan beberapa perubahan signifikan menuju 
terwujudnya demokratisasi di Indonesia, seperti dibukanya pintu 
kebebasan pers, (melalui pencabutan peraturan yang mengatur 
keberadaan per), pembebasan Napol/Tapol, pencabutan paket 
UU politik,” dan diperkenal-karnya konsep otonomi daerah, serta 
terbukanya kesempatan mendirikan partai politik yang akan ikut 
ambil bagian dalam Peruilu 1899, 

OM sisi lain, terdapat kebijakan pemerintahan Habibic yang 
kemudian dianggap gagal dan menyalahi kewenangannya sebagai 
presiden, yaitu pemberian opsi merdeka kepada propinsi terbungsu 
di Indonesia, Timor-Timur, yang berakibat lepasnya propinsi 
tersebut dari negara kesatuan RI. Inilah taktor dominan yang 
mengurangi legitimasi Habibie di mata masyarakat Indonesia. 


Artikulasi Politik NU Era Pemerintahan B.J. 
Habibie 


Sebagai organisasi massa terbesar, MU di bawah kendali 
PBMU, menjelang mundurnya Soeharto sebenarnya memilih sikap 


" Undang Undang Politik di masa Orde Baru yang seseriktif dan 
diskriminasi yaitu (1) UU Mou 15 tahun 1969 centang Pemilu, Anggota 
anggota Badan Perrunyawara an, Perwakilan sebagaimana telah divcbah 
dengan Mo. 4 mabun 19975 ja UU Mo. min 198010 UU Ke. Daan 1985: 
RUU Mo. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, 
dan DPRD sebagaimana celah diubah dengan ULI Ha. 5 tahan 1975 jo 
UU NO, 2 tahun 1983 jo Mo. 3 taluan 1885p (37 UU Mo. 3 tahuan 1975 
tentang Partai Polidik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah 
dengan UU Mo Tebu 1885: (41 UU Mo. Eau 1983 eatang organ 
kemasyarakatan, kemudian dipandikan dengan perundang-ondangan 
poliak yang lebih demekrads, yatu (0. UU No. 2 tahun 1998 tentang 
Partai Politik: (2). UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu (31. UU MO 4 
tahun 1999 centang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, daa OPD, 
Lihat Muhammad Tohadi, Occe Kebanguan, Lembaga Kajian Wocana 
Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 141-142. 
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netral. Namun sikap ini kemudian berubah dan PEMU mmpaknya 
mendukung rerim Soeharto. Perubahan sikap sangat disesalkan 
aktivis muda MU yang selama ini telah memilih berada atau 
berseberangan dengan penguna. Sikap PBMU yang dimotori oleh 
Abdurrahman Wahid dilakukan karena adanya tekanan dari 
beberapa kelompok dalam organisasi untuk mencari ruang yang 
lebih luna dalam pemerintahan. Pertemuan besar antira Soeharto 
dan Abdurrahman Wahid di Jawa Timur pada tahun 1996, 
merupakan gerakan taktis yang dirancang dengan cermat oleh 
beberapa ulama Jawa Timur, yang prihatin dengan apa yang merelea 
tangkap sebagai alibot yang merugikan dari sikap “kenetralan 
polwik”. Abdurrahman Wahid akhirnya setuju bahwa rekonsiliasi 
semacam itu diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup 
Oorpariasi ini." 

Pada posisi yang dilematis itu, NU mengalami kesulitan 
untuk mereipona krisis yang memuncak pada tingkat nasional 
dengan efektif, meskipun para mahasiswa dan aktivis MU lainnya 
(nom struktural) mengajak organisasi MU untuk ikut serta dalam 
gerakan reformasi. Ketika Abdurrahman Wahid mendapat 
serangan kelumpuhan otak, kesempatan ini membuka peluang 
bagi kelompok lain dalam MU urcuk tampil ke depan. Minimal 
muncul tiga kelompok yang bersatu: pertama, kelompok yang 
setia pade Abdurrahman Wahid dipimpin oleh Arifin Junaidi, 
Rosi Munir, dan K.H. Said Agiel Siradj, yang ingin tetap 
mempertahankan pendekatan yang berhati-hati terhadap krisis 
yang berkembang, kedua, para ulamo yang konservatif dari daerah 
yang mencari cara terbaik untuk melindungi pesantren dan: 
ketiga, kelompok radikal. Kelompok ini berasal dari gerakan dari 
lembaga mahasiswa NU, yang kritis terhadap sikap PBMU yang 


10 Suzaina Kadir, “Pertemanan Visi Megara dan Masparabat Dalam Islami 
di Indonesia: Nahdlatul Ulama dalam Perspektif” dalam Ciwis Manning 
dan Peer Van Csermen (edi), Indonesa di Tengah Trarvasi, Aspek-onpek Serial 
Refommaca dan Krisis, togyakarta: LES, 2004, hal, 395-196, 
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mendukung rezim Soeharto," 

Meskipun demikian, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, 
MU menyadari dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk 
memberikan perhatian pada proses reformasi yung sedang 
berlangsung. Dalam merespons proses reformasi yang sedang 
bergulir, PEMU menyampaikan beberapa pandangan: 


Pertama, sebagui bagian dari bangsa yang 
menjunjung onggi nilai-nilai keruhanan, menghormati 
martabat kemanusiaan serta mendambakan terap 
kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, kita memiliki 
tanggung jawab moral untuk turut menjaga agar 
reformasi berjalan ke arah yang lebih tepat. Karena itu 
semangat kebersamaan, kejujuran dan saling 
menghargai harus senantiasa dikembangkan dan 
sebaliknya saling berbartah, menghujat dan memaki 
bukanlah perilaku yang terpuji dan kerenannya harus 
dihindari, Kedua, rekonsiliasi nasional, rembuk 
nasional, silaturrahmi nasional abou apapun istilah yang 
digunakan jika dilaksanakan harus ditujukan untuk 
mernjut kembali ukhvwwah wathanpyah (persaudaran 
kebangsaan) dirancang ke arah penataan sistem 
kebangsaan dan kenegaraan yang lebih demokratis, 
jujur dan berkendilan. Ketiga, agenda-apenda politik 
bangsa yong diajukan oleh kelangan pro reformasi dan 
masyarakat Indonesia peda umumnya, hendaknya tetap 
menjadi aperda bersama yang harus dilaksanakan agar 
reformasi tidak berhenti di tengah jalan, sehingga dapat 
menjangkau terbentuknya tatanan baru dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Keempat, penyampaian berbagai gagasan yang 
dikemukakan untuk menjadi wacana publik seperti 


"Chris Maning don Peer Yan Lhermen, Indoneua di Tengah Irama, hal. 
E 21 
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pendapat tentang negara federnsi, pendapat tentang 
nasib suatu daerah yang sepenuhnya diserahkan kepada 
penduduk setempat melalui referendum dan sejenisnya, 
hendaknya dilakukan dengan hati-hati, penuh kearifan 
dan didasari komitmen bersama, serta dihindari adanya 
pemaksaan kehendak. Kecerobohan dalam hal ini, 
hanya akan melahirkan perpecahan dan disintegrasi 
yang akan merugikan kita semua sebagai warga bangsa. 
Kelima, kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu 
harus disikapi secara arif dan bertanggung jawab. 
Pengungkapan kasus-kasus tersebut harus dilakukan 
melalui jalur hukum sebagai bagian dari demokrasi, 
jujur dan bertanggung jawab. 

Keenam, TNI hendaknya sepera mewujudkan 
gagasan redefinisi, reoktualisasi dan refungsionalisasi 
konsep dwifungsi yang dijalankan selama ini. TNI 
merupakan instrumen negara, bukan alat penguasa 
atau pemerintah dan harus berdiri di atas semua 
golongan. Karena itu TNI harus mengembangan 
pemerintah dan kelompok politik tertentu. Ketujuh, 
Kejaksaan Agung beserta jajarannya harus segera 
melakukan langkah-langkah yang serius untuk 
memberarntai KKN yang hanya tidak ditunjukkan pada 
kelompok tertentu tetapi juga diberlakukan kepada 
mantan pejabat maupun pejabat pemerintah yang 
sedang berkuasa dari pusat hingga daerah. 
Kedelapan, monopoli harus segera dibasmi tuntas dalam 
setiap praktik ekonomi" 


Pandangan PBNU yang dikenal dengan “refleksi reformasi 
PBNU" itu dikeluarkan tanggal 22 Oktober 1999. Naskah tersebut 
" Sekretariat Jenderal PB HL, Teks Pandengan MU di era Reformasi, 

Jakarta, 1996, 
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ditandatangani oleh H M. Irfan Zidniy, MA, K.H. Said Agiel 
Siradj, Fajrul Falaakh, dan H. Achmad Bapdja. 

Melalui Ketua PENU, Abdurrahman Wahid akcit dalam 
kelompok Ciganjur, yaitu kelompok yang terdiri atas tokoh-tokoh 
nasional lain, Megawati Sockamoputri, Amien Rais dan Sri Sul- 
tan Hemengkubuwona X. Kelompok ini kemudian mengeluarkan 
sebuah deklarasi monumental yang dikenal dengan "Deklarasi 
Ciganjur”.V PBNU memandang dialog yang telah dimulai oleh 


" Deklarasi Ciganjur berisi: (1) Mengbimbau kepada semua pihak agar 
tetap menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa secara uruh 
dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dalam negara Kebangsaan dan 
Kesatuan RJ yang berdasar Pancasila dan UUD 1943, para pemimpin 
formal dan informal haruslah konsisten dengan semangat ini, (2) 
Mengembalikan kedaulatan rakyat dan memberdayakan lembaga- 
lembaga perwakilan sebagai penjelmaan aspirasi rakyat yang 
mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan penguasa. (3) 
Mengembalikan kedaulatan ke bergan rakyat sebagai asas perjaangan di 
dalam proses pembangunan bangsa ke arah masyarakat yang adil dan 
sejahtera, melalui cara-cara demokratis. Dalam mingka ibu, Iksrus ada 
desentralisasi pemerintahan sesuai dengan kemampuan daerah, dan 
ditetapkan perimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah. 
(4) Pelaksanaan reformasi harus diletakkan dalam perspe kai kepentingan 
generasi baru Indonesia dalam menghadapi tantungan bangsa di masa 
yang akan datang. (5) Segera dilaksanakan pemilu oleh pelaksana 
independen, di mana panitia pemilu terdiri atas peserta pemulu dam diawasi 
aleh Tim Independen (6) Penghapwan dwifunga ABRI secara bertahap, 
paling lambat & (enam tahun dari tanggal pernyataan ini dibacakan dalam 
rangka mewujudkan masyarakat madani (7) Dilakukan usaha yang 
sungguh-sungguh dan tidak dapat ditawar-tawar untuk menghapus dan 
mengusut pelaku KEM, diawali dengan pengusutan harta kekayaan 
Soeharto dar pora keroinya sesuai prosedur hukum yang berlaku. (8) 
Mendesak selaruh pengamanan (PAM) Swakana Sidang betirewa MP 
1558 unouk segera membubarkan diri saat ini juga, dan kembali ke rumah 
masing-masing agar tidak memperkerah keadaan (Moskah Deklarasi 
dicandacangani oleh keempat tokoh di aoi tanggpal 10 Movember 1998 di 
Ciepanjor Jakarta Selatan). 


ul 


Baborul "Llum : "Bodaeya MU" apa “NU Dibodofa”? 


tokoh-tokoh nasional tersebut agar dapat ditindaklanjuti dan 
dikembangkan menjadi dialog yang lebih luus dan intensi. 

Pada perkembangan selanjutnya, PBNU kembali 
mengeluarkan himbauan tertanggal 31 Desember 1998 yang 
ditandatangani oleh K.-H.M. Ilyas Ruhiyat, Ox. H. Said Agiel 
Siradj, MA., Ir. H. Mustofa Mughni dan H. Achmad Bagdja. 
Himbauan itu meminta agar agenda reformasi diikuti secara aktif 
oleh seluruh lapisan dan jajaran MU." 

Kesadaran untuk mencdptakan suasana aman dan kondusif 
apor pemerintah dapat menjalankan refonmasi dengan sukses, 
tidak hanya ditunjukkan oleh PBMU secara organisatoris, 
melainkan juga kelompok-kelompok warga NU lainnya. Di 
berbagai wilayah belahan Indonesia, digelar Istghowah"” oleh 
warga NU dalam rangka memohon kepada Allah Swt. agar 
menyelamatkan bangsa ini dari krisis dan musibah yang sedang 
melanda, Istighotsah terbesar MU diadakan di Jakarta bulan Juli 
1999, yang dihadiri oleh kevua umum partai politik, seperti 
Megawati, Akbar Tandjung, Amien Rais, Hamzah Has, Matari 
Abdul Djalil, Yusril Ihza Mahendra. Isighotah ini juga diharapkan 
dapat mempererat silaturrahmi dan mengurangi ketegangan 


i komponen bangsa?" 


Pembentukan Partai Politik dan Posisi Khittah 


Perpolitikan di Indonesia yang memasuki babakan baru ini, 
tidak hanya ditandai oleh peralihan tahta kekuasaan dari 
Soeharto ke B.J. Habibie, melainkan juga munculnya berbagai 
macam partai Islam politik setelah pemerintahan transisi Habibie 
U Sekreteriat Jenderal PB ML, Laporan Peryuras Besar Mahdlatul Lara, 

had. 17. 

18 fstrghosah adalah do'a yang dipanjatkan kepada Allah Swt, untuk 
menghindari segala macam musibah yang sedang menimpa atau akan 
menimpa suatu umat, baik yangdilakukan secara sendiri maupun bersama - 
ama. 

12 Sekretariat beruderal PANUI, Lipemon Pengaeras Besar Mohlamd Ula, hal. 20. 
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menghapus sistem tiga partai Islam yang dipaksakan oleh rezim 
Soeharto, Pembentukan partai-partai Islam semakin menemukan 
momentumnya dengan penghapusan UU organisasi masa tahun 
1985 yang mewajibkan semua organisasi untuk menjadikan 
Pancasila sebagi satu-satunya dasar ideologi. 

Munculnya partai-partai politik laksana cendawan di musim 
hujan juga merupakan akibot dari adanya akumulasi berbagai 
persoalan ideologi politik bangsa yang selama hampir tiga puluh 
tahun, diperlakukan secara diskriminodi dalam pembentukan 
platform politik bangsa ini. 

Warga Jampsah NU, sebaga: bagian dari bangsa Indonesia 
dan organisasi yang memiliki - 30 juta ongpom, erna didak 
mau begitu saja melewatkan kesempatan emas dari arus 
perubahan itu, apalagi selama hampir tiga dasawarsa, MU 
termarginalisasi dalam politik. 

Sehari setelah mundurnya Soeharto, PEMU mulai kebanjiran 
usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air Berbagui cara 
ditempuh untuk menyampaikan usulan itu, ada yang melalui 
faksimili, telegram, surat-surat, email bahkan ada yang langsung 
ke Sekretariat lenderel PBMU. Usulan yang bernada sama, yaitu 
agar PBNU membantu mewujudkan adanyo satu wodah untuk 
menyalurkan aspirasi politik warga MU, berasal dari perorangan, 
kelompok dan pengurus di lingkungan NU, beik pengurus vertiknl 
MU maupun badan otonomi dan lembaga di lingkungan MU!" 
Uap yang masuk ke PBMU sangat beragam, ada yang 

agar PENU membentuk partai politik (Parpol), ada 
juga yang mengusulkan agar NU menjadi parpol, ada yang 
mengusulkan nama parpol: tercatat ada 39 nama parpal yang 
diusulkan, nama parpol yang paling banyak muncul adalah 
Mahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa." 


U DPW PEB Jawa Timur, Dorooen Dekan Peri Kebanggaan Bangsa, 
Jakarta, 1998, hal. 25. 

DPW PKB Jawa Timur, Boke Deklerasi Pertai Kebangtana Bangsa, 
hal. 25. 
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PBNU merespons secara hati-hati usulan-usulan yang 
masuk. Hal tersebut didasarkan poda kenyataan bahwa pada 
Muktamar MU ke-27 di Situbondo telah ditetapkan bahwa, secara 
organisasi MU tidak terkait dengan partai politik manapun dan 
tidak lagi menerjuni kegiatan politik praktis. Namun sikap ini 
membuat barak pihak dan kalangan MU di daerah tidak sabar 
bahkan ada yang mendeklarasikan berdirinya parpol untuk 
mewadahi aspirasi politik warga MU setempat, seperti deklarasi 
“Partai Bintang Sembilan" di Purwokerto dan “Partai Kebangkitan 
Umat” di Cirebon. 

Melihat fenomena tersebut, maka pada rapat harian 
Syuriyah dan Tanfidziyah PENU tanggal 3 Juni 1996, PENU 
membentuk Tim Lima" yang ditagsskan untuk memenuhi aspirasi 
warga MU. Guna memperkuat dan mempercepat kerja Tim Lima, 
dibentuk Tim Asistensi yang beranggotakan sembilan orang,” Tim 
Asistersi membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan 
merangkum usulan warga MU untuk mendirikan parpol baru, 

yang mengkoordinasikan warga MU yang ingin membentuk parpol 
nd dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol yang 
dapat mewadahi aspirasi politik warga MU. 

Setelah mengadakan berbagai diskusi dan pertemuan, Tim 
Lima dan Tim Asistensi memumpungkan tugasnya dan menyerahkan 
hasil akhir rancangan pembentukan parpol tersebut kepada rapat 
harian Syurisah dan Tanfidaivah PBMU tanggal 227 Juli 1998. 
"Tin Lina Diketuai K.H. Makruf Amin (Rais Syuriyah/koordinator Harian 
PBMU), K.H, Dawan Anwar (Katib Aam PBMU, DR. K.H. Said Agiel 
Sinadi, MA (Wakil Kacib PEMU!), HM, Poci Munir SE, MSc (Ketua PBNU) 
dan H. Ahmad Dagdia (Sekjen PEMUI, masing-masing sebagai anggota. 
"Tina Asisoensi diketuai oleh Arifin Janaidi (Wakil Sekjen PEMU) dengan 
anggota H. Muhyidin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, LC, H 
Abdul Aziz, MA. Or H. Andi Muarly Sunrawa, HWI Maaihin Iskandar 
Cs. Muhaimsiri Iskandar Drs. H. Luleman Saifoddin Zusburi, dan Dira. Amin 
Said Husoi (Berdasarkan Surat Tugas PB MU No. 975/AL1 03/1958 
tunggal 22 Juni 1998). Lihat PPW PKB Jawa Timur, Doksoren Dideeni 
Partai Kebangkitan Bangsa, hal, 127. 
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Akhirnya parpol yang diharapkan dapat menampung aspirasi warga 
NU pada khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, yang diberi 
nama Partai Kebangkitan Bangsa, pada tanggal 23 Juli 1995, resmi 
dideklarasikan di halaman Pondok Pesantren Luhur "E.HLA. 
Wahid Hasyim” Ciganjur- Jokarta Selatan. Dalam Anggaran Dasar 
PKB disebutkan bahwa tujuan PKB adalah mewujudkan cita-cita 
kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam 
Pembukaan UUD 1945, waitu mewujadkan masyarakat adil dan 
makmur secara lahir batin, material spritual, dan mewujudkan 
tatanan poliak rasonal yang demokratis, bersih dan terbuka, bersih 
dan ber-akhlagul karimah." 

Menyadari akan munculnya kritikan yang muncul, baik dari 
intern maupun ekstern MU, menyusul pendirian PKB yang 
difasilitasi oleh PBMU, yang dianggap telah “melanggar” khirtah 
MU 1926, maka PBNU mengeluarkan instruksi agar para 
fungsionaris MU di segala jenjang kepengurusan harian tidak 
merangkap jabatan dengan kepengurusan di PKB. 

Dalam berbagai kesempatan pasen-deklarasi, Abdurrahman 
Wahid dan elite MU lairnya menegaskan bahwa PKB adalah 
satu-satunya partai yang dilegitimasi MU. Hal ini kemudian 
menirabulkan sikap pro dan kontra di lingkungan NU. Beberapa 
pihak dalam MU juga mempersonlkan proyeksi PKB sebagai partai 
yang terbuka dan sekuler dani tidak menggunakan Islam sebegai 
asas partai, sehingga beberape minggu kemudian berdirilah partai 
politik lain yang berbasis MU, yaitu partai SUMI (Serikat Uni 
Masional Indonesia) yang dipimpin oleh Abu Hasan, seorang 
pengusaha dari Jambi yang pada Muktamer MU di Cipesung tahun 
1994 merupakan rival terkuat dari Abdurrahman Wahid dalam 
pemilihan kerua PBNU. Kemudian menyusul PNU (Partai 
Mahdlatul Ummah) dipimpin oleh K.H. Syukron Makmun, Partai 
ini didirikan oleh ulama MU yang aktif dalam organisasi dakwah 
1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dideklarasikan oleh Lirna Ulama 

terkemuka MU, yaitu K.H. Ilyas Ruhiyat, K.H. Abdurahman wahid, 
K-H. Munasir Ali, K.H, Muchath Muzadi dan K.H. Mustofa Bisri, 
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Wahadul mubailighun, Partai ini juga mendapatkan dukungan kunt 
dari beberapa pemimpin MU termasuk K.H. Idham Chalid, 
mantan ketua umum PBNU dan £.H. Sahal Mahfudz. Dum butar 
kemudian menyusul pula PKU (Partai Kebangkitan Ummat) yang 
dipimpin oleh K.H. Yusuf Hasyim (paman Abdurrahman Wakid). 
Partai ini juga didukung oleh Salahuddin Wahid (adik kandung 
Abdurrahman Wahid). Pemimpin partai ini menegaskan bahwa 
partai ini mewakili aspirasi para anggota yang tidak puas dengar 
kepemimpinan Abdurrahman Wahid, mereka menyatakan, 
alternatif partai dibutuhkan bagi anggota-anggota yang tidak 
terwakih oleh "fanatisme" para pendukung Abdurrahman Wahid. 


Pro Kontra Berdirinya PKB 


Munculnya pro korcra berdirnya PKB, lebih dipicu oleh 
kelahiran PKB yang notabene dibidani oleh PBNU, padahal 
Muktamar NU 1984 secara tegas dinyatakan bahwa MU 
melepaskan diri dari ikatan partai tertentu dan kembali menjadi 
organisasi kengamaan (jamtyah diriryah). 

Berdirinya PKB yang kemudian diratakan sebagai wadah 
satu-satunya penyalur aspirasi politik warga MU, oleh Salahuddin 
Wahid disebut sebagai eksperimen Abdurrahman Wahid. Partai 
yang didirikan dan diryacakan sebagai autonzed party oleh PBMU 
itu ternyata tidak memiliki kesamaan asas dan tujuan dengan 
Jamtrah NU, bahkan Abdurrahman Wahid dan Matori Abdul 
Djalil menyatakan, PKB bukan partoi Islam don merupakan partai 


17 Lihat Susana Kadir "Pertentangan Val Megara dan Masyarakat Idam di 
Indonesia”, dalam Chri Manning dan Peter Van Dremen (ed), 
Perkembangan Mutakhar dam Aspek Seni hal. 389. Lihat ups Agrus Sudibyo, 
“Dinamika dan Corak Berpolitik elite MU", dalam Tishwrnd Afker, hall, 
73, Mohammad Bisri, "Ketika Khittah MU diselewengkan", dalam Munib 
Huda Muhammad, Pro- Korea Perum Kobongkatan Bangsa, Jakarta: Farma 
Press, 1986, hal. 84. 
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rang menginginkan negara sekuler? Sedangkan Jam'ryah MU 
menyatakan bahwa tujuannya adalah “berlakunya sejarah Islam 
yang berhaluan Ahlussunnah waljama'ah dan mengikuti salah 
satu mazhab cmpat, di dalam wudah negara Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.” 

Sebuah tenomena yang menarik adalah tampilnya dus tokoh 
utama corn besar Islam yang mendirikan paroi yang tidak berasas 
Islam yaitu Abdurrahman Wabid dengan PKB-nya dan Amien 
Rais dengamn PAN-aya 9 Yong membedakan kedua tokoh itu 
adalah, Amien Ros tidak melibatkan orgarisaa Muhammadiyah, 
sebagai organisasi yang secara langsung membidani berdirinya PAN, 
sedangkan Abdurrahman Wahid melibatkan secara langsung 
organisasi NU dalam pembentukan PKB. Sekiranya Abdurrahman 
Wahid tidak melibatkan PBNU secara langsung, maka 
sesungguhnya tdak akan muncul perdebatan. 

Sikap kontra juga ditunjukkan oleh K.H. Yusuf Hasyim, 
Menurutnya, penunjukan Matosi Abdul Djalil sebagai ketua 
umum dari Muhaimin Iskandar sebagai sekretaris umum PKB, 
ditambah dengan beberapa kerabat dan orang dekat 
Abdurrahman Wahid serta putra kisi Cholil Basri, PKB terkesan 
tidak bebas dari unsur nepotisme, suatu hal yang bertentangan 
dengan spirit reformasi. Kondisi reel ini menimbulkan kekecewaan 
pada sebagian besar penggagas yang tidak terakomodasi dalam 
partai ini. Konsekuensinya, sebagian ada yang frustasi dan 
mendlak bergabung dengan PKB.” Lebih jauh, Yusuf Hasyim juga 
mempersoalkan kedekatan Abdurrahman Wahid dengan 


1 Mepara Sekuler adalah negara yang secara tegas memuahkan antar agama 
dengan negara dan tidak memberikan tempat bagi masuknya syariat Is- 
Jar ke dalam undaog- undang. 

1 Lihat Anggaran Dasar MU Pasal 4. 

P Salahuddin Wahid, Negeri di Balik Kabau Sejarah, Jakarta: Puataka In- 
donesia Satu, 2000, hal. 14. 

18 Lihat, Munib Huda Muhammad, Pro- Kontra Partai Kebemgkaam Bergsa, 
hal. 19, 
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kalangan elite politik sekuler, Menurutnya jika partai sekuler 
yang menguasai pemerintahan Indonesia, bisa jadi negeri ini 
seperti Turki. Di Turki negara secara tegas melarang pelaksanaan 
pengajaran dan pendidikan agama di sekolah.” 

Sikap korera dari resistensi ditunjukkan oleh K.H. Alawy 
Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren At-Tarogi Sampang. 
Menurutnya PKB bukan partai Islam karena dalam Anggaran 
Dasarnya tidak menetapkan dasar Islam, keanggotaannya lintas 
agama dan boleh dipimpin oleh nonmmuslim. Lebih jauh dia 
mengatakan, seharusnya PBMU tdak memberikan instruksi bahwa 
PKB adalah stu-satunya wadah politik MU dan meminta warga 
NU untuk memilih PKB Pernyataan K.H. Alawy tersebut cukup 
beralasan, karena di dalam wadah MU sendiri terdapat beberapa 
partai yang berbasis MU, yaitu PMU, PKU, SUMI dan PPP 

Pengamat sosial politik, Bahtiar Effendy tidak luput 
melontarkan pernyataan yang “menyesalkan” sikop PBNU yang 
terlibat langsung dalam mendirikan dan hanya mengakui satu 
partai “resmi” NU, yaitu PKB. Merurutnya keinginan PBMU 
tersebut merupakan sesuatu yang tidak mungkin bisa diterima 
karena selama ini partisipasi politik warga MU sudah tersebar 
ada yang di Golkar, PPP dan PDI-P” Belum termasuk parpol baru 
yang bermunculan di era multi partai ini, Masih menurut Bahtiar, 
mestinya PEMU tidak menyamkan bahwa PKB merupakan satu- 
satunya anak kandung politik MU yang diakui, maka PBMU tidak 
akan dihadapkan pada problem organisasi yang berkaitan dengan 
khittah.“ Ketika ada sejumlah warga MU yang ingin mendirikan 
partai, PEMU seharusnya membiarkan saja, karena bagaimanapun 
sejarahlah yang akan menyeleksi apakah sebuah partai mampu 


TT Detik Com, LL Ags 109, 

? Lihat "Daerah Daerah Rawan Rusuh”, Panji Masyarakat Mo, 4, 12 Ielei 
1555 hal. 28-31, 

2 Bahtiar Effendy " MU Harus Tegaskan Kdutah”, dalam Tashemud Afker, 
edisi Mo. 6 Tahun 1999, hal 114 

4 Bahtiar Edfendy “MU Harus Tegaskan Kuch" bal 115-116 
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bertahan (survive) atau tidak, dan sejauhmana dukungan dari 
konstituennya masing-masing. Dengan sikap demikian, bisa 
diartikan, pada dasarnya NU sebagai jam'iyyah masih dapat 
mempertahankan khittah karena membebaskan warganya dari 
keterikatan dengan salah satu partai tertentu, dan NU secara 
organisotoris menyatakan tidak mempunyai keterikacan khusus 
dengan partai manapun. Bila pun berpihak secara terang- 
terangan kepada PKB, hal itu justru akan menjadi “bom waktu" 
bagi PBNU sendiri. PBMU seharusnya berdiri sebagai pilar urame 
dan pengaman khittah terhadap upaya-upaya dari berbagai 
kalangan yang ingin menyeret dan menggeser NU ke wilayah 
politik praktis. Posisi PBNU di sini adalah sebagai institusi netral 
yang bertungsi memberikan kontrol dan rambu-rambu agar 
warganya tidak hanyut dalam cuphona politik dan senantiasa 
menjaga wibawa organisasi. 

Dari kalangan yang pro (pendukung) berdirinya PKB 
tentunya lebih banyak. Karena dari PBNU sendiri pada umumnya 
menyetujui dan mendukung berdirinya PKB yang dimotori oleh 

Abdurrahman Wahid sendiri (ketiko masih menjabat Ketua 
Umum PEMU), dengan tegas mendukung terbentuknya PKB ini. 
Dalam sambutannya ketika PKB dideklarasikan, Abdurrahman 
Wahid mengharapkan seluruh warga NU yang ikut dalam pemilu 
nanti agar memilih PKB." Meskipun ketika itu belum waktunya 
untuk kampanye. Pada kesempatan lain, Abdurrahman Wahid 
dengan teges mengatekan, “Jika datang masanya kampanye nanti 
saya akan cuti dari PBMU dan berkampanye untuk PKB". 
Bahkan dalam suatu wawancara di Televisi Pendidikan Indone- 
sia (TPI), Abdurrahman Wahid menyatakan, kolau PBNU 
diibaratkan sebagai ayam betina, maka ada dua benda yang keluar 
dari buritnya, telur dan kotoran ayam. Yang dimisalkan sebagai 
“telur” adalah PKB dan yong dimisalkan “kotoran” adalah tiga 


"' Murih Huda Muhammad, (edi Pro- Koncea Portal Kobangkitan Bergaa, 
hal, 
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partai larnnya yaitu Partai SUMI, PMU dan PKU 

Munculnya banyak pertanyaan tentung posisi khittah dalam 
kaitanya dengan berdirinya PKB yang dideklarasikan oleh PBNU, 
Abdurrahman Wahid menjawab dengan enteng, “Bahwa Mahdlatul 
partai politik. NU sudah pes keberadaannya saat ini sebagai ormas 
Islam”. 

Argumentasi lain yang dikemukakan Abdurrahman Wahid 
sebagai baekgroend berdirinya partai ini adalah, terdapat sejumlah 
besar worga MU yang Seolah-olah sakit" bila tidak berpolitik, 
mereka ini perlu diwadahi, agar tidak gentayangan. Untuk 
kebutuhan itulah, muka PBNU yang telah menampung aspirasi 
wargunya, memberikan peluang kepada mereka untuk berpolitik 
dalam an aah Partai Kebangkitan Bangsa ." 

Mereapons pertanyaan, mengapa PKB cidak menjadikan 
kepentingon agama sebagai pijakan, mengapa pula justru 
nasionalisme dan demokrasi yang menjadi daser pijakannya! 
Abdurrahman Wahid menjawab bahwa PEB mengutamakan 
kepentingan nasional, PKB serantiasa mengutamakan substansi 
hukum Idam melalu hukum nasional dan bukan mengutamakan 
simbol-simbol formal keagamaan, Karena Republik Indonesia 
adalah sebuah negara dengan kepentingan-kepentingan nasional 
dan bukan sebuah negara agama.“ 

Dukungan senada disampaikan K.H. Hasyim Mudi (Ketua 
DPW MU Jawa Timur). Menurutnya, di era muld partai ini MU 


5 “Yahya C. Sragul, “Islam Yes Partai Orang Islam, Yes Asal... “dalam Munib 
Huda Muhammad (ed), Pro-Konera Partai Kebangatan Banga, hal 131, 

W Salahoddin Wahid, Nego di Badik Kabut Sekmah hal. 17. 

HOP PKB Jawa Timur Dokumen Dadar Poto Kelangkaan Banua, 
hal. 17. 

5 DPW PKB Jawa Timur, Dokumen Deklreu Partai Keberatan Berusa 
hal. 16. 

8 Abdurahman Wahid,” PKB, Syariah dan “Negara Sekuler”, dalam 
tulisannya, "Agomadan Negara, hal. 352-953, 
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harus memiliki kendaraan politik yang under comtrdl NU, Karena 
kepentingan MU tidak mungkin tumbuh dalam sebuah aliran politik 
yang kepentingannya berbeda secara dimuentrial, baik dari aspek 
ideologi maupun bentuk visi perjuangannya. Bahkan kalau hal tri 
dibiarkan, suara dan aspirasi warga MU yang disalurkan ke partai 
politik lain, bukan tidak mungkin akan membesarkan orang lain 
yang ujung-ujungnya justru akan menyulitkan NU sendiri. 
Karenanya, mau tidak mau MU harus memiliki “rumah politik" 
sendiri untuk kepentingan aspirasi politik umatnya, sekaligus 
sebagai alat perjuangan MU," 

Dengan demikian, MU memutuskan untuk mendirikan partai 
poliak yang dapat mewadahi aspirasi umatnya. Sementara di pihak 
lain, MU tetap berdiri dengan gerakan kustah-nya, Konsekuensi 
dari ditempkannya PKB oleh PBNU sebagai wadah politik "resmi" 
maka harus ade konsekuensi untuk membesarkan dan 
mengembangkan menjadi sebuah partai yang sehat di masa 
mendatang, tanpa harus mengganggu akrivibs organisasi MU 
lannya” 

Sikap pro dari tokoh MU yang lain berasal dari Said Agiel 
Siradj. Menurutnya, pendirian PKB diilhami oleh realitas historis 
bahwa selama pemerintahan resim Orde Baru telah sedemikian 
jauh memarginalkan peran politik MU. Selama itu pula warga MU 
tidak memiliki wodah poliok sendiri, sehingga aspirasi politiknya 
terserak ke berbagai kekuatan partai politik. Kelahiran PKB juga 
didasari kesadaran bahwa menjadi kewajiban bagi MU untuk 
menegakkan kebenaran dan kejujuran serta ber-arar ma'ruf nalu 
munkar guru membersihkan pemerintahan yang korup, penuh 
kolusi, nepotisme dan monopolitis sebagai warisan Orde Baru." 


W Hasyim Mumdi, “Memposisikan MU ds En Mula Pari” daban tuleaanya, 
Membangun MU di Era Pasoa Gas Dur: den Senen Bonang Sampai Perum 
Sang Jakarta : Gneindo, 1589, hal. 29, 

4 Hasyim Mucahi, Monposisiam MUI di Era Muli Partai, had. 30231. 

1 Sand Agil Sirodi, Islam Kebangsaan, Fagh Denloaak Kasam Saran, Ciganjur 
Pustakn 1559, hal. 159, 
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Pengamat politik dari MU, Masykuri Abdillah mengatakan, “Adalah 
tepat jika PBMU telah memitfasilitasi pendirian PKB, Terapi secara 
struktural PKB seharusnya tetap independen dari MU, dan untuk 
itu larangan rangkap jabatan tetap perlu diberlakukan. Dengan 
demikian, aspek sosial keagamaan dan sosial ekonomi yang 
sebenarnya menjadi garapan utama NU tetap dapat ditangani 
dengan baik. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena tingkat 
pendidikan dan pendapatan sebagian besar warga MU masih 
rendah". 

Munculnya sikap pro dan kontra di kalangan MU 
menunjukkan adanya ketidaksamaan visi dalam soal memper- 
juangkan kepentingan NU secar besar Ada yang menginginkan 
agar MU tetap tampil sebagai organisasi sosial kemasyarakatan an 
sich, ada pula yang ingin membowanya ke arena politik praktis, 
sebagaimana yang pernah dialami pada tahun 1952, dan ada pula 
yang berusaha memadukan kedua-duanya. 

Untuk tampil sebagai organisasi sosial an sich adalah hal 
yang sulit bagi MU, karena dalam sistem politik nasional yang 
bercirikan multi partai ini—di mana warna politik aliran menjadi 
suatu keniscayaan—seolah-oloh mewajibkan siapa saja untuk 
memilih warna politik aliran ivu secara menonjol. Bila MU tidak 
memiliki satu kekuatan politik, dipastikan kekuatan massanya 
akan menjodi incaran dan rebutan bagi partai lain. Hal ini jelas 
akan merugikan NU yang memiliki massa yang cukup besar 
Sebaliknya bila MU tampil secara penuh sebagai kekuntan politik 
atau berubah menjadi partai politik seperti peda tahun 1955, ini 
juga tidak mungkin dilakukan, karena bisa dianggap melenceng 
mencatat bahwa MU pernah berhasil menduduki urutan ketiga 
pada Pemilu 1955, 

Sejarah telah membuktikan, ketika MU terjun ke politik 
praktis, ongkos yang mesti dibayar terlalu mahal, seluruh Sumber 
Daya Manusia MU tercurah ke politik, sehingga misi misinya yang 


8 Masykuri Abdillah, "MU Pasca Cus Diur”, Kompas, 19 November 1999. 
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sangat mendasar seperti dirumuskan pada waktu berdiri 1926 
banyak yang terbengkalai. Selain itu juga akan menghilangkan 
citra MU sebagai organisasi sosial keagamaan yang bergerak 
dibidang agama, da'wah dan pendidikan yang sudah bertahun- 
tahun digelutinya. 

Karenanya, dalam sistem politik multipartai ini, mau tidak 
mau, NU harus punya pilihan politik sendiri untuk kepentingan 
bspirasi politik umatnya, yaitu partai yang tidak hanya 
menyuarakan aspirasi warga NU, tapi juga sekaligus sebagai alat 
perjuangan NU, 

Kontroversi pendirian PKB oleh PBMU yang telah dikimentri 
atau disikapi oleh beberapa tokoh NU dan pengamar politik di 
atas, semakin menunjukan adanya perbedaan-perbedaan dalam 
memahami dan menginterpretasi-kan konsep khuttah ibu sendiri 

Akhirnya, dengan lahirnya PKB yang, itu berarti NU 
membulatkan niat untuk kembali ke kancah politik praktis, 
pastilah menyisakan persoalang bila NU kembali disibukkan oleh 
urusan-urusan politik, dan bila NU tidak menyikapi fenomena 
menguatnya godaan untuk terjun ke arena politik praktis, maka 
dikuatirkan seluruh energi SDM NU akan kembali terkuras ke 
dunia politik praktis, sebagaimana pernah dialami ketika NU 
menyatakan diri sebagai partai politik tahun 1952 sampai 1973. 


Mencermati Munculnya Partai Partai Islam 


Tumbangnya rezim Soeharto yang diawali oleh krisis ekonomi 
sejak pertengahan 1997 telah membuka pintu “liberalisasi politik”. 
Hal ini ditandai antara lain terjadinya cuphoria politik rakyat, 
yang selama hampir tiga dasa warsa pemerintahan rezim Orde 
Baru termarginalisasi dari kuatnya pengaruh kekuasaan. 

Setiap kalangan mencoba mengekapresikan hak-hak politik 
dan kebebasannya yang selama pemerintahan rezim Soeharto telah 
“direnggut” secara perlahan-lahan. Ironisnya, setelah mereka 
memperoleh hak-haknya, mereka pun hampir tidak ada yang 
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concern kepada kewaojiban-kewajiban politiknya atau 
keberpihakan secara real kepada rakyat. 

Euphoria politik terjadi dalam bentuk yang beragam peda 
level akar rumput (grassroot). Luapan politik diekspresikan dalam 
bentuk huru-hara, kekerasan massa, kerusakan, atau penjarahan 
kolekrif, Di level elite politik, luapan politik mereka diekspresikan 
dengan pendirian partai-partai politik, menguatnya peran LSM 
dan maraknya aksi dan kelompok oposisi." Luapan politik dari 
kalangan Islam pun tidak ketinggalan 

Fenomena demikian, di satu sisi pada dasarnya dapat 
dimaklumi, tapi di sisi lain bila hal itu terus dibiarkan akan 
menjadikan ervergi elite politik Islam terkuras hanya pada sektor 
politik, dar menelancorkan sektor-sektor lain yang lebih penting. 

Setidalenya, hal ita bisa dilihat dengan munculnya partai- 
partai politik di era reformasi, yang mencapai kira-kira sebanyak 
148, terdiri atas sekitar 40 “partai-partai Islam". Tentu, setelah 
melewati seleksi oleh Tim 11, yaitu panitia yang dipercaya 
pemerintah untuk menyeleksi partai-partai politik yang alan ikut 
berlaga dalam pemilu. Dari seleksi ita, akhirnya diterapkan 
sebanyak 48 partai yang layak ikut pemilu, di mana sekitar 20 
partai adalah partai Islam.“ Angka ini berarti meningkat 10 parmi 
lebih besar dari partai Islam yang ikut berpartisipasi dalam pemilu 
tahun 1955, 

Agar tidak terjadi kekaburan dalam memaknai partai politik 
yang “dianggap Islami", perlu diberikan batasan singkat. Menurut 
Aszyumardi Arra, sebuah partai dapat disebut “Islami” manakala. 
Pertama, partai yang menggunakan Islam sebagai dasar ideologi 
mereka, seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PBB 
(Partai Bulan Bintang), dan PK (Partai Keadilan). Kedua, partai 


4 Eep Saefullah Farah, Mersentaskan Penahan, Catatan poliuk 1995-1999, 
Bandung: Mizan, 2000, hal. 153. 

UI Aayumardh Aca," Falecot Islam di Indonciia Pasca Soeharto”, dalam 
Chos Manning dan Peter Wari Ciermen (ed) Indonesia di Tengah Trus, 
Aspek-apek Sosial Reformasi dan Krisis, Yogyakarta: LKS , 2000, hal. 375. 
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yang menggunakan Pancasila sebagai dasar ideologinya, tetapi 
pada #not yang sama juga menggunakan simbol-simbol Islam, 
seperti Bintang dan Ka'bah atau simbol-simbol Islam lainnya, 
seperi PCD (Partai Cinta Damai), PIB (Partai Indonesia Baru), 
PKU (Partai Kebangkitan Ummat), dan PSII (Parta Syarikat Is- 
lam Indonesia). Sedangkan beberapa partai yang pengurus dan 
basis massan ya, pada umumnya muslim adalah parmi-partai seperti 
PKB (Partai Kebangkitan Bengsa? dan PAN (Partai Amanat 
Masonal). Partai-partai ini biasanya berhubungan erat dengan 
organisasi—orponisasi sosio-religius muslim. PKB misalnya dapat 
“dipastikan” sebagai sayap politik MU yang mewakili spektrum 
tradisonal Islam Indonesia, sedangkan PAN didukung besar- 
besaran dari kelompok mordernis Muhammadiyah." 

Berdirinya partai-partai Islam itu, menyebabkan timbulnya 
perdebatan umum yang hangat. Banyak pengamat politik dan 
kelompok intelektual menyoal alasan dan logika munculnya 
partai-partai Islam tersebut, Apakah pendirian partai Tslam murni 
untuk tujuan memperjuangkan kepentingan Islam, atau untuk 
memperebutkan jabatan pada kekuasaan, atau sbagai pernyatan 
luapan politik semata. 

Beberapa cendekiawan dan pengamat politik seperti 
Kuntowijoyo mengemukakan bahwa munculnya partai-partai 
Islam, hanya merupakan luapan polcik di era reformasi, sebagai 
wujud kebebasan politik dan demokrasi, Bagi Kurowijoyo, ledakan 
jumlah partai politik Islam harvyalah ekspresi dari cuphorta politik 
di antara elite politik Islam yang telah lama dipinggirkan selama 
hampir keseluruhan era rezim Soeharto. Sedangkan menurut 
Azyumardi Azra, berdirinya begitu banyak partai Islam, lebih 
didorong oleh keinginan para elite muslim untuk mendapatkan 
kekuasaan daripada didorong oleh alasan-alasan yang murni 
keagamaan." 

Pendapat para pengamat politik di atas, cukup beralasan 
"5 Asamandi Aca, "Fade dam di Indonesia Pasca Sochuumo, "hal. 376. 
"| Aryumardi Aa, “Falecor bela di Indonesia Pas Soelhuurta”, hal, 377, 
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karena dalam Islam sendiri amu dalam kelompok-kelampak Is- 
lam justru muncul banyak partai baru. MU misalnya telah memuliki 
sedikitnya cmpat pertal, yaicu PKB, SUMI, PMU dan PKU, belum 
termasuk. PPP yang notabene juga dipimpin oleh tokoh MU, Eks 
Masyumi sendiri juga memiliki beberapa partai yaitu, PBB, PMB 
(Partai Masyumi Baru), dar PIIM (Partai Islam Indonesia Masyumi! 
serta PSII yang terdapat dun partai, yaitu PSII dan PSII 1905. Masih 
ditambah dengan PUT (Partai Ummat Islami, PUMI (Partai Ummat 
Muslimin Indonesia), dan PID (Partui Islam Demokrat). 
Menurut Kuntowijoyo, secara umum partai-partai yang 
muncul tersebur dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk. 
Pertama, partai berasas Islam. Bila ditelusuri lebih dalam ada 11 
partai yang jelas-jelas berasaskan Islam, yaitu, PUI, PKU, PMB, 
PP PSII, PSII 1905 PPIM, PBB, PK, PMU, dar PPP Kedua, partai 
berdasar objektivitas, yaitu PIB (Partai Indonesia Barul, KAMI, 
PAY (Partai Abul Yatma), PAM, PDR, PCD, PID, SUMI, dan 
PUMI. Meskipun penilaian di atas tidak terlalu detnil dan tuntas. 
Sebuah partai dapat dikatakan melakukan objektivitas apabila, 
la) mengakui adanya pluralisme masyarakat dalam SARA: (b! 
menjadikan moral agama sebagai landasan gerakan, (ci berusaha 
agar moral agama menjadi kenyataan objektif, dang (dh menjadikan 
Parwasiln sebagai asas. Ketiga, partai berdasar spesialisasi, seperti 
PKB, Partai Golkar, PARI (Partai Rakyat Indonesia), dan semua 
partai yang tidak benar-benar sekuler dapat digolongkan pada 
kelompok ini. Agama mempunyai tempatnya sendiri dalam uruwan 
kenegaraan, terapi antara keduanya rpiah secara jelas. Agama 
hanya urusan personal bukan urusan publik. Agama berpengaruh 
pada person dan pada gilirannya person pada negara. Keempat, 
partai sekuler Partai yang dapat diklasifikasikan dalam kelompok 
ini adalah PDI-P Murbo (Musyowarah Rokyat Banyak) dan PRD 
(Partai Rakyat Demokratik). " 
“ Kontowijoyo, "Peta Politik Bagi Umat Idam” dalam Hamid Basyaib dan 


Hamud Abidin (ed), Mengapa Peres lela Kali Jakarta: Alvaber, 1989, 
hal. 20, 
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Klasifiknsi partai di atas, bukanlah berarti sebuah klasifikasi 
yang mengandung 100 persen kebenaran, paling tidak klasifikasi 
tersebut dapat dijadikan referensi ilmiah untuk mengamati 
munculnya partai-partai dengan berbagai macam basis dan 
ideologi. Kurtowijayo sendiri mengakui tidak ahu di mana akan 
memasukkan PD, PMI Front Marhoenis, PMI Massa Marhaen, 
dan PND (Partai Nasional Demokrat) sembari mengatakan, harus 
diakui bahwa kita tidak banyak rabu. 

Fenomena munculnya partai-partai yang menggunakan 
simbol-simbol agama, menurut TH. Sumartana (Direktur 
Interfidei Yogyakarta), sedikitnya ada Ggo sebah, pertama, agama 
itu sendiri memiliki dukungan teologis untuk mencapai cita-cita 
berdasarkan gagasan-gagasan keagamaan yang dipercayai, kedua, 
ikatan politik dari warganya menyebabkan agama sebagai faktor 
pengikat untuk mendukung pemimpin dari kelompok agama 
tersebut: ketiga, umat agama merasa telah nyaman dengan 
pemimpin politik yang muncul dari komunitesnya sendiri, dan 
kurang percaya bila politik dikuasai oleh kelompok agama lain." 

Dalam hubungannya dengan alasan kedua dan ketiga di 
atas, merupakan alasan signifikan bagi tokoh politik, khususnya 
elite politik agama untuk mendirikan partai politik. Fenomena 
tersebut tampak sekali ketika ormas-ormas dalam Islam sendiri 
memiliki partai lebih dari satu partai, MU misalnya, memiliki 
empat partai politik baru, demikian juga eks masyumi, memiliki 
tiga partai dan ormas Islam yang lain. Padahal bila kalangan Is- 
lam ingin bersatu dan memperjuangkan kepentingan Isdam secara 
bersama-sama, maka tentu saja partai-partai Islam, hanya ada 
satu partai untuk kalangan Islam tradisional dan satu partai 
untuk lilam modernis. 


«TH. Sumartana, “Menakar Signifikan Partai Politik Agama dan Partai 
Pluralis dalam Perutu (999 di Indonesia” dalam Aricf Subhan (peny.), 
Indonesia dalam Transisi Merupu Demokrasi, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 
1905 hal. 101. 
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Munculnya partai-partai Islam di era reformasi ini dapat 
dipandang sebagai era kebangkitan Islam politik." Sebalilanya, pada 
satu dasa warsa terakhir era Orde Baru, Islam kulcural” yang 
cenderung dipandang secara dikotomi: justra menemukan 
memenbamnya. Indikator yang dijadikan standar yang berhubungan 
dengan menguatnya Jslam kuloural adalah bertambah banyaknya 
jumlah madrasah #sekolah Islam), masjid, meningkatnya kesadaran 
beragama dan beribedah. Indikator lain berdirinya ICMI (Ikamn 
Cendekiawan Muslim Indonesia), BMI (Bank Muamalat Indoree- 
sia), asuransi lalam (tekafuli, dan munculnya berbagai LSM-LSM 
baik dari kalangan Islam tredisional maupun modem. Bangkitnya 
partai-partai Islam, menimbulkan keprihatinan dari kalangan Islam, 
terutarna dari kelompok cendekiawan dan tokoh-tokoh Islam yang 
bermain di wilayah gerakan kultural, Keprihatinon mereka tentu 
saja beralasan, karena bisa saja basis gerakan Islam kultural tersebut 
akan terbawa orus politik praktis yang hanya menawarkan kursi 
kekunsaan atau garapan politik lain yang lebih menjanjikan dan 
nyata, meskipun sesungguhnya bersifat instan dan tidak tahan lama. 
Bila hal ini terjadi, maka gerakan Islam kultural akan kehabisan 
energi dan tidok menutup kemungkinan akan mengalami 


kelumpuhan. 


4 Islam politik adalah Islam yang muncul atau ditampilkan sebagai frame 
atau basis ideologi politik, yang kemudian menjelma dalam benguk partai 
politik atau menurut sejarahwan M.O.S Hodgson, “Islam politik" adalah 
“Islamdom", Idam yang mengejawantah dalam kekuasaan politik (potiti- 
cal power), lihat MS Hodgson, The Venture of Islam, Chicago: The 
Universryof Chicago Pres, 1974). 
Islam Kultural mengandung pengertian bahwa sosialisasi dan 
knsitusonalsasi ajaao dam dilakukan melalui upaya-upaya yang 
menekankan pada perubahan kesadaran dan tingkah laku umat tanpa 
keterlibatan neyara dan tanpa perubahan sistem nasional menjadi sitem 
yang Indomi (Lihat Masykuri Abdillah, "slam Politik dan Islam Kultaral" 
dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (ed.), Mengapa Portal Islam 
Kalah!, 1999, hal. 30. 
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Keprihatiriari terhadap munculnya partai-partai Islam, cukup 
beralasan, karerw hal icu dapat memicu timbulnya konilik dan 
ketegangan di antara partai-partai politik yang ada. Selain itu dapat 
pula mengakibatkan formalisasi Islam dalam poliik. 

Menurut Bahciar Effendy, fenomena munculnya partai-partai 
yang berbasis agama, secara substansial bukanlah sebuah nostal- 
gia politik masa lalu, yang bernuansa politik aliran. Hal tersebut 
lebih sebagai keinginan untuk menampilkan ikatan simbolisme 
dengan Islam sebagai konstituen. Karena kini orang tidak lagi 
melihat simbol-simbol agama atau aliran, tapi lebih kepada pro- 
gram partai dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan Islam." 

Dengan demikian, penampilan Islam melalui partai-partai 
Islam tidak harus mengindikasikan kembalinya politik Islam yang 
asli atw kembalinya ideologi Islam yang bertujuan mendirikan 
repora slam seperti yang sempat menjadi perdebatan hongat pada 
masa demokrasi liberal di tahun 1950-an. Bagi kalangan 
cendekiawan dan pengarnat politik, munculnya partai politik yang 
menggunakan simbol agama, mengundang perdebatan hangat 
duri bernada skeptis, di antaranya Kuntowijoyo. Menurutnya, ada 
enam alasan mengapa pembentukan parpol Islam bisa dikatakan 
sebuah kesalahan fatal. 

Pertama, cerhentinya mobilitas sosial, Pada pasca-1963, yang 
mengalami mobilitas sosial vertikal adalah dari kaum abangan 
dan bukan kaum santri.” Padahal mereka sama-sama sibuk 


1" Bahtiar Ellen majalah Uramat, Mo. 22, 7 Desember (998, hal. XI. 

W Kaum abangan adalah golongan masyarakat yang menganut agama Iv 
law, tapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan. Kaum santri 
adalah golongan masyarakat Jalar yang beribadah dengan sungguh. 
sungguh (orang saleh). (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus 
Kesan hal dan 7831 Tera “abangan" dan “anto” dipopulerkan oleh 
Kliford Geerz. Menurutnya, perbedaan antara "abangan" dan "anta" 
adalah: periarna, kalangan abangan benar-benar tidak acuh terhadap 
dokerin, terpesona oleh detail keupacaruan, sedangkan santri sangat 
pethadian terhadap doktrin, hampirseluruhnya mengalahkan aspek ritual 
latam yang telah mervipisg kechaa, tidak ada perkauman keagaman yang 
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berpolitik pada era demokrasi liberal cahun 1950-an. Hal ini berjadi 
karena kaum abangan tidak mempunyai tanggung jawab sosial 
dalam penyebaran agama, sehingga energinya dapat dicurahkan 
untuk pembinaan SDOM-nyo, mereka dapat mengantarkan 
anggotanya untuk menjadi elite dalam berbagai bidang, seperti 
birokrasi, profesi, militer, intelektual dan eksekutif. Pada tahun 
1970-1990, ketika kaum santri mengalami marjinalisasi, ternyata 
membawa suatu blexsing in diyrewe (rahmat tersembunyi), karena 
setelah terbebas dari beban politik, kaum santri dapat membina 
SDM nya. Indikatornya adalah adanya dominasi dalam lembaga- 
lembaga legeslatif dan eksekutif sesudah 1992, yang menimbulkan 
istilah “Ho rovo-roso”, Demikian pula dominasi kaum saneri dalam 
dunia profesi, budaya, dan akndemik pada 1999-an mobilitas sosial 
vertikal itu akan terhenti, jika kaum santri kembali berpolitik. 

Kedua, disintegrasi umat. Pada tahan 1970-1990 terjadi 
hubungan akrab antara NU dan Muhammadiyah. Dalam 
kepengurusan ICMI sudah tidak diperhitungkan lagi aliran-aliran 
apama. Akari tetapi, konvergensi Itu akan berakhir jika parpol- 
parpol Islam muncul. Aliran-aliran agama yang semula telah 
mencair, akan mengkristal lagi, warga MU akan kembali memilih 
partai made by MU, demikian juga Muhammadiyah akan memilih 
partai made by warga Muhammadiyah. Masing-masing parpol Is- 
lam harus mercari identitas politiknya, sehingga perbedaanlah 
dan bukan persamaan yang menonjol. Inilah faktor yang kemudian 
menyebabkan disintegrasi umat," 

Ketiga, umat menjadi miopis. Dengan berpolitik, umat 
menjadi miopis, hanya mampu melihat realitas-realitos yang dekat. 


Organis, untuk berbicara setepatnya,di kalangan abangan, sedangkan 
kalangan srori, rasa perkaumas terhadap ama adalah yang terutun. 
(Lihor Cliffond Grere, Aburgan, Sent, Privasi dalam Masyoakan Jawa, 
Jakarta: Pustaka Jaya, 1983, hal. 172-175). 

4 Koncowifoyo, “Enam Alan Tidak Mendirikan Parcai Islam” dalarn Musaia 
(ed). Mtmerndih Pertai Mendembahkam Presidery Betapa Berdemakasi di Lfuk 
Mileruum, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998, hal. 27-32, 
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Orientasi bahwa kekuasaan akan menyelesaikan banyak hal 
ternyata hanya benar dalam jangka pendek saja. Misalnya 
“kemenangan” Islam untuk menyatukan pesantren dengan sem 
pendidikan nasional—seperti bahwa santri dapat bersekolah 
umum—ternyata hanya “manis” di permukaan. Di bawah 
permukaan “kemenangan" itu menimbulkan ketergantungan 
umat pada negara, cita-cita pemuda Islam odolah PNS an sich 
dan hilangnya orientasi wiraswasta pada umat. Kekuasaan tidak 
bisa menjamin penyebaran agama secara cfekaf. Sejarah Indo- 
nesia menunjukkan bahwa Islam disebarkan oleh para wali, dan 
bukan raja-raja. Pemerintah Hindia-Belanda yang telah menjajah 
Indonesia kira-kira 350 tahun tidok berhasil mengkristenkan 
orang-orang Indonesia. 

Keempat, terjadi pemiskinan kekayaan agama. fiko putra- 
putri terbaik umat diterjunkan ke medan palidk. Karena politik 
itu relatif gampang, rumusnya retorika, demogogi, dan mobilisasi 
massa, tidak terlalu memerlukan kretaivitas pribadi, tidak perlu 
pribadi yang suka bekerja dalam "sepi". Harus diakui bahwa 
penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta jiwa dam lebih dari 
SG persen umat Islam, umot kekurangan dalam banyak hal. Bila 
putra-putri terbaik umat lebih banyak yang bemain di wilayah 
politik, maka wilayah garapan umat yong lain okon terbengkalai 
dan mengakibatkan pemiskinan di wilayah garapan lain. 

Kelima, runtuhnya prokferas (penyebaran). Preliferasi telah 
menjadikan pengusaha, birokrat, ilmuwan, seniman, ulama, dan 
lain-lain sebagai tokoh-tokoh umat, manakala di magah-tengah 
umat muncul parpol, tertulah tokoh politik yang ahli dalam 
mobilisasi massa kembali menjadi satu-satunya tokoh umat. 
Dengan muncul parpol dan tokohnya, akan hilanglah gambaran 
bahwa tokoh umat biso jodi usahawan, intelektual atau 
budayawan. Proliferasi yang selama ini telah terbentuk akan buyar. 

Keenam, alienasi generasi muda umat yang memiliki sapirusi 
mendirikan parpol Islam, mestilah mereka yang berumur rata-rata 
50 tahun, yang mengalami sengitnya persaingan antara aliran 
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agama. Akan tetapi orang lupa bahwa ada banyak hal yang sudah 
berubah selama ini, yaitu lahirnya generasi baru yang non sektarian. 
Gerersi non sektarian itu muncul disebabkan oleh adanya mobilitas 
geografis dan generasi mengambang. Mobilitos geografis 
menyebabkan orang tercerabut dari reference group (kelompok 
rujukannya), misalnya mereka yang terpaksa berpindah-pindah 
karena pendidikan, pekerjaan, dan kedinasan mereka tidak bisa 
diharapkan tidak luntur ke-MU-an atau ke-Muhammaodiyoh- 
annya. Generasi mengambang terjadi ketika orang tidak lagi 
menghayati aliran-aliran kengamaarnya, sehingga aliran apa saja 
asal Islam. Pembentukan parpol berarti mengingkari telah terjadi 
perubahan sosial di kalangan umat. 

Meskipun argumentasi Kuntowijoyo di atas bernada skeptis 
dan kontroversial, toh analisisnya cukup tajam dan merupakan 
sesuatu yang nyota dalam masyarakat Islam. Argumentasi di atas 
semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa partai-partai politik 
yang sama-sama menggunakan simbol Islam, seringkali terjadi 
ketegangan dan saling mendiskriditkan, boik secaro langsung 
maupun tidak langsung. Masing-masing dari mereka mengklaim 
bahwa dirinyalah yang paling benar, dan mereka acapkali 
meremehkan atau berburuk sangka (negative ohinking) pada pihak 
lain. 

Elite-elite politik seharusnya menyadari bahwa sejarah 
munculnya pertai-partai Jslam pada tahun 1950-an, ternyata 
kurang memperoleh dukungan yang cukup signifikan dari 
kelompok pemilih Islam pada saat Pemilu 1955. Dukungan dari 
keseluruhan pemilih Islam tidak mencapai 50 persen. Hal ini 
mestinya menjadi pelajaran Islam kini, ogar kegagalan masa lalu 
tidak terulang kembali di masa-masa sekarang dan mendatang. 

Meskipun demikian, suatu aksioma yang tidak dapat 
diimgkari, bahwa agama dan politik masih sulit dipisahkan. Dari 
itulah, kenyataan dalam sejarah politik di negeri ini menunjukkan 
betapa orang berpolitik memerlukan legitimasi dan justifikasi 
agama. Karena itu agama seringkali menjadi “kendaraan politik" 
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bagi aktor-aktor politik yang ingin segera memperoleh kekuasaan. 
Padahal politis agama peda dasarnya odalah subordinas: agama 
di bawah kepeningan kekuasaan. 

Apabila aypama yang bisa diumpamakan dengan sebuah sungai, 
maka pohtsasi dan ideologisas agama merupakan permainan yang 
terjadi pada hulu sungai. Kesalahan sedikit saja akan menjadikan 
seluruh batang sungai keruh dan tercemar. Akibatnya para pengguna 
sungai akan terkena pencemaran juga. Mamun mencari inspirasi 
moral peda agams dalam berpolitik laksana bermain pada hilir sungai, 
di bawah hulu sungai, sehingga kalau pun terjadi kesalahari, tidak 
akan merusak sungai tersebut pada sumber-sumbernya, seluruh 
batang sungai masih terselamatkan dan semua orang masih dapat 
memanfaatkan air sungai tersebut 

Politik tetap memerlukan dukungan moral agama, dan 
apamu pun kerapkali membutuhkan politik untuk kepentingan 
syiarnya, Persoolannya adalah bagaimana menempatkan agama 
secara proporsional dalam kerangka politik, sehingga tidak 
tercemar oleh kepentingan yang bersifat individu atou kelompok, 
yong cenderung merusak, merugikan, dan mengurangi wibawa 
agama itu sendiri. 


Pemilu 1999, Pemilu Era Transisi 


Pada era refonmasi, telah lahir sebanyak 148 partai poliuk. 
Klamun setelah melalui proses verifikasi oleh Tim 11, hanya 48 
partal poliak dinyotakan lolos seleksi dan dinyatakan layak 
mengikuti Pemilu 1999, Ke-43 partai yang lolos seleksi itu disahkan 
4? TH. Sumartana, “Menakar Sigoifikana Pari Politik Agama dan Partai 

Pluralis dalam Pemilu 1999 di bndonesia" hal. 105, 

5? “Tim LL (sebelasi cerdiriats Muchlis Madipid (Ketan, Mira Bodiardja, 
Adi Arndoje Soctcipto, Mulyana 8 Kusumah, Kastorius Sinaga, Ecp 
Sacfulloh Fatah, Rama Pratuma, Adnan Dayung Masution, Alfan Gatr 
dan Aavas Urbaningrum. 

4 Pax Benedanco, (er ali, Pemulahan Lee 19985, Dremakorasi atom Kehutm 
Kera, Jakarta: LSPP 1959, hal.I8, 
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melalui surat keputusan Mendagri selaku ketua Lembaga Pemilihar 
Umum (LPU) Mo. 3 tahun 1999.” 

Untuk penyelenggaraan pemilu itu, pemerintah membentuk 
KPU (Komisi Pemilihan Umum! yang kemudian ditetapkan 
melalui Keputusan Presiden (Keppres! No. TI/M/1999, yang 
diketuai oleh Rudini. 

Syahdan, pelaksanaan Pemilu 1999 mendapat perhatian luar 
biasa dari berbagai kalangan. Hal ini dibuktikan dengan 
munculnya lembaga-lembaga pemantau pemilu baik dari dalam 
maupun luar negeri. Sedikitnya ada 119 lembaga dari dalam 
negeri dan 20 organisasi asing terdaftar di KPU sebagai perantau 
resmi pelaksanaan pemilu. Selain itu tidak kurang dari 13 
perwakilan Kedutsan Besar, lembaga dari dalam negeri ancara 
lai KIPP (Komite Independen Pemantau Pemiluh, Forum Rekror, 
Unirel (L/mversity Network for Free Election), Jampi (Jaringan 
Masyarokat Pemantau Pemilu) Joppin (Jaringan Pesantren 
Pemantau Pemilu), IT! (Ikatan Jumalis Televisi Indonesiah, PWI 
Reformasi, Namitrel (National Citizens movement for Free Elec- 
tiem) dari Filipina, dar Carter Center, Jumlah pernaritau asing yang 
terdaftar di KPU sebanyak 515 orang. Sedangkan jumlah 
pengamat dari kedutaan Jepang, Amerika, Inggris, Kanada, 
Perancis dan Australia berjumlah 199 orang.“ 

Pasen-pemungutan suara, lembaga KPU ternyata kurang 
berhasil menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan 
pasal 65 dan d6 Undang-Undang Mo. 3/19998 dalam soal 
pengumuman hasil pemilu sesuai dengan agenda yang telah 
ditetapkan. Yaitu, yang semula akan ditetapkan pada tanggal 
Juli 1999, ternyata diundur menjadi tanggal 21 Juli 1999, dan baru 
direalisasikan peda tanggal 26 Juli 1999, Keputusan itu pun tidak 
berjalan mulus, sebanyak 27 wakil partai di KPU menolak 
merancdawngani berita acoro dan tabulasi hasil penghitungan sunra 
"Par Benedanto, (etal), Pemuda Lam 1999 bal. 29. 

2 KPG, Illustradon Batobase, “Pemalu Masa Kritis”, Jakarta, Ma. 3 Juni 1999, 
had, 34. 
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pada Pemilu 1999, Alasan mereka, hasil perolehan sumra cersebut 
harus dimnulir karena masih banyak terjadi kecurangan untuk 
mengakhiri perdebatan panjang tentang finalisasi tahap penting 
dan pemilu ini, maka pada tanggal 4 Agustus 1999, dikeluarkan 
Keputusan Presiden Mo. 92 tahun 1999 tentang pengesahan 
penetapan keseluruhan hasil penghitungan suara pemilu tahun 
1599 untuk DPR, DPRDI 1 dan DPRD II secara rasional." 

Kopurusan itu menetapkan hanya 21 dari 48 partai politik 
peserta pemilu yang memperoleh kursi di DPR. PDI Perjuangan 
sebagoi pengumpul suara terbanyak dengan total 35.589.073 suara 
atau 307696 dari seluruh jumlah pemilih. Peringkat kedua adalah 
Partai Golkar dengan 23.741.749 jumlah sumra amu 72.46 disusul 
oleh PKB yang mengumpulkan 13.336.987 suara atau 12.614, 
kemudian PPP dengan 11.329.505 suara atau 10.7299 dan diikuti 
oleh PAN dengan 7.518.956 atau 7,126 dari total pemilih. (Lihat 
tabel 3.) 


Tabel 3. Jumlah Perolehan Suara dan Kursi DPR RI 


Golkar 
Partai Persataan Pembangunan 
Partai Kebangkitan Bangsa 
TNLPola (latah Karsi Grats) 
Partai Amanat Masional 
Partai Bulan Bintang 
Partai Keadilan 
Partai Keadilan dan Persatuan 
Partai Demokrasi Kasih Berngaa 
Partai Mahdhatul Umat 


L 
ia 
3 
4. 
& 
b 
1. 
&. 
3 
0. 
| 


K3 


31 Poo Penedanto, letal., Peralihan Umum 1909: hal 48.89, Mula yana 
Kusumah, “Pelaksanaan Pemilihan Umum bun 199595, dalam Juri 
Ardiantoro FK True Denokrasi Evaluasi Kirito Penyelenggaraan Pemilu 
1999, Jakarta: KIPP 1999, hal. 127-136. 
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1. | Pari Bhinneka Tunggal Ika 
Paroi Demoksi Indonesa 
Parmi Kebangkitan Umat 
| Pari Syarikat Islam Indonesia 
| PM Front Marhaen 
Farmi (PKI 
PMI Masa Marhaen 
1 | Partai Daular Rakyat 
Sumber: Panitia Pemulihan Indonesia. Lihat Pax Beredar, (eta), Penulhan 
Umum 999, hal.37. Hasil jatah leursi gratis TMUPOLRI dalam tabel di atas 
dibuat dengan memperhitungkan dua kesepakatan stemino aooord (kelompok 
k PL, PKL, PEP PSII 1903, Masyumi, PBB, PE, PMUL Kelompok II: POKE, 
PBI, PADI), Jurnlah suara ah adalah 105.756.561. 


3 
2 
| 
l 
l 
i 
l 
l 
l 


ogepepese 


Secara umum pelaksancan Pemilu 1999, dinilai oleh 
sejumlah lembaga pemantau pemilu independen sudah jauh lebah 
baik dan memenuhi syarat sebagai “free and fair dlectim”, dibanding 
dengan pemilu-pemilu Orde Baru. Namun tidak dapat dipungkiri 
masih banyak diremukan pelanggaran-pelangguran, baik sebelum 
maupun sesudah pemilu berlangsung. Menurut Blair King, 
pelaksana program National Democratic Institute (NDI), lembaga 
pendorong demokrasi yang bermarkas di Washington DC, “In- 
donesia mampu menyelenggarakan pemilu yang serba baru, baik 
sistem, peserta pemilu maupun penyelenggaranya, dan secara 
relatif cukup baik dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu 
transisional di negara lain, misalnya Thseiland”3 

Menurut KIPP pelanggaran pada pemilu kali ini tidak 
dilandasi dengan mocif politik cercentu. Dalam pemantauan KIPP, 
ada limo pelanggaran yang paling menonjol dalam pemilu kali 
ini, yaitu tempat Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak netral 
(misalnya di gedung pemerintah) sebanyak 13.785 kasus 
(136256), peralatan TPS tidak lengkap sebanyak 13.596 kasus 


8 Pax Denedanto, (et Bli, Pemulohan Las (989, hal. X1, 
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(13.539), pembukaan TPS cidok cepat waktu 10.719 kasus 
(10.594) kotak suara tidak kosong 8.310 kasus (8.218) dari 
pemilih ganda 8.252 kasus (S5, 18991." Selanjutnya menurut Unirel, 
Pemilu 1999 masih terdopat sejumlah kecurangen dan 
pelanggaran, antara lain politik uang (money politics) dan 
intimidasi di beberapa daerah." 

Dari catatan JAMPI sendiri menunjukkan adanya 20 jenis 
pelanggaran pada Pemilu 1999, antara lain, calon pemilih sudah 
bercinta dengan frekuensi 1.259 au 444, pemilih tidak mau 
diberi tinta dengan frekuensi 2.853 atau 7,65 dan terjadi 
penitipan pemberian suara yang tidak diketahui dilakukan oleh 
panitia dengan frekuensi 6.150 atau 18490." 

Meskipun telah ditemukan banyak bukti pelanggaran dan 
kecurangan yang dilakukan oleh berbagai partai peserta pemilu, 
ternyata amat sedikit yang dimejahijaukan, apalagi yang dijatuhi 
hukuman. Kalaupun ada kasus yang dibawa ke pengadilan, lebih 
merupakan kasus yang kecil dar sangat lokal, Untuk kusus yang 
menyangkut sejumlah nama besar dalam birokrasi, tampaknya 
hanya menjodi ramai di media massa. 

Data resmi yang dikeluarkan oleh Panwaslu (Panitia 
Pengawas Pemilu) pusat, memberikan gambaran mengenai 
penyimpangan pada Pemilu 1999, sebagaimana diragakan di 
bawah ini. (Lihat tabel 4.) 


1" Pax Benedanea, (etal), Nemulihan Umum 1999, hal 32. 

3 Fax Beredanto, tetal, Pemalihan Lian 1999, hal 24, 

“AL Malik Haramain dan MK Murhuda Y, Mlengowral Tromesi, Refleksi atas 
Perumutuan Penak 99, JAMPI-PB PMI-U MDR 2000, hal. 67-77, 


57 


Ball "Ulum 1 “Hodnhnga MU" apa "MU Dihadahi"? 


Tabel 4. Jenis Penyimpangan dalam Pemilu Tahun 1999 


Pen aa kana yang 
menenda taa ca 


Sumber: Funwaslu Pusat, 1999 Lihat Juri Ardiantoro & Trovesi Demokras, 
hal. 143 


Bagaimanapun pelaksanaan Pemilu 1999 seperti dijelaskan 
secara ringkas di atas, dengan segala kekurangan dan 
pelanggaran yang ada, telah menampakkan suatu kemajuan yang 
sangat berarti menuju terwujudnya demokrasi yang diharapkan. 


Terpilihnya Abdurrahman Wahid 
Perolehan sumra pada Pemilu 1999, ternyata tidak memuncul- 


kan kekuatan mayoritas tunggal (single majornity), seperti pemilu- 
pemilu Orde Baru. Komposisi hasil pemilu itu, memaksa kekuatan: 
kekuatan politik untuk melakukan koalisisi antarpartai dalam 
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rangka memenangkan pertarungan-pertarungan politik di Sidang 
Umum (SU) MPR. 

Di tengah ketidakpastian kekuatan politik itu, muncul 
kekuatan massa dari PDI-P dengan urutan pertama perolehan 
kursi yang menggertak dengan cap jempol darah, sebagwi wujud 
dukungan fanatisnya kepada Megawati agar terpilih sebagai 
presiden. Demikian juga basis pendukung Habibie dari Partai 
Golkar yang tetap menjagokan Habibie sebagai presiden dan 
dukungan fanatis dari rakyat Makasar yang mengancam akan 
menyatakan merdeka bila Habibie tidak terpilih sebagai presiden. 

Munculnya dus kekuatan politik yang fonatis menjelang 
SU MPR. itu, dan kecilnya perolehan suara partui Islam, menjadi 
sebuah inspirasi bagi tokoh-tokoh reformasi dan Islam untuk 
mencari solusi alternatif dalam menyelesaikan kebuncan dan 
pertikaian politik yang lebih besar serta keinginan untuk tetap 
memainkan peranan yang dominan pada SU MPR, maka lahirlah 
ide cerdas itu, yang kemudian dikenal dengan “Poros Tengah (cen- 
tra mas)" Amien Rais sebagai tokoh politik Islam memberikan 
komentar tentang berdirinya Foros Tengah ini. Menurutnya, 
“Dengan bergulir-nya Poros Tengah, akan membuka mata kedua 
kubu Megawati dan Habibie yang sedang bertikai, bahwa ternyata 
ada kekuatan Jain yang lebih besar daripada mereka yang tidak 
dapat dipandang remeh" 

Sedangkan Bahtiar Effendy sendiri mencoba menjelaskan 
mengapa kemunculan Habibie dan Megawati sebagai front run- 
ners justru telah memunculkan wacana “politik kekuatan" dari 


S Ide Awal Poros Tengah berasal dari Bambang Sudibyo (eks Menteri 
Ekor era Abdurra hanan Wahid), seperoi dialoui dalan wawancaranya 
dengan Korapas, (Lihat Kompas, 16 jamanri 2000). Versi lain, ide Poros 
Tengah ini telah dimunculkan oleh Faisal Basir, dan Husni Thamrin dan 
versi pang barunya, ide ita muncul dari Ansen Epis sendiri, 

"Amien Rais, “Poros Tengah, Cui Dur dan Masa Depan Reformasi" dalam 
Feandung: Mizan, 1999, hal. 33. 
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soal deadlock sampai hal-hal yang bersifat “menyeramkan”, 
pertama ini berkaitan dengan modal sosial politik yang dimuliki 
keduanya, kedua baik Habibie meupun Megawati belum 
memperoleh dukungan terbuka dari kekuatan politik lain. 
Bahkan, pencalonan Habibie sesekali masih dipersoalkan oleh 
sebagian fungsionaris Golkar. Dalam konceks hasil pemilu ini 
menandakan bahwa politik kepresidenan masih merupakan cv- 
ery body's game." 

Berangkat dari realitas politik yang menegangkan di antara 
kubu Habibie dan Megawati dan munculnya resistensi kubu 
reformasi terhadap kedua kubu di atas, maka Amien Rais 
memunculkkan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden dari 
kubu Poros Tengah, yang berbasis partai Jslam dan reformasi. 
Pencalonan Abdurrahman Wahid oleh Amien Rais didasarkan 
pada pengamatan bahwa Abdurrahman Wahid merupakan tokoh 
bangsa yang paling “licin”, “piawei" dan “luar biasa” karena 
mengandung element of surprwe. Selanjutnya dikatakan bahwa 
Abdurrahman Wahid adalah calon yang memiliki kriceria terbaik 
di antara yang terjelek (the best among the wes)" 

Pencalonan Abdurrahman Wahid sendiri melalui Amien 
Rais, mengundang pro-kontra. Ketua Umum PKB, Matori Abdul 
Cakil menaruh kecurigaan terhadap gagasan pencalonan icu dan 
“menuduh” Amien Rais ingin mendompleng untuk posisi wakil 
presiden." Pencalonan itu juga dianggap tidak masuk akal leh 


# Bahutar Effendy "Gus Dur dan Poros Tengah", dalam Abd. Rahim Ghazali, 
Gus Der dalam Semotam Cendekia Whehamnadesah, hal. 99680, 

“ Amicr Fais, "Poros Tengah, Gus Dur dan Masa Depan Reformasi” dalam 
SN ae 

Ada Mr. 

“ klenurut Yusaf Hasyim, keberatan PKB lebih disebabkan oleh dua falevor 
Pertama, pencalonan Abdurrahman Wahid dilihat sebagai manuver Poros 
Tengah untuk mengganjal langkah Megawati unouk menjadi presiden KJ 
keempat. Kechai, Matari dan beberapa tokoh PKB sudah dijanjikan posisi 
tertentu dalam Kabinet yang dipertapkan PDI-P (Lihat Gamma, 12 Sep- 
ternber 19991. 
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AS. Hikam. Demikian juga Ketus Umum PBB, Yusril Ihza 
Mahendra menganggap pencalonan itu hanyalah bersifat pribadi 
Amien dan belum diputuskan secera resmi oleh Poros Tengah." 

Bagi Amien Rais sendiri, pencalonan Abdurrahman Wahid 
untuk menduduki kursi RI-1, sungguh sangat serius seperti 
terungkap dalam wawancara dengan Forum Kerdilan.” Menurut 
Amien Rais, Habibie dan Megawati dalam persepsi sejumlah 
kalangan dianggap riskan dari mengandung banyak masalah. 

Pencalonan terhadap Abdurrahman Wahid merupakan suatu 
pilihan yang dilematis, karena di satu visi ia adalah tokoh Islam 
yang dikenal kontroversial dan berpikiran liberal. Sikap 
kontroversial dan liberal ini, oleh banyak kalangan dinilai belum 
sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat, utamanya masyarakat 
Islam Indonesa, meskipun ia sendiri adalah kiai besar (bahkan 
sudah dianggap “wali"), dan ketika pencalonan itu berlangsung, 
ia masih menjabat sebagai ketua umum PBNU, Di as lain, 
Abdurrahman Wahid adalah sosok yang paling sedikit mendapat 
resistensi dari para elite politik, kelompok agama dan musa, 
terutama menahan derasnya arus disintegrasi bangsa. 

Memang diakui bahwa dalari sejarah hubungan NU dari 
Muhammadiyah, belum pernah ada dukungan yang begitu besar 
dari “Muhammadiyah” kepada “Nahdlatul Ulama" atau 
sebaliknya. Yang terjadi adalah sikap-sikap yang selalu berlawanan 
dan saling kritik. Keberanian Amien Bais sebagai ketua umum 
PAN untuk menjagokan Abdurrahman wahid menjadi calon 
presiden merupakan catatan penting dalam sejarah politik Islam 
di Indonesia. 

Implikasi posidf tenomena di atas digelarlah cara “pengajian 
bersama” yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda Anshor dan 
Pemuda Muhammodiyah di Kantor PP Muhammadiyah, tanggal 


“1 Abd. Rohim Ghozali, fedi, Ge Deer Cadlem Sorotan Cendekumwan 
hal ic. 


“Muhammad Najib, tihod Poktik Fovos Teruoh dan. Dinomika Fbrtas Amanat 
Mestored, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000, 42. 
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26 September 1999, Pada kesempatan ini Amien Rais kembali 
menegaskan dubungennya kepoda Abdurrahman Wahid sebagai 
calon presiden dari Paros Tengah." 

Untuk lebih meyakinkan Abdurrahman Wahid dan kiai- 
kini sepuh MU yang masih ragu terhadap dukungan dan keseriusan 
Poros Tengah, sedikitnya ada tiga kali pertemuan yang dilakukan 
antara tokoh-tokoh Poros Tengah dengan kiai MU: masing-masing 
di Pesancren Langitan Jawa Timur, di rumah Abdurrahman Wahid 
sendiri, dan di Bunter, Jawa Barat," 

Abdurrahman Wahid akhirnya setelah diyakinkan oleh 
pamannya K.H. Yusuf Hasyim akhirnya menerima pencalonan 
itu. Kesediaannya dinyatakan pertama kali dalam acara yang 
digelar oleh BM PAN di Hotel Arya Duta. Kemudian diulanginya 
dengan bahasa yang lebih lugas kerika memberi sambutan pada 
acara tasyakurannya di Ciganjur dengan ungkapan, “Pencalonan 
Mega anja saya dukung, apalagi pencalonan diri saya sendiri." 

Kekuatan Poros Tengah pun kian bergulir dan menguat 
seiring dengan kesediaan Abdurrahman Wahid uneuk dicolonkan 
sebagai presiden dan dukungan moril dari kisi MU sendiri, 
meskipun ada sebagian kalangan yang skeptis terhadap integritas 
Poros Tengah ini, fa terus bergerak laksana roda raksasa yang 
dapat melompoti tembok-tembok tinggi. 

Munculnya kekuatan baru bernama Poros Tengah di tengah 
perhelatan politik SU MPR sungguh menarik perhatian banyak 
kalangan, Apalagi saat itu tidak ada kekuatan politik yang 
memiliki suara mayoritas. 

SU MPR 1999 dimulai tanggal 1 Oktober 1999. Lobi-lobi 
antarpertai semakin intensif mewarnai SU MPR. Pada saat rapat 


" Mohammad Najib, Ijtiherd Poros Tengah dam Dirumuka Parts Amumat 
Mesorud, hal 45. 

" Muhammad Majib, Itahad Politik Poros Tengah dar Dinamuka Penat Amumara 
Masal, hal 48. 

1 Muhammad Majib, litihad Polirik Poros Tengah der Doncaka Partai Amurus 
Mnsinnal, 44, 
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paripurna MPR, pertama melalui voting, Poros Tengah berhasil 
mengalahkan PDI-P dan PKB dalam masalah jumloh dan jenis 
fraksi MPR serta komposisi pimpinan MPR." Dalam rapat 
paripurna kedua untuk menetapkan komposisi pimpinan MPR 
yang dilakukan melalui voting, koalisi PDI-P dan PKB lagi-lagi 
harus menderita kekalahan." Poros Tengah menjagokan Amien 
Fots memperoleh 305 suara, sedang Matori Abdul Djalil dari kubu 
PDI-P dan PKB memperoleh 279 suara." 

Menurut Amien Rais, nsiknyo ta ke kursi MPR tidak lepas 
dari restu Abdurrahman Wahid, yang diakui sebagai "Saudara 
Tua" Terpilihnya Amien Rais juga mendapat dukungan dari 
Rais Amm PBNU, E.H.M. Ilyas Ruhyat dengan menyatakan, 
“Terpilihnya Amien Rais menunjukkan bahwa demokrasi mulsi 
terwujud", Dan ia mengharapkan berbagai kalangan agar 
mendukung langkah-langkah Amien Rais berikutnya. 

Pada tahap pemilihan ketua DPR, muncul nama Akbar 
Tandjung, besarnya peluang Akbar Tandjung juga tidak terlepas 
dari dukungan Poros Tengah, seperti disampaikan oleh AM Fatara 


1 Muhammad Majib, Irihad Polutak Pore Tengah den Dewomuka Put Arus 
Masemal, hal,49. 

7 Muhammad Majib, Ieihad Poros Tengah dan Diewwamuka Pentas Amar 
Mastonal, hal. 54, 

& Suharno, Conerlanga Pun Tengah, Jakarta 1 Parenial Prem, 1988, hal. 
If. 

7 Dalam Pidato setelah terpilih sebagai ketun MPR, Amuen Pis mengatakan, 
“Khsus saya mengucapkan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada 
Sadar Tia saya, no seraon other, yadoa KEL Abdurrahman Wahid”. 
Amin mengakui, "Sesungguhnya, mula-mula menurut ekayasa manusa 
dan keinginan kami sebagai manusia yang duduk di sini bukan Amien 
Haii, rapi EH, Abdurrahman Wabid. Tetap ternyata beliau yang selalu 
kontak dengan isyarat langit mengatakan, "Mas Amien, insya Allah anda 
saja yang sekarang be sana (Ketua MPR) mudah-mudahan menjadi 
kenyataan?” (Kompas, 5 Iktober 1989)". 

2 Mubsmmrenad Najib, roh Plditik Poros Tengah dam Dinamika Fiates Amnanat 
Moana, hat.37. 
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dori PAN dan Hamzah Haz dari PPP” Melalui voting, Akbar 

Tandjung pun terpilih sebagai ketua DPR yang memperoleh 41 1 

suora cari 491 suara pemilih." 

Setelah tiga kali mengalami kekalahan melalui voting di 
MPH, PDI-P khususnya dalam pertarungan memperebutkan kursi 
ketan MPR, membuktikan bahwa koalisi beberapa partai Islam 
plus Golkar, menunjukkan adanya kekuatan yang solid dan efekrif 
dari Poros Tengah. Tampilnya Amien Rais sebagai ketua MPR 
semakin melapangkan jalan bagi Abdurrahman Wahid untuk 
menjadi presiden. 

Fenomena kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh FDI- 
Pdan PKB, menyebabkan PKB goyah uriuk meneruskan alarsinya 
dengan PDI-P Dalam posisi yang dilematis itu, PKB akhirnya juga 
berpaling ke Abdurrahman Wahid.” Menguatnya dukungan Poros 
Tengah kepoda Abdurrahman Wahid, menimbulkan kekuntiran 
dan ancaman bagi kubu PDI-P Dalam kondisi seperti iru, muncul 
informasi yang beredar adanya upsya-upoya untuk mengadang 
Abdurrahman Wahid dengan cara menetapkan syarat kesehatan 
joimari bagi calon presiden, Karena itu, Poros Tengah perlu segera 
memiliki calon alternatif manakala Abdurrahman Wahid terganjal 
untuk terus maju dalam pemilihan presiden. Untuk mengantisipasi 
kemungkinan buruk itu, Poros Tengah memunculkan nama 
Murcholish Madjid meskipun tidak dicalonkan oleh salah satu fraksi 
di MPR. " Hal itu dimungkinkan oleh tata tertib dengan cara 
? Muhammad Najib, Sitihcad Politik Peres Tengah demi Pirwmnika Pertoi Amemut 

Nasonal, hal, 57. 

" Muhammad Najib, fitehuad Poditek Ponos Tengah dar Dirwmnika Perta Amorut 
Masonal, hal. 1. 

' Dukungan resmi PKB itu disampaikan dalarn jumpa persdi ruang Komisi 
NI, gedung MPR, hadir dalam jumpa pers itu, Ketua PKB Alwi Shihab 
dan Khofifah Indar Parawanaa, sekjen PKB, Muhaimin Iskandar, Kesua 
Fraksi KB MPR, Yusuf Muhammad dan Ali Masrkur Musa (Kompas, 9 
(Iktober 19997. 

8 Kluhammad Majib, Iiuihord Paditik Powos Tengah den Dewemaka Pertai Amarua 
Masoral, hal.56. 
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mendapatkan dukungan minimal 70 Orang anggota MPR. Namun 
wacana ini tidak sempat menguat, menyusul pernyataan Murcholish 
Madjid bahwa ia baru akan maju jika Abdurrahman Wahid 
memirtanya. 

Setelah Presiden Habibie membacakan laporan pertang: 
gungjawabannya (selama 512 hari dalam meleksanakan tugasnya 
sebagai presiden), akhirnya pertanggungjawaben Habibie ditolak 
oleh MPR melalui pemungutan suara. Mereka yang menolak 
sebesar 355 suara, sedangkan yung menerima sebanyak 327 suara, 
9 abstain, dan 4 suara tidak sah." 

Bagi Habibic sendin setelah jelas hasil votng itu, menurut 
sumber media Indonesia yang ikut menyaksikan acara di 
kediamannya, Habibie menyempadean diri sujud syukur" Habibie 
sempat menyatakan, sebaik-baik rencana manusia itu, lebih baik 
lagi adalah rencana Tuhan, Menyusul ditolaknya pertanggungja: 
waban ia sebagai presiden, Habibie secara ksatria dan sportif 
menarik diri dari pencalonan dirinya sebagai presiden. Dengan 
begitu, secara otomastis pengunduran diri Habibie, semakin 
memperlebar jalan bagi kubu PDI-P dan Poros Tengah untuk 
memperebutkan kursi presiden. 

Mendekati sidang paripurna dengan agenda pemilihan 
presiden, secara tiba-tiba Fraksi Bulan Bintang memunculkan 
Yusril Ihza Mahendra sebagai calon presiden. Inisiatif itu 
dilakukan oleh PBB untuk mengantisipasi jika Abdurrahman 
Wahid mengundurkan diri sebagai calon presiden dan 
memberikan jalan poda Megawati untuk menjadi calon tunggal 
presiden. Tetapi untungnya, sebelum proses pemilihan presiden 
berlangsung, Yursil Ihza Mahendra ternyata mengundurkan diri 
dan menyatakan dukungan kepada Abdurrahman Wahid, 

Proses pemilihan presiden pun berlangsung secara voting 
tertutup, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1909 dalam 
sunsana pemilihan yang tegang, akhirnya Abdurrehman Wahid 


"Arief Mudatsir Mandan, Sedang Umam MPR RI 1999 Memilih Gus Dhur 
Menjadi Presiden Jakarta: Foram Indonesia Satu (FPS), 2000, hal. 191-152. 
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mengentongi 373 suara dan Megawati 313 suara, 9 pbstain dan 4 
dinyatakan tidak sah.“ Terpilihlah ia sebagai presiden RI ke-4 
menggantikan Habibis, 

Kemenangan Poros Tengah melalui Abdurrahman Wahid 
disambut pendukungannya di dalam Gedung MPR dengan 
shalawat Badar, lagu “kebangsaan NU", Dengan mengangkat 
tangan Mepawati, Abdurrahman Wahid berteriak “merdeka” dan 
menyampaikan terimakasih kepada Megawati, serta 
agar Megawati dan pendukungnya harus dilindungi." 

Tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden, melalui 
cara yang sangat demokratis telah mengangkat citre kelompok 
jslam sarcri dalam percaturan politik nasional yang selama ini 
seringkali diletakkan pada posisi marjinal. Hal itu juga 
membuktikan bahwa kelompok saricri dapat tampil sejajar dengan 
kelompok lain (nasionalisi. “ " “ 


"Sakura, Cemerlengrna Peres Teryah, hal. 81. 

"Arief Mudatsir Mandan, Sidang Umur MPR Memulih Gus Dur Menjadi 
Presiden, hal. 158-159, 

"Arief Mudatsir Mandon, Sadang Umum MPR Memilih Gus Dar Meyadi 
Presiden, hal. 158, 
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BAGIAN KEEMPAT 


“Ela Abdurrahman Wahid mampu berenheri Kamp 2, 
maka iri adalah kemenangan NU politik, tapi kekalahan MU 
kultural, Dan jika Abdurrahman Wehid diturunkan di tengah 

jalan, maka ini adalah kemenangan MU kultural, tapi 
kekalahan MU politik” 
(Ahmad Baso) 


Menguji Khittah 1926, 

Meneropong Pergeseran 

Paradigma Politik NU 

Era Pemerintahan Abdurrahman Wahid 


“Kembalinya MU ke khasah pada tahun 1984 dengan fokus utama 
pada gerakan sosial keagamaan adalah suatu pilihan gerakan yang 
wajar, mengingat kondisi politik waktu itu menghendaki MU 
memilih gerakan oermsebur. Maran MU tidak mungkin hanya 
dikurung dalam wilayah gemkan tersebar secara formal 
organisatoris, MU masih tetap konsisorin dengan Jehanuah, tapi secara 
individu, warga MU ndak mungkin dibendung untuk 
menggunakan hak policknya, karena mereka juga warga negara 
Indonesia, yang memiliki hak politik sama dengan warga negara 
kredoresia bannya” 

(Masdar E Mas'udi) 


untuhnya kekuasaan rezim Orde Baru, secara 
” signifikan telah menggeser paradigma orientasi 
” Mepolitik para elite MU, dari orientasi kultural menjadi 


@truktural, yang juga berimplikasi pada pergeseran makna khittah. 
Fenomena pergeseran In menjadi semakin Cai ketiks tokoh 
sentral NU, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden RI 
ke-4, Tampilnya Abdurrahman Wahid, membuat posisi MU pada 
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satusidi memang tampak terungknt, tapi di sisi lain justru menyeret 
MU lebih jauh ke wilayah politik praktis don meninggalkan 
paradigma gerakan sosial kengarsannya, yang selama ini menjadi 
fokus gerakannya. 

Perpeseran orientasi di atas, dinilai oleh banyak kalangan 
sebagai sesuatu tindakan yang cidak konsisten terhadap gerakan 
kembali ke khintah yang pernah diputuskan pada muletarnar 1984 di 
marsparan tampil membidani dan memtasilimsi berdirinya PKB 
(Partai Kebangkitan Bangsa). Pedahal salah satu konsensus dalam 
khattah 1926 mengatakan bahwa NU memberikan kebebasan kepada 
setiap worganya untuk menentukan pilihan politik sendiri dan secara 
formal institusional, MU tidok lagi berntilins kepada salah satu parpol 
tertentl. 

Pada bagian tulisan ini, penulis akan mencermeti dan 
menyoroti pergeseran makna kluttah NU di era multi partai, yang 
ditengarai telah mengalami deviasi akibat manuver sebagian elite 
poliiknya. Selain itu juga akan mencermati fenomena pengesaran 
orientasi politik NU, pasca-runtuhnya rerim Orde Baru. 


Pergeseran Makna Khittah 

Dalam perjalanan khittah selama 14 tahun, sejak 
ditetapkannya pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di 
Situbondo, sampai munculnya era multi partai tahun 1998, 
tampaknya telah mengalami hambatan-hambatan dan godaan- 
godaan politik dalam mengimplementasikannya, baik hambatan 
dan godaan yang datang dari intra maupun ekstra organisasi, 
Tantangan yang bersifat intra misalnya, berupa kuatnya keinginan 
dari kelompok poliisi NU, yang teoop ingin menyeret MU masuk 
ke dalam wilayah politik praktis, sedangkan tantangan yang 
bersifat ekstra misalnya, berupa kuatnya pengaruh dan tarikan 
dari lembaga partai-partai poliik, agar MU dapat bergabung dan 


memperkuat basis massanya, Tantangan terakhir adalah 
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terbukanya kembali kebebasan untuk berpolitik dan mendirikan 
partai politik, menyusul mundurnya rezim Soeharto dari kursi 
kekuasaannya pada bulan Mei 1998. Munculnya beragam 
kecenderungan dalam tubuh NU, merupakan kenyataan yang 
sulit dihindari, yang ternyata berpengaruh pada interpretasi dan 
gerakan-perakannya dalam memaknai dan mensikapi makna 


Abdurrahman Wahid sendiri mengotegorikan kelompok: 
kelompok dalam MU itu menjadi tiga kelompok. Pertama, 
kelompok kbuttah murni. Yakni warga MU yang dalam menjelaskan 
dan mengamalkan khuttah secara mutlak, tanpa ado pengurangan 
dan penambahan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. 
Kedua, kelompok kfirtah plus. Yaitu warga NU yang di dalam 
menjelaskan dan mengamalkan khitcah dilakukan secara 
berlebihan, misalnya membuat larangan terhadap hal-hal yang 
sebenarnya tidak dilarang dalam khittah. Ketiga, kelompok kutah 
minus. Yoitu warga NU yang di dalam menjelaskan dan 
mengamalkan khirtah dilakukan secara tidak utuh, dan masih 
nda yang ditutup-tutupi, yang kemungkinan disebabkan jika 
menjelaskan secara utuh, akan merugikan kepentingan 
pribadinya.' Kelompok kedua dan ketiga umumnya diisi oleh 
kelompok politisi, yang kerapkali berusaha menyeret NU ke 
wilayah politik, sedangkan kelompok pertama umumnya diisi oleh 
kelompok intelektual dan pora kisi yang seiring-seirama dengan 

Para tokoh yang tergolong dalam kelompok pertama 
umumnya adalah mereka yang kecewa terhadap PPP dan 
kepemimpinan K.H. Idham Khalid, sementara pihak Akdur- 
rahman Wahid merasa memenangkan percatruran dengan 
kelompok Idham Khalid, sehingga tuntutan mereka terhadap NU 
pun diharapkan dapat ditanggapi secara positif, ' Abdurrah-man 


| Lihat Penguns Per Mahdiatul Ulama, Musora Khatah NU 1926, hal. 1-2. 
1 Laode Ida, Anetomi Konftik NU Else Isl dan Negara, hal. 99. 
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Wahid sendiri beserta pendukungnya, berupaya tetap konsisten 
dengan gngason pemisahan antara aktivitas MU sebagai organisasi 
sodal kengamuan, dengan aktivitas warga atau elite-elitenya yang 
hendak berpolitik, sementara kelompok politisi MU tetap 
merginginkan agar konsep khustah tidak perlu secara tegas for- 
mal melepaskan akrivitus dan kiprah politiknya, sebab itu 
dianggap sudah menyejarah dalam NU. 

Munculnya ketegangan dan tarik menarik antara kubu 
khittah murni dan kubu politisi, menurut Abdurrahman Wahid 
sebetulnya terjadi di antara tokoh-tokoh yang terpolong sayap 
politisi MU saja. Abdurrahman Wabid, ketika diwowancarsi oleh 
Laode Ida menyatakan, 


“Kalangan sayap politisi sukar menjadikan NU 
depolitisasi, karena setiap akar konflik di antara mereka 
di PPP dikaitkan dengan NU. Akibatnya kalau menang 
untuk PPP tapi kalau kalah maka MU yang kalah. 
Contohnya saja, Yusuf Hasyim yang merupakan sayap 
politisi. Ketika bertentangan dengan kubu Idham 
Ehnlid di PPP dan kalah, mereka kompensasi dengan 
melakukan penggembosan, lalu mereka minta 
dukungan saya. Namun ketika saya menolak untuk 
konfrontatif dengan H.|. Naro, maka mereka marah 
pada sayu, maunya mereka adalah menghadapkan NU 
dengan Naro. Terapi saya menolak, itu bukan urusan 
saya dan bukan urusan MU 


Feramerna di atas menunjukkan bohwa da keinginan untuk 
menjadikan MU berpolitik, Bahkan lebih dari itu ada tokoh-tokoh 
faksi polidk mengusulkan agar MU kembali menjadi partai politik, 
lepas dari PPP" 

Kenetralan politik MU dimaksudkan sebagai upaya 
" Laode Ida, Arumtomi Konflik MU, Elite Islam dan Negara, hal. 100. 

" Martin Bruinesen, The NU 19801 hal. 23. 
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memberikan jarak yang sama kepoda ketiga kontenatan pemilu, 
meskipun dalam rumusan konsepsionalnya sudah jelis, namun 
ternyata dalam praktiknya masih terjodi tarik menarik antara 
kelompok khirah dan politisi. Di kalangan NU sendiri, gugatan 
terhadap netralitas MU itu juga cukup keras. Mahbub Djunsedi 
menyatakan bahwa MU sidak bisa begitu saja netral terhadap 
kebaikan dan keburukan, MU sebagai lembaga harus punya pilihan, 
karena MU memiliki nilai-nilai yang jadi rujukan. Menurut 
Mahbub, “Metrahitas itu menegaskan kelemahan dan cenderung 
mau cnok-enakan, melayang-layong tidak punya pijakan baik di 
bumi maupun di langit”. Mahbuh lebih senang dengan istilah “bebas 
aktif” yang punya pijakan, punya perhitungan dan risiko. Lalu 
tentang implikasi politik khistah, Mahbub menggambarkan bahwa 
yang ditinggalkan NU dari dunia polidk adalah, “persoalan mini- 
mal" untuk menuju “perscalan maksimal"? Perndigma berpikir di 
atas kemudian mengantarkan Mahbub dan kelompoknya poda apa 
yang kelak dikenal dengan aksi penggembosan PPP tanpa 
mengabaikan faktor determinan lain berupa kekecawaan terhadap 
PPP saat itu, khususnya kepada Mara. 

Aksi penggembosan, yang pada akhirnya PPP mengalami 
kemerosotan yang sangat tojam dalam perolehan suara, semakin 
menyakinkan kelompok politisi MU akan potensi yang dimiliki 
MU. Potensi tersebut akan menjadi incaran kontescan-kontescan 
pada setiap pemilu. 

Kondisi obsekaf di atas, semakin memberikan keyakinan yang 
kuat kepoda Mahbub dan kelompok politisi lainya agar MU dapat 
memikirkan dan mengupayakan adanya wadah partai politik 
khusus bagi MU. Kegelisahan Mahbub dan kelompok politisi latrunva 
agar MU tetap berpolitik bahkan memiliki partai, akhirnya menjadi 
“layu sebelum berkembang”, setidakrya oleh karena dua faktor 
Perterna, kendala struktural, di mana saat itu aturan perundang- 
undangan pemerintah hanya membolehkan tiga peserta pemilu 
(PPP Golkar dan PDI) saja. Kedua, gagasan tersebut dimunculkan 


" Padrun Aloena, MUI, Kresome dan Pergeseran Mak Aoa hal. 93, 
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peda saat momenten yang kurang tepat, karena saaticu MU tengah 
didominasi oleh kelompok yang masih konsasten derigan khettah," 

Sebagai upaya mempertegas identitas MU pasca-khittah, 
maka dalam Muktamar MU tahun 1999 di Yogyakarta—dan 
dalam upaya menghentikan terjadinya tarik menarik dan 
perbedaan interpretasi khitcah—dirasa perlu memberikan! 
membuat pedoman bagi warga MU dalam menggunakan hak- 
hak politiknya. Pedoman itu diakumulasikan dalam sembilan 
rumusan poltik MU, sebagai berikut: 

L. Berpolitik bagi Mabdlatul Ulama mengandung arti 
keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan 
UUD 1945, 

2. Politik bagi Mahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan 
kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah- 
langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persecuan dan 
kesatuan untuk mencapai cita-cits bersama, yaitu 
terwujudnya masyarokat yang adil dan makmur lahir batin 
dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagian di 
dunia dan kehidupan di akhirat. 

3, Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai- 
nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik 
kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan 
tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. 

4 Berpolitik bagi Mahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan 
moral, etika dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, 
berperikemanusisan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi 
persatuan Indonesia, berkebijaksanaan dalam pemusyawarat- 
an/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, 

5. Berpolitik bagi Wahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan 
kejujuran murni dan moral agama, konstitusional, adil sesuai 
dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta 


$ Badru Alacna, ML) Kite dk Perpeseran Ieladeraa Amuraya, Kuil: 95. 
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dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam 
memecahkan masalah bersama, 

6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk 
memperoleh konsensus nasional, dan dilakukan sesuai dengan 
akhlagul karimah sebagai pengalaman ajaran Islam 
Ahlussunnaeh waljara'ah, 

7. Berpolitik bagi Mahdlatu! Ulama, dengan dalil apapun, tidak 
beleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama 
dan memecah belah persatuan. 

8. Perbedaan pandangan di antara @spirasi-aspiresi polidk warga 
MU harus tetap berjalan dalam sunsana persaudaraan, towodlu" 
dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam 
berpolitik icu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di 
lingkungan Mahdlatul Ulama. 

9. Berpolitik bagi Mahdlatul Ulama menuntut adanya 
komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan 
nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan 
perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandir 
dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana 
masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta 
berpartisipasi dalam pembangunan.' 

Pedoman berpolitik di atas, dimaksudkan agar warga NU 
memahami bahwa khuttah 1926 bukan berarti membatasi warga 
NU dalam politik don sama sekali tidak boleh terlibat aktif di 
dalam proses politik. Sikap netral MU terhadap seluruh kekuatan 
partai politik justru dapat memperluas ruang politik MU, tidak 
dibatasi oleh formalitas dan loyalitas pada satu partai tertentu. 
Menurut Matori Abdul Djalil, kecenderungan berpolitik seperti 
ini merupakan sikap politik kultural dari ML, Katanya, “Berpolitik 
secara kultural jauh lebih luas jangkauan-nya ketimbang 
memopgari diri dalam suatu partai politik tertentu, Apalagi yarig 
disebut partsi politik dalam konstelasi politik Orde Baru terkesan 


| Ramsuan Politik MU tersebutdapat dilihat pada Keputim Mukteur NU 
Mo DG MNLL 28 1989/ Tentang Mosalah-Mesalah Kemarumakatan. 
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sebagai oposisi yang oleh MU dianggap tidak menguntungkan”, 

Abdurrahman Wabid sendiri di depan program pelatihan 
kader NU yang diadakan oleh Lakpesdom, menyampaikan 
sambutan menarik yang intinya, bahwa kendati MU bukan 
Orgarisasi politik, MU tetap memiliki peran politik sebagaimana 
organisasi proporsional lainnya. Sebab, NU selalu terpanggil dalam 
setiap proses transformasi sosial yang terjadi di sekitarnya. Tapi 
Abdurrahman Wahid tetap mengingatkan, bahwa peran politik 
NU setelah khettah tidak lagi identik dengan jabotan kekuasaan 
dan jabatan politik lainnya.” Kusrnya pengaruh Abdurrahman 
Wahid dalam tubuh MU, telah menimbulkan kesan bahwa segala 
ucapan dan tindakannya dianggap selalu benar dan sejalan dengan 
paradigma kbunah, meskipun Abdurrahman Wahid juga seringkali 
terkesan memonopoli dan “seenalenya" menggeser pengertian behittah 

Sampai pada pertengahan tahun 1998, paradigma khittah 
masih dapat dipertahankan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan 
relnya. Namun di tengah cuphona reformasi dan gencarnya pendirian 
partai politik, MU sebagai bagian penting dari kekuatan sosial dan 
memiliki basis massa yang cukup besar di Indonesia tidak dapat 
menyia-nyiakan kesempatan emas ibu. Namun persoalannya adalah 
apakah pendirian partai policik oleh MU itu dapat dianggap telah 
menyimpang dari paredigrns kuttah atau tidak! 

Persoalan di atas, ternyata tidaklah terlalu sulit dan 
merepotkan Abdurrahman Wahid, yang lihai memanfaatkan mo- 
mentum. Kuatnya desakan dari warga dan tokoh-tokoh NU, agar 
PBNU memtasilirasi berdirinya partai politik, akhirnya dapat 
dipenuhi oleh Abdurrahman Wahid, selaku ketua umum PBMU 
dengan membentuk Tim 3 dan Tim 9, yong bertugas mempersiapkan 
seyala sesuntunya bagi pendirian partai politik. Pada tanggal 23 
Juli 1998, lahirlah PKB, Dus, langkah PBNU lanjutnya adalah 
memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan wilayah dan 


" Laode Ida, Anatomi Konflik ML), Elite belom dan Mepara, hal 121, 
$ Badrun Alocna, MU, Krieisre dan Penpeeran Maka Aswan, hua, 51, 
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pimpinan cabang MU, untuk secepatnya membentuk DPW (Dewan 
Pengurus Wilayah! dan DPC (Dewan Pengurus Cabang) PKB 

Dalam rapat pleno PBMU ke-4 anggal 24 Juli 1988 diambil 
satu kepurusan penting, agar seluruh warga NU memberikan 
dukungan dan memelihara PKB sebagai satu-satunya partai milik 
warga NU, Hasil rapat pleno itu juga menyatakan bahwa PKB 
merupakan wadah aspirasi NU untuk memperjuangkan 
kepentingan MU di bidang sosial, politik dan kenegaraan. Secara 
Orgunisatoris: PKB odak terikat dengan PBNU, namun hubungan 
moral, historis, asptratif dan kultural tetep mengikat, karena PKB 
dilahirkan dan dibidani sendiri oleh PENU." Ketidakpuasan 
terhadap keberadaan PKB yang dinilai belum mewakili aspirasi 
poliik MU secara ideologis, memunculkan keinginan ersendin 
bagi tokoh-tokoh MU lainnya untuk mendirikan partai politik juga, 
maka lahirlah Partai SUMI, PMU dan PKU. 

Berdirinya partai-partai polink MU selain PEB memiliki latar 
belakang dan landasan berpikir masing-masing. Pertama, menurut 
K-H.. Syukron Makmun, Ketua Umum PMU, berdirinya PMU 
adalah untuk mewadahi aspirasi Islam Ahlussunmah wal Jama'ah, 
sesuai dengan misi yang diperjuangkan oleh NU sejak lahirnya. 
Menurutnya, Islam Ahlussunnah waljama'ah merupakan bagien 
dari kemajemukan bangsa ini. Karena itu wajar bila kelompok 
Islam Ahlussunnah waljama'ah mendirikan partai untuk ikut 
memikirkan nasib bangsa uni. 

Kedua, menurut H.M. Yusut Hasyim, Ketus Umum PKU, 
berdirinya PKU adalah wujud kekecewaan terhadap PKB, ia 
menegaskan bahwa legitimasi tunggal yang diberikan oleh PBNU 
kepnda PKB menunjukkan bahwa Abdurrahman Wnbid tidak mau 
mendengarkan aspirasi warga NU secara menyeluruh." Selain itu 
Yusuf Hasyim juga menilai bahwa penyusunan pengurus PKB 


1 Pacdrum Alasna, MU Kintisiome dn Pergeseran #eladona Asunaga., bal. 1. 

U Fadrun Alina, MU Krateseme, don Pergeseran Ilalona Asunga, hal. 103-104, 
M Waandat dengan KH. Syukron Maen di Jade, Juni 2001, 

15 Detik Gmn, DI Agunus 1999, 
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terkesan kurang akomodatif terhadap komponen-komponen MU, 
Dia juga mengatakan, masuknya beberapa kerabat dan orang dekat 
Abdurrahman Wahid serta putra Kiai Cholil Bisri, PKB terkesan 
tidak bebas dari mepotisme—suatu hal yang bertentangan dengan 
semengat reformasi, Salahuddin Wahid yang juga merupakan 
tokoh pendiri PEU menambahkan bahwa berdirinya PKU adalah 
tuntutan keadaan, akibat poliik Abdurrahman Wahid yang 
kontroversial. Pendirian PKB itu merupakan eksperimen politik 
Abdurrahman Wahid. Disebut sebagai ckspirimen, karena partai 
yang didirikan dan dinyatakan sebagai autonzed party oleh PBNU 
itu ternyata tidak punya kesamaan asas dan tujuan dengan MU, 
yang oleh Abdurrahman Wahid dan Matori Abdul Djalil 
dinyatakan bahwa PKB bukan partai Islam dan merupakan partai 
yang mengingiakan negara sekuler." Sedangkan jamtiwah NU 
menyatakan behwa tujuannya adalah “Berlakunya ajaran Islam 
yang berhaluan Ahlussunnah waljama'ah dan mengikuti salah satu 
mazhab empat di tengah-tengah kehidupan, Di dalam wadah 
negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang Undang dasar 1945” 

Ketiga, menurut Ketua Oiinsi Partoi SUNI, Abu Hasan, 
berdirinya Partai SUNI adalah sebagai upaya untuk menunjukkan 
identitss Ahlussunnah waljama'ah. Abu Hasan menolak asumsi 
yang mengatakan, pendirian Partai SUNMI sebagai wujud 
kekecewaan terhadap PKB dan asumsi lain yang mengatakan 
bahwa pendirian Partai SUNMI terkait crot rivalitasnya dengan 
Abdurrahman Wahid dalam bursa pencalonan ketua umum 
Tanfidziyah MU pada Muktamar ke-29 di Cipasung."' 

Ecempat partai politik yang didirikan oleh tokoh-tokoh MU 


4 HM, Yusuf Hasyim, "PKB dan Tuntutan estommasi, hal. PD 

GS Kawancar dengan Salahoddin Wahid di kantor Karam Indonesia Satu 
(FIS) Pakar, Juni 2001, Lihat juga Salahuddin Wahid, Mepeni D1 Palik 
Kabuat Sejarah, hal. 12, 

W Pengurus Besar Mahdiatul lama, Anggariam Cesar NU, Pasal 4 

UP Wawancara dengan Abu Hasan di Pakar , Juni 2001. 
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seharusnya bergabung menjadi sa kekuntan politik saja. Mamun 
masalahnya, bahwa para tokoh penggagas partai itu berbeda 
pendapat dalam masalah ssas partai. PKB menginginkan asas 
partainya adalah Pancasila, sebagai kemsekuersi dari partai terbuka, 
bukan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh partai MU yang 
lainnya. Selain itu muncul masalah lain, seperti tuduhan kepada 
PKB yang nepotns, dan klaim PKB sebagai satu-satunya permai 
MU, yang akbiranya mernicu keinginan tokoh-tokoh politik MU 
yang berada di luar pusara PKB untuk mendirikan partai sendiri. 
Apalagi rambu-rambu yang melarang pendirian itu tidak sda dari 
kesempatan pan terbuka lebar-lebar Selain itu, penulis juga melihat 
faktor lain yang lebih dominan. Yaitu keinginan kuat dari tokoh- 
tokoh MU yang tidak memperoleh ruang memadai di PKB, untuk 
tetap eksis dan tampil dalam panggung politik di era reformasi. 

Berdirinya PKB yang disponsori PBNU telah menimbulkan 
kontroversi tentang posisi khuttah. Pendirian PKB telah terjadi 
pergeseran makna terhadap khittah. Kontroversi itu kemudian 
memunculkan minimal dus penafsiran. Pertama, penafsiran yarg 
secara relatif lebih bersifat normatif (sesuai dengan konsep murni 
khitah). Penafsiran ini menganggap bahwa tindakan itu sebagai 
pelanggaran dari konsep khittah. Penafsiran pada kelompok pertama 
ind lebih banyak dari kalangan “luar NU" seperti dari pengamat 
politik Bahtiar Effendy dan Andi Alfian Mallarangeng, dan datang 
dari kalangan muda MU yang konsisten dengan gerakan kultural, 
Kedua, penafsiran yang berangkat dari perubahan-perubahan 
orientasi dan perilaku MU sebagai konsekuensi dari situnsi dan 
kondisi yang terjadi. Di sini, paradigma khittah dianggep bukan 
“harga mati” yang membatasi tindakan untuk membentuk partai 
polidk, sepanjang hal itu memungkmkan untak dilakukan sesuai 
dengan tuntutan situs dan kondisi. Penafsiran kedua inilah yang 
lebih banyak digunakan oleh kalangan MU, khususnya tokoh - 
tokoh politisi-politisi MU . 

Timbulnya pergeseran makna khitah, menjadikan parodigmo 
khittah mengalami kemandulan di tengah cuphoria politik yang 
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menggiring NU ke pusaran itu Kemandulan itu muncul, karena 
adanya tafsir yang sangat bebas atas khuttah yang menjadi clan vital 
bagi mengustnya arus politik di MU, Penafsiran tersebut, tak lebih 
orientasi dan perilaku MU adalah sebagai konsekuensi dari situasi 
dan kondisi yang terjadi dengan landasan fikihnya, “Alhukmu 
yaduuru ma'a Illatihi wujudan wa'adaman". Dengan kata lain, 
keputusan itu mesti berubah jika kondisi yang menjadi konteksnya 
mengalami perubahan. Dengan demikian, konsep khettah bukanlah 
“harga mati", sehingga membatasi tindakan membentuk partai 
politik dan berpolitik praktis. 

Mamun kaidah yang digunakan di atas sesungguhnya adalah 
kaidah ushul fikih, yang berkaitan dengan gi. Padahal, gevas 
mensyaratkan adanya hukum asal, cebang dan Illah yang 
menghubungkan cabang dengan asal. Penggunaan kaidah di awas 
untuk menberarkan setiap perubahan dan tindakan NU sebagai 
respons dari kondisi yang terjadi kuranglah tepat. Sebab tidak 
ditemukan hukum asal yang bersumber dari nash Al-Our'an dan 
holi, 

Penafsiran inilah yang menjiwai kelompok politisi NU, 
khususnya yang berafiliasi ke PKB. Penafsiran ini umumnya 
dijadikan referenai oleh sebagian besar warga NU dan sulit 
digoyahkan, karena mendapat persetujuan dari seorang penggngas 
utama Kdurtah, Abdurrahman Wahid. Di sisi lain, dengan pengaruh 
kuat Abdurrahman Wahid di kalangan nahdlrean, memunculkan 
kesan bahwa seolah-olah NU dikemudikan sendiri oleh cucu 
pendiri MU itu. Dan akhirnya, apa yang dipikirkan, diucapkan 
dun dilakukarinya merupakan suatu penafsiran yang selalu benar" 

Menurut Masdar F. Mas'udi, kembalinya NU ke khuttah pada 
tahun 1984 dengan fokus utama podo gerakan sosial kengamaan 
adalah suatu pilihan gerakan yang wajar, mengingat kondisi politik 
"Al Haidar, Mahdbestud (Ramadan Inlorn di Indorssaa, hial.2 13. 

W Imdadun Hatumar, “Menggugat Monopoli Tafsir Khatoah MU", Koran Ternpo, 
9 Juru 2001, hal, IS, 
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waktu itu menghendaki MU memilih gerakan tersebut. Namun 
MU badak mungkin hanya dikurung dalam wilayah perakan tersebut 
secara formal orgonisatoris, MU masih tetap konsisten dengan 
khittah, tapi secara individu, warga NU tidak mungkin dibendung 
untuk menggunakan hak politiknya, karena mereka juga warga 
negara Indonesia, yang memilik hak polidk samu dengan warga 
negara Indonesia lainnya.” 

Berdirinya partai-partai politik yang dibidari oleh MU, 
khususnya PEB pada dasarnya sudah keluar dari dan vital khuttah. 
Hal tersebut sebenarnya dapat dielakkan, sekiranya dilakukan 
tanpa melibatkan institusi formal organisasi, Dengan kats lain 
pendirian partai politik itu cukup dilakukan oleh tokoh-tokoh elit 
MU, Keterlibaran institusi formal organisasi MU, dapat dilihat dari 
pemberncukan Tim 5 dan Tim 9 asistensi, dengan Surat Tugas PEMU 
Ma. 925/AILO3/6/1998 tanggal 2? Juni 1993, dan hasil keputusan 
rapat Pleno PEMU ke-4 tanggal 24 Juli 1998, yang menegaskan 
agar seluruh warga NU memberikan dukungan dan memelihara 
PKB sebagai satu-satunya partai milik warga MU, Hal ini 
merupakan bukti otentik yang memberikan kesan bahwa NU 
(PBNU) telah melanggar khittah. 

Penerapan kaidah populer NU “Alhukmu yaduru ma'a atif 
wujudan wa'adaman", dan kaidah-kaidah populer lainnya," 
mengesankan sikap MU yang selalu melihat masalah yang dihadapi 
sebagai situssi darurat dan temporer, sehingga seringkali tampaknya 
keluar dari relnya, terutama dalam upaya menyelesaikan segala 
persoalan yang sedang dihadapi. Itulah berangkali salah satu sebab 
mengapa NU sering dianggap inkonsisten terhadap keputusan- 


keputusarinya seridiri. 


A Waamncara dengan Masdar FE Mas'udi di Jokares, Jani 2001, 

1 Kaidah Kaidah populer MU yang lainnya adalah (a) "Mal yudroku Kuluh 
kei maervahaa Kaulhieh: Ob) "Der af-udlisid musgodkdarn ad jali ad mesahihu (c) “Isa 
ba kresaler mnfondardbu “ria meta maruaha demamen bi menun b akchoaffduma. Lihat 
Ali Haidar, Mahdland (Lower dan Jalarn di Irudorusia, hal: 321-323, 
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Pergeseran Paradigma Politik NU 


Memasuki babak baru perpolitikan nasional, NU mengalami 
pergeseran orientasi dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. 
Pergeseran itu terjadi, dari peran politik NU yang independen dan 
Oposan menjadi partisan, dari peran politik kerakyatan menjadi 
politik kekussaan: dari wacana institusional menjadi wacana per 
sanal dan: dari perar-peran politik yang berorientasi jangka panjang 
ke peran jangka pendek." 

Pergeseran orientasi politik MU terjadi, karerwa pada masa 
Orde Baru, posisi warga MU terpinggirkan secara politik. Selama 
kurun waktu pemerintahan rezim Soeharto, MU nyaris tidak 
mendapat peran yang memadai dan represeritatif secara formal 
dalam pengelolaan negara. Perubahan paradigma peliik NU juga 
terjadi karena kuatnya keinginan dan kerinduan dari kelompok 
politisi untuk tampil kembali dalam arena politik. Persoalan yang 
muncul dari pergeseran itu adalah perubahan orientasi politik itu 
justru menempatkan NU pada posisi yang setback, NU terkesan 
lebih mementingkan kepentingan jangka pendek dan instan 
daripada kepentingan jangka panjang, Posisi dan peran MU lebih 
mengedepankan pembelaan terhadap tokoh sentralnya yang 
menjabat sebagai presiden. | 

Simaklah pendapat Ketua Lakpesdam, Ulil Absar-Abdalla 
berikut ini: 


“Bila dilihat dari sudut pandang orang dalam NU 
sendiri, wbenarnya tidak ada perubahan yang cukup 
signifikan pada pola perakan itu. Di dalam MU sendiri 
terdapat tiga lapisan yang begitu kuat dan mengakar 
Pertama, lapisan elite yang lebih concem pada politik. 
Mereka itulah yang saat ini berada di PKB. Kedua, ada 
lapisan kiai yang saya kira tidak berubah karakternya, 


13 Munawar Fund Meh, "MU Paradigma Yang Menyimpang”, Kompes, 29 
Mei 2001, 
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mereka adalah para kini yang tidak dekat dengan poltak, 
tapi juga tdak anti politik. Yang penting bagi mereka 
adalah organisasi MU tidak mendapatkan gangguan dan 
terancam dari oleh kekuasaan dan politik. Ketiga, lapisan 
anak-anak muda MU yang masih berpikir jernih dan 
mencoba mengembangkan pikiran-pikiran Abdurrahman 
Wahid dalam pemberdayaan masyarakat, mereka cukup 
menjaga jarak dengan politik" 


Simak pula komentar Masdar F. Mas'udi: 


“Pergeseran orientasi politik MU dapat saja terjadi 
karena tidak mungkin sebuah kehidupan selamanya 
hanya difokuskan pada satu gerakan. NU adalah 
organisasi yang memiliki umat yang cukup besar. Sebagai 
umat beragama ia berperak di bidang penyadaran, itu 
berarti di bidang budaya/kultural. Pendekacan kultural 
artinya pendekatan penyadaran. Jodi pendekatan podo 
manusianya. Tapi manusia itu sendiri, apalagi manusia 
muslim tidak mungkin bisa dipatok hanya bergerak di 
bidang kultural saia, berkaitan dengan kesadaran mumi 
saja, tupi juga pasti akan menembus juga poda dimensi 
lain yang berhubungan dengan tata penyelenggaraan 
kehidupan masyarakat. Yang paling penting adalah 
bagaimana menciptakan tatanan kehidupan politik yang 
berbasis pada kesadaran kritis massa. Tatanan kehidupan 
politik yang yang hanya dibangun pada tatanan di atas 
tidak memiliki masa depan. Sebaliknya kesadaran kritis 
di kalangan massa dan tidok menyentuh pada realitas 
struktur akan menjadi norvense” 


"Wawancara dengan UI Abs A beam di Jalourta, Juni AM. 
“Wawancara dengan Masdar F. Mas'udi di Jakarm, Juni 2901. 
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Bila dicermati secara mendalam, para kisi MU memiliki 
kecenderungan untuk ikut terjun ke dalam politik praktis, 
meskipun mereka bukun funysionaris urama partai atau bahkan 
tidak berpartai, tapi minimal mendukung partoi tertentu. 
Akibatnya terjadi polarisasi baik secara politik maupun secara 
pemikiran, Terjadinya relasi yang khas. wntara kisi MU dan politik 
kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, Pertama, terdapat 
semacam kewajiban bagi mereka untuk memperjuangkan nilai- 
nilai Islam melalui pendekatan politik. Kedua, pilihan untuk 
menjatuhkan did pada pendekatan Islam politik menunjukkan 
bahwa belam ada semacam kemapanan yong jelas bagi mereka 
untuk keluar dari dunia politik. Ketiga, menyangkut persoalan 
eksistensi komunitas yang dipimpinnya. Ulama memiliki otoritas 
yang besar di dalam komunitasnya. Karena itu, tidak ada salahnya 
kilu menerima tawaran politik dari kekuatan politik tertentu 
untuk memberi dukungan suara 5 

Ketiga fnktor di atas, setidaknya menunjukkan bahwa kisi 
yang politis dengan tegas telah menggeser otoritas kulturalnya 
ke dalam otoritas politik. Di masa Orde Lama, bahkan Orde Baru, 
pergeseran otoritas dari orientasi kultural ke orientasi politik ini 
telah tampak. Namun kemudian pergeseran itu kian tampak dan 
transparan setelah menemukan momentumnya di era reformasi 
(nd 

Bila dibandingkan antara potret polidk MU pada tahun 1932 
dengan potret politik MU era reformasi, semuanya sungguh 
sampatlah berbeda. Potret politik MU era 1952 itu mengalami 
perubahan orientasi politik, karena secara nyata tokoh-tokoh 
sentral NU pada waktu itu, seperti K.H. Wahid Hasyim, K.H. 
Idham Khalid, K.H. Saifuddin Zuhri dan lain-lain secara radikal 
merubah wajah MU dari organisasi yang berwatak sosial 
keagamaan menjadi organisasi politik. Berbeda dengan potret 


"ML Allan Alfian, "Memahami Polarisasi Politik Ulama", Korps, 25 Agustus 
Isog 
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politik ML era reforrnasi, MU tetap dapat mernpertahankan dinnya 
sebagai organisasi sosial keagamaan, meskipun pembentukan PKB 
dimotori oleh MU, namun wadah politik yang dibentuknya secara 
organisatoris terpisah dari struktur PEMU, 

Pergeseran orientasi politik MU memang masih lebih kepada 
person atau kelompok dalam MU, dan belum secara institusional 
melibatkan organisasi. Namun bila hal ini terus berlanjut tanpa 
adanye kontrol dari NU sendiri, maka praktis hampir seluruh 
enerdi organisasi (pengurus organisasi) akan terkuras habis hanya 
mengurusi persoalan-perscalan politik saja. Dan bila hak-iri terus 
dilakukan, MU ddak dapat lagi menempatkan dirinya peda posisi 
necral di tengah pluralitas bangsa, karena telah telanjur 
melakukan keberpihakan kepada kelompok tertentu . 

Bala diamati secara mendalam, terjadinya perubahan 
orientasi poliik MU, sedikitnya memiliki iga alasan. Pertama, 
terbukanya kesempatan untuk mengekspresikan bok dan 
kecenderungarnya untak berpolitik. Hal ini dapat dipahami, di 
mara pada masa Orde Baru, kesempatan seperti ini nyaris tidak 
didapatkan. Kedua, kuatnya desakan dari warga MU sendiri, yang 
sudah lama merasa terpinggirkan dalam percaturan politik for- 
mal selama Orde Baru, suara politik warga MU diperebutkan 
oleh ketiga kontestan pemilu (Golkar, PPP dan PDI). Ketiga, 
besarnya massa yang dimiliki MU (kira-kira W juta orang). Hal 
ini merupakan modal utama bagi eksistensi dan keutuhan sebuah 
parpol. Keempat, naluri politik NU yang tidak pernah hilang. Hal 
tni dapat dibuktikan dari sejarah lahirnya MU, dan pengalaman 
ML yang pernah menjadi partai politik (1952-1973). Beberapa 
tokoh-tokoh NU yang tercatat dalam sejarah selalu akrab dengan 
politik praktis, seperti K.H. Wahab Hasybullah. K.H. Bishri 
Sansuri, K.H. Masykur, K.H, Idham Khalid, K.H. Ahmad 
Syatehu, K.H. Imron Rosadi, Subhan ZE, Zamroni, dan K.H.. 
Dahlan. Karena itu, Abdurrahman Wahid tatkala masih menjabat 
ketun umum PBNU, pernah mengatakan, setengah dari hidup 
MU adalah berpolitik formal. Hal ini yang membuat MU belum 
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pernah mampu meninggalkan dan melepaskan inpulse-impluse 
politiknya. 

Namun demikian, alasan real di atas bukan tanpa 
kelemahan. Ada beberapa problemutika yang akan dialami MU 
bila terlalu jauh menceburkan diri di kolam politik praktis. 
Pertama, PBNU sendiri mengalami kesulitan untuk memposisikan 
diri secara netral terhadap seluruh partai politik yang ada. Hal 
ini terjadi karena PBNU celah terlibat langsung dalam 
memfasilitasi berdirinya PKB, dan karena itu ia merasa 
berkewajiban dalam memelihara dan menjaga keutuhannya. 
Kedua, terjadinya konflik antara kelompok yang tetap 
menginginkan MU bergerak peda jalur kultural dani menjaga jarak 
dengan state, dengar kelompok yang menginginkan agar MU ikut 
herpalitik, dengan mencoba mengambil peran yang cukup berarti 
dalam pengelolaan negara, Sayangnya konilik ini belam ada yang 
dapat menjembatani dan memposisikan dirinya mesing-muisng 
secara profesional, Ketiga, tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai 
presiden membuat NU berada pada posisi dilematis, antara 
mempertahankan Abdurrahman Wahid dari segala rongrongen 
yang ingin menjatuhkannya, atau bersikap netral dan tetap 
mengambil jarak dengan kekuasaan sebagai manifestasi dari 
semangat khuttah. 

Pertanyaannya, apakah dengan keterlibatan politisi-politisi 
MU dalam partai-partai yang dilahirkarnyo dapat memberikan 
geransi bahwa mereka memiliki kapabilitas dan integritas untuk 
memperjuangkan misi NU sebagai "Pembela Kebenaran" dan 
menghancurkan kemungkaran. Kalau misi ini “pogal", maka nasib 
politisi MU, baik yang di legeslatif maupun di eksekutif akan 
dianggap sama saja dengan polndsi-policisi lain. 

Muhammad A.5, Hikam mengatakan, kendala internal 
Urgamisasi yang dihadapi MU adalah. Pertama, besarnya massa 

belum cencu akan diterjemahkan langsung pada kesetiaan 
politik kepada parpol yang didirikan NU. Hal ini semakin nyata 
apabila dikaitkan dengan munculnya generasi baru MU selama tiga 
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puluh mahun terakhir yang semakin kritis terhadap pilihan-pilihan 
politik. Kedua, mengenai sumber daya manusia dan pengalaman 
organisasi, setidaknya, keterlibatan sebagian politisi MU di dalam 
format politik Orde Baru yang sarat dengan kooptasi dan hegemoni 
itu, telah membuat sebagian mereka tidak lebih dari politisi yang 
berkualitas rendah. Baik mereka yang ada di PPP PDI, dan Golkar, 
pada umumnya telah gogal menjadi saluran kepentingan kaum 
nahdiryun, don lebih merupakan pemain politik yang hanya 
mementingkan diri sendiri Kualitas politisi MU seharusnya juga 
menjadi perhatian utama, dan karenanya, diperlukan proses seleksi 
dan verifikasi yang memadai sebelum mereka mimpil sebagai pembela 
dan pembawa bendera MU. Rendahnya kualitas politisi itu, akan 
mengakibatkan rendahnya produktivitas dan kontribusi mereka peda 
perjuangan menegakkan kebenaran. 

Mencermati hal di atas, posisi politisi MU akan sangat berat. 
Apalagi iklim politik pada era kiri sangat terbuka dan demokratis, 
jauh berbeda dengan masa Orde Baru, Bila politisi MU gagal 
membaca fenomena politik saat ini, dikuatirkon akan terjebak 
hanya sebagai mein polidk bagi penguasa. 

Berpijak pada realitas politik yang ada pada mara kini, 
tampaknya orang-orang NU, khususnya yang belum telanjur 
terjun ke politik harus berpikir matang dengan tidak hanya 
menurut “nafsa” politiknya, yang notabene bersifat instan dan 
berjangka pendek. Mengurusi bidang pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat melalui jalur policik formal memang 
penting, tapi perjuangan melalui jalur kultural juga sama 
pentingnya, bahkan osungkin lebih penting dan bermakna serta 
berdampak luas. Pentingnya perjuangan melalui jalar kultural, 
dikarenakan dalam praktik demokrasi di manapun, lembaga- 
lembaga demokrasi dianggap tidak cukup kuat menampung cita- 
cita demokrasi yang hakiki. la memerlukan penyangen berupa 

“struktur mental" yang laten, tidak manifes. Dengan kata lain, 


1 Muharnmad A5. Hikara, bela, Demoterasa Pemberderaan dam Cap Soo, 
Jaka 1 Erlangga 2000, hal. 204-205. 
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dibutuhkan suatu cod culture, Kebudayaan sipil yang dirambuhkan 
melalui civic education yang didukung oleh pengalaman praktis 
dalam kehidupan sehari-hari. Inilah “kultur penyangga” yang akan 
bertungai mewujudkan ketantan atas etika politik." 

Tampaknya persoalan yang mengganggu NU saat ini adalah 
belum adanya pembagian kerja yang tegas antara mereka yang 
mengurus “bidang politik” dengan mereka yang mengurusi 
“bidang kulturol”. Ketidaktegssan pembagian peran ini 
mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (overleping) dalam 
totanan organisasi MU, yang seharusnya ditangani dengan cepat, 
sebab jika tidak, MU akan terombang-ambing dengan situasi 
politik yang berkembang dan melangkah secara tidak pasti dan 
tidok memiliki orientasi yang jelas. 


Posisi PKB Era Pemerintahan Abdurrahman Wahid 


Tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden ketika 
masih menjabat sebagai kecua umum PBNU, memiliki nilai historis 
dan kebanggaan tersendiri bagi warga MU, Mamun hal tersebut 
pada satu sisi tidak hanya merupakan kebanggaan MU, melainkan 
di sisi lain justru menimbulkan “mosalah" bagi MU sendiri. Menjadi 
kebanggan bagi MU, karena empilnyo Abdurrahman Wahid jelas 
akan menaikkan popularitas dan citra MU dalam konstelasi 
perpolitikan nasional, Apalagi selama masa Orde Baru warga MU 
saja jika mmpilnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden, membuat 
warga MU harus mengekspresikan kegembiraannya dengan 
berbagai hajatan. “ dalam perjalanan selanjutnya, kenaikan 
Abdurrahman Wahid itu ternyata menjadi “masalah" bagi MU, 


" Imdadun Rahmat, "Mendamaikan MU Peliik dan MU Kultural" dalam 
Detak, Maret 2001. 

" Berbagai bentuk acara yang bermakna syukuran atas terpilihnya 
Abdurrahman Wahid sebagai presiden, diadakan oleh warga MU di hampir 
setiap doerah/kantong MU di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa hari 
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karena ia dinilai oleh banyak kalangan tidak mampu mengemban 
tugas presiden. Ini dibuktikan dengan kinerja pemerintahannya 
yang buruk, dan seringkali membuat kebijakan yang melanggar 
Undang-Undang, Tap MPR dan GBHM, serta pernyarsan yang 
kerapkali koreroversiial ? Kenyataan politik ini memicu dan menjadi 
alasan dari berbagai kalangan untuk tidok menaruh kepercayaan 
terhadap kepemimpinan Abdurrahman Wabid dan memintanya 
mundur dari singgasana kepresidenan. Hal itu membuat NU, baik 
secaru institusi maupun personal, merasa perlu tampil untuk 
membela tokoh utamanya ibu agar tetap aman. 

Menyikapi beberapa pernyataan kontroversial Abdurrahman 
Wahid anat menjadi presiden, di kalangan NU sendiri terjadi pro- 
kontra. Misalnya mengenai gogasan Abdurrahman Wahid untuk 
mencabut Tap MPR No. 25 tahun 1968 tentang larangan ajaran 
Komunisme. K.H. Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBMU 
menegaskan bahwa penjelasan Abdurrahmn Wahid tentang Tap 
tersebut membuktikan bahwa Abdurrahman Wahid itu milik 
bangsa, bukan milik MU semata. Ungkapnya, “Abdurrahman Wahid 
dalam hal iri berkapasitas sebagai presiden dan dia merasa sebagai 
presiden bagi semua golongan termasuk pemilihnya yang dulunya 
PKI”. Hal senada diungkapkan oleh K.H.. Said Agiel Siradj, Wakil 


setelah Abdutahman Wahid terpilih menjadi pevsiden, sebuah Perusahaan 
Busantarkota di Jawa Timur merabebaskan paca penumpangnya sebar 
penuh naik bus tersebut tanpa bayar dari dar ke berbagai jurusan, baik bus 
antarkosa di wilayah Jawa Timur maupun antarpropinsi, Haalgah, PIM, 
Edisi MI/20060, hal. 5. 

1 Sikap dan pernyataan Abdurahman Wahid yang dinilai kontroversial, 
seperti, keinginan untuk membuka hubungan dagang dengan Israel, 
pemberhentian beberapa menteri secara tiba-tiba, pengusulan pencabutan 
Tap MPR MM 1356 tentang larangan ajaran konvanisme, memerintahkan 
penangguhan hukum tiga konglomema, memberhentikan dan mengangkat 
Kapolri tanpa persetujuam DPR, dar batre lain, Medis Indonesa, 22 Mavem 
ber 2100 


" Hasyim Muzsdi, Soal Pencabutan Tap PKI, "Itu Bukti Abdurrahman Wahid 
Milik Bangsa", Detik Com, 21 Mei 2000, 
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Rais Aam Syuriyah NU, "Abdurrahman Wahid hanya memberi 
peluang untuk meninjaw kembali Tap MPR yang dulu disusun atas 
dasar cmosional dan olaan yang kurang signifikan”." Dan secara 
resmi gagasan Abdurrahman Wahid ini didukung oleh PKB. 
Gagasan itu, menjadikan politisi PKB terjebak dalam 
kecenderungan utopianisme terhadap Abdurrahman Wahid. 
Kecenderungan ini terddihat dalam sikap yang selalu menjusrifiknsi 
apa saja yang dikatakan dan dilakukan Abdurrahman Wahid, tanpa 
reserve. Padahal sikap dan pernyataan kontroversialnya itu jusoru 
akan mengurangi legitimasi dia sebagai presiden, Dalam hal ini, 
sepertinya Abdurrahman Wahid tidak bisa meninggalkan 
kebansaan-kebinsaan “buruknya” ketika belum menjadi presiden. 
Mamun tidak semua kalangan MU mendukung gagasan 
Abdurrahman Wahid tersebut. K.H. Yusuf Hasyim adalah salah 
satu tokoh NU yang menentang gagasan pencabutan Tap MPRS 
No. 29 tahun 1968, Selain itu, sikap kritis dan bijaksana 
ditunjukkan oleh Selahuddin Wahid. Menurutnya, 


“Sebenarnya memberikan perlakuan yang adil dan 
manusiawi kepada worga keturunan dan simpatisme PKI 
tidak perlu harus mencabut Ketetapan MPR, Mo XXW/ 
MPRS'1999, Bagi saya pribadi sah-sah saja bila ada 
kalangan yang menginginkan pencabutan kererapani 
MPRS itu dan sah-sah pula bila nda kalangan yang ingin 

ankarinya masing-masing punya argumentasi. 
Jadi tidak usah saling memaki, saling menuding” 


Sikap PKB yang kerapkali melakukan pembenaran terhadap 
sikap dan pernyataan Abdurrahman Wahid justru akan 


memposisikan dirinya sebagai "Partai Pemerintah” dan bila hal 
ini terus berlanjut, PKB dok lagi dapat dianggap partai 


" Said Agiel Sirajid, “Tidak ada Risiko Cabut Tap PKI”, Detik Com, 6 April 
2000, 
1 Salahuddin Wahid. Negeridi Balik Kabur Sejarah. hut. 130. 
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independen dan beridiri di semua golongan untuk memperju- 
angkan kepentingan rakyat mp3 memandang asal usul agama, 
suku, ras, sebagaimana keinginannya untuk menjadi partai 
terbuka. 

Pada muktamar | PKB, Abdurrahman Wahid kembali 
membuktikan pengaruhnya dengan mengajukan Matori Abdul 
Djalil sebagai ketua umum PKB periode 2000-1005. Abdur- 
rahman Wahid sendiri terpilih sebagai ketua dewan Syuro, Ikut 
campurnya Abdurrahman Wahid dalam pengambilan keputusan 
akhir muktamar, mengundang banyak tanggapan. 

Menurut pengamat politik, Fachry Ali, apa yang dilakukan 
Abdurrahman Wahid itu paradoks. Di satu sisi ia berkeinginan 
memilih ketus umum. PKB secara langsung, tapi di sisi lnin PKB 
ingin tampil sebogai partai terbuka dan demokratis. Bahkan 
menarut Ikhlasul Amal, keberadaan Dewan Syuro yang daminari 
itu akan menjodi penghambat PKB menjadi partai terbuka yang 
modern," Posisi Abdurrahman Wahid sebagai ketua Dewan Syuro, 
menjadikarinya sama dengan posisi Soeharto sebagai ketua Dewan 
Pembina Golkar. Namun demikian, langkah Abdurrahman Wahid 
itu bis saja dilihat sebagwi langkah strategi untuk memperkuat 


Poda Muktamar I, PKB juga menghasilkan kesepakatan 
strategis untuk menjadikan dirinya sebagai partai terbuka. PKB 
tidak huriya menjadi partai orang-orang MU, tetapi sudah menjadi 
wadah politik bagi orang-orang non NU, Orang-orang PKB 
tampaknya menyadari bahwa kalau hanya mengandalkan NU, 
jelas akan tetap meraih suara yang kecil. Strategi keterbukan 
adalah cara yang tepot bagi PKB agar dapat memperluns basis 
dukungan politiknya, terumma dalam Pemilu 2004. Menurut Andi 
Alfian Mallarangeng, “Sistem politik bukanlah satu ruang dalam 
sistem politik yang demokratis, dan ini ditandai dengan model 
spektrum pemilih yang berbentuk kurva normal. Sebagian kecil 
" Lihas “Tidak Ada yang Lebih “Bajingan” daripada Matori", Form Kendil, 

Peer TG, 15 Agustus DONAL 
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ruang bernda di tengah dan hanya sebagian kecil yang berada 
pada ujung-ujung spektrum ideologi, baik di kiri maupun di kanan. 
Suatu partai yang berambisi memerintah harus memposisikan 
dirinya sebagai partai kiri-tengah, tengah atau kanan-tengah dari 
spektrum ideologi pemilih". 

Dari sisi visi, platform, dan program partai, PKB masih memiliki 
kesempatan untuk memperbaiki dan merumuskannya kembali 
dengan baik sebelum Pemilu 2008, Persoalan PKB kini tampaknya 
tidak dapot dipisahkan dari citra dan kinerja Abdurrahman Wahid. 
Bila “dia dinilai baik, maka PEB dapat ikut memetik buahnya, 
terutama poda pemilu mendatang, tapi jika dinilai buruk, maka 
PKB akan menghadapi kesulitan dan perjuangan yang berat untuk 
mencari dukungan baru dan menyakinkan konstituerinya. 

Mencermati fenomena di atas, tampaknya pengaruh 
Abdurrahman Wahid dalam tubuh PKB cukup besar. Dalam 
kondisi seperti itu, PKB dan Abdurrahman Wahid sebenarnya 
sedang melakukan ujicoba, apakah keberadaannya cukup 
berpengaruh terhadap masyarakat di luar MU atau tidak. 
Pekerjaan rumah yang penting dipikirkan PKB adalah bagimana 
jika kelak Abdurrahman Wahid diturunkan dari singgasana 
kepresidenan (don ternyata benar-benar diturunkan). Mampukah 
PKB mempertahankan pendukung partainya? Jika memang 
diperkirakan suara pemilih PB akan menurun drastis, maka 
bukankah sebaiknya secarn perlahan PKB menjaga jarak terhadap 
pemerintah, dan ini tentu saja menjadikan PKB lebih dewasa 
dan mandiri 


Posisi NU Era Pemerintahan Abdurrahman Wahid 
Tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden, memiliki 
legicimasi yang kuac. Hal ini ditandai dengan sedikitnya empat 
faktor. Pertamut, secara materiil, pemerintahan Abdurrahman Wahid 
" Andi A. Mallarangeng, “Mau Kemana PKB”, Pamyi Mererakat, 28 Juli 
HO, hal. 15, 
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merupakan hasil Pemilu 1999, yang cukup demokratis. Kedua, 
legitimasi pemeritahannya diperoleh dari dimensi-dimensi simbolis 
din sebagai politisi yang memiliki karisma luar biasa di masa 
pendukungnya, Ketiga, secara psikopolitik, pemeritahan 
Abdurrahman Wahid, sebagai pemerintahan baru, bersentuhan 
dengan ekspektasi publik yang tengah meluap-luap dan, 
menginginkan perubahan. Abdurrshaman Wahid, seorang tokoh 
yang dipandang belum tercemar oleh noda Orde Baru. Keempat, 
pemerintahan Abdurrahman Wahid menjanjikan perbaikan 
mendasar terhadap kondisi materil masyarakat yang diterpa 
kemiskinan akibat krisis moneter” Bermodal legitimasi itulah 
membuat Abdurrahman Walid begitu percaya diri (belfconfidenu), 
bahkan overconfident, dalam melakukan berbagai manuver palitik, 
tanpa mempedulikan apakah manuver ibu sesuai dengan ketentuan 
hukum atau tidak. 

Dalam perjalanan pemerintahannya, tidak dapat dipungkiri 
Abdurrahman Wakid banyak melakukan tindakan yang 
memimbulkan kontroversi dalam masyarakat, misalnya permintaan 
maaf dia kepada korban PKI. Ina menunjukkan ketidakpekaannya 
terhadap masalah psikologis yang dirasakan bangsa kita. 
Sebelumnya sudah seringkali Abdurrahman Wahid mengeluarkan 
pernyataan yang “menantang” umat Islam, bahkan ulama MU 
sendiri, Sekodar contoh, lihatlah ketika dia mengomentari 
kerusuhan sosial di Maluku. Saat itu dia mengatakan, kerusuhan 
terjadi karena kelompok Islam mengambil alih sebagian besar 
posisi birokrasi lokal yang pada masa lalu diduduki oleh kelompok 
non Islam. Langkah politik Abdurrahman Wahid itu, biso jadi 
mengurangi simpati umat Islam yang merupakan konstituen 
ULAMA nya. 

Kebiasaan Presiden Abdurrahman Wahid melontarkan 


"Asas Udsingrumn, “Lepidimasi Gus Dur”, Pony Maramakat Mo, C2 Tahun 
IW26 April 2000, hal. 27. 

& Amir Santoso, “Ketidak Pekaan Pak Dir”, Forum Keadalan Mo. 2, 15 April 
ZA, hua, 3. 
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pernyataan kontroversi itu, di satu sisi dapat dipahami sebagai gaya 
atau seni kepemimpinan dia dalam menyelesaikan perma 
Menurut Harun Al Rasyid, pakar Hukum Tata Negara, “Itu sdah 
sifat Abdurrahman Wahid. Ya mau diapakan. Apa tujuan dan 
Sueseno, pengamat sosial politik, “Abdurrahman Wahid sudah seperti 
itu sejak dulu" Namun di sisi lain, pernyataan kontrovensisl itu 
bukan saja kontraproduktif, tapi juga secara langsung atau tidak 
langsung, membawa dampak pada iklim politik dan perekonomian 
di Tanah Air Jika demikian adanya, maka Abdurrahman Wahid 
telah mengacaukan sendiri hasil kerja telah dirintisnya sendiri 
dengan susah payah. 

Ketua Umum PBMU, K.H. Hasyim Muszudi, telah mencoba 
mengingatkan Abdurrahman Wahid agar tidak sembarangan 
mengeluarkan pernyatsan. Bahkan dari “Forum Langitan”, sebuah 
forum tempat berkumpulnya kiai NU yang menjadi referensi 
Abdurrahman Wahid ini telah menyampaikan tegurannya." Tapi 
Abdurrahman Wahid tetap saja belum dapat menghentikan 
kebinsaan “buruk"rya itu. Peringatan yang disampaikan oleh kiai 
ML itu, pada intinya dapat dipahami dari keinginan mereka untuk 
menjaga Abdurrahman Wahid agar tidak terjebak oleh ucapan- 
ucapannya sendiri. Apalagi ucapan-ucapan kontroversialnya itu 
seringkali sulit dibuktikan. 

Pernyataan-pernyataan Abdurrahman Wahid yang sering 
“bikin heboh” itu, akhirnya mendapat reaksi keras dari kalangan 
DPR. Pernyataan itu akan menjadi alasan untuk mempertimbang- 
kan kembali mandat yang sudah diberikan MPR, pada Sidang 
Tahunan Agustus 2000. 

Namun menurut Franz Magriis-Suseno, betapapun kon 
troversialnya pernyataan-pernyataan Abdurrahman Wahid, tah in 


2 Lihat "Kendalanya Pekan di Mata tapi di Mulut” Pony Ielaryarakat Mo, D1 
tahun IV 26 April 2000, hal. 53. 

4 Lihat “Kendalanya Bukan di Mata Tapi di Mulut, Panji Manyarakan, 26 
Aprl 2000 hal. 58. 
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tidak dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran terhadap UUD 1945 
dan Tap MPR. Harun Al Rasyid memberikan komentar dengan 
mengatakan, “Sidang litimewa hanya baa digelar jika presiden 
terbukti melanggar GBHN, sedangkan Abdurrahman Wahid, tidak 
tampak melakukan pelanggaran itu. Karenanya, kesngiran urivuk 
melengserkan Abdurrahman Wahid pada Agustus mendatang 
(2000), tidak akam berhasil". 

Di tengah menguatnya keinginan dari sebagian anggota DPR. 
untak meng-impeach Abdurrahman Wahid pada Sidang Tahunan 
(ST) MPR Agustus 2000, pada akhirnya menyepakati untuk tetap 
mempertahankan Abdurrahman Wahid, dan melimpahkan tugas 
tekrus pemerintahan sehari-hari kepada Wakil Presiden Megawati, 
Mamun baru berjalan kurang dya bulan, Abdurrahman Wahid 
kembali digoyang dengan masalah yang lebih besar, Kali ini ia 
tengah menghadapi serangan Panitia Khusus (Pansus) tentang 
kasus Buloggute” dan Bruneigote. Menurut Akbar Tandjung, kedun 
kasus ini dapat menjadi pintu masuk untuk menggiring 
Abdorrahman Wahid ke Sidang Istimewa (SI) MPR. Berbeda 
dengan Albar, Salahuddin Wahid berpendapat bahwa soal Pansus 
Budugpate dan Hroneigate, hanyalah upnya mencari-cari kesalahan 
Abdurrahman Wahid, sementara, banyak kasus yang lebih besar, 
sperti Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang 
jumlahnya sampei miliunan rupiah, tidak mereka pedulikan" 

Menanggapi usulan angket untuk penyelidikan kasus 


“? Sebanyak 237 anggota DPRdari Fraksi Persaatuan Pembangunan (FPP), 
Fraksi Bulan Bentang menandatangani usul penggunaan hak mengadakan 
penyelidikan atao angket. Anggota DPR bermaksud menyelidiki dugaan 
penyelewengan dana Yayasan Dana Sejahtera (Yanatern) Karyawan Bulog 
dan Penerimaan Dana dasi Sula Branei. Foram Kedalam, Ma, 15, 23 Juli 
TK) hal. 19, 

1 Lihat Wawancara dengan Salahuddin Wahid, Fonen Keadilan Mo. 31, 5 
Kfovember 2000, hal. 55. 

4 Lihat Wowancara dengan Salahuddin Wahid, Forum Kendilan, Mo. 16, 23 
Jali 20001, hal. 17. 
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Buloggate dan Bruneigate, Matori Abdul Djalil mengatakan 
“Penggunaan hak angket jangan hanyo untuk meneliti apa yang 
terjadi sekarang, tapi juga perlu untuk pertanggungjawab-an 

menyangkut hal-hal di rasa lalu. Dengan demikian, bukan harya 
demi perjuangan kepentingan politik, melainkan benar-benar 
bertujuan untuk pemerintahan yang bersih.“ Sedangkan K.H. 
Hasyim Muzadi menyatakan, "Jika DPR meloloskan usulan hak 
angket, lembaga itu telah berlaku tidak adil terhadap Abdurrahman 


Bila Abdurrahman Wahid tidak berusaha memperbaiki 
kinerjanya, dan mengurangi pernyataan-pernyataan kontro- 
versialnya, maka dikuatirkan desakan untuk memintanya mundur 
tidak akan pernah berhenti. Dan Abdurrahman Wahid sendiri 
dalam berbagai kesempatan telah berkali-kali mengatakan tidak 
akan mundur sebagai presiden. la akan bertahan sampai tahun 
2004, sesuai dengat mandat yang diberikan oleh MPR. Menurut 
Salahuddin Wahid, sekurangnya ada lima sebab mengapa tuntutan 
mundur Abdurrahman Wahid semakin menguat. Pertama, karena 
kinerjanya tidak membaik, bahkan untuk beberapa hal merosot. 
Kedua, karena Abdurrahman Wahid kurang menunjukkan 
komitmen terhadap beberapa apenda reformasi. Ketiga karena 
Abdurrahman Wahid masih konsisten dengan kegemarannya 
melontarkan pendapat yang kontroversial. Keempat, Abdurrahman 
Wahid tidak memperbaiki gaya berkomunikasi dengan DPK. 
Kelima, Abdurrahman Wahid tidak bersedia mendengarkan 
pendapat masyarakat. " 


" Lihat “Elite Politik Tengah Berebut Kekuasaan”, Forum Kedalam, Ken Lt, 
23 Juli, 2000, hal. 17. 

" Lihat “Sebelum Ke Senayan, Ke Jombang Dulu", Korem Kedaian, Ma. 16, 
23 Juli, 2000, hal. 19. 

" Salahuddin Wahid, “Gus Dur Bisakah Bertahan!” Gasa, 4 November 
2000) hal. 63. 


135 


Bagian Kecenpat Meneropong Pergawran Puradigana Poliik MU 
Era Pemertahan Akdarrahmum Walid 


Atns kinerja buruk Abdurrahman Wahid itu, Amien Rais, 
Ketua MPR yang sekaligus promotor dalam mengusung 
Abdurrahman Wahid ke kursi RI-|, telah mengaku bersalah atas 
ijtihad politiknya yang dianggap keliru itu. Menurutnya “Biar 
saya dihujat sebagai orang yang paling bertanggung jawab 
mempresidenkan Abdurrahman Wahid, Saya hanya ingin menebus 
dosa atas pilihan yang keliru tempo hari itu. Karena itu 
Abdurrahman Wahid tidak perlu bertahan lebih lara, demi 
keutuhan bangsa”, " 

Merespona pernyataan Amien Rais itu, seperti sudah bisa 
ditebak, memunculkan protes keras dani pendukung Abdur-rahman 
Wahid di Jawa Timur, seperti gejolak warga MU yang terjadi di 
kota Malang, Bojonegoro, dan Banyuwangi. Choirul Anam, Kerus 
PKB jawa Timur mengatakan, “Masyarakat MU mendukung 
pemerintahan Yank sah, Kalau saya merestui, mereka pasti 
berangkat ke Jokarta”, “ Senada dengan itu, Ketan Dewan Syuro 
DPP PKB, K.H. Cholil Bisri, mengatakan, “Kalau Abdurrahman 
Wahid dipaksa turun, antri pendukungnya akan bertindak, dan 
bila massa pesantren itu bertindak, gesekan antara massa MU dan 
Muhammadiyah tak terhindarkan. Karena itulah, saya berusaha 
menepis upaya masa mengidentifikasikan Amien Kaois dengan 
Muhammadiyah", 

Murcholish Madjid seorang cendikiawan dan dikenal sebagai 
“Bapak Bangsa” menilai tidak pantas pada pernyataan Amien, 
karena w hanya mendapat enaknya, "Secara moral, Amien harus 


"5 Permunitaan ajar Abd hana Wabad menguancdurkandan, balon saga bersial 
dari Arus Kala, tep3 sebeduranya celah dsampalkan oleh Syahir pengamat 
ekonomi. Menurutnya, “Jasa Gerbaik Abdurahman wahid adalah 
mengundurkan diri”. Senada dengan Syahrit, Adi Sasono, Seleretaris Umum 
(OMI, mengatakan” Abdurrahman Wahid tidak pantas menjadi presiden, 
dia itu budayawan kreatif. Perekonomian di bawah Pemerintahan 
Abdurrahman Wahid makin memburuk”. Gama 4 November 2000) hal. 25. 

1 Lihat “Gus Dur Didesak Mundur”, Gatra, 4 Movember 2000, hal. 24. 

Lihat “Uus Dur Didesak Mundur", Gat, 4 Movember 2000, hal. 25, 
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mundur dari kursi ketua MPR" katanya datar, Berbeda dengan 
penilaian Rektor UGM, Ichlasul Amal, Jo mengatakan, “Amien 
Rais tidak perlu minta maof atos kesalahannya memilih 
Abdurrahman Wahid. Waktu itu Abdurrahman Wahid merupakan 
pilihan terbaik dari yang terburuk”. 

Kuatnya desakan agar Abdurrahman Wahid mundur, 
memancing PBNU, melalui ketua umumnya Hasyim Muradi— 
yang sudah menyatakan tidak akan terjun dalam arena politik 
praktis—kembali sibuk melakukan pekerjaan politik untuk 

“menyelamatkan” Abdurrahman Wahid. Langkah Hasyim adalah 
berusaha menggalang dukungan dari tokoh-tokoh politik. Misinya 
adalah mencegah konflik antarumat di lapisan akar rumput 
(grammoot). Atas restu dari para kiai sepuh MU, Hasyim melakukan 
Safari politiknya. Tokoh pertama yang di datanginya adalah 
Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam safarinya, Hasyim Mumdi 
membawa dus pengurus, yaitu Abdullah Machrus dan Masduki 
Baidhowi. Hasyim menyam-paikan pesan para kisi MU di Jawa 
Timur dan Jawa Tengah agar Abdurrahman Wahid lebih bersabar 
Safari selanjutnya Hasyim bertandang ke kediaman resmi 
Mtegawati. Kepada Megawati, Hasyim menyampaikan kecemasan- 
riya atas kondisi masyarakat di bawah, “Yang susah paling ya 
Sermpevan dar saya, karena yang punya massa di desn-desa itu 
MU dan PDi Perjuangan”. Safari selanjutnya, Hasyim bertemu 
dengan Syafi'i Ma'arif, Ketum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 
Kepada Syafi'i Hasyim mengatakan, "Umat akan selamat kalau 
tidak ada pemakssan agar Abdurrahman Wahid mundur di 
tengah jalan”. Keduanya sepakat untuk melakukan langkah 
bersama agar massa mereka tidak ikut terseret ke arena politik 
yang dipicu oleh oposisi Amien Fais atas Abdurrahman Wahid.” 

Safari Hasyim Muzadi itu, tampaknya tidak banyak 
berpengaruh pada kuatnya desakan agar Abdurrahman Wahid 


# Lihat "Gus Dur Didesak Mundur”, Gatra, 4 November 2000, hal. 26. 


" Lihat "Safari Politik Hasyim Musadi”, Gatra, 25 Movember 2000, hal. 74. 
" Lihat “Safar Poliok Hasyim Musa", Gatra, 25 November 200), had. 75. 
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mundur Berbagai kelompok perentang dan oposisi terus menggelar 
demonstrasi di Jakarta. Bahkan antara massa pro Abdurrahman 
Wahid dengan yang kontra nyaris beritrok, Demonstrasi menentang 
Abdurrahman Wahid tidak saja membawa spanduk, rapi sudah 
membawa senjata, seperti golok, pisau dan senjata lainnya. 
Demikian juga yang pro Abdurrahman Wahid, mereka pun 
menyatakan rela mati demi Abdurrahman Wahid. Sementara itu 
ribuan warga MU siap datang ke Jakarta, jika Abdurrahman Wahad 
benar-benar diturunkan. 

Mencermati eskalasi politik yang memanas itu, posisi 
Abdurrahman Wahid laksana berada di ujung tanduk, apakah 
dia akan bertahan sampai 2004 atau di turunkan di tengah jalan! 
Kondisi iri membuat elite-elite MU berusaha mencari upaya- 
upaya agar warganya tidak sampai terpancing untuk melakukan 
tindakan-cindakan kekerasan yang pada akhirnya dapat menuai 
citra MU, Kuntnya desakan yang meminta Abdurrahman mundur 
membuat Hasyim Muzadi memberikan tanggopannya, 


“Jika Abdurrahman Wahid dimundurkan, karena 
didasarkan pada desakan-desakan, baik perorangan 
maupun kelompok, akan semakin memicu polarisasi 
masyarakat. Tapi apakah Abdurrahman Wahid saja 
yang bisa didesak mundur! Apakah Amien Rais atau 
Akbar Tandjung tidak bisa didesak mundur juga? Kalau 
sekarang timbul gelombang meminta Abdurarhman 
Wahid mundur Lalu bagaimana jika nanti ada desakan 
agar Amien Rais dan Akbar Tandjung mundur, Kalau 
nepara sudah seperti ini, maka kan kacau. Karena 
itu berikanlah kesempatan kepada Abdurrahman 
Wahid satu periode ini. Kalau dia keliru, mari sama- 
sama meluruskan. Abdurrahman Wabid harus tetap 
diluruskan, dikritik dan diingatkan. Sebab din 
memimpin negara yang dimiliki oleh orong banyak. Jadi 
kritikan terhadap Abdurrahman Wahid jangan 


Bahri "Ulum : “Bodiohnya MU" apa "NU Dabodaki”? 
dipasung tapi jangan pula diturunkan". 
Desakan mundur Abdurrahman Wahid, yng disponsori oleh 


Amien Rais (mantan ketua umum Pimpinan Pusat 
Muhammediyah), ternyata memberi imbas pada hubungan baik 
antara NU dan Muhammadiyah. Hal ini terlihat dari “kemarahan” 
sebagian warga MU) bukan saja kepada Amien Rois, tapi juga 
kepada institusi Muhammadiyah. Seperti diungkapkan Din 
Syamsudin, salah satu ketua PP Muhammadiyah. Menurutnya, 
“atnorah” sebagian warga MU itu sebagai kemarahan institusi MU 
terhadap institusi Muhommediyah.” Syafi'i Ma'arif menilai, 
“Ketegangan antam NU dan Muhammadiyah hanya gara-gara 
politik. Politik malah mempertajam perbedaan itu sampai ke 
lapisan bawah". Syafi'i meminta agar Abdurrahman Wahid dan 
Amien Rais saling menjaga kata, agar tidak berimbas kepada 
pendukung mereka di lapisan bawah." 

Kedua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia ita, pada 
dasarnya memiliki kesamaan kepentingan politik dan kultural. 
Keduanya pernah berkali-kali membuat hu Ii Ietara antara 
HU dan Muhammadiyah. Mereka pernah bersama-sama 
memprekarsai terbentuknya organisasi Majlisul Islam Ala Indo- 
nesia (MIAI) atau Majlis Tinggi Islam Indonesia pada tahun 
1937, dan Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi| pada 
tahun 1945, Mereka juga bahu membahu saat menghadapi PKI 
dan kelompok sekuler dalam sidang konstituante antara 1957- 
1959. Di era reformasi ini pun hubungan baik antara keduanya 
terlihat saat acara pengajian antara MU dan Muhammadiyah di 
gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta. Dan 
demikian juga ketika Amien Rais mencalonkan dan sekaligus 


M Lihat “Kalau Cus Dur Dimundurkan, Maikonya Berat”, Fomam Keadilan 
Mo, 35, 4 Desember 2000, hal. 59. 

" Lihat “Kisah Duo Saudara”, Fonon Kecdikm, 40.46, 23 Februari 2001, hal, 53, 

" Lihat” Kisah Dua Saudara”, Fonom Keadikm, Mo. 46, 25 Februari 2001, hal. 
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memperjuangkan tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai 
presiden, serta restu don dukungan Abdurrahman Wahid 
terhadap pencalonan Amien Rais sebagai ketua MPR. 

Warga MU dan Muhammadiyah sebenarnya sudah 
menyadari jika persoalan poliak lebih banyak mendatangkan sakit 
hati, Itulah sebabnya mengapa ketika Achmad Dahlan (15685- 
1973) mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1912, 
telah membatasi gerok organisasinya di bidang dakwah, 
pendidikan, dan pelayanan masyarakat. “Politik Praktis Mo" 
karena dianggap akan mempersempit ruang gerak organisasi. 
Mamun masalahnya, para pelanjutnya membidani parui-partai 
poliik. MU pun demikian. Ketika lahir tahun 1926, misinya 
bergerak di bidang budaya, pendidikan, dan sosial. Yang demikian 
itu sekaligus merupakan persamaan antara NU dan 
Muhammadiyah. Sedangkan perbedaan antara keduanya “hanya” 
terletak pada kotagori pendukung dan “sedikit” perbedaan 
pendangan tentang masalah kengamaan (khilafah atau furu tyah), 
yang tidak begitu signifikan.” 

Pertanyaannya, mengapa hubungan baik antara MU dan 
Muhammadiyah menjadi retak, dan warga NU dan Muhammud- 
iyah yang tuotebene sama-sama berpedoman pada Al-Our'an dan 
hadis harus “bermusuhan”?! Salah satu jawaban yang bisa 
dikemukakan adalah karera faktor pertarungan elite-elite kedua 
kelompok ini, yang melibatkan Abdurrahman Wahid sebagai pa- 
trton NU dan Amien Rais sebagai patron Muhammadiyah. 
Munculnya polarisasi ini merupakan sebuah fenomena yang nyata, 
bahwa karakter pohitik Indonesia pasca-runtuhnya ream Soeharto 
menunjukkan kecenderungan gerakan massa. Para politisi yang 
tampil kiri merupakan figurfigur utama, yang memiliki basis rnassa 
di bawah dengan ideologi yang berbeda. 

Terseretnya MU dalam poliak prakos untuk nvempertahan- 
kan posisi Abdurrahman Wabid, menjadi sustu yang tampaknya 
“ganjil”. Sekiranya peran ini harus dilakukan, maka mestinya 


"4 Lihat” Kisah Dua Saudara”, Firum Keadilan, Mo. 45, 25 Februari 2091. 
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PKB-loh yang melakukannya, bukan MU. 

MU sendiri bukannya memiliki setumpuk pekerjaan yang 
beroreintasi pendidikan, sosial dan keagamaan. Pekerjaan politik 
mestinya cukup diurus oleh PKB. Apalagi PKB diproyeksikan 
sebagai sayap politik. Sungguh suatu kenyataan poliak yang 
sangat disayangkan, jika sikap MU terus menerus terseret ke 
dalam politik praktis, yang akharnya menimbulkan kesan bahwa 
gerakan MU justru lebih politis daripada PKB. MU semestinya 
berada pada tatanan moral politik dan bukan pada praktik politik 
praktis. MU mesti menjaga jarak dengan Abdurrahman Wahid, 
apar bila Abdurrahman Wabid diturunkan sebagai presiden 
sebelum masanya, NU tidak terkena getahnya dan terpuruk.” 

Hal yang sama diungkapkan oleh Slamet Effendy Yusuf, salah 
satu anggota perumus konsep khattah. Menurutnya, “Adalah 
kekeliruan besar mempertahankan nama MU demi menyelamatkan 
satu orang. Masuk atau tidaknya NU ke dunia politik, semuanya 
bukan tergantung peda Abdurrahman Wahid, tapi tergantung pada 
pimpinan MU sekarang. Mestinya MU tetap bertahan pada 
kedudukannya sebagai organisasi keogamaan yang menjodi 
penjaga nilai-nilai moral, niloi-nilai ke-NU-an seperti moderat, 
tidak ekstrim, toleran, adil, musyawarah, persamaan dan amar 
mu 'ruf mahi mekar. Setelah menjadi presiden, Abdurrahman Walud 
adalah orang politik. Sebagai orang politik ia pasti akan mencoba 
memanfaatkan apapun yang dia punya, misalnya pengaruhnya di 
MU. Tapi mestinya, NU harus menjaga jarak sehingga MU tidak 
dikorbankan, termasuk apabila Abdurrahman Wahid dianggap 
gagal, itu tdak identik dengan MU.“ 

Menurut Ketua Lakpesdam NU, Ulil Abhsar-Abdalla, “Kami 
tanak-anak muda MU di jalur kultural) tidak rela jika MU dibawa 
lebih jauh ke wilayah politik praktis. Dan untuk itu, kami akan 
berusaha dengan segala kemampuan untuk menyuarkan 
pentingnya MU lebih berkonsentrasi peda hal-hal kemesyarakamn 
GS Woaancara dengan Andi A. Malarangengdi akar , Juni 2001, 

“ Wawancara dengan Slamet Efiendi Yusuf, Ketan Tempo, 5 Juni 2001. 
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guna membangun dan memberdayakan orang-orang kecil” Hal 
yang sama juga diungkapkan Ahmad Baso, peneliti muda NU. 
Menurutnya, “Bila Abdurrahman Wahid mampu bertahan sampai 
M4, muka ini adalah kemenongan MU politik, tapi kekalahan 
MU kultural. Dan jika Abdurrahman Wahid diturunkan di tengah 
jalan, maka ini adalah kemenangan MU kultural, tapi kekalahan 
MU politik” 

K.H. Ahmad Bapdia, salah setu kerua PEMU 
mengungkapkan bahwa, “Ketika Abdurrahman Wahid menjadi 
presiden, MU berada pada posisi dilematis. Bila MU melakukan 
pembelaan (menurut caranya) terhadap Abdurrahman Wahid, 
maka dianggap telah berpihak. Tapi jika NU diam, maka dianggap 
hanya membiarkan segalanya berlangsung. Pedahal jika NU hanya 
diam saja, maka bisa jadi pendukung Abdurrahman Wahid lebih 
radikal lagi. Namun demikian, MU juga tidak dapat berbuat 
banyak, karena yang memiliki massa adalah kiai yang oda di 
bawah. Bila MU (PEMU! melarang, maka massa itu akan minte 
restu pada kininya”? 

Keterlibatan MU dalam politik memang bukanlah hal yang 
“haram”, dan pada sisi tertentu dapat dipahami. Sedikitnya ada 
tiga faktor mengapa MU sulit memisahkan diri dari kehidupan 
palitik praktis, khususnya di era reformasi ini. Pertama, naluri 
politik MU sejak dahulu memang sangat tinggi. Pengalaman 
menjadi partai politik (1952-1973), merupakan sejarah yang sulit 
dipisahkan dari NU. Kedua, tampilnya Abdurrahman Wahid 
sebagai presiden, yang merupakan patron utama NU, membuat 
pasisi MU, mau tidak mau harus mendukung dan mempertahan- 
kannya. Ketira, PKB sebagai sayap politik MU, tidak dapat 
diandalkan sepenuhnya untuk melakukan pembelaan terhadap 
Ahbdurrahman Wahid. 

Mamun demikian, MU seharusnya lebih mengutamakan 


M Wawancara dengan UNI Abshar Adalah di tato , uni JL, 


3 Ahmad Base, “MU poditik We MU Kultural”, detak, Pebruari 2001 
4 Wowancan dengan EH. Ahmad Bagdja, Juni 2091. 
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kepentingan bangsa, dan tidak terjebak dalam politik praktis yang, 
justru mengecilkan perannya dalam konstelasi poliak nasional 
secara makro. MU harus dapat mengurangi keterlibatannya dalam 
politik praktis, dan memberikan urusan politik ini pada PKB. 
MU harus melakukan otokritik, bahwa keterlibatannya dalam 
politik praktis, bukan saja menguras energi NU, tapi juga 
membuat MU semakin tidak disegani dan berwibawa 

Dalam hubungannya dengan PKB, NU (PBMU) seharusnya 
mengambil jarak dan perhatian yang sama terhadap seluruh 
kekuatan partai politik, baik parpol MU maupun non NU. Hal ini 
peniting disikapi oleh NU, karena jika tidak, teritu saja akar timbul 
kecemburuan dari warga MU yang aktif di purpol-parpol lain, dan 
hal tersebut dapat menjadi pemicu munculnya konilik antarwarga 
NU sendiri yang berlain partai” Posisi NU seharusnya netral 
terhadap seluruh kekuatan partai politik, utarnanya partai-partai 
politik yang berbasis MU, sehingga memungkinkan untuk berperan 
sebagai penengah karena tidak ikut terlibat dalam permainan 
dukung-mendukung." Jika MU berpihak pada salah satu parpol, 
atau mendukung Abdurrahman Wahid secara terang-terangan, 


8 Menelang Pemiliu 1999, warga MU pendukang Portal Persatuan 
Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Darya (PKB) terlitvet Le rutreske 
di Jawa Tengah. Tercatat beberapa orang meninggal, luka-luka serta 
kerugian material lainnya. Bentrokan juga perjadi di seberapa korea cdi Tarwa 
Timur Bentrokan ini terjadi karena terjadi pereingan keras antum kedua 
pendukung partai dan cksodusnya warga MU he PD (Partai Perri bekam 
PBNU), Memarut Zarkasih Mur, Ketua DPP PPP “Andaikan saja PBNU 
sebaga pengayom dani kekustan MU di manapun bersilarp netral, berninodaun 
ini barargkeali tidak cerjadi” Hal senada disampaikan oleh Ketua Limum 
DPP PU, £H. Yusuf Hasyim, “Ala bondlik antarwarga MU lebih sebagai 
akibat kebijakan yangdibuat oleh PAMU sendiri, yang tidak punya dasar 
kuat. Menurutnya “Kalau PBMU berbant adil dan jujur sesuai dengan 
ketetapan Muktamar Sissbonda, bahawa MU haros benilap eta terhadap 
Organisasi politik yang ada, saya kira tidak akan terjadi seperti ani” Lihat 
Pang Merekam Mo.8, 12 Mei 1999, 

“ Saladin Wahid, “Peran Politik MU", Kompes, 23 Maret 2001. 
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maka MU bukan saja sulit berinteraksi dengan seluruh kekuamn 
politik yang ada, tapi juga citranyo sebagai organisasi sosial 
keagamaan yang peduli pada nasib rakyat kecil akan bernodai. 

Sikap netral NU penting diwujudkan karena beberapa 
alasan, Pertama, organisasi akan terganggu kinerjanya jika para 
fungsionaris MU tidak mampu mengkonsentrasikan diri pada 
kegiatan jam'ryyah yang semakin hari semakin lunas. Kedua, tanpa 
netralitas dan garis dersokrasi yang jelas, maka pencampurdukan 
antara jamtyyah dan partai akan membubarkan upaya-upaya 
rintisan yang sudah mulai menunjukkan hasilnya karena 
pangguan ideologis dan pragmatisme polidk.“ 

Selama PKB tidak dapat melepaskan diri dan masih 
mengandalkan MU secara struktural, maka ia akan sulit 
mewujudkan dirinya sebagai partai dewasa dan modern, PKB 
harus berjuang untuk mendapatkan dukungan dari luar MU 
sembari tetap memelihara dukungan dari MU sendiri. 


Tampilnya Abdurrahman Wabid sebagai presiden, 
menempatkan NU peda posisi di persimpangan jalan sejarah, 
antara mendukung Abdurrahman Wahid sebagai presiden atau 
tetap melanjutkan dan memperkuat proyek civil society 
(masyarakat sipil). Untuk memperkuat masyarakat sipil disadari 
oleh NU merjadi ganjalan tersendiri ketika Abdurrahman Wahid 
terpilih sebagai presiden. Berbeda dengan MU ketika masih 
berada di luar kekuasaan (stite) pada musa resim Soeharto, ketika 
orang-orang NU bersikap kritis, seperti anak muda NU yang 
peduli pada nasib buruh, dan kalau negara tidak toleran, maka 
mereka dianggap sebagai bagian enemy dari negara. 

Mamun demikian, ketika MU sudah menjadi bagian dari 
negara, maka orang-orang NU yang kritis tentu akan menghadapi 
“! Muhammad A5. Hilom, Islam, Dernokratsasi dan Pemberdayaan Cm Soci- 

ary, hal. 216-217. 
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persoalan dilematis. Dilema itu bisa menjadi kelemahan dan 
kekuatan. Kelemahan, jika MU tidak toleran terhadap fenomena 
seperti itu. Apalagi jika pemimpin dan kaum elitenya menganggap 
MU sebagai sesuatu yang tunggal. Mamun jika disadari betul, bahwa 
MU sejak awal odalah plural, maka spekoum MU yang luas itu 
akan tetap dibiarkan apa adanya. Orang NU yang kritis harus sadar 
akan kekritisan mereka, karena mereka juga harus menanggung 
risiko. Mengingat orang MU yang kritis tidak semuanya benar, tapi 
jika risikonya tadi disadari, maka tidak akan menjedi masalah. 
Ketika mereka tidak menyadari posisi musing-masing secara 
demokratis maka bisa menjadi unsur kelemahan. Inilah risiko 
orgonisosi sebesar MU yang tidak bisa disatukan secara monolitik 

Sebelum menjadi presiden, Abdurrahman Wahid memang 
menjadi referensi NU, terutama di kalangan mudanya. Tapi 
kerika Abdurrahman Wahid sudah memegang negara, MU seperti 
kehilangan referensi, karena itu referensi baru harus dicari. 
Menurut Amsal A. Dulmanan, koordinator FKGMMU (Forum 
Komunikasi Generasi Muda Mahdlatul Ulama), saat Abdurrahman 
Wahid belum menjadi presiden, sasaran perakan mereka (anak 
muda MU) sangat jelas. Tapi sekarang, ruang gerak mereka sangar 
terbatas. Bahkan sebagian di antara penggerak perubahan ke 
arah demokratisasi itu lorut dalam gemerlap kekuasaan, 
mempertahankan kekuasaan seng patron dan politikus-politikus 
MIL 


Seperti dimaklumi bahwa poda awalnya yang menjadi lahan 
kritik anak-anak muda MU itu adalah Islam modernis yang 
menguasai negara. Tapi saat MU menjadi bagian dari negara, 
maka objek kritiknya adalah MU yang menjadi bagian dari negara 
itu. Namun dalam konteks MU yang telah menjadi bagian dari 
negara itu, jangan dilihat MU-nya, tapi harus dilihat sebagai 
“3 Muhammad A5. Hikam, Isl, Demak dan Pemberdanaam Civil 

Society, hal. 216. 
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negara. Harus diakui bahwa Abdurrahman Wabid dahulu 
merupakan pemikir yang mengilhami counter terhadap Tigara. 
Dalam ranah ini, yang menarik dicermad, bahwa Abdurrahman 
Wahid itu dilawan oleh pemikirannya sendiri, Untuk itu, 
tampilnya ia sebagai pemegang negara, merupakan suatu ujian. 
Apakah negara yang dipimpinnya itu akan sama dengan negara 
yang dipimpin oleh Soeharto dan Habibie, atau malah menjadi 
negara yang lain." 

Tampaknya, tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai 
presiden, telah menjadikan MU larut dalam kehidupan dunia 
politik praktis dan melalaikan proyek masyarakat sipil (esuil soci- 
ety| dan amanat Muktamarnya ke-30 tahun 1999 di Kediri. Bila 
hal iri terus berlangsung, sama halnya NU kembali mengulangi 
sejarah masa lalu ketika terjebak pada permainan politik praktis 
yang berorientasi kekuasaan, dan mengabaikan misi utamanya 
yaitu Sage asn masyarakat dan menjadikan Islam sebagai 
rahrnatam 

Bila pe Sisa sungguh, sebenarnya hasil Muktamar 
NU ke-30 antara lain mengamanatkan warganya untuk 
memegang teguh khintah. Di sana dinyatakan, “Kepada seluruh 
pengurus NU dari 'tingkat ranting” hingga "pengurus besar" 
diserukan agar tetap menempatkan NU sebagai organisasi sosial 
keagamaan, bukan sebagai organisasi politik”. Oleh karena itulah 
MU harus selalu bersifat kritis terhadap partai manapun dan 
mengontrol partai yang dianggap sebagai penyalur aspirasi politik 
warganya. Dan, untuk kepenringan tersebut, perlu ada “komisi 
politik' dalam organisasi MU”, 

Amanat di atas merupakan salah satu bunyi rekomendasi NU 
pada muktarnar tersebut. Setelah hampir dua tahun rekomendasi 
ini ternyata belum juga dapat dircalisasikan. Hal ini terjadi 
karena hampir seluruh energi MU (baca: PBMU) cerkonserirrasi 
pada upaya bagaimana “mempertahankan” Abdurrahman Wahid 
sebagai presiden, bukan baguimana berupaya melaksanakan pro- 


" Harus Salam dan Muhamad Ridwan, Kultura! Hibrida... hal, 263. 
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gram-peogrem etratepis dan propram dasar PBMU periode 1999. 
2004 (Lihat lampiran 1). 

Strategi poliik MU dengan kembali ke khirtah 1926, telah 
memunculkan MU sebagai kekuatan masyarakat sipil, meskipun 
disadari bahwa langkah ini diwmbil bukan saja karena MU terlalu 
jauh dan menghabiskan energinya dalam permainan politik 
praktis, sehingga misi utamanya terpinggirkan, tapi juga karena 
kesuliran-kesulitan yang dihadapi manakala mencoba masuk ke 
dalam negara. Kalaupun warga MU ada yang masuk ke dalam 
negara, maka nasibnya tidak akan jauh berbeda dengan 
sebelurnnya, maka langkah strategis yang ditempuh adalah 
menyatakan diri kembali ke khuttah. Langkah kembali ke khirtah 
ini, telah membuktikan bahwa ternyata menjadikan MU lebih 
dewasa dan matang serta tumbuh suburnya lembaga-lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) yang dibidani oleh institusi atau warga 
MU sendiri. Lembaga inilah yang merupakan pilar utama tegaknya 
masyarakat sipil. 

Memasuki era reformasi, tampaknya proyek masyarakat sipil 
MU terpinggirkan terutama saat tampilnya Abdurahman Wahid 
sebagai presiden. Era reformasi dan sekaligus tampilnya 
Abdurrahman Wahid, merupakan dua momen penting bagi NU, 
yang sudah barang tentu lama dinantikan. Hal inilah yang 
menjadi daya tarik yang kuat bagi MU terutama tokoh-tokohnya 
yang memang concem pada politik, unuk tampil ke arena politik 
praktis. Kesempatan seperti ini merupakan hal yang langka dari 
baru pertama dalam sejarah MU. Warga NU yang selama ini telah 
concem pada gerakan kultural, kemudian sebagian beralih ke 
dalam gerakan politik. 

Fenomena di atas, menunjukkan betapa kuat daya tarik 
politik bagi MU, Sehingga ia harus rela meninggalkan bangunan 
masyarokat sipil yang sedang dibangunnya. Menjelang dan usai 
Pemilu 1999 yang talu serta terpilihnya Abdurrahman Wahid 
sebagai presiden, benar-benar mervyita waktu, pikiran dan energi 
MU pada urusan-urusan politik praktis. Daya tarik akan 
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kekuasaan dan jabatan -jabatan publik bairinya yang bergelimang 
prestise dan privlege menyebabkan kehadiran partai polidk tidak 
ubahnya laksana gula-gula yang lebih banyak menawarkan 
kesenangan dan kesuksesan daripado menyiratkan beban 
kerakyatan yang luar biasa besar. 

Konsekuensinya, partai yang diidealkan sebagai media 
pemberdayaan masyarakat justru belum bisa sepenuhnya 
melepaskan diri dari kecenderungan lama. Yaitu, bahwa partai 
partai itu justru menjelma menjadi "organisasi penampungan 
tenaga kerja”. Bagi mereka yang namanya masuk dalam daftar 
calon legeslatif akan merasa bersyukur ketimbang berpikir secaru 
serius mengenai tugus berat yang akan dibebankan nanti ketika 
dirinya betul-betul terpilih.“ Sebab, menjadi anggota legislani 
dianggap sebagai “pekerjaan menjanjikan" ketimbang sebagai 
“amanat rakyat banyak". 

Padahal perjuangan dan misi MU jauh lebih besar kerimbang 
sekadar berpolitik, dan perjuangan berpolitik itu harus 
didefinisikan lebih luas daripada sekadar perjuangan melalui 
partai politik. Jika perjuangan MU hanya dikaitkan dengan 
perjuangan melalui partai, lambat atau cepat NU akan 

i pengalaman 1960/1970-an, membuat banyak orang 
NU lupa diri, dan baru sadar tahun 1984, dengan kembali ke 
khutuah. Tika pada lima atau sepuluh tahum mendatang, NU masih 
dicirikan dengan pertarungan perebutan kekuasaan, NU akan 
kembali terjebak dan larut dalam urusan politik. Jika 
Abdurrahman Wohid menjadi presiden, Itu bukanlah hal yang 
bersifat langgeng." 

Oi sinilah posisi MU, benar-benar berada di persimpangan 
jalan, bahkan boleh jodi kehilangan arah yang jelas. Bila MU tetap 
“bermain” pada tatanan politik praktis, dan menghilangkan sikap 
keritisriya yang selama ini tidak lagi mampu mereka tampakkan, 
" KH. Hasyim Muzadi, Nahdland Ukema di Tengah Agenda Penoalan Bangsa, 

Ciputat Logos Wacana Ilmu 1955, hal. 106. 
3 Yawancara dengan Ulil Abshar-Abdalla, Juni 2061. 
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maka boleh jadi akan memunculkan kesan bahwa yang dikejar 
selama ini adalah kekuasaan. Minimal gerakan yang mereka 
perjuangkan, boleh jadi berorientasi kekuasaan atau, ketika 
memperoleh kekuasaan maka mereka akan mempertahankan 
kekuasaan itu (status guo). Padahal ori gerakan sosial mengharus- 
kan pelaku-pelakunya mampu mengambil jarak dengan kekuasaan. 
Hal ini untuk menjaga kemurnian gerakan mereka yang harus 
selalu konsisten berada di luar sistem, dan tetap akrif melakukan 
kritik dan kontrol terhadap kekuasean sebagai wujud konkret 
partisipasi rakyat dalam proses-proses politik dalam arti yang lebih 
June. Untungnya MU masih memiliki kelompok muda kritis var 
sejak awal tetap concern pada jalar kulrural, seperti Lakpesdam di 
Jakarta, LKIS di Yogyakarta, dan cLSAD di Surabaya. 

Borangkali saaenya MU kembali menegaskan sikapnya untuk 
menarik batas antara politik dan kultural, Wajah MU yang kini 
suram harus dikembalikan pada wajah aslinya yang kultural demi 
terbangunnya dengan baik masyarakat sipil. Hal ini penting 
dilakukan MU karena: pertama, bila MU tetap larut dalam politik 
praktis, maka akan terjadi pemdskinan lahan. Sedangkan misi MU 
yang lain, seperti pendidikan, ekonomi, sosal, dan kengamaan akan 
sulit tersentuh: kedua, orientasi politik cenderung mengejar 
“kekunsaan?", bukan “kebenaran”, Keterlibatin MU dalam uruan- 
urusan politik praktis, malah akan memunculkan sekar-sekat pri- 
mordial dan titik permusuhan .$ 

Kiri belumlah terlambat bila MU kembali “banting stir" 
dengan mengarahkan kembali “kapal besar”-nya pada jalur 
aslinya. Yaitu kembali memperkuat masyarakat sipil melalui 
gerakan kultural dan konsisten melaksanakan amanat mukmmar 
yang telah ditetapkan. Dengan demikian NU akan tetap menjadi 
salah satu kekuatan penyeimbang negara dan sebagai pilar kuat 
demokrasi di Indonesia. " " " 

" Laode Ida, "NU Era Reformasi”, hal. 17. 
"KH, Hasyim Muzadi, Nahdtand Ular di Tengah Agenda Persoalan Benar, 
hal. 107. 
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“Barangkali saatnya MU kembali menegaskan sikapnya untuk 
menarik batas antara “wilayah kerja poliik” dan “wilayah kerja 
kultural”. Wajah MU yang kini suram, sepatutnya 
dikembalikan pada wajah aslinya yang kultural demi 
terbangurinya masyarakat sipil di Indonesia dan menyerahkan 
sepenuhnya persoalan politik praktis pada PKB. MU cukup 
tampil sebagai kekuntan moral 
(meal forcel yang menggetarkan". 


(Bahrul Ulum) 


SESOBEK CATATAN AKHIR: 


“KEBODOHAN NU", 
ATAU "DIBODOHINYA NU"? 


Sesobek catutan akhir ini menyisakan pertanyaan yang 
belum bisa dijawab dengan pasti: bahwa dengan beberapa 
sikap MU pang cerkemun inkonsister itu, pada satu araletu 
kecoibali ke kbusah dan mantap di jalur kultural, dan pada 

akta lai secum bernama juga mengurusi wilayah polidk 
praktis: bahwa dalam perjalanan sejarah politilanya MU 
sebadw regular bekabahun ...bebihi musrapakan koirena 
dero irtenna MU, ceker MU, atu karena kedua 
keduanya, apakah sena ita karena “kebodohan M1", 
“dibodobinya” MU, atau karena kedua-duanya! 


Pengalaman berpolitik MU dari waktu ke waktu, semenjak 
masa perjuangan hingga usai kemerdekaan RI, membuat 
organisasi terbesar di Tanah Air itu semakin sulit meninggalkan 
dunia politik. Paling tidak, puncak keterlibatan dalam politik 
itu bisa ditengok pada tahun 1952, di mana secara resmi NU 
menyatakan diri sebagai partai politik dan keluar dari Masyumi 
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(sebuah organisasi massa bentukan MU dan Muhammadiyah). 
Peranan politik MU semakin besar ketika pada tahun 1960, partai 
Masyumni secara resmi dibubarkan oleh Soekarno. Pado periode 
1960-1966, MU tampil sebagai kekuatan utama dari basis massa 
Islam untuk mengadang dan menghancurkan pos-pos kekuatan 
PKI. 

Memasuki Orde Baru, rezim yang berkuasa, mengeluarkan 
kebijakan pemerjeran partai menjadi dua partai, dan MU sendiri 
bergabung dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Karena 
keberadaan MU di PPP mendapat posisi yang selalu kurang 
menguntungkan, terutama dalam masalah peran strategis di PPP 
maka pada Muktamar 1984 di Situbondo NU mengeluarkan 
pernyataan dan keputusan yang berani dan kontroversal, yaitu 
keluar dari PPP dar menerima asas tunggal Pancasila. Muktomar 
ini pun kemudian dikenal dengan pernyaman mundurnya NU 
dari panggung politik prakris dan kembali ke bhittah 1925. 

Kembali ke khittah, tidaklah membust sekoh-tokoh NU 
meninggalkan dunia politik praksis, dan hnya melakukan 
aktivitasnya sebatas di jalur perakan kultural, yang bermuara 
pada penguatan masyarakar sipil (civil society). Tokoh-tokoh politik 
MU tetap tersebar di tiga partai politik yang ado sehingga muncul 
slogan, “NU tdak ke mana-mana, taji ada di mana-mana". MU 
tetap menjaga netralitasnya terhadap seluruh kekuatan parpol 
dan melarang adanya rangkap jabatan bagi pengurus dengan 
jabatan politik. Pun secara kelembagaan, MU sendiri tetap 
konsisten dengan gerakan pengembangan ekonomi, pendidikan, 
dakwah, sosial, kengamaan, dan gerakan kultural lainnya. 

Fenomena yang tidak bisa diabaikan posca-khitah adalah 
munculnya anak-anak muda NU dengan berbagai LSM.nya, yang 
memiliki daya kritis dan pemikiran liberal, serta umumnya kurang 
tertarik pada hiruk pikuk politik. 

Memasuki era reformasi, ketika terbuka kesempatan untuk 
mendirikan partai politik, MU tidak dapat melewatkan begitu 
saja momen penting itu. Apalagi selama bertusi ke PPP (1973) 
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dan kemudian keluar dari PPP (1984), posisi pelidk MU benar: 
berir terpinggirkan. Di tengah suphoria politik dan kuatnya 
desakan dan kalangan dalam sendiri, agar MU memiliki parpol 
untuk warganya, maka PBMU pun ikut memfasilitasi berdirinya 
parpol itu, dengan membentuk Tim Lima dan Tim Sembilan. 
Akhirnya terbentuklah parpol yang diharapkan dapat menampung 
aspirasi warga NU pada khususnya dan bangsa Indonesia 
umumnya yang, diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 
Partai ini secara resmi dideklarasikan pada tanggal 23 Juli 1998 
di halaman Pondok Pesantren Leluhur K.H. Wahid Hasyim, 
Cignrjur- Jakarta Selatan. Berdirinya PKB ternyata tidak cukup 
memunskan seluruh pihak dalam MU, bahkan menimbulkan pro - 
kontra. Beberapa kalangan tokoh-tokoh NU tidak menyetujui 
ika PKB menjadi partai sekuler dan tidak menggunakan Islam 
sebagai asas partai, seperti halnya asas yang dimilki MU, Selain 
Itu, penyusnan komposisi pengurus yang terkesan tidak luput 
dari kesan nepotisme menjadi salah satu faktor munculnya 
ketidakpuasan itu, sehingga beberapa minggu kemudian, 
berdirilah purpol lain dalam tubuh MU, yaitu Partai SUMI yang 
dipimpin oleh Abu Hasan, PNU (Partai Mahdlatul Ummat) yang 
dipimpin oleh K.H. Syukron Makmun dan PKU (Partai 
Kebangkitan Ummat) yang dipimpin oleh K.H. Yusuf Hasyim. 

Fase berikutnya, Ketua Umum PBMU, Abdurrahman Wahid 
terpilih sebagai presiden RI ke-4. Pada fase ini, energi MU sudah 
mulai terkuras pada bidang politik praktis. Beberapa kalangan 
NU mencoba memanfaatkan momen tampilnya Abdurrahman 
Wakud. Apalagi momen ini merupakan yang pertama kali dalam 
sejarah perpolitikan MU di Tanah Air Baru kali ini, putra terbaik 
MU dipercaya memimpin bangsa besar Indonesia. 

Ada hal menarik yang perlu penulis kemukakan di sini, 
sebagian kalangan MU beranggapan bahwa pembentukan PKB 
yang difasilitas oleh PBMU merupekan "pelanggaran" khirtah, 
karena keputusan Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo 
mengisyaratkan bahwa NU bersikap netral terhadap seluruh 
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kekuntan parpol. Sebagian yang lain beranggapan bahwa khuttah 
bukan “harga mati" yang membacasi tindakan NU untuk 
berpolitik—sepanjang itu dapat dilakukan sesuai dengan 
"tuntutan situasi dan kondisi. Kalangan ini berpijak pada kaidah 
fikih poptiler MU alhuknu yadsora ma'a ilatihi wujudan wa'adernar”, 
Dengan kata lain “bahwa keputusan itu berubah jika kondisi 
yang menjadi konteksnya mengalami perubahan”, Perilaku politik 
rang selalu menggunakan pertimbangan fikih ic memang 
mengesankan sikap NU yang selalu melihat masalah yang 
dihadapi sebogai situasi darurat dan temporer, sehingga seringkali 
harus keluar dari rel yang ditetapkannya sendiri dalam 
, menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sikap dan perilaku inilah 
yang kemudian menjadikan MU menuai “cap” sebagai “onpanisasi 
oporterds”. Sekarang begini, besok begiru, dan begitu seterusnya. 

Dus, tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang 
dimotori oleh Poros Tengah ternyata tidaklah seindah yang 
dibayangkan. Bagaimana tidak! Baru beberapa bulan saja 
Abdurrahman Wahid tampil sebagai presiden telah muncul dari 
beberapa kalangan agar dia mengundurkan diri sebagai presiden. 
Maitnya, desakan mundur itu justru dikomandani oleh Amien 
Rais (Poros Tengah) yang dulu mengusung sang putra terbaik 
NU itu ke singgasana kepresidenan. 

Kuntnya desakan itu, memancing K.H. Hasyim Muzadi 
selaku Ketua Umum PBMU dan tokoh MU larinya untuk tampil 
membela dan mempertahankan posisi Abdurrahman Wahid. 
Sebab, menurut penilaiannya, apabila Abdurrahman Wahid 
diturunkan dengan cara yang tidak "terhormat," maka hal itu 
akan berimbas pada MU secara umum, Meskipun penilaian ini 
tidak dapat dibenarkan seratus persen, tapi itulah yang banyak 
diyakini oleh warga MU. Dari sinilah kemudian MU terseret lebih 
jauh dalam dunia politik praktis. Terserernya MU dalam politik 
praktis khususnya untuk mempertahankan Abdurrahman Wahid, 
menjadi sesuatu yang tampak “ganjil” kerena peran ari adalah 
peran politik yang sepatutnyalah diambil oleh partai yang 
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didirikannya, yaitu PER. MU seharusnya tetap berada pada posisi 
netra! dan tidak terjebak dalam politik dukung-mendukung. MU 
seharusnya melakukan otokritik, bahwa keterlibatan dalam 
politik praktis, bukan saja menguras energi, tapi membuat NU 
tidak lagi disegani dan memiliki wibawa yang tinggi. 

Di tengah arus reformasi dan tampilnya Abdurrahman Wahid 
sebagai presiden NU juga telah dianggap “melalaikan” proyek 
oil societs (masyarakat sipil) dan wmanat muktamarnya yang ke- 
40 di Lirboyo. Bila hal ini terus berlangsung, NU akan kembali 
mengulangi sejarah masa lalu ketika terjebak dalam permainan 
politik praktis yang berorientasi kekunsaan dan mengabaikan misi 
utamanya, Barangkali saatnya MU kembali menegaskan sikapnya 
untuk menarik batas antara “wilayah kerja politik” dan “wilayah 
kerja kultural”. Wajah MU yang kini suram, sepatutnya 
dikembalikan pada wajah aslinya yang kultural demi 
terbangunnya masyarakat sipil di Indonesia dan menyerahkan 
sepenuhnya persoalan politik praktis pada PKB. ML cukup tampil 
sebagai kekuatan moral (moral force) yang “menggetarkan”. 

Dengan bahasa yang berbeda, keterlibatan MU dalam politik 
praktis, memang bukanlah hal yang “diharamkan”. Apalagi setiap 
warga memiliki hak sama dalam menyuarakan aspirasi polidknya. 
Slamun bila keterlibatan itu tanpa kontrol dan pengendalian diri 
dari MU sendiri, tentulah “energi polidk” NU akan terkuras habis 
di persoalan politik praktis semata, sementara pernoalan-persoalan 
lain di wilayah kultural seperti pemberdayaan masyarakat sipil, 
peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi dan pengembangan 
sumber daya manusia—yang menjadi raion de etre pendiriannya— 
akan benar-benar terbengkalai. 

Apa boleh dikata, sesobek catatan akhir ini menyisakan 
pertanyaan yang belum bisa penulis jawab dengan pasti, bahwa 
dengan beberapa sikap MU yang terkesan inkonsisten itu, pada 
satu waktu kembali ke khutah dan mantap di jalur kultural, dan 
pada waktu lain secara bersamaan juga mengurusi wilayah politik 
praktis bahwa dalam perjalanan sejarah politiknya MU selalu 


217 


Hara Liam : “Badaknya MU" apa “NU Dibadoki"? 


mengalami "kekalahan" (keluar dari Masyumi karena merasa 
dikibuli, keluar dari PPP karena merasa tidak mendapat tempat, 
dan putra terbaiknya diturunkan dengan “tidak hormat" dari 
jabatan sebagai presiden oleh “arang luar” yang dulu 
mengegolkannya): apakah hal-hal yang penulis tunjukkan di 
alinea akhir ini lebih merupakan karena faktor internal MU, 
eksternal MU, atau karena kedua-keduanya, apakah semua itu 
karena “kebodohan NU", “dibodohinya NU", atau karena kedua 
duanya?! Wallahu alam bil shawab! " " " 
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“Warga ML perlu melakukan di versaitikaaa paris perjuangan 
yang bukan melulu melalui jalar politik. Jalur politik memang 
penting, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah konsistensi 
terhadap garis perjuangan dan rulai-nilai MU 
dari segala arah dan jalur" 


(Dr. Ainur Rofia) 
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NAHDLATUL ULAMA: 
KHITTAH, “POLITIK PRAKTIS”, 


DAN AGENDA-AGENDANYA 


(Sebuah Gerundelan Orang Dusun) 
Dr. Ainur Rofig, MA.) 


kala saya diminta oleh Penerbit Ar-Ruzz Press 

ntuk memberikan “Epilog" atau “Catatan Akhir” 

uttuk buku Savdara Bahrul Ulum yang berjudul 

"Bodohnia NU" Apa “NU Dihodoli"! ini, saya sempat kaget dan 
tercengang. Bagaimana tidak? Sebelum membaca teks “pracetak”- 
nya, yang disodorkan kepada saya, muncul sebuah gumaman 
dalam hati kecil saya, “Buku ini terlalu berani menyinggung 
luapan emosionalitas warga NU! Bisa berabe nanti,” Hamun, 
seusai ruritas membacanya, baru saya sadari bahwa maksud dari 
judul dan sekaligus isi buku tersebut adalah untuk membikin 
kita (terutama kaum nahdlreun), agor sedikit melek sekelumit 
“sejarah perjalanan MU" dengan “bergudang-gudang" polemik, 
dialektika, acou bahkan—mohon maaf saja—secara amplsatls juga 
menunjukkan “kekalahan-kelahan" policik MU, yang pada 
munranyo membikan MU melulu bingung mempertegas wilayah 
parapannya, antara khittah (sosial keagamaan) dan politik praktis 
(kekuasaan onoed), Ya. Sebuah buku yang idak jauh berbeda 
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dengan kebanyakan penyorot MU lainnya, hanya perspektif 
waktu, keringkasan dan kelengkapan datanya saja yang berbeda, 

Tebak saya, judul itu lebih menyiratkan sebuah pertanyaan 
yang tok kunjung terjawab, bahwa apakah “kekalahan demi 
kekalahan” yang ditunasi MU dalam praktis politik itu karena 
“kebodohan orang MU" ataukah karena memang “kepintaran 
orang lain” meminjam bahasa intelektual muda kenamaan NU, 
Ulil Abshar-Abdalla. Kekalahan di sini kayak-kayaknya 
ditunjukkan lebih poda saat angin politik tidak berpihak lantas 
mempertegas garis khittah, dani terjun lagi ke morena politik prakris 
di waktu mendapat “angin segar politik". 

Dalam konteks itulah, cpilog ini didasari. Yaitu hendak 
mengurangi scora singkat persoalan khuttah kaitannya dengan 
politik praktis. Wamun sebenarnya lebih spesifik menyoroti multi- 
interpretasi kbuttah di kalangan MU sendiri. 


Sekelumit Maksud Khittah 


Khittah secara umum dianggap sebagai proses penyesuaian 
atau konsistensi sesuatu dengan garis-garis kesepakatan yang 
telah diambil. Kuttah Mahdlatul Ulama (NU) dalam pengertian 
demikian, berarti bahwa organisasi MU beserta seluruh 
perangkatnya melakukan “sebuah proses penyesuaian dan 
konsistensi dengan garis-garis perjuangan yang telah 
disepakatinya secara bersama”. Secara yuridis, khitcah MU 
didefinisikan sebagui landasan berpikir, bersikap, dan bertindak 
segenap warga MU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku 
perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses 
pengambilan keputusan. Secara tegas dalam butir 8 dari 
Keputusan Mukatamar MU ke-27 di Situbondo dinyatakan, "NU 
sebagai jam'iyyah secara organisatoris tidok terikat dengan 
organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga”, 

Memahami ungkapan di atas, khususnya statemen “secara 
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kemasyarakatan manapun juga” memberi peluang bagi sebagian 
elite MU untuk memberi penafsiran yang berbeda. Artinya, 
ungkapan di aras dapat dipahami dengan logika terbalik (maan 
mukhalafah) bahwa secara organisatoris tidak terikat akan tetapi 
secara kultural dan potriarkal tetap terikat. Padahal MU itu sendiri 
adalah organisasi yang lebih melihat pada figur, bukan sistem 
Organdaasi, 

Khuttah MU yang diungkap di atas pada dasarnya merupakan 
sebuah hasil pemikiran dan perenungan yang tinggi. Bukan main- 
main! Khittah itu pun juga dianggap sebagai sebuah “aksi” yang 
cukup strategis, bukan sebagai “reaksi”. Dengan kata lain, khuttah 
merupakan “sebuah aksi” bukan “sebuah reaksi" yang secara sadar 
dilaksanakan oleh organisasi MU, Bagi seya, pemahaman khittah 
yang demikian ini, berimplikasi secara positif bagi eksistensi dari 
perkembangan MU. 

MU adalah sebuah organisasi yang secara historis telah 
memberikan sumbangan dan kontribusi cukup besar bagi 
mosyarakar, bangsa dan negara Indonesia, Mengenai konrribusi 
ini tidak perlulah kita ragukan kesahiharnya, toh juga tidak perlu 
inya kemukakan di sini. Yang jauh lebih penting diungkap 
sebetulnya #dalah sejauh mara kontribusi tersebut berperan aktif 
dalam perbaikan masyarakat dan bangsanya. Kontribusi tersebut 
seridaknya mencakup seluruh aspek kehidupan manusie. 
Misalnya aspek religiusitas. Betapa aspek ini sangat berperan 
dalam perbaikan masyurakat dan bangsa kim! 

Mengingat religiusitas masing-masing organisasi memiliki 
penekanan yang berbeda. Lantas di mana sih kelebihan MU dalam 
aspek ini? Jawabannya sederhana saja. MU lebih mengedepankan 
religiusitas yang toleran, harmonis, terbuka, sadar pluralims, dan 
cenderung mengalah bila terjadi pertentangan. Dengan 
penekanan demikian, etos kehidupan dan pemikiran yang 
dibutuhkan adalah “kontinuitas kelapangdadaan" terhadap 
berbagai fenomena sampai yang paling menyakitkan hati 
sekalipun. 
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Demikian juga aspek-aspek lain seperti aspek ideologi, 
politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum, hak asasi 
manusia, dan bahkan integritas negara bangsa. 


Mengapa NU Khittah? 

Khittah MU yang terjadi sekitar tahun 1934 merupakan salah 
satu titik kulminasi dari kekecewaan politik yang Onggi terhadap 
Partoi Persatuan Pembangunan (PPP) yang tidak bisa 
mengakomodasi aspirasi dan keperitingan MU, khususnya para 
elite. PPP merase mampu menjadi besar tanpa bantuan warga 
dan pimpinan MU. Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah 
adanya kesadaran bahwa perjuangan MU tidak harus melalui 
jalan politik atau kekuasaan, akan tetapi yang lebih strategis 
adalah melalui presmere moral dan kultural, Dengan pendekatan 
demikian, wilayah garapan NU menjadi semakin luas dan bebas. 
Garapan itu, oleh NU bisa dilaksanakan melalui jalur birokrasi, 
militer, pendidikan, budaya, ekonomi, dan jalur lainnya. 

Marun demikian, dengan mundurnya NU dari panggung 
politik praktis membilan warga MU memiliki agenda tersendiri. 
Yaitu, bahwa langkah “out sementara waktu" dari gelanggang 
politik adalah untuk mempersiapkan diri secara serius dalam 
perjuangan politik yang lebih besar. Agenda itu didasari 
pemahaman bahwa situasi perpoliakan nasional telah mencapai 
puncak —yang secara alamiah—menuju pada “anti klimok:". 
Puncak atau klimaks kekuasaan politik dimaksud berupa 
perbandingan yang tidak seimbang antara partai politik yang ada. 
Di samping itu, telah terendus juga akan adanya perpecahan 
internal di tingkat elite Golkar. Sungguh mengagumkan, ternyata 
hipotesis kelompok yang memiliki agenda tersendiri ini, 
belakangan terbukti dengan hancurnya pemerincahan Orde Baru 
bersamaan dengan lengser-nya sang diktator Soeharto pada media 
Mei 1998. 

Nah, sampai di sini saya cuma ingin menunjukkan bahwa 


kbuttah SU bila dirunut historisitasnya bisa dilihat pada perjalanan 
politiknya secara sekilas dalam beberapa fase sebagai berikut, 
Fase percama, MU didirikan sebagai sebuah organsisasi sosial 
keagamaan oleh para ulama dengan melihat kondisi objektif saat 
itu. Yaitu, adanya serangan kaum muda terhadap praktik 
kengamaan kaum tumcradisionalis: kehancuran kbulafah Islam dan 
naiknya keluarga Ibn Sa'ud di Arabia dengan paham Wahabi 
yang membongkar dan menghancurkan tradisi keagamaan di 
Makkah, Madinah, dan sekitarnya: kekunsaan kolonial Belanda 
yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi kegiatan politik 
di Indonesia, dan kegiatan utama para ulama dalam bidang 
pendidikan pesantren yang menyebabkan mereka tidak punya 
bekal dalam berpolitik. 

Fase kedua, MU berpolitik dengan menggeser bentuk awal 
organisasi. Amu dengan kota lain, melupakan garis perjuangan 
awal organisasi MU, Pada fase ini wilayah kekuasaan ulama 
menjadi terreduksi, karena para ulama kurang berpengalamun 
dalam dunia politik, di samping adanya penekanan secara 
sistematis dari pemerintoh yang tidak menghendaki organisasi 
MU menjadi besar dan memiliki pengaruh kuat dalam perjalanan 
negara Indonesia. 

Fase ketiga, MU kembali ke khittah 1926, yang itu berarti 
kembali ke garis perjuangan awal organisasi. Kluttah ini dianggap 
cukup strategis dan relevan dengan situasi perpolitikan yang 
sudah “sangat tidak kondusif” bogi perjuangan dan aspirasi 
Organisasi NU, 

Fase keempat, ketika sebagian dari elite MU kembali 
berpolirik praktis, dengan mendirikan berbagai partai politik yang 
mengatasnamakan dirinya sebagai representasi dari warga dari 
organisasi MU, Seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai 
Kehangkitan Ummat (PKU), dan Partai Nahdlatul Ulama (PMU). 

Me-refer pada historisitns di atas, dapat dipahami dan 
dimaklumi mengapa HL mengambil keputusan urituk khueah. 
Dengan melihat kondisi real masyarakat dan tantangan yang ada, 
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baik tuntangan global (internasional), regional, nasional, maupun 
lokal, maka circle MU dari “murni sosial keagamaan” ke “politik 
praktis” kemudian kerobali lagi, atau bahkan nartinya kembali 
lagi ke politik praktis, sudah dapat dipahami dari sejarah 
perjalanan MU itu sendiri. Ibarat orang Jawa bilang, ws ora aneh, 
mula mbiven mematng ngomokuwilah NU (bukan hal aneh, sejak 
dulu memang begitulah MU). 


Analisis Sosiologis Warga NU Pasca-Khittah 

Berknitan dengan perjalanan organisasi MU di atas, sangat 
wajar bila wacana Kuttah yang paling banyak disorot adalah wacana 
dalam aspek kehidupan politik. Karena aspek politik inilah 
bararyekali yang menjadi salah satu alasan penting mengapa NU 
“nekad” kembali ke khistah. Mencandra khittah dalam kaitannya 
dengan aspek kehidupan politik, secara sosiologis saya menemukan 
bahwa masyarakat MU dapat dikelompokkan ke dalam empat 
berituk variabel yang mungkin masing-masing memiliki perahamar 
dan agenda sendiri-sendiri. 

Keempat vario tersebut adalah, pertamu, masyarakat NU 
yang menghendaki dan konsisten dalam katah dengan aktif di 
partai politik. Saya lantas menyebutnya MUKHIP (MU-Khittah- 
Politikh: kedua, masyarakat MU yang menghendaki dan konsisten 
dalam khitah dengan tidak akrif di pertai politik atau nonpolitik. 
Saya menyebutnya NUKHIN (NU-Ehirtah-Mompolitik 4 ketiga, 
masyarakat NU yang tidak menghendaki dan tidak peduli khiah 
dengan aktif di partai politik. Saya menyebutnya NUNOKHIP 
(NU.-Monkhittah-Politik), dang keempat, masyarakat NU yang 
tidak menghendaki dan tidak peduli khittah dengan tidak akrif 
di partai politik. Sebut saja MUNOKHIN (NU-Menkhittah- 
Monpolicik). 


Tabel 5. Klasifikasi Sosiologis 
Warga NU Pasca Khittah 1926 


| « Memahami kharah MU Akriams 
then 1954 sebagai Partai 
kesaragiham umat (MU) Kerterug kota 
andak keluar dari pari Pang 
(PB) 


mnantiaia akrif di partai 
politik tertera. | 
Kacema dengan petai 
politik yang adi kerika au 


Lebih bersfat pragmutia. Aletiaria 

Ketiliki Ierpedalian yang | Pari 

Unga rertindap osib Penataan 
di parts polirik organisasi MU, 

Kdernilaki pemai atrabaga di 

sebuah partai politik 
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» Lebil termifat cuek dengan Warga MUI 
#hoisteenak dar adobreiran raryg Tana 
angarruai ML sbady disk 

« Hanya menjadi dengan 

herbagas 


agen 
baik sosial 
keagamaan 
maupun 


Depan 
sosial pelisik. 


NUKHIP 


MUKHIP adalah masyarakat MU yang menghendaki dan 
kernsisten dalam khittah dengan akrif di partal politik. la memiliki 
beberapa karakateristik. Petamu, kelompok ini memahami khittah 
MU tahun 1984 sebagai kewajiban umat (MU) untuk keluar dari 
partai politik yang ada poda saat itu, Yostu Partoi Persatuan 
Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai 
Demokrasi Indonesia (PDI), Dengan demikian, hubungan warga 
NU dengan ketiga partad politik di atas adalah hubungan yang 
sama dekat dan sama jauhnya. Partoi politik yang bisa menggeet 
warga NU, maka ke partai itulah warga NU memberikan 
aspiraanya. 

Kedua, kelompok ini memiliki sense of politic yamg tinggi, 
sehingga mereka berusaha senantiusa aktif di partai politik 
tertentu. Bagi kelompok iri, aktif dalam partsi politik merupakan 
sebuah “panggilan hoci" dan sekaligus “panggilan agama" yang 
harus dilaksanakan. Ketiga, kelompok ini kecewa dengan partai 
politik yang ada ketika itu, karern partai-partai tersebut tidak 
mampu menampung aspirasi sebagian besar warga MU, Sebagai 
kompensasinya kelompok ini mendirikan sebuah partai politik 
yang harus memberi peluang sebesar-besarnya bagi aspirasi warga 
ML, 

Masyarakat MU variable pertama ini direpresentasikan oleh 
para aktivis Partai Kebangkitan Bangsa (PKBI. 
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Kelompok variasi pertama ini menghendaki semua warga 
MU untuk kembali pada wodah yang sudah jelas, yaitu PKB 
sebagai satu-satunya partai politik NU yang memperoleh restu 
dari PBNU, Bahkan sampai muncul tsrilah “kotoran ayam" dan 
“telur ayam". Di mana kotoran ayam diartikan sebagai partai 
politik non-PKB dan telur ayam dipahami sebagai PKB, meskipun 
istilah ini sebenarnya sangat tidak adil dan tidak proporsional. 
Sebab, meskipun PKB dideklarasikan oleh para perugurus teras 
MU (PBNU), okan tetapi secara yuridis formal MU sudah 
melaksanakan khittah yang artinya semua warga NU bebas untuk 
memilih partai politik yang sesuai dengan aspirasi dan 
kepentingannya. 

Di samping itu, pemaksaan agar semua warga MU 
menyampaikan aspirasinya ke partai tertentu jelas-jelas 
mengingkari nilai-nilai dasar MU—yaitu nilai toleransi, 
harmonisasi, keterbukaan, kesadaran untuk berbeda, dan 
menjunjung tinggi hak asasi seseorang. 


NUKHIN 


MUKHIN adalah masyarakat NU yang menghendaki dan 
konsisten dalam khittah akan tetapi tidak aktif di partai politik. 
Kelompok ini memiliki ciri-ciri khusus, Pertama, konsistensi tinggi 
dalam garis perjuangan MU, Kelompok ini menghendaki semun 
warga MU memiliki atensi dari rasa handarbeni (memiliki) yang 
tinggi terhadap nasib organisasinya. Pengorbanan bagi kelompok 
ini dianggap sebagai sebuah konsekuensi logis, karena pada 
dasarnya NU adalah organisasi nirlaba yang bergerak dalam 
bidang sosial kengamaan. Keuntungan yang diperoleh kelompok 
ini adalah keuntungan kebahagiaan dan kepuasan jiwa yang 
bersifat abstrak. Kelompok yang demikianlah yang barangkali sulit 
dicari dan sangat dibutuhkan oleh organisasi ML. 

Kedua, kelompok ini tidak memiliki jiwa politik, sehingga 
trik-trik yang digunakan para politisi kurang dipahami atau 
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memang mereka tidak mau memahami, karena kebanyakan trik- 
trik tersebut lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif. 
Misalnya, penipuan, ingkar janji, idak bertanggung jawab, dan 
sebagainya. Kelebihan kelompok iri bisa bekerja dengan siapa 
pun meskipun koleganya memiliki aspirasi politik yang berbeda. 
Oleh karena itu, kelompok ini lebih mudah berkomunikasi dar 
melakukan lobi individual, yang peda gilirannya bermanfaat bagi 
pengembangan MU sendiri, Namun, di saat yang sama kelompok 
ini mudah dimanipulasi dan didustai oleh para lawan politiknya, 
bahkan bisa-bisa menghancurkan organisasi MU dari dalam. 

Ketiga, kelompok tni lebih bersifat idealis dan kaku. Dengan 
konsistensi yang tinggi dan kuat dalam khittah, kelompok iri 
menjadi lebih kaku dalam hal sikap dan pendirian. Hal ini 
dibuktikan dengan konsistensinya dengan pemahaman khittah 
bahwa MU memalika jarak yang sama dengan semua partai politik. 
Dengan kata lain, MU tidak berafiliasi ke partai politik manapun 
dan apapun. 

Ciri khms yang demikian ini barangkali menjodi sangat tepat 
bagi warga MU yang telah memiliki tingkat intelektual tinggi. 
Karena dia bisa masuk ke mana-mana akan terapi konsisten 
dengan garis perjuangan MU, Barangkali kelompok masyarakat 
MU variabel kedua ini direpresentasikan oleh para pengurus 
struktural MU baik dari pusat sampai ranting yang tidak 
merangkap jabatannya dengan kepengurusan sebuah partai 
pokak 


NUNOKHIP 

MNUNOKHIP yaitu masyarakat NU yang tidak menghendaki 
dan tidak peduli khirtah dan akoif dalam partai politik. Kelompok 
iri memiliki karocakteristik yang unik, Pertama, lebih bersitor 
pragmatis, bahkan oportunis. Kelompok pragmatis lebih 
mengedepankan keuntungan yang bisa diperoleh di manapun 
dia berada, khususnya keuntungan finansial (perut) untuk diri 
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sendiri. Kedua, bertolak belakang dengan karakter kelompok 
pertama yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib 
organisasi NU melalui partai wnderboww MU, kelompok ind justru 
tidak mensakralkan sehuah partai pelitik, akan tetapi pang penting 
adalah substansi dan esensi dari garis perjuangan MU telah 
terakomodasi oleh partai politik di mana pun dia berada. 
Komunitas kelompok yang demikian ini menjadi sangat langka 
dan sulit diprediksi. Akan tetapi secara kasar dapat dikatakan, 
mereka memiliki pendirian yang kuat meskipun tidak secara 
langsung berkecimpung dalam organisasi NU. Hanya Tuhan yang 
mampu menilai niat dan kinerja mereka! 

Ketiga. kelompok ini memiliki posisi strategis di sebuah partai 
politik. Posisi srrategis di sini bisa berupa posisi religius dari posisi 
jabatan. Posisi religius maksudnya, bahwa mereka sudah berada 
pada posisi yang ditokohkan, diandalkan, dituakan dan dihormati 
di sebuah partai poliik tertentu. Oreng tersebut secara 
intelektual dan keulamaan telah diakui masyarakat dan 
konstituen partai politik tertentu, sehingga tanpa adanya 
kelompok tersebut dikuatirkan partai politik itu akan mengalami 
kemerosotan suara (tergembosi). Barangkali masyarakat MU di 
kelompok ini bisa direpresentasikan oleh aktivis Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) atau bahkan partoi lainnya. 


NUNOKHIN 


MUNOKHIN yakni masyarakat NU yang tidak 
menghendaki dan tidak peduli khittah dan tidak aktif di partai 
politik tertentu. Kelompok ini memiliki beberapa karakter, 
Pertama, lebih bersifat cuek dengan organisasi MU. Mereka 
memiliki semboyan “cuek is the best", karena pada dasarnya 
kelompok ini tidak memiliki kesadaran berorganisasi dan sense 
af politiz, Orang-orang di kelompok inilah yang mudah diombang- 
ambingkan oleh kelompok atau partai politik tertentu, sehinggu 
secara umum dianggap sebapai massa mengambang dari wragn 
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MUL Kelompok ini menjadi objek kampanye dan sasaran empuk 
bagi penggelambungan suara partai politik yang memiliki dana 
cukup besar 

Kedua, kelompok ini hanya menjadi pergecmbira dalam 
berbagai aktivitas MU. Sebenarnya kelompok yang demikian 
menjadi sangot mudah didekati oleh pengurus MU untuk akrif 
dalam organisasi, hanya saja sarana yang digunakan untuk 
mendekati masih kurang atau bahkan tidak ada sama sekali. 
Meskipun kelompok ini tidak memiliki sense of palitic, akar tetapi 
tetap masih memiliki aspirasi. 

Ketiga, kelompok ini lebih cenderung penakut dan tidak 
berari mengambil risiko. Padahal dengan aktif di organisasi, 
mereka akan lebih memahami karakter semus organisasi sosial 
kengarmoan dani sosial politik di Indonesia. Mungkin rasa takut 
pada diri kelompok ini muncul disebabkan oleh realitas bahwa 
orang lain yang aksi dalarn crgunisasi ternyata tidak memperoleh 
apa-apa dan bahkan banyak dicibir atau dimusuhi oleh anggota 
Orgarbad lninnyo. Keberandan mereka dala mengambil Asik 
juga tidak ada sama sekali karena memang pada dasarnya 
pengalaman organisasi mereka juga “nol”, Barangkali variabel 
yang keempat imi bisa dilihat representasinya pada warga NU 
yang sama sekali cuek dengan berbagai organisasi baik sosial 
keagamaan maupun organisasi sosial poliak. 

Syahdan, kbuttah MU secara inberen tidak bisa dilepaskan 
dari duria politik arsu bahkan aktivitas polidk warga MU. Sebah, 
meskipun pada awalnya organisasi MU dijadikan sebagai organisasi 
sosial kengarmaan akan tetapi naluri politik dari warga MU sangat 
tinggi dan kuar. Oleh karena ibu sangat wajar bila organisasi NU 
iri cenantinsa tergoda oleh dunia politik. Apalagi ada pemahaman 
dan ajaran yang berkembang di dalamnya: behwa apa yang 
dilakukan oleh pemimpin wajib dikaitkan dengan kesejahteraan 
umat atau rakyat, Ajaran dan pemahaman demikian memiliki 
tingkot regrebisitas tinggi bagi penlaku dan mental politik warga 
MU, Kesejahteraan umat atau katakanlah warga MU harus 
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senantiasa diperhatikan oleh para elite politik dalam menentukan 

sebuah undang-undang atau peraturan perundangan lainnya. 

Kekuasaan para elite harus senantiasa dikontrol oleh rakyat demi 

kesejahteraan mereka sendiri. Hal ini diyokni sebagai kewajiban 

agus, karena ajaran di atas merupakan salah satu kaidah fighryvah 
ushulerah yang menjadi tradisi worga NU. 


Refleksi Kritis-Futuristik 


Sebelum mengakhiri cotatan ini, perkenankan saya untuk 
menyampaikan beberapa hal yang perlu dipikirkan dan 
diagendakan bersama bagi segenap kaum nahdlivyin, sebagai 
sebuah “refleksi keritis-fururiatik” atas beberapa penyaruatan saya 
terhadap MU. 

Pertama, agaknya warga MU perlu melakukan diversifikasi 
garis perjuangan yang bakar melulu melalui jalur palitik. Jalur 
politik memang penting, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah 
konsisterwi terhadap yaris perjuangan dan nilai-nilai MU dari 
iegola arah dan jalur, 

Kesalahan atnu mural hazerd yang terjadi pada para wakil 
rakyat, khususnya dari warga MU hendaknya segera dievaluasi, 
apakah sebab-sebab atau faktor yang menjadikan mereka 
melakukan abuse of power, sehingga menyebabkan keresahan 
dan keridakpercayaan miaspurakar, Paling tidok kesadaran bahwa 
mereka menjadi wakil rakyat tidak hanya diberikan ketika 
mereka telah menjadi wakil rakyat, akan tetapi yang lebih penting 
adalah penggarapana terhadap kader-kader MU yang nantinya 
menjodi pemimpin atau wakil rakyat, 

Kedua, sungguh merupakan sebuah keprihatinan kits 
bersumu, manakala menyaksikan beberapa sudara-sadara kits, 
vang ketika mash berada “di bawah” secara lantang senantiasa 
“konsisten” dan “gigih” memperjuangkan nasib organisasi NU, 
Momun pada gilirannya mereka sudah “telanjur” menjadi “tokoh” 
atau “orang atas", atnu "orang godean”, mereka “pasti lupa" 
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terhadap rakyat, konstituen, atnu adik-adiknya yang “masih di 
bawah". Bagai kacang lupa akan kulitnya! 

Karenanya jangan salahkan jika rakyat kecil nan miskin 
MU yung di desa-desa selalu berpikiran negatif tentang pemimpin- 
pemimpin mereka. Mereka sedikit demi sedikit mulai paham, 
bahwa mereka hanya diperalat suaranya pada saat kampanye 
pemilu saja oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, 

Dengan kata lain, mereka-meraka yang “sudah di atas" itu 
“maunya kaya sendiri secara materi" akan tetapi “tidak mau kaya 
organisasi secara materi”. Meskipun belam dilakukan sebuah 
penelitian yang komprehensif, apa yang sayo ungkapkan ini bukan 
cerita imajinatif akan tetapi lebih sebuah kenyataan yang beriar- 
benar real, sehingga bagi orang yang memiliki keprihatinan, 
sampai jengkel, sampai dongkol, dan sampai rasan-rasan sendiri 
harus berbuat apa. 

Dalam konteks ini, oke-lah, meskipun pada dasarnya 
organisasi MU tidak gila materi akan tetapi realitas kehidupan 
sangat membutuhkan itu. Misalnya untuk biaya pendidikan para 
kadernya, kemajuan rakyat jama'ah-nya, meningkat kualitas SDM 
warganya. Bukankah kiai, penyair dan sekaligus budayawan 
nyentrik kita, K.H. Mustofa Bisri, pernah berselaroh dengan 
lantang, “Dulu ketika MU akan didirikan, K.H. Hasyim Asy'ari 
mengatakan bahwa NU diminati masyarakat karena dianggap 
memberi manfaat”, 

Dari pernyataan itu, perlu direnungkan, masih mampukah 
MU memberikan manfoat bagi jama'ahnya, agar mereka tidak 
ekandus ke “orang lain” misalnya! 

Ketiga, berkaitan dengan masalah kader dan kualitas SDM 
warga NU, ternyata juga menjadi keprihatinan tersendiri. 
Sekarang kalaulah jujur kita mau mengamati, berapa sih jumlah 
doktor yang dimiliki MU? Karenanya saya sangot tertarik ketika 
salah satu doktor kita dari Semarang, yaltu Dr. Abdurrahman 
Mas'ud, pernah menulis sebuah artikel yang—jika tidak salah— 
berjudul “Mendoktorkan NU, Mengkiaikan Muhammadiyah", 


2 


Mangun Akhir 


Entah kapan tepatnya saya membaca tulisan itu, topi saya ingat 
betul bahwa saya pernah membacanya di harian Suara Merdeka, 

Sebetulnya saya sangar sedih, banyak sekali penerasi- 
generasi kim dari pesantren, dan bahkan yang sedang dan telah 
usai belajar di tingkat strata satu JAIM, memiliki bakat-hakar 
dan potensi bagus, namun tidak bisa meneruskan ke jenjang yang 
lebih cinggi (rogoites, apalagi doktoral) karena dak punya binya 
dan tidak punya sponsor! 

Keempat, menurut hemat saya, secara futuristik organisasi 
NU itu sangat prospekuf, bila dilakukan pembongkaran paradigns 
berorganisasi. Misalnya disusun semacam kode etik organisasional 
yang benar-benar mengikat dari sejak dia menjadi koder sampai 
dia menjadi tokoh atau presiden, Dan yang paling penting adalah 
organisasi NU jangan dijadikan sehagsi “batu loncatan" atau 
“kendaraan palitik” untuk “memperkaya diri” dan selanjutnya 
dengan mudah melupakan organisasi MU itu apabila benar-benar 
sudah kaya dan sudah besar, Apa pun alasannya, sayo kira ba- 
rometer etika tidak akan pernah menyetujui tindakan demikian! 

Tampaknya dalam poin ini, harus snya katakan, sepandang 
pengamatan sederhana saya, MU harus berani mengakui 
keungukon sistem manajerial organisasi yang diterapkan 
Muhammadiyah. Dari kaderisasi, pengabdiari, prestasi dan newand- 
nya, sampai podo tingkot pemerataan kesejahteraan warganya. 
Manajemen organisasi Muhammadiyah lebih baik kerimbang MU 
barangkali ridak bisa kita pungkiri. Kenapa kita harus malu-malu 
belajar dari mereka 

Barangkali, itulah yang dapat saya kemukakan dalam 
kesempatan kali iri. Semoga ada manfaatnya! Amien. 


Sapen-Diogjakarta, 27 Juli 2002 
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Bahrul Wam : “Bodohnya MU" apa "NU! Dibodkahi"7 


Lampiran 
Matrik Pokok-Pokok Program PBNU Periode 1999-2004 


Tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokra atas dasar ajaran 
kalam Ahhssannah wal Jama'ah 


Wntige mean rujuk tatum doebidupan masyarakat pang berloadikan 
dai derenkorwtts 
- Melakukan pesaberdayaan padu masyarakat. 


ARAH DAN STRATEGI PELAKSANAAN 
- Ada rep tntngswom va dn perda biak yang dp 


: » Pengeobangan Jangan Kerja, Lokal, Masional | 
7. Penggalian fa dan Internasional. 
Pengelolaan Dana. (8 Pelayanan Sosdal 
10 oilisas Dias. 
Sumber: Penganu sar Mahdlatul Lilama, Hasi: Hasi Muktour MU Ke-30 123 
di Lirberra- Kederi, Jawa Tanu 
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“ang NU Itu mempunyai naisu' bahkan syahwat politik yang 
want MU untuk menyiasati keadaan saat ibu. Beesabndetuan 
lengser, nafsu polfik Iu terourah dalan keinginan membuat 
partai. Saya Ingat bebul, dalam pertemuan pertama di Rembang 
yang digelar sekitar setengah bulan setelah Sooharto kengsar 
Ular dan lokah MU dari semua aon, hadir di sama, 

(K-H. Yusuf Muhammad) 


"D1 ara mufti partai Ini, MU! harus memeliki kendaraan politik yamg 
asder contro! MU. Karena kepemingan ML tidak mungkin tumbuh 
dslam: sebuah ahran politik yang kepentingannya berbeda secara 
dametral, baik dari aspek Ideologi maupun bentuk Asi perjuangannya. Bahkan 
kalau had ini dibiarkan, suara dan @sporasi warga NU yang disalurkan ba partas 
politik lain. bukan tdak mungkin akan membesarkan orang lain jang ujung- 
ujungnya justru menyulitkan MU sendiri. Karenanya mau bolak mau, MU harus 
mamki rumah politik Soe untuk kepenlingan aspirasi poiik umainya. 

sekahyus sebagai alat perjuangan MU” 
(K.H. Hasyim Mudi) 


Mes (aruak-amruak Twain kovalibosrsady (ce enda jibean MAL Sibuarwetn labih janu 
ka sebayah polik praktis Dien ubah Ibu, Kamu akan berusaha dengan segala 
kemampuan untuk menyuarakan pentingnya MU lebih berkonsentasi pada 

hal-hal kemasyarakatan guna membangun dan membardayakan Apa Da 


kecil." 
(WI Abahar-Abdalia) 


“Diakui atas idak, PBNU torsa gagap serangga menjkikan orang-orang NI 
ngaang-ngarang Menberikan lalkran sandir-kendir adas khunan, 
IK-H. Muchith Muzadi) 


Li alas langgam aneka wama pendapat antarkalangan NU dalam 
mengidenifikasi Jenis kelamin”-nya amar keitah mumi dan politik prakb 
itulah, buku yang tengah Anda “kencan” ini, disusun lebih sebagai “pengingat 
atau "tongka?” bagi MU agar "tidak tergelincir dalam lubang yang pernah 
menjatuhkannya. Selain Ibu, buku Ind sepedinya disusun juga untuk merrenuhl 
harapan agar "bisa membantu”, atau paling fidak, menjadi “perimbangan” HUI 
dalam terus bermetamorfosis dalam mencari "jenis kelamin”-nya Itu. Baru 
setelah iku, Ss MU Idak “dibodoh-bodohin” oleh “orang lain 
Berlebihankah 
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